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Diterbitkan  oleh  CENTRE  FOP  STRATEGIC  AND  INTERNATIONAL  STUDIES 
(CSIS)  sejak  1971  sebagai  jurnal  berkala  untuk  menyajikan  tulisan-tu- 
lisan  tentang  berbagai  masalah  nasional  dan  internasional.  ANALISIS 
CSIS  adalah  suatu  forum  terutama  untuk  para  staf  peneliti  CSIS  sen- 
diri.  Tetapi  sumbangan  tulisan  darl  luar  CSIS  akan  dipertimbangkan 
untuk  dimuat  sesuai  dengan  kebutuhan.  Isl  tulisan-tulisan  yang  dl- 
muat  dalam  ANALISIS  CSIS  sepenuhnya  menjadi  tanggung  jawab  pri- 
badi  penulis  masing-masing. 


Mulai  tahun  1989  CSIS  menggunakan  logo  baru:  Nalar  Ajar 
Terusan  Budi.  Logo  berbentuk  sebuah  piringan  cekung 
berukiran  bola  dunia  yang  melatarbelakangi  gambaran 
orang  tanpa  busana  duduk  memangku  buku  terbuka  ber- 
alaskan  kain  lampin.  Tangan  kiri  menunjuk  ke  buku  dan 
tangan  kanan  menunjuk  ke  atas  menggambarkan  orang 
yang  sedang  menguraikan  pengetahuan  yang  ditimba  dari  buku.  Ketelan- 
jangan  gambar  orang  di  tengah  piringan  melambangkan  keterbukaan  budi 
—  tiadanya  sikap  a  priori  —  pada  warga  CSIS,  seperti  pada  para  analis 
umumnya.  dalam  kegiatan  studinya.  Gambar  ini  menunjukkan  kegiatan 
belajar  dan  mengajar  atau  menguraikan  pikiran,  sebagaimana  para  analis 
CSIS  melakukan  studi  dan  menguraikan  pikiran  mereka  kepada  siapa  saja 
yang  membutuhkannya.  Sedangkan  bola  dunia  melambangkan  alam  jagad 
raya  yang  menjadi  cakrawala  dan  lingkup  CSIS  berada  dan  berkarya.  Ka- 
limat  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  yang  tertera  pada  lingkaran  piringan  adalah 
surya  sengkala:  cara  merangkai  kata  dalam  tradisi  jawa  untuk  menandai 
suatu  tahun  penting  menurut  peredaran  matahari  dan  sekaligus  menge- 
mukakan  makna  yang  terkandung  dalam  peristiwa  yang  tahunnya  ditandai 
itu.  Nalar  menurut  tradisi  Jawa  itu  berwatak  1 ,  Ajar  berwatak  7,  Terusan 
berwatak  9,  dan  Budi  berwatak  1.  Sebagaimana  lazimnya  sengkala  dibaca 
dalam  urutan  terbalik:  1971,  tahun  CSIS  berdiri.  Nalar  Ajar  Terusan  Budi 
juga  menggambarkan  alam  pikiran,  dan  hakikat  kegiatan  CSIS.  CSIS  se- 
bagai lembaga  profesi  keilmuan,  yang  didukung  oleh  kreativitas  individu, 
pada  hakikatnya  mempunyai  kegiatan  intelektual  yang  bukan  hanya  meng- 
analisa  kebenaran  tetapi  juga  terpanggil  untuk  menunaikan  kewajioan 
sosialnya.  Makna  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  adalah  bahwa  bagi  CSIS,  ber- 
nalar,  belajar  serta  menguraikan  pikiran  adalah  kelanjutan  wajar  dari  budi 
yang  arif.  Logo  ini  dituangkan  dalam  wujud  piringan  perunggu  oleh  C. 
Sidharta. 
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PENGANTAR  REDAKSI 


ESENSI  pelaksanaan  demokrasi  di  tingkat  lokal  tidak  hanya  untuk 
menjaga  penyelewengan  kekuasaan  di  tingkat  lokal  serta  mengarahkan 
kekuasaan  hanya  untuk  kepentingan  rakyat  tetapi  yang  lebih  penting 
menjamin  peran  serta  masyarakat  dalam  melakukan  pengawasan  dan  pengam^ 
bilan  keputusan.  Pembentukan  lembaga-lembaga  di  tingkat  lokal  termasuk  pede- 
saan  yang  dimaksudkan  untuk  mendorong  demokratisasi  dan  desentralisasi  se- 
ring  mengalami  kegagalan  karena  lemahnya  struktur  organisasi  maupun  ka- 
rena  adanya  perbenturan  kepentingan  antar  elit  lokal.  Untuk  membahas  masa- 
lah  tersebut  Analisis  CSIS  menyajikan  dua  tulisan.  Tulisan  pertama  Hem  Cahyono 
yang  membahas  tentang  kemunduran  pelaksanaan  demokrasi  di  tingkat  pede- 
saan  karena  digantikaimya  Badan  Perwakilan  Desa  dengan  Bamusdes  (Badan  Mu- 
syawarah  Desa).  Perubahan  ini  dipandang  memperlemah  pengakuan  akan  eksis- 
tensi,  potensi  dan  prakarsa  desa  yang  pada  akhimya  merusak  upaya  demokrati- 
sasi lokal  dan  desentralisasi. 

Tulisan  kedua  yang  ditulis  oleh  Leo  Agustino  menyoroti  pelaksanaan  pro- 
ses demokrasi  di  tingkat  lokal  melalui  pemilihan  kepala  daerah  langsung  (Pil- 
kada  Langsung).  Selain  untuk  mempertegas  kedaulatan  rakyat,  pilkada  lang- 
sung juga  dimaksudkan  untuk  memperkuat  akuntabilitas  publik  serta  mem- 
bentuk  keseimbangan  kekuasaan  di  tingkat  lokal.  Ide  calon  independen,  politik 
uang,  konflik  antar  pendukung  serta  pendidikan  politik  bagi  masyarakat  men- 
jadi  wacana  yang  perlu  dicermati  terkait  dengan  pelaksanaan  Pilkada  Langsung. 

Dalam  edisi  ini  dua  tulisan  yang  terkait  dengan  masalah  internasional 
membahas  tentang  Parlemen  ASEAN  oleh  Bantarto  Bandoro  dan  Kemitraan  baru 
Asia-Afrika  oleh  A.A.  Banyu  Perwita.  Gagasan  parlemen  ASEAN  yang  diinspirasi 
proses  integrasi  Eropa  dianggap  sebagai  hal  yang  sangat  positif  karena  diha- 
rapkan  mampu  mengelola  isu  kawasan  dan  memainkan  peran  yang  lebih  baik 
di  tingkat  regional  maupun  internasional.  Di  sisi  lain  kerja  sama  internasional 
antar  Negara-negara  Asia-Afrika  dipandang  perlu  guna  merumuskan  kembali 
nilai-nilai  yang  mendasari  berdirinya  organisasi  ini.  Hal  ini  terkait  dengan 
tantangan-tantangan  baru  dalam  hubungan  internasional.  Peny-usunan  agen- 
da strategi  dalam  kerangka  hubungan  kemitraan  Asia-Afrika  perlu  diarahkan 
untuk  mengatasi  persoalan  ekonomi,  keamanan  dan  restrukturisasi  politik  glo- 
bal. Sementara  pada  bagian  akhir,  dokumentasi  yang  ditulis  oleh  M.  Djadijono 
tentang  kenaikan  harga  BBM  2005,  merekam  kejadian  dan  kebijakan  yang  ter- 
kait dengan  kenaikan  harga  BBM  beserta  implikasi  kebijakan  tersebut  yang  di- 
rasakan  oleh  masyarakat. 
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PERKEMBANGAN  politik  dalam 
dua  bulan  terakhir  (April-Mei 
2005)  ditandai  oleh  beberapa 
masalah  penting  yang  menuntut  per- 
hatian  publik.  Setidaknya  ada  dua 
isu  paling  menonjol,  yaitu  konflik  in- 
ternal yang  melanda  beberapa  partai 
politik  besar  dan  upaya  pemerintah 
dalam  pemberantasan  korupsi.  Selain 
itu,  tercatat  pula  beberapa  masalah 
lain  yang  perlu  mendapat  perhatian, 
yakni:  (1)  berkenaan  dengan  sosiali- 
sasi  perubahan  UUD  1945;  (2)  berke- 
naan  dehgan   keterlibatan  anggota 
TNI  dalam  Pilkada;  (3)  pencabutan 
hak  atas  tanah;  (4)  perundingan  in- 
formal RI-GAM;  (5)  sengketa  Amba- 
lat;  (6)  gerakan  ekstrim  termasuk  pe- 
ledakan  bom  di  Tentena,  Sulawesi  Te- 
ngah;  (7)  lawatan  Presiden  Rl  ke  be- 
berapa Negara  sahabat;  (8)  Konferensi 
Asia-Afrika;  dan  (9)  Hubungan  Bila- 
teral RI. 


KEMELUT  PARTAI  POLITIK 

Dalam  beberapa  bulan  terakhir  ini, 
sejumlah  partai  politik  telah  menye- 
lenggarakan  kongres  maupun  mukta- 
mar.  Di  antaranya  adalah  Partai  De- 
mokrasi  Indonesia-Perjuangan  (PDI-P), 
Partai  Amanat  Nasional  (PAN),  Partai 
Kebangkitan  Bangsa  (PKB),  Partai  Bin- 
tang  Reformasi,  Partai  Bulan  Bintang, 
Partai  Demokrat  dan  Musyawarah  Ma- 
jelis  Syuro  Partai  Keadilan  Sejahtera 
(PKS). 


Partai  Demokrasi  Indonesia- 
Perjuangan  (PDI-P) 

Kongres  II  PDI-P  yang  berakhir  pa- 
da  tanggal  31  Maret  2005  di  Denpasar, 
Bali,  berhasil  memilih  pengurus  baru 
periode  2005-2010.  Megawati  Soekamo- 
putri  kembali  terpilih  secara  aklama- 
si  menjadi  Ketua  Umum  DPP  PDI-P. 


124 


ANAUSIS  CSIS,  Vol  34,  No.  2,  2005:  123-152 


Pengurus  lama  PDI-P  banyak  yang 
terpental  dari  kepengurusan  baru  dan 
mereka  mendirikan  Gerakan  Pembaha- 
ruan  (GP)  PDI-P.  Tanggal  4  April  GP 
PDI-P  mengumumk^n  kepengurusan 
kolektif  nasional,  dengan  Pelaksana 
Harian  diketuai  oleh  Roy  B.B.  Janis. 
Mereka  menilai  Kongres  II  PDI-P  ca- 
cat  hukum,  karena  melanggar  Ang- 
garan  Dasar  (AD)  dan  Anggaran  Ru- 
mah  Tangga  (ART)  Partai.  Mekanisme 
pengambilan  keputusan  dan  pcmilih- 
an  dalam  kongres — yaitu,  dengan  te- 
tap  menggunakan  formatur  tunggal, 
hak  prerogatif,  aklamasi  dan  pene- 
tapan  calon  tunggal — dinilai  tidak 
demokratis,  sehingga  keputusannya  di- 
anggap  patemalistik,  feodal  dan  elitis. 


Partai  Amanat  Nasional  (PAN) 

Kongres  II  Partai  Amanat  Nasio- 
nal (PAN)  berlangsung  tanggal  7-11 
April  di  Semarang.  Pada  kesempat- 
an  tersebut,  Ketua  Umum  PAN  Amin 
Rais  menyatakan  tidak  akan  menca- 
lonkan  diri  kembali  menjadi  Ketua 
Umum  PAN.  Dalam  kongres  ini  Soe- 
trisno  Bachir  terpilih  menjadi  Ketua 
Umum  DPP  PAN  periode  2005-2010, 
menyisihkan  6  calon  lainnya  terrtva- 
suk  politikus  kawakan  Fuad  Bawa- 
zir.  Sedangkan  Sekjen  PAN  terpilih 
Zukifli  Hasan  yang  juga  seorang 
pengusaha.  Sementara  Amien  Rais 
terpilih  menjadi  Ketua  Majelis  Pertim- 
bangan  Partai,  didampingi  wakilnya 
Hatta  Rajasa  dan  A.M.  Fatwa.  Se- 
dangkan Badan  Arbitrase  diketuai 
oleh  M.  Askin. 


Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB) 

Muktamar  II  Partai  Kebangkitan 
Bangsa  berlangsung  di  Semarang 
tanggal  16-19  April.  Dari  466  utusan 
DPW  dan  DPC,  yang  tercatat  hadir 
382  peserta.  Perebutan  pengaruh  di 
arena  muktamar  bukan  lianya  di  an- 
tara  para  muktamirin,  tetapi  juga  me- 
libatkan  kiai  sepuh  yang  secara  for- 
mal bukan  peserta  muktamar,  Perta- 
rungan  bukan  hanyal  terjadi  di  an- 
tara  Tim  Sukses  kandidat  Ketua  Umimi 
Tanfidziyah,  tetapi  juga  di  antara 
para  pendukimg  K.H.  Abdurrahaman 
Wahid  dengan  para  kiai  dari  Forum 
Langitan. 

Pada  muktamar  tersebut  secara 
aklamasi  Gus  Dur  terpilih  menjadi  Ke- 
tua Dewan  Syuro  PKB  periode  lima 
tahun  mendatang.  Dari  33  utusan 
DPW  yang  menyampaika"  pem.andang- 
an  umum,  29  diantaranya  menyata- 
kan mencalonkan  kembali  Gus  Dur 
sebagai  Ketua  Dewan  Syuro  PKB.  Ke- 
putusan itu  mengejutkan  mengingat 
muktamar  belum  membahas  agenda 
tata  cara  pemilihan.  Walaupun  demi- 
kian,  pengesahan  Gus  Dur  sebagai 
Ketua  Dewan  Syuro  PKB  2005-2010 
berjalan  mulus.  Pemilihan  Ketua  Umum 
Dewan  Tanfidz  tanggal  19  April  juga 
dilakukan  secara  aklamasi  dan  ber- 
jalan lancar.  Terpilih  menjadi  Ketua 
Umum  Tanfidz  PKB  adalah  Muhai- 
min  Iskandar  yang  meraih  304  dari 
369  suara  peserta  muktamar. 

Sementara  muktamar  berlangsung, 
sekitar  11  orang  kiai  sepuh  yang  di- 
kenal  sebagai  Forum  Langitan  membuat 
pernyataan  bahwa  Muktamar  PKB  di 
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Semarang  tidak  sah  karena  dianggap 
telah  melanggar  AD/ART  PKB  serta 
tata  tertib  sidang.  Mereka  menyam- 
paikan  tausiyah  berupa  seruan  agar 
para  peserta  menarik.  diri  dan  tidak 
melanjutkan  muktamar. 

Alwi  Shihab  dan  SaifuUah  Yusuf 
tanggal  18  April  menyatakan  akan 
tetap  melanjutkan  proses  somasi  ter- 
hadap  pengurus  DPP  PKB  yang  te- 
lah menonaktifkan  mereka.  Dengan 
adanya  dukungan  para  kiai  dari  Fo- 
rum Langitan,  mereka  menyatakan 
siap  melanjutkan  roda  kepemimpinan 
sebagai  Ketua  Umum  dan  Sekjen  PKB 
yang  diangkat  oleh  Muktamar  Luar 
Biasa  PKB  di  Yogyakarta. 

Partai  Bintang  Refonnasi  (PBR) 

Muktamar  I  Partai  Bintang  Refor- 
masi  (PBR)  berlangsung  di  Jakarta 
tanggal  26-28  April.  Rapat  pleno  se- 
cara  aklamasi  memilih  kembali  Zae- 
nuddin  M.Z.  sebagai  Ketua  Umum 
PBR.  Pemilihan  dilakukan  secara  ak- 
lamasi, dipercepat  dari  rencana  se- 
mula  dan  tidak  dilakukan  dengan 
sistem  satu  delegasi  satu  suara,  se.- 
bagaimana  disepakati  dalam  rapat 
sebelumnya.  Pada  waktu  dan  tempat 
yang  sama  'juga  muncul  ke  pengurus 
PBR  tandingan  yang  dipimpin  oleh 
Zaenal  Ma'arif  selaku  Ketua  Umum. 

Partai  Bulan  Bintang  (PBB) 

Muktamar  II  Partai  Bulan  Bintang 
(PBB)  berlangsung  di  Surabaya  tang- 
gal 28  April  -  1  Mei  2005.  Pada  mu- 
lanya  terdapat  13  orang  calon  pe- 


mimpin  partai  ini,  namun  hanya 
Hamdan  Zoelva  dan  M.S.  Kaban  yang 
meraih  dukungan  50  suara.  Hamdan 
Zoelva  kemudian  menyerahkan  du- 
kungan atas  kepemimpinan  PBB  ke- 
pada  M.S.  Kaban.  Selanjutnya  sidang 
pleno  juga  memilih,  Yusril  Isha  Ma- 
hendra  menjadi  Ketua  Majelis  Syuro 
PBB,  menyisihkan  ketiga  calon  lainnya. 

Partai  Demokrat 

Kongres  I  Partai  Demokrat  ber- 
langsung tanggal  20-23  Mei  di  Sa- 
nur,  Bali.  Peserta  kongres  secara  ak- 
lamasi memilih  Susilo  Bambang  Yu- 
dhoyono  sebagai  Ketua  Dewan  Pem- 
bina. Dewan  Pembina  adalah  struk- 
tur  baru  di  dalam  Partai  Demokrat 
yang  tidak  ada  sebelumnya.  Badan 
ini  oleh  Kongres  ke-II  ditetapkan  se- 
bagai badan  kolektif  yang  bertugas 
memberikan  pembinaan,  petunjuk,  sa- 
ran  dan  nasihat  kepada  DPP  dalam 
menjalankan  dan  mengendalikan  ke- 
giatan  partai.  Selanjutnya  sidang  ple- 
no Partai  Demokrat  memutuskan  un- 
tuk  mencalonkan  kembali  Susilo  Bam- 
bang Yudhoyono  sebagai  Presiden  pa- 
da Pemilu  2009  untuk  periode  2009- 
2014.  Sedangkan  Ketua  Umum  DPP 
Partai  Demokrat  terpi]ih,JHadi.Utomo_ 
imhik  periode  2005-2010. 

Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS) 

Musyawarah  Majelis  Syuro  I  Par- 
tai Keadilan  Sejahtera  (PKS)  2005-2010 
berlangsung  tanggal  26-29  Mei  di  Ja- 
karta. Terpilih  sebagai  Ketua  Majelis 
Syuro  K.H.  Hilmi  Aminuddin.  Untuk 


posisi  Presiden  PKS,  terpilih  pejabat 
sementara  Tifatul  Sembiring.  Selain 
itu  Majelis  Syuro  memilih  Surahman 
Hidayat  sebagai  Ketua  Dewan  Sya- 
riah  Pusat,  Suharna  Surapranata  se- 
bagai Ketua  Majelis  Pertimbangan  Pu- 
sat, Muhammad  Anis  Matta  sebagai 
Sekretaris  Jenderal  dan  Mahfudz  Ab- 
durrahman sebagai  Bendahara  Umum. 
Keputusan  penting  lainnya  adalah 
penegasan  kembali  PKS  sebagai  par- 
tai dakwah  dan  Majelis  Syuro  seba- 
gai lembaga  tertinggi  partai.  Arti- 
nya  keputusan  Majelis  Syuro  meng- 
ikat  seluruh  organisasi,  termasuk  ke- 
putusan suksesi  pemilihan  ketua  lem- 
baga tinggi  partai. 

Salah  satu  penyebab  konflik  inter- 
nal dalam  tubuh  beberapa  parpol  ada- 
lah karena  partai  tidak  memiliki  plat- 
form yang  jelas,  sehingga  mengaki- 
batkan  tidak  adanya  ikatan  ideolo- 
gis  di  antara  anggota  partai.  Ketika 
terjadi  perpecahan  yang  bersifat  klik, 
personal  atau  kelompok,  dengan  mu- 
dah  hal  itu  memecah  belah  partai. 
Selain  itu,  beberapa  akar  permasalah- 
an  yang  sering  muncul  adalah  fak- 
tor  kepemimpinan  tunggal  dan  ma- 
najemen  konflik  yang  buruk.  Hampir 
seluruh  partai  di  Indonesia  hanya 
mengandalkan  satu  pemimpi^  yang 
dijadikan  figur  pemersatu  seluruh 
anggota  partai.  Akibatnya,  ketika  du- 
kungan  terhadap  figur  terpecah,  par- 
tai akan  terpecah.  Hampir  semua  par- 
tai di  Indonesia  tidak  memiliki  mana- 
jemen  konflik  yang  baik.  Hal  itu  ka- 
rena manajemen  konflik  belum  men- 
jadi  bagian  penting  dari  manajemen 
partai.  Untuk  mengurangi  kemungkin- 


an  terjadinya  konflik  internal,  sebaik- 
nya  partai  mulai  mengubah  dirinya 
menjadi  partai  yang  modern  dan  de- 
mokratis.^ 

Terlalu  kuatnya  figur  pimpinan 
partai  politik  berpotensi  mematikan 
kaderisasi  di  tubun  parpol  bersang- 
kutan.  Figur  yang  kuat  seringkali  di- 
anggap  mampu  menjadi  perekat,  se- 
mentara pada  saat  bersamaan  kader 
yang  memiliki  kualifikasi  sepadan  ti- 
dak pernah  dipersiapkan  sebagai  ca- 
lon  pengganti.  Masuknya  pimpinan 
parpol  di  lembaga  eksekutif  maupun 
legislatif  pasca-reformasi  1998  mem- 
buat  regenerasi  tidak  pernah  diper- 
siapkan, karena  pucuk  pimpinan  par- 
pol lebih  disibukkan  dengan  urusan 
eksternal  partainya,  sehingga  tidak 
pernah  ada  persiapan  kader  penggan- 
ti. Ketika  masa  pergantian  tiba  selalu 
ada  keragUdn  mengenai  calon  peng- 
ganti yang  layak  diajukan.  Apalagi 
pada  saat  kelahirannya,  ketokohan 
pucuk  pimpinan  parpol  dalam  po- 
sisi "tinggi",  sehingga  sekarang  pun 
dianggap  belum  muncul  kader  yang 
dinilai  selevel.^ 

Dipandang  dari  proses  regenerasi 
yang  harus  dilakukan,  kegagalan  mun- 
culnya  tokoh  baru  dalam  parpol  me- 
nunjukkan  kegagalan  partai  melaku- 
kan  reformasi  internal,  terutama  un- 
tuk revitalisasi  dan  regenerasi.  Mam- 


Lihat  pandangan  Eep  Safulloh  Fatah  da- 
lam Kompas,  4  April  2005. 
2 

Pandar\gan  ini  antara  lain  dikemuka- 
kan  oleh  Sukardi  Rinakit  dalam  Kompas,  7 
April  2005. 
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patnya  regenerasi  terutama  karena  fi- 
gur  petingginya  menjadi  simbol  in- 
stitusi.  Dari  perspektif  historis,  par- 
pol  di  Indonesia  seakan  selalu  diba- 
wa  lari  dari  sebuah  krisis  ke  krisis 
lain.  Dengan  dalih  untuk  menyelesai- 
kan  krisis  yang  belum  selesai,  pu- 
cuk  pimpinan  parpol  justru  memper- 
solid  posisinya.  Akibatnya  proses  re- 
generasi terhambat,  sehingga  tidak 
ada  kader  pengganti  yang  siap.  Pa- 
dahal  pada  saat  yang  sama  terjadi 
perubahan  konstelasi  politik  yang  me- 
nuntut  tersedianya  kader  berkualitas. 
Untuk  mengisi  kekosongan  di  ting- 
kat  elit  kepengurusan,  terjadilah  ke- 
mudian  eksodus  kader  dari  satu  par- 
pol ke  parpol  lain  yang  tidak  siap  de- 
ngan kelahiran  pemimpin  baru.  Keha- 
diran  kader  yang  "lompat  pagar"  se- 
perti  itu  menjadi  kontra  produktif, 
karena  kader  yang  ada  di  dalam  tu- 
buh  parpol  merasa  dipinggirkan.^ 

Parpol  diharapkan  dapat  menye- 
lesaikan  berbagai  konflik  internal  de- 
ngan baik,  karena  salah  satu  fungsi 
partai  politik  adalah  mengelola  kon- 
flik. Kegagalan  dalam  menyelesaikan 
koriflik  internal  dapat  mermnbulkan  ke- 
jenuhan  masyarakat  terhadap  parpol, 
sehingga  masyarakat  beralih  ke  in- 
strumen  lain  seperti  miiiter.  Konflik 
internal  parpol  memang  memprihatin- 
kan,  karena  peran  partai  politik  sebe- 
narnya  sangat  diperlukan  untuk  mem- 
bangun  demokrasi.  Sementara  itu,  se- 
jak  tahun  1998  tampak  jelas  bahwa 


Pandangan  pakar  ilmu  politik  UGM  Ris- 
wandha  Imawan  juga  tersaji  dalam  Kompas, 
7  April  2005. 


kepercayaan,  harapan  dan  dukungan 
rakyat  terhadap  partai  politik  sema- 
kin  memudar.  Indikatomya  adalah  me- 
ningkatnya  jumlah  golongan  putih 
dalam  Pemilu  1999  dan  2004.'* 

Berbagai  konflik  tersebut  merupa- 
kan  persoalan  utama  parpol  yang  ha- 
rus  diselesaikan,  jika  Indonesia  ingin 
mendorong  demokratisasi.  Konflik  in- 
ternal parpol  sebetulnya  menunjukkan 
bahwa  parpol  di  Indonesia  adalah 
organisasi  yang  belum  menjadi  par- 
pol dalam  arti  sebenamya.  Kalau  par- 
pol tidak  mampu  menyelesaikan  kon- 
flik internal,  bagaimana;  parpol  mam- 
pu menyelesaikan  konflik  yang  sifat- 
nya  nasional.  Salah  satu  penyelesai- 
an  ialah  bahwa  pemimpin  partai  yang 
kharismatik  harus  bisa  mentransfor- 
masikan  kharismanya  dalam  sistem 
pengelolaan  partai  yang  demokratis. 
Selama  parpol  masih  mengandalkan 
kepemimpinan  kharismatik,  akan  su- 
lit  bisa  dibangun  faksi-faksi.  Faksi  di 
partai  hanya  bisa  berkembang,  apabila 
basisnya  kedaulatan  berada  di  anggo- 
ta  partai,  bukan  pada  tokoh  kharisma.^ 

Penyelesaian  internal  parpol  sebe- 
namya dapat  dilakukan  melalui  tra- 
disi  rule  of  law  dan  rule  of  ethic.  Jika 
seorang  pemimpin  parpol  bermjimpi 
memimpin  sebuah  negeri  yang  demo- 
kratis dan  berdasarkan  hukum,  maka 
ia  harus  terlebih  dahulu  menunjukkan 


Lihat  pandangan  yang  dikemukakan 
oleh  Kepala  Pusat  Penelitian  LIPI  Ikrar  Nusa 
Bhakti  dalam  Kompas,  11  April  2005. 

^Pandangan  ini  dikemukakan  oleh  Ke- 
tua  Departemen  Politik  CSIS,  Tommy  Legowo 
dalam  Kompas,  26  April  2005. 
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kemampuannya  memimpin  demokrasi 
dan  rule  of  law  di  internal  partai.  Jika 
tidak  mampu  melakukan  hal  tersebut, 
bagaimana  mungkin  mampu  meya- 
kinkan  rakyat  bahwa  ia  mampu  me- 
mimpin Negara  yang  lebih  kompleks. 
Perselisihan  parpol  merupakan  gejala 
sementara  dalam  transisional  demo- 
krasi. Hampir  semua  lembaga  parpol 
kini  sedang  mengalami  disorientasi. 
Jalan  keluarnya  ialah  bahwa  parpol 
harus  segera  melakukan  konsolidasi 
dan  membangun  tradisi  rule  of  law  dan 
rule  of  ethic  yang  mapan.  Rule  of  law 
di  internal  partai  bisa  dilihat  dari 
AD/ART  partai  bersangkutan.  Semen- 
tara rule  of  ethic  juga  harus  diatur  da- 
lam organisasi,  seperti  sopan-santun 
dan  norma-norma  perilaku  yang  di-, 
idealkan,  meski  belum  sampai  pada 
norma  hukum.  Di  antaranya  yang  per- 
lu  disepakati  adalah  mekanisme  pe- 
nyelesaian  perbedaan  pendapat  in- 
ternal.^ 

Penyebab  utama  perpecahan  da- 
lam Parpol  yang  terjadi  akhir-akhir  ini 
adalah  karena  politisi  Indonesia  ti- 
dak memahami  konsep  dan  fungsi 
kepartaian.  Mereka  beranggapan  bah- 
wa merekalah  kelompok  kepentingan 
sekaligus  penekan,  sehingga  fungsi 
J^regasi  tidak  berjalan  sebagaimana 
mestinya.  Parpol  juga  tidak  memiliki 
konsep  dan  pola  perekrutan  yang 
jelas,  apakah  menganut  sistem  par- 
tisan yang  berdasarkan  loyalitas,  sur- 
vival yang  berdasarkan  uang  dan 
massa,  sistem  meritokratik  yang  ber- 

6 

Pendapat  ini  dikemukakan  oleh  Jimly 
Asshiddiqie.  Lihat  Kompas,  14  Mei  2005 


basis  keahlian  dan  kapasitas,  atau 
gabungan  ketiganya.  Parpol  di  Indo- 
nesia tampaknya  cenderung  ke  arah 
survival  di  mana  mereka  yang  dire- 
krut  umumnya  hanya  yang  memiliki 
modal  dana  dan  massa. 

Selain  itu,  Parpol  umumnya  juga 
tidak  menegaskan  posisinya,  apakah 
beroposisi  atau  mendukung  pemerin- 
tah  dan  belum  berfungsi  sebagai  ti- 
tik  referensi.  Pertikaian  terjadi  kare- 
na menumpuknya  persoalan  keempat 
fungsi  partai  tersebut.  Pertikaian  da- 
lam organisasi  parpol  terjadi  karena 
politisi  cenderung  menganggap  par- 
tai sebagai  tempat  kekuasaan.  Dalam 
hal  ini,  mereka  melupakan  dua  hal 
mendasar,  yaitu  etika  politik  dan  si- 
kap  menghormati  keputusan  partai. 
Parpol  sering  dianggap  warisan,  mi- 
salnya  PKB  oleh  K.H.  Abdurahman 
Wahid  yang  keturunan  pendiri  NU 
dan  PDI-P  oleh  Megawati  yang  ketu- 
runan Soekarno.  Demokrasi  modern 
tampak  bersinggungan  dengan  feodal- 
isme  politik.  Seharusnya  partai  yang 
menyatukan  tokoh,  bukan  tokoh  yang 
menyatukan  partai.'' 

Partai-partai  politik  yang  menga- 
lami konflik,  misalnya  PDI-P  dan  PKB, 
mencerminkan  sirkulasi  kepemimpinan 
yang  terpusat  pada  tokoh  kharisma- 
tik.  Kedua  partai  tersebut  telah  ber- 
kembang  menjadi  "partai  teater"  di 
mana  pemain  utama  PDI-P  diperan- 
kan  oleh  Megawati,  sementara  di  PKB 
oleh  Gus  Dur.  Hakikat  partai  teater 


Lihat,  Ketut  Putra  Erawan  dalam  Kom- 
pas, 17  Mei  2005.  Lihat  juga,  Nur  Iman  Subono 
pada  harian  yang  sama. 
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yang  tanpa  partisipasi  dari  bawah 
tidak  cocok  dengan  hakikat  demo- 
krasi  modern  yang  membutuhkan 
partisipasi.  Lebih  lagi  hakikat  partai 
teater  itu  tidak  compatible  dengan  per- 
kembangan  pemilih  yang  makin  ra- 
sional.  Kini  tinggal  PDI-P  dan  PKB 
yang  masih  sangat  tergantung  pada 
figur  kharismatik.  Dalam  tradisi  PKB, 
penghormatan  terhadap  hierarkhi  me- 
rupakan  refleksi  dari  kebiasaan  yang 
sangat  lama  dalam  tradisi  NU,  yaitu 
kiai  menjadi  sangat  sentral  perannya. 
Karena  itu  tidak  ada  pola  dari  ba- 
wah ke  atas,  tetapi  sebaliknya.  Pola 
yang  kurang  lebih  sama  terjadi  di 
PDI-P,  yakni  otoritasnya  terpusat  dan 
tidak  terdesentralisasikan  ke  bawah. 
Kalau  dasar  otoritas  PKB  adalah  pen- 
diri  NU,  di  PDI-P  dasar  otoritasnya 
adalah  keturunan  Soekarno.  PKB  dan 
PDI-P  perlu  membenahi  diri  agar  kom- 
patibel  dengan  realitas  demokrasi.  Ji- 
ka  tidak,  kedua  partai  itu  akan  popular 
hanya  di  komimitasnya  sendiri.® 

Kekisruhan  partai-partai  politik  ter- 
jadi karena  gaya  kepemimpinan  ber- 
basis  kharisma  mulai  ditinggalkan. 
Akibatnya,  kelompok  yang  memiliki 
uang  mencoba  melakukan  persuasi 
dan  menjadi  alternatif  kepemimpinan 
baru.  Dalam  Partai  Golkar,  misalnya, 
sebenarnya  telah  terjadi  persimpang- 
an  antara  tokoh  lama  dan  tokoh  ba- 
ru yang  berbasis  kapital.  Represen- 
tasi  DPP  yang  dikuasai  kubu  Akbar 


Direktur  Riset  Freedom  Institute  Saiful 
Mujani  mengemukakan  pandangannya  itu 
di  dalam  Kompas  tanggal  20  April  2005. 


Tanjung  berada  di  DPR,  sedangkan 
kubu  Slipi  yang  merepresentasikan 
pemilik  modal  baru  diwakili  Jusuf 
Kalla.  Selain  itu  ada  kelompok  Kino 
yang  diwakili  oleh  Agung  Laksono 
dan  kekuatan  media  massa  dari  Sur- 
ya  Paloh.  Dari  luar  tampak  Jusuf 
Kalla  sangat  powerful,  tetapi  sebetul- 
nya  hanya  menguasai  20%  DPP. 

Kasus  dalam  PKS  merupakan  ano- 
mali,  karena  menyimpang  dari  kecen- 
derungan  umum  pertikaian  parpol.  Di 
PKS  perekrutan  sistem  komando  te- 
lah ada  sebelum  PKS  berdiri.  Sistem 
jenjang  dan  hierarki  yang  diformula- 
sikan  dalam  partai,  dengan  mudah 
mengadaptasi  tuntutan  disiplin  or- 
ganisasi.  Figur  di  PKS  tidak  terlalu 
penting.  Di  dalam  PKS  ada  Majelis 
Syuro  yang  kohesif,  tidak  berbasis 
individu,  tetapi  memiliki  wibawa  ko- 
lektif.  Yang  dihormati  bukan  individu, 
tetapi  Majelis  Syuro  sebagai  penentu 
akhir  keputusan  tertinggi.  PKB  juga 
punya  Dewan  Syuro,  tetapi  dipersoni- 
fikasi  dalam  diri  Gus  Dur.^ 


PEMBERANTASAN  KORUPSI 

Ada  tiga  hal  pokok  yang  menda- 
pat  sorotan  utama.  Pertama,  tekad  un- 
tuk  memberantas  korupsi.  Kedua,  peng- 
ungkapan  dugaan  korupsi  di  Komisi 
Pemilihan  Umum  (KPU).  Ketiga,  peng- 
ungkapan  dugaan  korupsi  di  Bank 
Mandiri. 


Pendapat  ini  dikemukakan  oleh  Dr.  Yudi 
Latif  dari  Reform  Institute  dan  Audit  Demo- 
krasi dalam  Kompas,  17  Mei  2005. 


130 


ANAUSIS  CSIS,  Vol  34,  No.  2.  2005:  123-152 


Tekad  Memberantas  Korupsi 

Dalam  rapat  koordinasi  pemberan- 
tasan  korupsi  telah  disepakati  8  lang- 
kah  yang  akan  dilakukan  Presiden 
secara  efektif:  (1)  membersihkan  prak- 
tek  korupsi  di  lingkur\gan  Kantor  Ke- 
presidenan,  Wakil  Presiden  dan  Sekre- 
tariat  Negara  serta  yayasan-yayasan; 
(2)  mengawasi  pengadaan  barang  di 
semua  departemen;  (3)  mencegah  pe- 
nyimpangan  proyek  rekonstruksi  Aceh; 
(4)  mencegah  penyimpangan  dalam 
pembangunan  infrastruktur  5  tahun 
ke  depan;  (5)  menyelidiki  penyimpang- 
an di  lembaga  Negara,  seperti  De- 
partemen dan  BUMN;  (6)  memburu 
terpidana  korupsi  yang  kabur  ke  luar 
negeri;  (7)  meningkatkan  intensitas 
pemberantasan  penebangan  liar;  (8) 
meneliti  pembayar  pajak  dan  cukai. 
Untuk  itu  Presiden  akan  memimpin 
rapat  koordinasi  setiap  bulan,  guna 
mengevaluasi  dan  mencarikan  solusi 
atas  kendala  yang  dihadapi  aparat. 

Demi  menunjukkan  kesungguhan- 
nya  tanggal  29  April  Presiden  me- 
nandatangani  dua  surat  izin  peme- 
riksaan  Bupati  Pesisir  Selatan  (Su- 
matera  Barat)  dan  Walikota  Bengku- 
lu.  Sejak  menjabat  6.  bulan  lalu,  Pre- 
siden telah  mengeluarkan  izin  peme- 
riksaan  terhadap  4  gubernur,  25  bu- 
pati, 1  wakil  bupati,  3  walikota  dan  7 
anggota  DPR/MPR  dalam  berbagai 
kasus  pidana.^'^ 


Langkah-langkah  pemberantasan  ko- 
rupsi itu  diungkapkan  oleh  Juru  Bicara  Ke- 
presidenan,  Andi  Malarangeng.  Lihat,  Kompas, 
30  April  2005. 


Pada  4  Mei  Presiden  Susilo  Bam- 
bang  Yudhoyono   membentuk  Tim 
Koordinasi  Pemberantasan  Tindak  Pi- 
dana Korupsi  (Tim  Tastipikor)  me- 
lalui  Keppres  No.  11/2005  yang  di- 
tandatangani  pada  2  Mei  2005.  Tim 
ini  beranggotakan  48  orang  dan  ber- 
tanggung  jawab    langsung  kepada 
Presiden.  Tugas  Tim  Tastipikor  di 
samping  melakukan  penyelidikan,  pe- 
nyidikan  dan  penuntutan  sesuai  de- 
ngan  ketentuan  hukum  acara  pidana 
yang  berlaku,  juga  mencari  dan  me- 
nangkap  pelaku  yang  diduga  keras 
melakukan  tindak  pidana  korupsi  ser- 
ta menelusuri  dan  mengamankan  se- 
luruh  asetnya  demi  mengembalikan 
uang  negara  secara  optimal.  Dalam 
pelaksanaan  tiigasnya  Tim  Tastipi- 
kor bekerja  sama  dengan  BPK,  KPK, 
PPATK,  Komisi  Ombudsman  Nasio- 
nal  dan  instansi  pemerintah  lainnya. 
Tim  yang  baru   dibentuk  ini  ber- 
kewajiban  melaporkan  setiap  perkem- 
bangan    pelaksanaan    tugasnya  se- 
waktu-waktu  kepada  Presiden  dan 
melaporkan  hasilnya  setiap  tiga  bu- 
lan dengan  tembusan  kepada  Jaksa 
Agung,  Polri  dan  BPKP.  Masa  tugas 
tim  ini  adalah  2  tahun  dan  dapat 
diperpanjang  apabila  diperlukan.  Di 
samping  itu  Presiden  juga  menegas- 
kan  akan  segera  mengambil  lang- 
kah  hukum  atas    16  BUMN,  4  depar- 
temen, 3  pihak  swasta  dan  12  korup- 
tor  yang  melarikan  diri  ke  luar  ne- 
geri. Menurut  Ketua  Tim,  Hendarman 
Supandji,   untuk   mencapai  sasaran 
yang  ditetapkan  Presiden,  lebih  da- 
hulu  akan  dilakukan  pembersihan  di 
lingkungan  Istana  (seperti  Sekkab  dan 
Sekneg). 
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Kalangan  pengamat  yang  bersikap 
optimis  mengingatkan  agar  tim  yang 
dibentuk  ini  tidak  lagi  mengulangi 
kegagalan  tim  pemberantasan  korup- 
si  sebelumnya.  Langkah  yang  dica- 
nangkan  itu  diharapkan  bisa  di- 
implementasikan  hingga  ke  tingkat 
daerah.  Berkenaan  dengan  itu  pembe- 
nahan  aparat  penegak  hukum  harus 
tetap  menjadi  prioritas.  Komitmen 
kuat  dari  Presiden  itu  seharusnya 
diikuti  juga  komitmen  yang  sama 
dari  Mahkamah  Agung.  Untuk  itu 
semua  pihak  perlu  memberi  dukung- 
an  penuh,  baik  kelembagaan  mau- 
pun  finansial.  Di  Indonesia  pembe- 
rantasan korupsi  berada  pada  dua 
jalur,  yaitu:  jalur  Komisi  Pemberan- 
tasan Korupsi  (KPK)  yang  bermuara 
pada  Pengadilan  Ad  Hoc  Korupsi  de- 
ngan kewenangan  besar  dan  jalur 
biasa  seperti  jalur  kejaksaan  yang 
bermuara  pada  pengadilan  umum. 
Tindakan  terhadap  kasus  korupsi 
yang  ditangani  KPK  akan  lebih  ke- 
ras  karena  tidak  bisa  dihentikan  pe- 
nyidikannya.  Lembaga  yang  bertu- 
gas  memberantas  korupsi  sudah  ter- 
sedia.  Sekarang  tergantung  bagai- 
mana  Presiden  menggerakkan  lembaga- 
lembaga  tersebut.^^ 

Sedangkan  rnereka  yang  bersikap 
pesimis  berpendapat  bahwa  keang- 


Lihat  misalnya  pendapat  Wakil  Ketua 
MPR,  A.M.  Fatwa,  anggota  DPR  Benny  K. 
Harman  dari  Fraksi  Partai  Demokrat,  Ga- 
yus  Lumbuun  anggota  DPR  dari  Fraksi 
PDI-P,  Koordinator  Badan  Pekerja  ICW, 
Teten  Masduki,  Wakil  Koordinator  Badan 
Pekerja  ICW,  Danang  Widoyoko  dan  advo- 
kat.  Harry  Pontoh.  Lihat  Kompas,  30  April 
dan  6  Mei  2005. 


gotaan  Tim  Tastipikor  tersebut  ter- 
lalu  besar.  Badan  koordinasi  seperti 
itu  seharusnya  cukup  5-7  orang. 
Tim  pemberantasan  korupsi  yang  ber- 
anggotakan  pejabat  dikhawatirkan  ti- 
dak mampu  bekerja  efektif  dan  jus- 
tru  akan  menambah  beban  Negara. 
Penempatan  pejabat  fungsional  da- 
lam  tim  pemberantasan  korupsi  akan 
mengaburkan  tugas,  kewajiban  serta 
hmgsi  masing-masing  imsur  tim.^^ 

Kesungguhan  Presiden  memberan- 
tas korupsi  diungkapkan  lagi  da- 
lam  konf erensi  pers  di  Wisma  Indo- 
nesia, Wahington  DC  ta;iggal  26 
Mei.  Pada  kesempatan  itu  Presiden 
menegaskan  bahwa  RI  mendukung 
Konvensi  PBB  mengenai  pembe/an- 
tasan  korupsi  yang  sudah  dirati- 
fikasi  sejumlah  Negara.  Pembahasan 
soal  sikap  RI  atas  Konvensi  tersebut 
sedang  dibicarakan  di  Komisi  I  DPR. 
Diharapkan  DPR  dapat  menghasil- 
kan  keputusan  yang  tepat.  Meski- 
pun  belum  meratifikasi  konvensi  ter- 
sebut, dunia  mengetahui  bahwa  In- 
donesia sangat  gigih  untuk  men\be- 
rantas  korupsi.  Dalam  pertemuan 
KTT  APEC  di  Cile  dan  KTT  ASEAN 
di  Laos  tahun  2004,  semua  Negara 
anggota  termasuk  Indonesia,  mendu- 
kung konvensi  pemberantasan  ko- 
rupsi itu. 

Kini  diperlukan  kerja  sama  antar- 
negara  dan  perjanjian  ekstradisi  yang 
adil.  Indonesia  akan  terus  mengejar 
koruptor  di  negara  rnanapun.  Demi 


Adnan  Buyting  Nasution  SH.  Lihat  Kom- 
pas, 7  Mei  2005 
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mendukung  langkah-langkah  yang  di- 
lakukan  Presiden,  dalam  masyara- 
kat  harus  tercipta  gerakan  serupa 
untuk  memberantas  korupsi.  Oleh  ka- 
rena  itu,  pada  18  Mei  2005  bebera- 
pa  tokoh  penting  telah  melakukan 
penandatanganan    perjanjian  kerja 
sama  "Membangun  Gerakan  Anti  Ko- 
rupsi di  Rumah  Sendiri".  Menurut  salah 
satu  deklarator  perjanjian  tersebut, 
Syafii  Ma'arif,  komitmen  memberan- 
tas korupsi  harus  dilakukan  secara 
total,  karena  korupsi  sudah  meng- 
gurita  di  mana-mana.  Langkah  pe- 
merintah  memberantas  korupsi  pun 
harus   mendapat   dukungan  moral. 
Bangsa  Indonesia  harus  mengguna- 
kan  semua  kekuatan  bangsa  untuk 
melawannya.  Langkah  konkrit  yang 
*kan  dilakukan-  adalah  dengan  mem- 
bangun  posko  anti  korupsi  di  ber- 
bagai  daerah.  Posko  ini  akan  mela- 
porkan   setiap   indikasi   korupsi  di 
daerah  kepada  aparat  penegak  hu- 
kum  atau  langsung  kepada  KPK.  Hal 
senada  juga  dikemukakan  oleh  Hasyim 
Muzadi.^^ 

Dugaan  Korupsi  Komisi  Pemilihan 
Umum  (KPU) 

Pada  tanggal  8  April  Komisi  Pem- 
berantasan  Korupsi  (KPK)  menetap- 
kan  anggota  KPU  Mulyana  W.  Ku- 
sumah  sebagai  tersangka  kasus  tin- 
dak  pidana  korupsi.  Wakil  Ketua  KPK 
Erry  Riyana  Hardjapamekas  tang- 
gal 9  April  menjelaskan.  bahwa  Mul- 
yana tertangkap  tangan  oleh  petu- 


gas  KPK  ketika  sedang  melakukan 
upaya  penyuapan  kepada  seorang 
PNS  dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan 
(BPK).  Jumlah  dana  yang  akan  diberi- 
kan  sebesar  Rp.  150  juta.  Mulyana 
dikenai  sangkaan  pelanggaran  Pasal 
5  Ayat  (1)  UU  No."  31/1999  jo  TJU 
No.  20/2001  tentang  Pemberantasan 
Tindak  Pidana  Korupsi.  Menurut  ang- 
gota BPK  Baharuddin  Aritonang,  pi- 
hak  BPK  boleh  saja  bekerja  sama 
dengan  KPK  dan  kepolisian  yang 
memiliki  hak  menangkap  dan  me- 
nyidik,  sekalipun  kerja  sama  tersebut 
tidak  dalam  konteks  kelembagaan. 
Apa  yang  dilakukan  tim  auditor  BPK 
di  bawah  kontrol  pimpinannya. 

Penyerahan  uang  yang  dilakukan 
tanggal  8  April  merupakan  yang  ke- 
dua  kalinya.  Sebelumnya  Mulyana 
juga  telah  menyerahkan  uang-Rp.l50 
juta  kepada  "seseorang  dari  BPK".^^ 
Dalam  pemeriksaan  lanjutan  KPK, 
Mubari  (Staf  Khusus  Pelaksana  Ha- 
rian  Sekjen  KPU)  menyebutkan  bah- 
wa semua  yang  dilakukannya  ada- 
lah atas  perintah  dan  sepengetahu- 
an  pimpinan.  Mubari  disebut-sebut 
sebagai  negosiator   dengan  auditor 
BPK,  terkait  dengan  audit  investiga- 
tif  yang  dilakukan  atas  proses  peng- 
adaan  logistik  Pemilu  2004.  Uang 
sejumlah  Rp.  300  juta  yang  dibawa 
Mulyana  untuk  diserahkan  kepada 
auditor  BPK,  merupakan  kesepakat- 
an  yang  dibuat  auditor  BPK  itu  dengan 
Mubari. 


^^Kompas,  19  Mei  2005. 


Kontpas,  11  April  2005. 
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Presiden  S.B.  Yudhoyono  usai  ra- 
pat  konsultasi  dengan  Ketua  BPK 
Anwar  Nasution  tanggal  20  April  di 
Istana  Negara,  meminta  pemeriksaan 
kasus  dugaan  penyimpangan  peng- 
gunaan  dana  pemilu  di  KPU,  dila- 
kukan  sungguh-sungguh,  obyektif  dan 
seintensif  mungkin.  Dengan  begitu 
rakyat  akan  mendapatkan  rasa  ke- 
adilan.  Langkah  yang  dilakukan  pa- 
da  semester  pertama  dalam  peme- 
rintahannya  adalah  upaya  pencegah- 
an  dan  menciptakan  iklim  agar  ko- 
rupsi  tidak  mudah  dilakukan.  Yang 
menjadi  target  selanjutnya  dalam  pem- 
berantasan  korupsi  yang  akan  dipim- 
pinnya  secara  langsung  adalah  para 
koruptor  kelas  kakap. 

Dalam  proses  pemeriksaan  awal 
di  KPU  disebutkan  adanya  penggu- 
naan  "dana  taktis"  yang  merupakan 
dana  khusus,  non-APBN.  Pengguna- 
an  dana  APBN  yang  sudah  jelas  pe- 
rencanannya  diawasi  oleh  Biro  Pe- 
ngawasan  KPU.  Sedangkan  dana  tak- 
tis digunakan  untuk  menyelesaikan 
hal-hal  yang  tidak  didanai  APBN. 
Dengan  demikian,  sumber  dana  tak- 
tis itu  tidak  jelas  dan  pengawasan- 
nya  pun  tidak  ada.^^ 

Dalam  hal  ini,  diperlukan  penje- 
lasan  dari  pimpinan  KPU  untuk  me- 
lihat  duduk  perkara  sebenarnya  di 
balik  dugaan  penyimpangan  penggu- 
naan  dana  pemilu.  Selain  itu,  pihak 
DPR,  khususnya  Tim  Monitoring  Ko- 
misi  11  DPR  periode  1999-2004  juga 


Hal  ini  diungkapkan  oleh  Kepala  Biro 
Pengawasan  KPU  Soeharso  Setyodarmodjo 
dalam  pemeriksaan  BPK  20  April  2005 


seharusnya  turut  bertanggung  jawab 
atas  penyimpangan  anggaran  yang 
dilakukan  KPU,  khususnya  untuk 
pengadaan  surat  suara,  sebab  pe- 
nambahan  cadangan  surat  suara  dari 
2,5%  jumlah  pemilih  menjadi  10% 
dilakukan  KPU  atas  persetujuan  Tim 
Monitoring  tersebut.  Penambahan  ini 
bertentangan  dengan  UU  No.  12/ 
2003.^^  Pembengkakan  dan  penyim- 
pangan anggaran  tersebut  lebih  ka- 
rena  kesalahan  KPU  dalam  menun- 
juk  perusahaan  rekanan.  Memang  di- 
pahami  bahwa  waktu  yang  tersedia 
sangat  terbatas,  tetapi  tetap  mencu- 
kupi.  Kondisi  yang  buruk  itu  terjadi 
karena  KPU  salah  dalam  menunjuk 
rekanan.^^ 

Pada  tanggal  2  Mei  Komisi  III  DPR 
memutuskan  untuk  meminta  pimpin- 
an DPR  menyerahkan  hasil  audit  in- 
vesttgatif  BPK  atas  KPU  kepada  KPK. 
Menurut  pandangan  Komisi  III  DPR 
hasil  audit  investigatif  tersebut  me- 
rupakan masalah  hukum.  Hendak- 
nya  KPK  lebih  proaktif  mengguna- 
kan  seluruh  kewenangaimya  dan  se- 
rius  menindaklanjuti  serta  menun- 
taskan  penyelidikan  seluruh  kasus 
korupsi  di  KPU  secepatnya.  Komisi 
III  juga  memandang  bahwa  laporan 
BPK  sudah  komprehensif,  sehingga 


Pendapat  ini  dikemukakan  oleh  anggo- 
ta  KPU  Anas  Urbaningrum  pada  tanggal 
23  April  dan  Hayie  Muhammad  dari  Koalisi 
LSM  untuk  Pemilu  Bersih  dan  Berkualitas 
pada  tanggal  yang  sama.  Kompas,  24  April 
2005 

17 

Dikemukakan  oleh  Direktur  LBH  Ja- 
karta, Parulian  Sihombing,  lihat  Kompas,  25 
April  2005. 
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tidak  relevan  lagi  mengundan^  KPU 
untuk  memberikan  klarifikasi.  Dengan 
menyerahkan  haSil  audit  investigatif 
sebagai  masalah  hukum  ke  KPK,  ki- 
ni  KPK  yang  harus  didorong  untuk 
lebih  ^epat  dalam  menyidik  dugaan 
korupsi  KPU.  Selanjutnya  Ketiia  DPR 
Agung  Laksono  meminta  BPK  me- 
lanjutkan  audit  investigasi  terhadap 
KPU,  karena  menyangkut  dana  sa- 
ngat  besar  sekitar  Rp.  3,6  triliun,  se- 
mentara  yang  sudah  diaudit  BPK 
baru  sekitar  Rp.  800  miliar.^* 

Selanjutnya  pada  4  Mei  2005  Ke- 
pala  Biro  Keuangan  KPU,  Hamdarii 
Amin,  ditetapkan  sebagai  tersangka, 
karena  diduga  mengelola  dana  tak- 
tis  senilai  Rp.  20  milyar  yang  ber- 
asal  dari  para  rekanan  KPU.  Semen- 
tara  itu,  pengumpulan,  pengelolaan 
dan  distribusi  dana  taktis  dilakukan 
atas  perintah  seseorang  yang  sejauh 
ini  masih  misterius.^^  KPK  menemu- 
kan  bukti  tentang  aliran  uang  dari 
para  rekanan  ke  KPU.  Hamdani  di- 
tuduh  melanggar  Pasal  5  ayat  (2) 
dan  Pasal  11  UU  No.  31/1999  yang 
melarang  pegawai  negeri  atau  penye- 
lenggara  negara  menerima  hadiah, 
karena  kekuasaan  atau  kewenangan 
yang  berhubungan  dengan  jabatan. 

Kuasa  Hukum  Hamdani  Amin  juga 
mengungkapkan  bahwa  di  KPU,  pe- 


Sikap  Komisi  III  DPR-RI  disampaikan 
oleh  Ketua  Komisi  III  DPR  Agustin  Teras 
Narang  dan  Wakil  Ketua  Komisi  III  Akil 
Mochtar  pada  tanggal  2  Mei  2005 
19 

Keterangan  Kepala  Biro  Keuangan  KPU 
Hamdani  Amin  pada  tanggal  6  Mei  2005 
usai  pemeriksaan  di  KPK. 


ngumpulan,  pengelolaan  dan  pemba- 
gian  dana  taktis  yang  didapat  dari 
rekanan  sebesar  Rp.  20  milyar  selalu 
dibahas  dan  dilaporkan  Kepala  Biro 
Keuangan  dalam  rapat  pleno  yang 
dihadiri  oleh  pimpinan  dan  anggo- 
ta  KPU,  Sekretaris  Jenderal  serta  para 
kepala  biro  di  lingkungan  KPU.  Pe- 
ngumpulan dana  taktis  adalah  atas 
perintah  demikian  juga  pengeluaran- 
nya.^°  Ternyata  selain  mengetahui  pe- 
nyuapan  yang  dilakukan  Mulyana  W. 
Kusuma,  Kehia  KPU  Nazaruddin  Sjam- 
suddin  dan  Sekjen  KPU  lama  Safder 
Yusacc,  juga  mengetahui  soal  pengum- 
pulan dana  dari  rekanan  KPU  yang 
disebut-sebut  sebagai  dana  taktis.  Ke- 
dua  pimpinan  KPU  itu  menugaskan 
Kepala  Biro  Keuangan  KPU  untuk  me- 
nerima "tanda  terima  kasih"  rekanan 
itu.2i 

Dari  15  item  pengadaan  logistik 
yang  rencananya  akan  diaudit,  BPK 
baru  memeriksa  5  item  dan  hal  ini 
sudah  dilaporkan  kepada  DPR.  Dalam 
hasil  audit  yang  diserahkan  kepada 
DPR,  BPK  menemukan  33  indikasi  pe- 
nyimpangan  pengadaan  barang/jasa 
untuk  pemilu  legislatif  2004  dengan 
nilai  kerugian  Rp.  179,4  miliar.  Dari 
laporan  itu,  kerugian  negara  yang 
terjadi  sebenarnya  lebih  besar,  apa- 
bila  dilakukan  pemeriksaan  secara 


Keterangan  mengenai  hal  ini  disampai- 
kan oleh  Abidin,  Kuasa  Hukum  Hamdani 
Amin. 
21 

Hal  itu  diungkapkan  oleh  Gunawan 
Otomo,  Kuasa  Hukum  Pelaksana  Harian  Sek- 
jen KPU  Susongko  Suhardjo  dan  staf  khu- 
sus  Pelaksana  Harian  Sekjen  KPU  Mubari, 
9  Mei  2005. 
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menyeluruh.  Itu  pun  hanya  mengenai 
anggaran  yang  sudah  direalisasikan. 
Sedangkan  anggaran  yang  belum  di- 
realisasikan, belum  dilaporkan.  Ke- 
seluruhan  dana  operasional  pemilu 
legislatif  2004  adalah  Rp.  3,204  tri- 
liun.  Saat  diperiksa  BPK — terakhir 
pada  Juni  2004 — dana  pemilu  legis- 
latif yang  sudah  direalisasikan  baru 
78,2%  atau  Rp.  2,52  triliun,  Yang  di- 
periksa BPK  baru  69,21%  dari  ang- 
garan yang  sudah  direalisasi,  yaitu 
Rp.  1,74  triHun.22 

Sementara  itu,  Mulyana  W.  Kusu- 
ma  menuntut  agar  aliran  dana  dari 
KPU  kepada  oknum  di  BPK  juga  di- 
usut  tuntas.  Hal  ini  untuk  menun- 
jukkan  bahwa  keadilan  ditegakkan 
dan  tidak  berlaku  diskriminasi  pene- 
gakan  hukum.  Dari  Semarang  mun- 
cul  desakan  agar  KPU  tidak  perlu  ta- 
kut  untuk  terbuka  dan  melaporkan 
kepada  KPK  oknum  anggota  DPR 
yang  disebut  menerima  uang  senilai 
Rp.  120  juta.  DPR  melalui  Badan  Ke- 
hormatan  akan  mengambil  tindakan 
tegas  terhadap  anggota  DPR  yang 
menerima  uang  tersebut.  Hendaknya 
KPK  bekerja  cepat  sesuai  dengan  me- 
kanisme  yang  ada  untuk  menghin- 
dari  adanya  isu  politis.  ^ 

•       _ .  , 

Susongko  juga  mengetahui  adanya 
aliran  dana  Rp.  450  juta  ke  KPK.  Dari 
jumlah  itu  Rp.  350  juta  di  antaranya 
diberikan  oleh  M.  Dentjik,  Wakil  Ke- 


^Kompas,  11  Mei  2005. 
23 

Hal  itu  disampaikan  oleh  Ketua  Fraksi 
PDI-P  DPR,  Tjahjo  Kumolo,  lihat  Kompas,  16 
April  2005. 


pala  Biro  Keuangan  KPU,  kepada  Dja- 
piten  Nainggolan,  Ketua  Tim  Audit 
KPU.  Tetapi,  dana  tersebut  hingga 
kini  tidak  dikembalikan.  Sedangkan 
Rp.  100  juta  lainnya  diberikan  M. 
Dentjik  kepada  Harijanto,  Penang- 
gung  jawab  Tim  Audit  KPU,  tetapi 
oleh  Harijanto  dana  tersebut  dikem- 
balikan kepada  Dentjik. "^^  Kuasa  hu- 
kum Hamdani  Amin,  Abidin,  seusai 
pemeriksaan  menjelaskan  bahwa  di 
dalam  catatan  Hamdani  dana  yang 
disalurkan  ke  BPK  jumlahnya  Rp.  250 
juta,  sedangkan  dana  yang  disalur- 
kan ke  DPR  sebesar  Rp.  160  juta.^ 

Pada  20  Mei  20Q5  penyidik  KPK 
memutuskan  untuk  menahan  Ketua 
KPU  Nazaruddih  Sjamsuddin  di  ru- 
tan  Polda  Metro  Jaya,  karena  diduga 
telah  menerima  dana  rekanan  KPU 
melalui  kepala  Biro  Keuangan  KPU  se- 
besar AS$45.000,  yang  diterimanya 
secara  bertahap,  sebanyak  tiga  kali. 
Sementara  itu,  Ketua  KPK  Taufiequr- 
rahman  Ruki  menjelaskan  bahwa  pe- 
nyidikan  belum  mengarah  secara  ta- 
jam  pada  peran  Nazaruddin  Sjam- 
suddin dalam  pengumpulan  dana 
taktis.  Akan  tetapi  secara  adminis- 
tratis sebagai  pimpinan  tertinggi  KPU 
Nazaruddin  harus  menjelaskan  bagai- 
mana  semuanya  bisa  terjadi. 

KPK  sudah  menjadwalkan  akan  me- 
meriksa  seluruh  anggota  KPU,  tak  ter- 


Keterangan  ini  diberikan  oleh  kuasa 
hukum  Pelaksana  Harian  KPU  Sasongko 
Suhardjo,  Erick  S.  Paat,  Kompas,  18  Mei  2005. 

25 

Keterangan  Abidin  juga  bersumber  pada 
catatan  kaki  No.  24. 
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kecuali  mantan  anggota  KPU  yang 
kini  menjadi  Menteri  Hukum  dan 
HAM  Hamid  Awaluddin.  Semua  in- 
stansi  yang  diduga  terkait  dengan 
dugaan  kasus  korupsi  di  KPU,  dengan 
menerima  aliran  dana  taktis  KPU,  ju- 
ga  akan  diaudit.  Investigasi  hukum 
juga  dilakukan  pada  jajaran  Ditjen 
Anggaran  Depkeu  yang  diduga  telah 
menerima  dana  taktis  dari  KPU.  Se- 
mentara  itu,  KPK  juga  meminta  Pre- 
siden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  un- 
tuk  segera  menonaktifkan  Ketua  KPU. 
Berkenaan  dengan  itu  pemerintah  dan 
DPR  harus  sesegera  mungkin  mela- 
kukan  pemilihan  anggota  KPU  yang 
baru.  Hal  itu  diperlukan  agar  kesi- 
nambungan  kinerja  KPU  dapat  terus 
berjalan. 

Ketua  DPR  mengusulkan  agar  Pe- 
merintah segera  menerbitkan  Perpu 
yang  dapat  menjadi  dasar  hukum 
untuk  memperpendek  masa  kerja  KPU 
atau  bahkan  mengganti  keseluruhan 
anggota  KPU.  Perkembangan  yang  ter- 
jadi  semakin  menghilangkan  kewiba- 
waan  KPU,  bahkan  mengarah  kepada 
delegitimasi  KPU.  Sedangkan  anggo- 
ta Komisi  II  DPR  Ryaas  Rasyid  ber- 
pendapat  penggantian  anggota  KPU 
belum  terlalu  mendesak,  karena  tu- 
gas   KPU  juga  hampir   tidak  ada. 
Pendapat  yang  sama  juga  dikemu- 
kakan  oleh  Maswadi  Rauf.  Menurut- 
nya,  anggota  KPU  yang  lain  masih 
dapat  mengatasi  persoalan  dan  tu- 
gas  KPU  akan  berakhir  pada  bulan 
Maret  2006  mendatang.  Terungkap- 
nya  korupsi  di  KPU  tidak  berhu- 
bungan,  dengan  pelaksanaan  Pilka- 
da  atau  hasil  Pemilu  2004,  juga  ti- 


dak ada  hubungan  dengan  kualitas 
penyelenggaraan  pemilu.  Pemilu  me- 
miliki  tolok  ukur  yang  berbeda,  be- 
gitu  juga  dengan  Pilkada. 

Berkaitan  dengan  perkembangan 
KPU,  Presiden  S.B.  Yudhoyono  me- 
nyatakan  perlunya  konsultasi  intensif 
dengan  pimpinan  lembaga  Negara  se- 
perti  DPR,  MA  dan  KPK,  sebelum  me- 
mutuskan  langkah  penanganan  KPU. 
Konsultasi  perlu  dilakukan  demi  men- 
jaga  keberadaan  KPU  dan  kelang- 
sungan  tugas  lembaga  tersebut,  te- 
tapi  di  sisi  lain  agar  tidak  mengham- 
bat  upaya  hukum  atas  pengungkap- 
an  dugaan  korupsi.  Selain  itu,  peme- 
rintah juga  berkepentingan  agar  KPU 
mampu  meneruskan  kerjanya  sampai 
masa  tugasnya  berakhir  Maret  2006. 
Hal  ini  terkait  dengan  penyelengga- 
raan Pilkada  mulai  Juni  ini. 

Pada  30  Mei  anggota  Komisi  III 
DPR  Ga  yus  Lumbuun  menghimbau 
KPK  untuk  tidak  bersikap  diskrimi- 
natif  dan  mendesak  agar  KPK  segera 
memeriksa  anggota  BPK  yang  dise- 
but  oleh  Kepala  Biro  Keuangan  KPU 
Hamdani  Amin  telah  ikut  menerima 
dana  rekanan  KPU,  Dalam  pemeriksa- 
an,  Hamdani*fuga  menyebutkan  ada- 
nya  aliran  dana  ke  anggota  BPK  se- 
besar  Rp.  520  juta.  Mereka  juga  ha- 
rus diperiksa  untuk  mengetahui  se- 
jauh    mana    kebenaran  pengakuan 
Hamdani  tersebut.  Penyidikan  terha- 
dap  anggota  BPK  yang  melakukan 
audit  terhadap  KPU  penting  untuk 
mengungkapkan  kemungkinan  adanya 
dana  Iain. 
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Dugaan  Korupsi  Bank  MaQdiri 

Pada  3  Mei  terungkap  bahwa  ada 
4  kasus  kredit  macet  senilai  Rp.  2 
triliun  lebih  di  Bank  Mandiri  yang 
berindikasi  pelanggaran  tindak  pi- 
dana.  Saat  ini  BPK  masih  memeriksa 
24  kasus  kredit  macet  lainnya  pada 
bank  tersebut  sebelum  diserahkan  ke- 
pada  Kejaksaan  Agung.  Pemeriksaan 
ini  dilaksanakan  pada  tahun  anggar- 
an  2002.  Tindak  pidana  yang  terkait 
dengan  kredit  macet  itu  muncul,  ka- 
rena  BPK  menemukan  adanya  duga- 
an penyimpangan  dalam  pemberian 
kredit  yang  kemudian  macet.  Hal  itu 
berindikasi  merugikan  keuangan  ne- 
gara,  karena  bank  tersebut  merupa- 
kan  bank  pemerintah  yang  menge- 
lola  uang  rakyat."  Dari  28  kasus 
yang  diperiksa  BPK  dan  dikonsul- 
tasikan  ke  kejaksaan,  hanya  4  yang 
bisa  dikatakan  positif  berindikasi  tin- 
dak pidana.  Karena  prosesnya  lama, 
hasil  pemeriksaan  itu  baru  diserah- 
kan kepada  Kejaksaan  Agung  pada 
pertengahan  Maret  2005.  Dalam  per- 
kara  yang  sedang  ditangani,  Kejagung 
telah  memeriksa  4  debitor  Bank  Man- 
diri, terkait  dengan  kredit  macet  senilqi 
Rp.  1  triliun.  Berkaitan  dengan  itu  te- 
lah ditetapkan  4  tersangka  pula.^^ 

Selanjutnya  pada  11  Mei  Kejaksaan 
Agung  menetapkan  3  anggota  Direk- 


Hal  ini  disampaikan  oleh  Pelaksana 
Tugas  Kepala  Biro  Hukum  dan  Perundang- 
undangan  BPK,  Djapiten  Nainggolan,  Kompas, 
4  Mei  2005. 
27 

Penjelasan  disampaikan  oleh  Ketua  Tim 
Konsulen  Hukum  BPK,  G.  Suparto  pada  ke- 
sempatan  yang  sama. 


si  Bank  Mandiri  sebagai  tersangka 
kasus  korupsi  dan  pembobolan  Bank 
Mandiri  yang  merugikan  Negara  le- 
bih dari  Rp.  1  trilyun.  Mereka  masing- 
masing  adalah  Dirut  ECW  Neloe,  Wa- 
kil  Dirut  I  Wayan  Pugeg  dan  Direk- 
tur  Corporate  Banking  M.  Sholeh  Tas- 
ripan.  Tim  Penyidik  Bagian  Pidana 
Khusus  Kejagung  bahkan  sudah  me- 
ngajukan  permohonan  kepada  Jaksa 
Agung  untuk  mengenakan  cekal  gu- 
na  mencegah  ketiga  tersangka  ke  luar 
negeri.  Ketiga  anggota  Direksi  Bank 
Mandiri  itu  berperan  dalam  merekaya- 
sa  kredit  sehingga  macet.  Pada  17 
Mei  ketiga  pimpinan  bank  tersebut 
ditahan  di  rumah  tahanan  Kejaksaan 
Agung  selama  20  hari,  terhitimg  sejak 
tanggal  17  Mei.^ 

MASALAH  SOSIALISASI  PERU- 
BAHAN  UUD  1945 

Menurut  Wakil  Ketua  MPR,  Aksa 
Mahmud,  MPR  menganggarkan  Rp.  22 
milyar  dari  APBN  untuk  dana  so- 
sialisasi  amendemen  UUD  1945  sela- 
ma tahun  2005.  Sosialisasi  ini  per- 
lu  dilakukan  karena  minimnya  pema- 
haman  penyelenggara  negara  dan 
masyarakat  tentang  konstitusi  yang 
telah  diubah  empatikali  itu. 

Rencana  sosialisasi  tersebut  ter- 
nyata  mendapat  tanggapan  dalam 
masyarakat.  Ada  yang  mengatakan 
bahwa  sebelum  MPR  menyosialisasi- 
kan  perubahan  UUD  1945  dengan 


Keterangan  disampaikan  oleh  Kapuspen 
Hukum  Kejaksaan  Agimg  Soehandojo,  11  Mei 
2005. 
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biaya  yang  demikian  besar,  sebaiknya 
MPR  terlebih  dahulu  meneliti  dan 
mempelajari  berbagai  kelemahan  dan 
kekurangan  UUD  1945  yang  telah  4 
kali  mengalami  perubahan.  Masyara- 
kat  telah  secara  kritis  melihat  bahwa 
4  kali  perubahan  UUD  1945,  justru 
telah  menciptakan  sistem  politik  dan 
sistem  ketatanegaraan  Indonesia  yang 
kurang  sempurna.  Itu  terjadi  terhadap 
sejumlah  pasal  dalam  UUD  1945  yang 
multi  interpretatif,  sehingga  dapat 
menimbulkan  instabilitas  hukum  dan 
politik.  Hal  itu  terjadi  karena  para 
penggagas  perubahan  UUD  1945  le- 
bih  mendahulukan  kepentingan  poli- 
tiknya  masing-masing  dan  kurang 
mengakomodasi  aspirasi  rakyat,  se- 
hingga menciptakan  konstitusi  dengan 
sistem  check  and  balances  yang  tidak 
seimbang.  Menurut  catatan  Komisi 
Konstitusi  ada  31  persoalan  dalam 
perubahan  UUD  1945  yang  harus  di- 
koreksi  dan  disempurnakan.  Jadi  se- 
belum  disosialisasikan  dan  agar  da- 
na  Rp.  22  milyar  tidak  sia-sia,  MPR 
lebih  baik  mengkaji  dan  mengoreksi 
lebih  dahulu  kelemahan  UUD  1945.^ 

Pengakuan  yang  sama  juga  dibe- 
rikan  oleh  anggota  DPR,  kendatipun 
ia  tidak  menolak  sosialisasi  UUD 
1945.  Diakuinya  bahw^^  perubahan 
UUD  1945  masih  jauh  dari  sempurna, 
karena  diwamai  sikap  reaktif  dan  ber- 
bagai kepentingan  pembuatnya  yang 
sebagian  jauh  dari  kepentingan  ma- 


Pendapat  ini  dikemukakan  oleh  man- 
tan  Wakil  Ketua  Komisi  Konstitusi  Albert 
Hasibuan.  Lihat  Kompas,  3  April  2005. 


syarakat  banyak.  Karena  itu  sebelum 
melakukan  sosialisasi,  sebaiknya  MPR 
maupun  pemerintah  menyampaikan 
rencana  program  sosialisasi  tersebut 
kepada  publik  secara  lebih  lengkap. 
Sedangkan  anggota  DPR  yang  lain 
berpendapat  bahwa  justru  dengan 
adanya  sosialisasi  ini,  wakil  rakyat 
kelak  bisa  memperbaikinya  karena 
mendapat  lebih  banyak  masukan  kri- 
tis dari  rakyat  yang  peduli  konstitusi. 
Dengan  demikian  tidak  akan  terke- 
san  lagi  bahwa  urusan  konstitusi  itu 
hanya  urusan  elit,  sementara  mayori- 
tas  bangsa  ini  tidak  tahu  dan  tidak 
peduli  dengan  konstitusi.^ 

Dalam  perspektif  yang  berbeda  Pre- 
siden  S.B.  Yudhoyono  mengakui  bah- 
wa selaina  hampir  60  tahun  Indone- 
sia merdeka,  pemerintah  masih  be- 
lum  sepenuhnya  sanggup  memenuhi 
kewajibannya  berkenaan  dengan  kon- 
stitusi, misalnya  dalam  hal  penyeleng- 
garaan  pendidikan  seperti  diamanat- 
kan  oleh  UUD  1945,  mengingat  keter- 
batasan  kemampuan  Negara.  Untuk 
itu  pemerintah  memberi  kesempatan 
yang  seluas-luasnya  kepada  pihak 
swasta.  Seperti  diketahui  pasal  31 
UUD  1945  ayat  (4)  berbunyi:  "Negard 
memprioritaskan  anggaran  pendidikan  se- 
kurang-kurangnya  20%  dari  APBN  dan 
APBD  untuk  memenuhi  kebutuhan  penye- 
lenggaraan  pendidikan  nasional". 


Bandingkan  pendapat  anggota  DPR 
dari  Fraksi  PDI-P,  Trimedya  Panjaitan  dan 
anggota  DPR  dari  Fraksi  Partai  Keadilan  Se- 
jahtera,  Zulkieflimansyah,  Kompas,  5  April 
2005. 
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KEIKUTSERTAAN  ANGGOTA 
TNI  DALAM  PILKADA 

Kalangan  LSM  berpendapat  bahwa 
pemilihan  kepala  daerah  secara  lang- 
sung  bulan  Juni  mendatang  akan  mem- 
beri  peluang  yang  sangat  besar  bagi 
prajurit  TNI  untuk  masuk  dalam  po- 
litik  praktis.  Terjunnya  prajurit  TNI 
dalam  Pilkada  dikhawatirkan  mempe- 
ngaruhi  proses  demokratisasi.  Hal  ini 
patut  disesalkan  karena  aturan  yang 
berbeda  antara  UU  No.  34/2004  ten- 
tang  TNI  dan  UU  No.  12/2003  ten- 
tang  Pemilu  dengan  UU  No.  32/2004 
tentang  Pemerintah  Daerah. 

Dalam  Pasal  39  UU  TNI  dinyata- 
kan  bahwa  prajurit  dilarang  terlibat 
dalam  kegiatan  menjadi  anggota  par- 
pol,  kegiatan  politik  praktis,  kegiat- 
an bisnis  dan  kegiatan  untuk  dipilih 
menjadi  anggota  legislatif  dalam  pe- 
milu dan  jabatan  politis  lainnya.  La- 
rangan  kepada  anggota  TNI/Polri  un- 
tuk dipilih  dalam  jabatan  politis  ju- 
ga  tertuang  dalam  Pasal  64  UU  Pe- 
milu yang  menyebutkan  bahwa  ca- 
lon  DPR  dari  PNS,  TNI/Polri  harus 
mengundurkan  diri  sebagai  PNS  atau 
anggota  TNI/Polri.  Ketentuan  ini  ber- 
beda dengan  Pasal  59  Ayat^  (g) 
UU  Pemerintahan  Daerah  yang  me- 
nyebutkan bahwa  pasangan  calon  ke- 
pala daerah  wajib  menyerahkan  su- 
ral pernyataan  mengundurkan  diri 
dari  jabatan  negeri  bagi  calon  yang 
berasal  dari  pegawai  negeri  sipil, 
anggota  TNI/Polri.  Berkaitan  dengan 
itu  keputusan  Panglima  TNI  telah  me- 
nempatkan  posisi  TNI  dalam  ruang 
dan  model  politik  baru  yang  menja- 


dikan  Pilkada  sebagai  peluang  TNI 
berpolitik.  Ini  berlawanan  dengan 
langkah  TNI  melakukan  reformasi  in- 
ternal menuju  TNI  profesional  yang 
mensyaratkan  prajurit  tidak  boleh 
berpolitik  praktis.  Dalam  hal  ini  pe- 
merintah dianggap  telah  memberlaku- 
kan  standard  ganda  dengan  adanya 
aturan  berbeda  seperti  itu.  Diboleh- 
karmya  anggota  TNI/Polri  untuk  dapat 
mencalonkan  diri  dalam  Pilkada  akan 
mengancam  proses  demokratisasi.^^ 

Sesungguhnya  substansi  UU  No. 
32/2004  tentang  Pemerintahan  Dae- 
rah lebih  mundur  dari  reformasi  TNI 
yang  tertuang  dalam  UU  No.  34/ 
2004.  Berkaitan  dengan  pemilihan  ke- 
pala daerah  secara  langsung,  Pang- 
lima TNI  seharusnya  tetap  mengacu 
kepada  UU  TNI.  Semangat  UU  Peme- 
rintahan Daerah  bertentangan  de- 
ngan UU  TNI,  karena  UU  TNI  meng- 
atur  anggota  TNI  yang  mencalon- 
kan diri  dalam  suatu  pemilihan  ja- 
batan publik,  harus  berstatus  sipil 
pada  saat  kampanye.  UU  No.  32/ 
2004  menimbulkan  sejumlah  perta- 
nyaan,  karena  memungkinkan  TNI 
aktif  mencalonkan  diri  dalam  Pil- 
kada. Apabila  seseorang  anggota  TNI 
hanya  diberikan  cuti  ketika  melaksa- 
nakan  kampanye,  hal  itu  menimbul- 
kan penyimpangan  persepsi,  karena 
ketika  calon  tersebut  diajukan,  dia 
masih  berstatus  TNI  aktif.  Apabila 
seorang  anggota  TNI  bisa  kembali 


Masalah  ini  antara  lain  dikemukakan 
oleh  Direktur  Operasional  Imparsial  Rusdi 
Marpaung  dan  Direktur  Eksekutif  Cetro 
Hadar  N.  Gunuiy  dalam  jumpa  pers  15  April 
di  Jakarta. 
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menjadi  anggota  aktif  setelah  gagal 
dalam  Pilkada,  tidakkah  hal  itu  men- 
didik  anggota  TNI  untuk  tetap  ter- 
giur  memasuki  wilayah  politik.  Ka- 
rena  UU  yang  lebih-  langsung  ber- 
kaitan  dengan  prajurit  TNI  adalah 
UU  TNI,  seyogyanya  UU  TNI  lebih 
diperhatikan.^^ 

Beberapa  pimpinan  partai  politik 
menilai  figur  militer  tidak  lagi  popu- 
lar diajukan  sebagai  calon  kepala  dae- 
rah.  Sebaiknya  personil  militer  ber- 
sangkutan  sudah  pensiun  atau  mun 
dur  dari  TNI.  Militer  harus  profesio- 
nal.  Sedangkan  Ketua  Fraksi  PDI-P 
berpendapat  lebih  lunak.  Menurutnya, 
yang  penting  pencalonan  itu  tidak 
melalui  institusi  TNI,  tetapi  secara 
pribadi  dan  sesuai  dengan  aspirasi 
daerah.  PDI-P  memang  mengajukan 
beberapa  calon  anggota  TNI  aktif, 
tetapi  pertimbangannya  bahwa  yang 
bersangkutan  adalah  putra  daerah, 
bukan  karena  tentara.^^  Berkenaan 
dengan  itu  Panglima  TNI  Jenderal 
Endriartono  Sutarto  tanggal  26  April, 
menghimbau  parpol  lebih  baik  tidak 
menarik  anggota  TNI  aktif  untuk  di- 
calonkan    dalam    pemilihan  kepala 
daerah,  jika  hal  itu  dipandang  seba- 


Sikap  dan  pandangan  ini  disampaikan 
oleh  mantan  Kepala  Staf  Tentorial  TNI  Let- 
jen  (Purn.)  Agus  Widjojo  pada  tanggal  17 
April  di  Bandung. 

33 

Di  antaranya  adalah  Ketua  Umum  PKB, 
Muhaimin  Iskandar,  Ketua  fraksi  Partai  De- 
mokrat,  Soekartono  Hadiwarsito,  Wakil  Ke- 
tua PKS,  Zulkieflimansyah  dan  Wakil  Ketua 
PAN,  Djoko  Susilo.  Sedangkan  pandangan 
Ketua  Fraksi  PDI-P  disampaikan  oleh  Tjahyo 
Kumolo. 


gai  tindakan  yang  akan  merusak  de- 
mokrasi.^ 

Akan  tetapi  pada  11  Mei  Kepala 
Dinas  Penerangan  Umum  Pusat  Pe- 
nerangan  TNI  Kolonel  Caj  Ahmad 
Yani  Basuki  mengungkapkan  bahwa 
Panglima  TNI  Jenderal  Endriarto  Su- 
tarto, secara  resmi  telah  mengeluar- 
kan   tiga   surat   keputusan,  terkait 
pemberhentian  dari  jabatan  dan  pe- 
nonaktifan  sementara  bagi  6  perwi- 
ra  menengah.  Hal  itu  berkaitan  de- 
ngan pencalonan  mereka  dalam  Pil- 
kada  langsung  pada  bulan  Juni  men- 
datang.  Berkenaan  dengan  itu,  para 
calon  militer  ini  tidak  boleh  meman- 
faatkan  fasilitas  militer,  mengundur- 
kan  diri  dari  jabatan  dan  penon- 
aktifan  sementara  dari  dinas  aktif 
keprajuritan.  Jika  terpilih  nanti  me- 
reka harus  secara  langsung  menga- 
jukan pensiun.  Akan,  tetapi  jika  ti- 
dak terpilih,  mereka  akan  dinyatakan 
aktif  kembali  dalam  dinas  kepraju- 
ritan, namun  tidak  harus  sama  de- 
ngan jabatan  sebelumnya. 

Berkenaan  dengan  penyelengga- 
raan  Pilkada,  Presiden  S.B.  Yudho- 
yono  menandatangani  sejumlah  ke- 
tentuan  baru,  yaitu  Perpu  No.  3/2005 
tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  32/ 

2004  tentang  Pemerintah  Daerah.  Se- 
lain  itu  diterbitkan  pula  PP  No.  17/ 

2005  tentang  Perubahan  atas  PP  No. 
6/2005  tentang  Pemilihan  dan  Pem- 
berhentian Kepala  Daerah  atau  Wakil 
Kepala  Daerah.  Menurut  penjelasan 
Mensesneg  Yusril  Ihza  Mahendra,  Per- 


^Kj)mpasJ27  April  2005. 
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pu  No.  3/2005  dikeluarkan  karena 
keputusan  Mahkamah  Konstitusi  mem- 
batalkan  sejumlah  ketentuan  UU  No. 
32/2004.  Sementara  itu  DPR  tengah 
memasuki  masa  reses  dan  Pilkada 
di  sejumlah  daerah  tinggal  menung- 
gu  waktu,  sehingga  tidak  ada  wak- 
tu  bagi  penyusunan  UU  baru.  Da- 
lam  UU  No.  32/2004  sama  sekali  ti- 
dak diatur  tentang  adanya  ketentu- 
an penundaan  Pilkada  sekalipun  di 
salah  satu  daerah  terjadi  gangguan 
keamanan,  bencana  alam,  kerusuhan 
atau  gangguan  lainnya.  Gangguan 
seperti  itu  baru  diatur  di  dalam 
Perpu  ini,  sehingga  memungkinkan 
adanya  penundaan  Pilkada  di  suatu 
daerah.  Sementara  isi  PP  No.  17/ 
2005  antara  lain  mengubah  aturan 
tentang  penundaan  Pilkada  di  dalam 
PP  No.  6/2005.  Dengan  perubahan 
itu,  tata  cara  penundaan  Pilkad?  di- 
bagi  menjadi  dua,  yaitu  penundaan 
seluruh  tahapan  dan  penundaan  se- 
bagian  tahapan. 

Selanjutnya  untuk  Pilkada  tingkat 
gubernur,  penundaan  seluruh  tahap- 
an (Pasal  149  PP)  diajukan  oleh  Gu- 
bernur kepada  Presiden  dengan  tem- 
busan  kepada  Mendagri  atas  usul 
KPUD  Provinsi  melalui  pimpinan 
DPRD  Provinsi.  Untuk  penundaan  se-'' 
bagian  tahapan,  gubernur  cukup  me- 
ngajukannya  kepada  Mendagri  atas 
usul  KPUD  Provinsi  melalui  pimpin- 
an DPRD  Provinsi.  Untuk  pilkada 
tingkat  Bupati/Walikota,  penundaan 
cukup  diajukan  gubernur  kepada  Men- 
dagri dengan  tembusan  kepada  Bu- 
pati/Walikota  atas  usul  KPUD  Kabu- 
paten  melalui  pimpinan  DPRD  Ka- 


bupaten.  Yang  perlu  disayangkan  PP 
baru  ini  hanya  mengatur  cara  meng- 
ajukan  penundaan,  namun  tidak  me- 
nentukan  apa  bentuk  produk  hukum 
yang  akan  dikeluarkan  setelah  pe- 
nundaan itu  Pilkada.  Kalau  sebelum- 
nya  pencalonan  kepala  daerah  harus 
dilakukan  melalui  Parpol,  sekarang 
ini  calon  independen  diperbolehkan. 

Kebijakan  baru  tersebut  menimbul- 
kan  pertanyaan:  Mengapa  mekanis- 
me  penundaan  Pilkada  masih  harus 
dilakukan  melalui  DPRD  dan  peme- 
rintah?  Urgensi  penundaan  menjadi 
tidak  ada  lagi  karena  prosesnya  pan- 
jang.  Usui  penundaan  dari  KPUD 
bisa  dimentahkan  kembali,  hanya  ka- 
rena pemerintah  dan  DPRD  merupa- 
kan  pihak  pengontrol  yang  bisa  me- 
narik  keuntungan  dari  penundaan 
tersebut.  Pertama,  penundaan  harus 
diatur  pada  level  UU.  Kedua,  penun- 
daan harus  oleh  KPUD  karena  se- 
bagai  lembaga  mandiri.  Mengapa  un- 
tuk penundaan  ini  harus  ada  kon- 
trol  yang  lain?^^  Ada  juga  yang  me- 
ngatakan  bahwa  aturan  baru  terse- 
but perlu  disambut  baik  karena  mem- 
beri  peluang  adanya  penundaan  pe- 
laksanaan  Pilkada  di  daerah-daerah 
yang  tidak  siap.  Akan  tetapi  aturan 
baru  itu  sebenarnya  tidak  banyak 
mengubah  ketentuan  sebelumnya,  cu- 
ma  beberapa  hal  teknis  yang  diubah. 
Aturan  baru  itu  juga  tidak  mengu- 
rangi  saratnya  intervensi  pemerintah 


Pendapat  ini  antara  lain  dikemuka- 
kan  oleh  Direktur  Eksekutif  Cetro  Hadar  N. 
Gumay  yang  dihubungi  pada  tanggal  27 
April  2005. 
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dan   tidak  menambah  kewenangan 


PENCABUTAN  HAK  ATAS  TA- 
NAH 

Pada  awal  bulan  Mei  Presiden  me- 
ngeluarkan  kebijakan  baru  mengenai 
pengadaan  tanah  untuk  pelaksana- 
an  pembangunan  demi  kepentingan 
umum.  Dalam  peraturan  tersebut  kem- 
bali  ditegaskan  bahwa  demi  kepen- 
tingan umum,  hak  atas  tanah  milik 
seseorang  atau  institusi  dapat  dica- 
but  oleh  Negara.  Hal  itu  dapat  dila- 
kukan  jika   penyelesaian  yang  di- 
tempuh  kepala  daerah  setempat  atau 
dengan  Mendagri  tetap  tidak  dapat 
diterima  oleh  pemilik  tanah,  sedang- 
kan  lokasi  pembangunan  tidak  dapat 
dipindahkan  ke  tempat  lain.  Kepen- 
tingan umum  yang  dimaksudkan  da- 
lam peraturan  ini  adalah  kepentingan 
sebagian  besar  lapisan  masyarakat. 
Meskipun  pemerintah  mempunyai  hak 
mencabut  hak  seseorang  atas  tanah, 
hal  itu  tetap  dilakukan  berdasarkan 
prinsip  penghormatan  terhadap  hak 
atas  tanah  seseorang.  Dikatakan  bah- 
wa pencabutan  hak  atas  tanah  ma- 
sih  bisa  digunakan  mengingat  masih 
berlakunya.  UU  No.  20/1961  tentang 
Pencabutan  Hak-hak  Atas  Tanah  dan 
Benda  yang  ada  di  atasnya.  Penca- 


Rangkuman  pendapat  dari  Wakil  Ke- 
tua  KPU  Propinsi  Jawa  Barat,  Ferry  Kurnia, 
anggota  KPU  Propinsi  Jawa  Barat,  Memet 
Ahmad  Hakim,  anggota  KPU  Propinsi  Jam- 
bi,  Abdul  Rasyid  dan  Direktur  Eksekutif 
KIPP,  Ray  Rangkuti.  Masing-masing  diwa- 
wancarai  secara  terpisah  pada  28  April  2005. 


butan  hak  ini  dilakukan  oleh  Presi- 
den atas  permintaan  Badan  Perta- 
nahan  Nasional  dan  Menteri  dari  in- 
stansi  yang  memerlukan  tanah  itu. 
Dalam  peraturan  yang  baru  ini  tidak 
diatur  masalah  ganti  rugi  dari  pen- 
cabutan hak  tersebut.^'' 

Sebagian  masyarakat  menyambut 
baik  kebijakan  tersebut,  karena  di- 
anggap  memudahkan  dan  melancar- 
kan  proses  pembebasan  lahan  un- 
tuk pembangunan  infrastruktur.  Sa- 
lah  satu  hambatan  yang  selalu  diha- 
dapi  DPU  adalah  maraknya  penga- 
lihan  kepentingan  lahan  pada  lo- 
kasi yang  hendak  dibangun  infra- 
struktur. Sebenarnya  esensi  penting 
dalam  proses  pencabutan  hak  tanah 
bagi  pelaksanaan  pembangunan  un- 
tuk kepentingan  umum  adalah  ada- 
nya  partisipasi  masyarakat  dan  ada- 
nya  hak  bagi  siapa  pun  untuk  meng- 
gunakan  jalur  pengadilan.  Tetapi.  ke- 
pentingan   umum    adalah  sesuatu 
yang  abstrak  dan  sulit  didefinisi- 
kan.  Satu  pihak  tertentu  tidak  da- 
pat begitu  saja  mengklaim  apa  yang 
dilakukan  untuk  kepentingan  umum. 
Jika  klaim  itu  digugat,  maka  menja- 
di  tugas  pengadilan  untuk  memu- 
tuskan  berdasarkan  keadilan  dan  ke- 
benaran.  Ini  kasus  per  kasus,  sehing^jv 
ga  tidak  bisa  didefinisikan  secara 
umum.  Dengan  demikian,  keputusan 
Presiden  untuk  mencabut  hak  atas 


Dikemukakan  oleh  Jubir  Kepresidenan 
Andi  Malarangeng  dan  Deputi  Sekretaris 
Kabinet  Bidang  Hukum  dan  Perundang- 
undangan  Lambock  V,  Nahattanda  pada 
tanggal  6  April  di  Jakarta. 
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tanah  itu  berpeluang  untuk  digugat 
di  pengadilan.^ 

Menurut  sejumlah  Ornop,  diban- 
dingkan  dengan  Keppres  No.  55/1993 
yang  ditetapkan  oleh  Presiden  Soe- 
harto,  Perpres  No.  36/2005  tentang 
Pengadaan  Tanah  bagi  Pelaksanaan 
Pembangunan  untuk  Kepentingan 
Umum  dinilai  lebih  represif  dan  le- 
bih  berpihak  pada  investor/pemodal. 
Karena  itu,  mereka  berpendapat  bah- 
wa  Perpres  tersebut  harus  ditolak 
dan  dibatalkan,  karena  justru  akan 
menyengsarakan  rakyat  di  perkotaan 
dan  pedesaan.  Di  samping  itu,  Per- 
pres bersangkutan  bertolak  belakang 
dengan  semangat  UUPA  dan  sangat 
potensial  memicu  konflik  di  masyara- 
kat.  Sebab  dengan  alasan  pelaksana- 
an pembangunan  kepentingan  umum, 
Presiden  secara  sepihak  dapat  men- 
cabut  hak  milik  atas  tanah  yang  di- 
miliki  seseorang  atau  sekelompok 
orang.  Dalam  waktu  dekat  kelompok 
Ornop  ini  akan  mengajukan  uji  ma- 
teri  terhadap  Perpres  No.  36/2005.  di 
Mahkamah  Agimg.''^ 

Ketua  Pokja  Pertanahan  Komisi  II 
DPR  Nasir  Djamil  tanggal  20  Mei 

38 

Bandingkan  pendapat  Direktur  Sistem 
Jaringan  Prasarana  Departemen  PU,  Eduard 
Pauner  dengan  pendapat  Ketua  Komas  HAM 
Abdul  Hakim  Garuda  Nusantara  yang  di- 
hubungi  terpisah  pada  6  Mei,  Kompas,  7  Mei 
2005. 
39 

Yaitu  YLBHI,  Walhi,  Konsorsiuni  Pem- 
bangunan Agraria/KPA,  Elsam  dan  Pokja 
Ornop  untuk  Pembangunan  Agraria  dan  Pe- 
ngelolaan  Sumber  Daya  Alam  menyampai- 
kan  keterangan  pers  pada  9  Mei  di  Jakar- 
ta. Lihat  juga  penjelasan  Deputi  Sekjen 
Koalisi  Pembaharuan  Agraria  Usep  Setiawan 
pada  17  Mei  di  Jakarta,  Kompas,  18  Mei  2005. 


menyebutkan,  pendapat  yang  menge- 
muka  dalam  rapat  internal  Komisi  II 
bahwa  Perpres  No.  36/2005  hendak- 
nya  direvisi  dan  ditunda  pelaksana- 
annya  terlebih  dahulu.  Materi  pera- 
turan  tersebut  sangat  jauh  dari  se- 
mangat reformasi,  bahkan  merupa- 
kan  kemimduran  dibandingkan  dengan 
saat  rezim  Orde  Baru.  Aturan  itu  ra- 
wan  dengan  konflik  baru,  terutama 
karena  ada  ''kecurigaan"  bahwa  ada 
pihak  tertentu  yang  mengambil  ke- 
untungan  dengan  terbitnya  Perpres 
tersebut.  Menurut  Wakil  Sekjen  PDI-P 
Bidang  Peinerintahan,  Sutradara  Gin- 
ting,  PDI-P  telah  mendesak  pemerin- 
tah  menciabut  dan  menarik  kembali 
Perpres  No.  36/2005.  DPP-PDI-P  me- 
nilai,  jika  pemerintah  tidak  segera 
mencabutnya,  justru  akan  irienjadi  le- 
bih represif. 

Selama  ditunda,  Keppres  No.  50/ 
1993  tentang  Pengadaan  Tanah  bagi 
Pelaksanaan  Pembangunan  untuk  Ke- 
pentingan Umum  bisa  digunakan  kem- 
bali. Pemberlakuan  kembali  itu  semata- 
mata  untuk  mengisi  kekosongan  hu- 
kum.  Kepentingan  umum  menurut 
Perpres  No.  36/2005  hanya  didefini- 
sikan  sebagai  kepentingan  sebagian 
besar  masyarakat.  Sementara  di  da- 
Mam  Kepres  No.  55/1993  kepentingan 
umum  didefinisikan  sebagai  kepen- 
tingan seluruh  lapisan  masyarakat. 
Jadi  definisi  kepentingan  umum  dalam 
keppres  tersebut  justru  lebih  maju.'*^ 


Pendapat  itu  disampaikan  oleh  Guru 
Besar  Hukum  Agraria,  Prof.  Dr.  Maria  S.W. 
Sumardjono  pada  25  Mei  2005. 
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PERUNDINGAN  INFORMAL  RI- 
GAM 

Perundingan  damai  secara  infor- 
mal antara  RI  dan  delegasi  GAM 
berlangsung  tanggal  12-17  April  di 
Vantaan,  Helsinki,  Finlandia.  Perun- 
dingan sebelumnya  berlangsung  tang- 
gal 28-30  Januari  dan  21-23  Februari. 
Dalam  perundingan  pada  tanggal  13 
April  para  perunding  Indonesia  be- 
ranggapan  bahwa  perundingan  de- 
ngan  pihak  GAM  mencapai  kemaju- 
an  yang  berarti.  Suatu  hal  yang  me- 
nonjol  ialah  ketika  fasilitator  perun- 
dingan Martii  Ahtisaari  menegaskan 
bahwa  apa  pun  terminologi  yang  di- 
gunakan  dalam  perundingan  ini,  se- 
muanya  harus  dalam  kerangka  NKRI. 
Pihak  GAM  yang  terdiri  atas  5  orang 
tidak  mengeluarkan  reaksi  atas  pe- 
negasan  tersebut.  Dalam  pertemuan 
itu  tidak  ada  pembicaraan  mengenai 
keinginan  merdeka  atau  referendum. 
Kedua  pihak  membahas  secara  men- 
dalam  penyelenggaraan  ekonomi  dan 
amnesti,  bagaimana  aplikasinya  di 
lapangan  dan  bagaimana  nasib  NAD 
jika  perundingan  pada  akhirnya  men- 
capai kesepakatan  secara  permanen. 
Berkenaan  dengan  amnesti  ditegas- 
kan  bahwa  kategorinya  adalah  orang- 
orang  yang  ditahan  sekarang  dan 
orang-orang  yang  terlibat  dalam  ak- 
tivitas  GAM.  Akan  tetapi  orang-orang 
yang  melakukan  tindakan  kriminal, 
meskipun  atas  nama  GAM,  tetap  kri- 
minal. Terhadap  orang-orang  yang 
mendapat  amnesti,  aksestabilitas  par- 
tisipasi  politiknya  sama  dengan  war- 
ga  negara  lain. 


Menurut  fasilitator  perundingan> 
Martii  Ahtisaari,  perundingan  tahap 
ketiga  ini  tampaknya  berlangsung  da- 
lam atmosfer  konstruktif,  positif  dan 
mencapai  pengertian  umum  dalam 
prinsip-prinsip  dasar  bagi  kelanjutan 
proses  negosiasi  berikutnya.  Telah  ter- 
capai  sejumlah  butir  yang  mencer- 
minkan  hasil  perundingan  yang  sa- 
ngat  maju.  Para  pihak  telah  memu- 
tuskan  untuk  melanjutkan  perunding- 
an informal  babak  keempat  pada  26- 
31  Mei  2005  di  Vantaan,  Helsinki. 
Perundingan  telah  memasuki  tahap- 
tahap   substantif   dan   teknis.  Hal 
yang  sama  juga  dikemukakan  oleh 
Ketua  Tim  Perunding  Indonesia  Ha- 
mid  Awaluddin.  Para  anggota  dele- 
gasi GAM  juga  beranggapan  bahwa 
perundingan  kali  ini  mencapai  kema- 
juan  yang  sangat  signifikan,  setidak- 
nya  mencapai  60%  dari  total  mate- 
ri  yang  dibahas.  Ini  menggembirakan 
sebab  ada  hasil  konkrit  yang  diper- 
oleh.  Anggota  delegasi  GAM,  Nurdin 
Abdul  Rachman,  menggarisbawahi  ke- 
sepakatan kedua  pihak  untuk  me- 
mungkinkan  keterlibatan  organisasi 
regional  dalam  memantau  hasil-hasil 
perdamaian  Aceh. 

Beberapa  anggota  Komisi  I  DPR^^ 
melihataya  dari  perspektif  yang  ber- 
beda.  Mereka  menyatakan  kecewa  ter- 
hadap hasil  perundingan  RI-GAM 
di  Helsinki.  Hendaknya  pemerintah 
menghentikan  perundingan  yang  ha- 
nya  menguntungkan  pihak  GAM  dan 
membahayakan  keutuhan  Indonesia. 


Antara  lain  Effendi  Choiri,  Effendi 
M.S.  Simbolon  dan  Hilman  Rosyad. 
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Hasil  perundingan  itu  jelas-jelas  su- 
dah  menafikan  kedaulatan  RI.  Pang- 
lima  TNI  Endriartono  Sutarto  hen- 
daknya  bersikap  tegas  dan  berani 
berbeda  pendapat  soal  Aceh.  Persoal- 
an  Aceh  cukup  diselesaikan  lewat 
operasi  terpadu  dan  berbagai  pe- 
rundingan damai  harus  dilakukan 
di  dalam  negeri.  Dalam  rapat  kon- 
sultasi  antara  pemerintah  dan  DPR 
pada  16  Mei,  pemerintah  dan  pim- 
pinan  DPR  antara  lain  sepakat  bah- 
wa  penyelesaian  sengketa  dengan 
GAM  dilakukan  dengan  kesadaran 
bahwa  ada  beberapa  hal  yang  bisa 
dinegosiasikan,  tetapi  ada  beberapa 
hal  prinsip  yang  tidak.  Hal  yang  ter- 
akhir  ini  seperti  masalah  konstitusi, 
bangun  kenegaraan  serta  prinsip-prin- 
sip  otonomi  khusus.  Presiden  setuju 
dengan  pandangan  pimpinan  DPR 
bahwa  ada  kerangka  batas  waktu 
yang  ditetapkan  untuk  menyelesai- 
kan  sengketa  dengan  pihak  GAM. 

Dalam  rapat  kerja  antara  Kdmisi 
I  DPR  dengan  pihak  pemerintah  me- 
ngenai  perundingan  RI-GAM,  dicapai 
bahwa  pemerintah  hendaknya  tetap 
berpegang  teguh  pada  NKRI,  pelak- 
sanaan  otonomi  khusus  di  NAD,  per- 
lucutan  senjata  dan  pembubaran  GAM. 
Perlu  adanya  evaluasi  dan  batas  wak- 
tu untuk  proses  Helsinki,  sehingga 
bila  tidak  memberikan  hasil  dan  kon- 
teks  yang  jelas,  konkret  dan  positif, 
maka  seharusnya  dihentikan.  Sejalan 
dengan  prinsip  tidak  menghendaki 
internasionalisasi  masalah  Aceh,  pe- 
merintah dihimbau  agar  tidak  ter- 
lalu  tergantung  pada  fasilitator  pihak 
asing  dan  mencegah  keterlibatan  ad- 


visor internasional  GAM  dalam  pem- 
bicaraan  di  Helsinjci,  karena  hal  ter- 
sebut  dapat  mengakibatkan  bahaya 
internasionalisasi  masalah  Aceh.^ 

Selanjutnya,  pada  28  Mei  2005  di- 
mulai  lagi  perundingan  babak  ke- 
empat  antara  delegasi  RI  dan  GAM 
di  Vantaan,  Helsinki,  Finlandia.  Pe- 
rundingan ini  mulai  memasuki  pem- 
bicaraan-pembicaraan  sensitif  dan 
substantii.  Antara  lain  delegasi  GAM 
menuntut  agar  otonomi  NAD  secara 
khusus  dimasukkan  dalam  konsti- 
tusi. Alasannya  supaya  pemerintah 
dan  DPR  tidak  bisa  dengan  mudah 
mencabut  otonomi.  Ketua  delegasi  In- 
donesia Hamid  Awaluddin  berpen- 
dapat  UUD  1945  secara  tegas  dan 
komprehensif  telah  mengatur  masa- 
lah pemerintahan  daerah  yang  me- 
rupakan  jaminan  bagi  otonomi  dae- 
rah. Amnesti  bukan  persyaratan  un- 
tuk mencapai  perdamaian,  melainkan 
hasil  dari  perdamaian  itu  sendiri. 
Oleh  karena  itu,  amnesti  akan  dibe- 
rikan  oleh  Presiden  setelah  perjan- 
jian  perdamaian  ditandatangani.  Am- 
nesti hanya  diberikan  kepada  para 
aktivis  GAM,  bukan  kepada  narapida- 
na  yang  dihukuin  karena  tindak  pi- 
dana  umum. 


Pihak  pemerintah  diwakiU  oleh  Menko 
Bidang  Politik,  Hukum  dan  Keamanan,  Wi- 
dodo  AS,  Mendagri  Moh.  Ma'ruf,  Menhan, 
Yuwono  Sudarsono,  Menteri  Hukum  dan 
HAM,  Hamid  Awaluddin,  Menteri  Komu- 
nikasi  dan  informasi  Sofyan  Djalil,  Mensos 
Bachtiar  Chamsyah,  Panglima  TNI  Jende- 
ral  Endriartono  Sutarto  dan  Kapolri  Jfende- 
ral  Da'i  Bachtiar. 
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PERKEMBANGAN  SENGKETA 
AMBALAT 

Prinsip  dasar  yang  dipegang  da- 
lam  menghadapi  sengketa  Ambalat 
ialah  bahwa  Pemerintah  Indonesia  ti- 
dak  akan  mengorbankan  kedaulatan, 
hak  dan  wilayah  nasional  Indonesia 
di  perairan  Ambalat,  Kalimantan  Timur. 
Sangat  jelas  bahwa  daerah  yang  di- 
persengketakan  dengan  Malaysia  ada- 
lah  wilayah  Indonesia.  Pemerintah 
akan  melakukan  diplomasi  dan  penm- 
dingan  dengan  sangat  kuat  untuk 
mempertahankan  hak  dan  kedaulat- 
an  RI.  Berkaitan  dengan  itu  maka  De- 
partemen  Pertahanan  Keamanan  ikut 
mendukung  Mabes  TNI  menggelar  ke- 
kuatan  yang  diperlukan  dan  terukur, 
dalam  menyelesaikan  sengketa  Am- 
balat, tetapi  tetap  berharap  penyele- 
saiannya  mengutamakan  perunding- 
an  dan  jalan  damai.  Acuan  untuk 
menyelesaikan  masalah  Ambalat  se- 
baiknya  diserahkan  kepada  Menlu 
sebagai  penjuru.*' 

Pada  15  April  di  Pangkalan  TNI- 
AL  Batam  berlangsung  pertemuan  an- 
tara  Kepala  Staf  TNI  AL  Laksamana 
Madya  TNI  Slamet  Soebijanto  dan 
Panglima  Tentara  Laut  Diraja  Malay- 
sia Laksamana  Dato'  Siri  Moh.  An- 
war bin  HJ  Mohd^Nor.  Kedua  pihak 
sepakat  bahwa  insiden  gesekan  KRI 
Tedong  Naga  dan  Kapal  Diraja  Ren- 


Sikap  itu  disampaikan  oleh  Presiden 
Susilo  Bambang  Yudhoyono  ketika  mem- 
berikan  ceramah  di  Lembaga  Ketahanan 
Nasional  Indonesia  pada  15  April  2005.  Pen- 
jabaran  teknis  mengenai  hal  itu  dikemuka- 
kan  oleh  Menteri  Pertahanan  RI  Yuwono  Su- 
darsono  di  tempat  terpisah. 


cong  milik  Malaysia  di  perairan  Am- 
balat dianggap  selesai.  Para  pemim- 
pin  kedua  Negara  dapat  menyele- 
saikan kasus  dan  insiden  tersebut 
melalui  jalan  damai  dan  dilakukan 
dengan  bijaksana. 

Berkenaan  dengan  perkembangan 
sengketa  Ambalat,  DPR  bersikap  men- 
dukung sepenuhnya  langkah  dan  upa- 
ya  pemerintah  mempertahankan  Blok 
Ambalat  di  perairan  Kalimantan  Ti- 
mur yang  selama  ini  diklaim  Malay- 
sia sebagai  wilayah  kedaulatannya. 
DPR  meminta  pemerintah  terus  me- 
megang  teguh  keyakinan  dan  kebe- 
naran  bahwa  Blok  Ambalat  adalah 
wilayah  kedaulatan  NKRI.  Rekomen- 
dasi,  saran,  pendapat,  masukan  dan 
dukungan  DPR  kepada  pemerintah 
akan  diwujudkan  dalam  upaya  DPR 
dan  pemerintah  menyusun  UU  ten- 
tang  Wilayah  Nasonal.  Presiden  Su- 
silo Bambang  Yudhoyono  menyata- 
kan  menerima  seluruh  masukan  dari 
DPR  yang  didasarkan  pada  ketentu- 
an  hukum  yang  sangat  kuat,  seperti 
Piagam  PBB  dan  Konvensi  PBB  ten- 
tang  Hukum  Laut.  Di  samping  itu  pe- 
merintah juga  sepakat  untuk  secara 
lebih  serius  melakukan  upaya-upaya 
pengelolaan  wilayah  perbatasan,  baik 
dari  segi  keamanan,  ekonomi  maupun 
kesejahteraaan  rakyat  secara  lebihr^*^ 
serius  sesuai  dengan  kemampuan  ke- 
uangan  Negara.  Pemerintah  dan  DPR 
juga  telah  sepakat  untuk  meninjau 
dan  menata  ulang  kebijakan  strategi 
pertahanan,  sehingga  sesuai  dengan 
tuntutan  dan  tantangan  zaman.*^ 


Sikap  DPR  ini  ditegaskan  oleh  Ketua 
DPR  Agung  Laksono  dan  jumpa  pers  usai 
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GANGGUAN  KEAMANAN  DI 
SERAM  DAN  TENTENA 

Pada  16  Mei  telah  terjadi  penye- 
rangan  pos  polisi  Brimob  di  Dusun 
Wailisa,  Kecamatan  Piru,  Seram  ba- 
gian  Barat,  Provinsi  Maluku.  Menurut 
Kapoiri  Jenderal  Pol  Da'i  Bachtiar  ke- 
tiga  tersangka  pelaku  telah  diperiksa 
secara  intensif  oleh  polisi.  Arah  pe- 
meriksaan  itu  antara  lain  untuk  meng- 
ungkap  dan  menelusuri  siapa  peng- 
gerak  kelompok  penyerang  pos  Brimob 
dan  apa  motifnya.  Korban  5  anggota 
Brimob  meninggal  dunia  dan  seorang 
lainnya  luka-luka.  Di  antara  pelaku 
ada  satu  yang  meninggal,  Tiga  lain- 
nya ditangkap.  Menurut  Kapolda  Ma- 
luku Brigjen  Pol  Adityawarman  pada 
19  Mei  di  Ambon,  para  penyerang 
pos  Brimob  di  Seram  adalah  kelompok 
Mujahidin.  Sebagian  pelaku  pernah 
mendapat  pelatihan  militer  di  Filipina 
Selatan.  Penyerangan  itu  dilakukan 
oleh  kelompok  sipil  yang  memiliki  ke- 
mampuan  menggunakan  senjata  api. 

Pada  28  Mei  telah  terjadi  pula  dua 
ledakan  bom  yang  sangat  dahsyat 
di  pcisar  Tentena,  Kabupaten  Poso,  ke- 
tika  aktivitas  pasar  sedang  ramainya. 
Akibat  ledakan  tersebut  21  orang  me- 
ninggal dan  melukai  53  orang  lain- 
nya. Sebelumnya,  pada  28  April  ma- 
lam  hari,  dua  bom  mengguncang  Ka- 
bupaten Poso.  Bom  pertama  meledak 


pertemuan  dengan  Presiden  pada  tanggal 
29  April  di  Istana  Negara,  demikian  juga 
pemyataan  Presiden  Susilo  Bambang  Yudho- 
yono  disampaikan  pada  kesempatan  yang 
sama. 


di  Kantor  Pusat  Rekonsiliasi  Konflik 
dan  Perdamaian  Poso,  sekitar  pukul 
20.00  Wita.  Sedangkan  bom  kedua  me- 
ledak di  Kantor  Lembaga  Penguatan 
Masyarakat  Sipil  sekitar  pukul  22.00 
Wita.  Tidak  ada  korban  jiwa  maupun 
luka-luka,  kecuali  kerusakan  di  bebe- 
rapa  bagian  bangunan. 

Presiden  menyatakan  kemarahan- 
nya  atas  peledakan  bom  di  pasar  Ten- 
tena yang  terjadi  di  tengah  upayanya 
meyakinkan  dan  membangun  keper- 
cayaan  dari  berbagai  negara  bahwa 
Indonesia  adalah  negara  demokratis 
yang  aman  dan  stabil.  Karena  itu  ka- 
sus  tersebut  harus  diungkap  tuntas, 
menangkap  pelakunya  sesegera  mung- 
kin  dan  menindak  tegas  jika  ada. 
aparat  keamanan  yang  melalaikan  tu- 
gas.  Berbulan-bulan  kerja  keras  me- 
mulihkan  kondisi  keamanan,  stabilitas 
politik,  dan  situasi  kondusif  untuk 
memulihkan  kehidupan  ekonomi.  Ha- 
silnya  mulai  terlihat,  politik  sudah 
stabil,  pertumbuhan  ekonomi  semes- 
ter ini  sudah  6,4%,  tetapi  mengapa 
hal  tersebut  dirusak  orang-orang  tak 
bertanggung  jawab? 

KUNJUNGAN  KE  SELANDIA 
BAKU  DAN  TIMOR  TIMUR 

Kunjungan  Presiden  S.B.  Yudhoyo- 
no  ke  Selandia  Baru  pada  6  April  2005 
diwarnai  dengan  aksi  unjuk  rasa  dari 
kelompok  pendukung  OPM,  Gerakan 
Aceh  Merdeka  dan  para  pendukung 
NKRI.  Walaupun  terjadi  aksi  demo, 
tetapi  acara  kunjungan  Presiden  tetap 
berjalan  lancar. 
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Pada  7-9  April  2005  Presiden  Su- 
silo  Bambang  berkunjung  ke  Timor  Ti- 
mur.  Selain  pembicaraan  bilateral  ke- 
dua  pemerintahan,  Presider\  juga  me- 
lakukan  kui\jungan  ke  Taman  Makam 
Pahlawari  Serodja  dan  Pemakaman 
Santa  Cruz  untuk  meletakkan  karang- 
an  bunga  {Kompas,  7  April  2005).  Pada 
8  April  pimpinan  pemerintah  kedua 
Negara  menandatangani  perjanjian 
mengenai  perbatasan  daratan.  Perjan- 
jian ini  bersifat  sementara  karena  be- 
lum  dicapai  solusi  bagi  sejumlah  ma- 
salah  tapal  batas^  khususnya  menge- 
nai garis  perbatasan  sungai  di  wilayah 
kedua  Negara. 

Dalam  pemyataarmya  PM  Mari  Al- 
katiri  mengakui  perlunya  mencari  pe- 
nyelesaian  atas  sejumlah  masalah  da- 
lam perbatasan  kedua  Negara.  Ber- 
kaitan  dengan  itu  Presiden  Yudho- 
yono  mengatakan  bahwa  tahapan  pen- 
ting  tersebut  bisa  dilakukan,  khusus- 
nya mengenai  perbatasan  daratan  ke- 
dua Negara.  Ini  penting  agar  kedua 
Negara  dapat  membangun  persahabat- 
an  dan  kerja  sama  yang  lebih  luas  di 
masa  depcin  {Kompas,  9  April  2005). 

Dalam  pidatonya  di  depan  parle- 
men  Timor  Leste,  Presiden  Susilo  Bam- 
bang Yudhoyono  antara  lain  menga- 
takan bahwa  hubungan  kedua  Nega- 
ra akan  terus  dibina  atas  pandangan 
ke  depan  dan  bukan  melihat  sejarah 
masa  lalu.  Meski  sudah  dilakukan 
pembicaraan  bilateral  antara  kedua 
pihak,  diakui  masih  ada  sejumlah 
persoalan  yang  tersisa  dan  belum  da- 
pat  dituntaskan.  Diantaranya  adalah 
masalah  pengungsi  Timor  Leste,  aset- 


aset,  hak-hak  pembayaran  gaji  bagi 
eks  pegawai  negeri  dan  TNI/Polri, 
juga  beberapa  masalah  di  perbatas- 
an. Masalah-masalah  tersebut  tentu- 
nya  akan  diselesaikan  secara  bijak- 
sana  {Kompas,  10  April  2005). 


KUNJUNGAN  KE  AMERIKA  SE- 
RIKAT 

Dalam  pembicaraan  yang  berlang-. 
sung  pada  25  Mei  Presiden  Susilo 
Bambang  Yudhono  dan  Presiden  AS 
George  Walker  Bush  sepakat  bahwa 
kerja  sama  militer  RI-AS  yaiig  bisa  di- 
lakukan saat  ini  adalah  peningkatan 
program  tukar-menukar  pendidikan  dan 
pelatihan,  yang  sifatnya  militer  ke  mi- 
liter. Program  pelatihan  militer  akan 
direvitalisasi,  meski  AS  belum  menca- 
but  embargo  pembelian  persenjataan 
yang  diterapkan  terhadap  Indonesia. 

Menurut  Presiden  Bush,  adalah  hal 
yang  masuk  akal  jika  kedua  Negara 
memiliki  program  kerja  sama  militer 
ke  militer.  Semakin  berkualitas  praju- 
rit  Indonesia,  maka  akan  semakin  kuat 
juga  saling  pengertian  di  antara  mili- 
ter kedua  Negara.  Kedua  Negara  me- 
mang  mempunyai  kesamaan,  yaitu 
sama-^sama*^Negara  demokrasi  terbesax- 
di  dunia  dan  sama-sama  memperca- 
yai  keanekaragaman  sebagai  kekuatan. 
Rakyat  Indonesia  juga  harus  menge- 
tahui  bahwa  rakyat  AS  turut  mem- 
berikan  bantuan  bagi  rakyat  Aceh 
yang  terkena  bencana.  AS  telah  me- 
ngumpulkan  bantuan  rakyat  serta  pa- 
ra pengusaha  yang  seluruhnya  ber- 
jumlah  AS$850  juta. 
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Menurut  Presiden  Yudhoyono,  da- 
lam  pertemuannya  dengan  Presiden 
Bush  juga  dibahas  upaya  untuk  me- 
lakukan  normalisasi  hubungan  mili- 
ter  kedua  Negara,  termasuk  penca- 
butan  peralatan  persenjatan  yang  di- 
terapkan  AS.  Juga  dibicarakan  hu- 
bungan militer  kedua  Negara.  Seba- 
gai  sesama  Negara  demokratis,  diha- 
rapkan  keduanya  bisa  meningkatkan 
kerja  sama,  termasuk  normalisasi  hu- 
bimgan  militer.  Menurut  Menlu  Hassan 
Wirajuda,  meskipun  Presiden  Bush 
mendukung  upaya  normalisasi  hu- 
bungan militer,  sebagian  ganjalan  ma- 
sih  ada  di  Kongres  AS  yang  punya 
penilaian  berbeda  tentang  Indonesia. 
Karena  itu  pemimpin  kedua  Negara 
juga  sepakat  membentuk  Indonesian- 
US  Security  Dialogue  serta  Bilateral  De- 
fence Dialogue  sebagai  sarana  menor- 
malisasi  hubungan  militer  kedua  Ne- 
gara. Selain  itu  untuk  memberikan 
pemahaman  tentang  iklim  politik  dan 
keamanan  Indonesia  yang  sudah  kon- 
dusif  dan  demokratis,  secara  informal 
di  AS  sejak  9  Februari  2004  telah  di- 
bentuk  Congressional  Indonesia  Caucus. 
Melalui  forum  ini  diharapkan  peran 
anggota  Kongres  yang  terlibat  dapat 
mengubah  persepsi  anggota  Kongres 
AS  tentang  Indonesia  yang  kini  men- 
jadi  Negara  demokrasi  ketiga  terbe- 
sar  di  dunia  {Kompas,  17  Mei  2005). 

KUNJUNGAN  KE  VIETNAM 

Menurut  Presiden  Yudhoyono,  pe- 
merintah  Vietnam  mendukung  RI  un- 
tuk dicalonkan  menjadi  anggota  ti- 
tetap  DK  PBB  untuk  tahun  2007- 


2008.  Sebaliknya  RI  juga  mendukung 
Vietnam  menempati  posisi  yang  sama 
pada  tahun  berikutnya,  2008-2009. 
Untuk  memperkuat  kerja  sama  di  bi- 
dang  politik,  kedua  Negara  juga  akan 
meningkatkan  komurukasi  politik  dan 
diplomasi,  dengan  membangun  forum 
tingkat  tinggi  pada  tingkat  menteri 
untuk  membahas  hal-hal  strategis,  ma- 
salah  pertahanan  dan  keamanan.  Khu- 
sus  di  bidang  pertahanan  dan  keaman- 
an, disepakati  untuk  membangun  kerja 
sama  militer,  di  antaranya  di  bidang 
industri  pertahanan,  pendidikan  dan 
latihan  serta  saling  berkunjung  mili- 
ter kedua  Negara.  Di  samping  itu  ke- 
dua Negara  sepakat  untuk  terus  me- 
ningkatkan kerja  sama  menghadapi  ke- 
jahatan  transnasional,  termasuk  teror- 
isme  dan  bajak  laut. 

Dari  pertemuan  bilateral  itu,  ke- 
dua kepala  Negara  juga  sepakat  un- 
tuk memainkan  peran  yang  positif  di 
tingkat  regional,  di  tingkat  global,  de- 
ngan pula  melaksanakan  kerja  sama 
dengan  Negara-negara  besar  seperti 
Jepang,  Cina,  India,  Uni  Eropa  dan 
AS.  Kerja  samal  di  tingkat  ASEAN  di- 
garisbawahi  dan  dalam  East  Asian 
Summit  nanti,  akan  disepakati  bahwa 
ASEAN  akan  menjadi  tuan  rumah  un- 
tuk bekerja^^sama  dengan-  Negara-nega- 
ra di  Asia  Timur.  Indonesia  juga  men- 
dukung Vietnam  untuk  menjadi  tuan 
rumah  penyelenggara  APEC  Summit 
tahun  2007. 

Presiden  Vietnam  Tran  Due  Luong 
menyatakan  penghargaan  atas  upa- 
ya pemerintah  Indonesia  menggelar 
Konferensi  Asia-Afrika  di  Bandung,  ka- 
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rena  merupakan  momentum  penting 
untuk  mengaktifkan  Gerakan  Non-Blok. 
Ajakan  Yudhoyono  untuk  secara  kom- 
prehensif  melakukan  kerja  sama  ber- 
bagai  bidang,  yakni  politik,  pertahan- 
an,  ekonomi  dan  sosial  budaya  di- 
sambut  baik.  Kerja  sama  ekonomi  di 
antaranya  di  bidang  investasi,  perda- 
gangan,  transportasi  udara,  energi  dan 
pariwisata  (Kompas,  31  Mei  2005). 

KONFERENSI  ASIA-AFRIKA  2005 

Pada  pertemuan  tingkat  Menteri 
Negara-negara  Asia-Afrika  20  April 
2005,  para  peserta  konferensi  tampak- 
nya  sependapat  untuk  mendorong  ja- 
batan  Sekretaris  Jenderal  PBB  yang 
akan  datang  kembali  dipegang  oleh 
wakil  dari  Benua  Asia.  Delegasi  dari 
negara-negara  Afrika  menyatakan  bi- 
sa  memahami  dan  tidak  keberatan 
dengan  usulan  Asia  ini.  Fakta  me- 
nunjukkan  bahwa  sejak  Sekjen  PBB 
dijabat  U  Than  dari  Myanmar  seki- 
tar  40  tahun  lalu,  kursi  jabatan  itu 
berputar  dari  Asia  ke  Eropa,  lalu  ke 
Amerika  dan  kemudian  Afrika.  Selan- 
jutnya  kembali  menjadi  giliran  Asia" 
{Kompas,  21  April  2005). 

-  Presiden  S.B.  Yudhou&no  dalam  pi- 
dato  pembukaan  Konferensi  Tingkat 
Tinggi  Asia-Afrika  ke-50  pada  22  April 
di  Jakarta  antara  lain  menyatakan 
bahwa  permasalahan  utama  yang  di- 
hadapi  negara-negara  Asia-Afrika  ada- 
lah  bagaimana  memerangi  kemiskinan. 
Hal  inilah  yang  akan  menjadi  inti 
perjuangan  selanjutnya  bagi  bangsa- 
barigsa  Asia-Afrika  yang  upaya  pen- 


capaiannya  membutuhkan  tata  kelola 
yang  baik  (good  governance)  dan  kemi- 
traan  yang  strategis  di  antara  kedua 
benua.  Permasalahan  kemiskinan  dan 
tata  kelola  yang  baik,  juga  menjadi 
perhatian  sejumlah  besar  pemimpin 
Negara  yang  menyampaikan  pandang- 
annya  di  mimbar  KTT  tersebut  (Kom- 
pas, 23  April  2005). 

Presiden  S.B.  Yudhoyono  dalam 
sambutan  peringatan  50  tahun  Konfe- 
rensi Asia-Afrika  tanggal  24  April  di 
Bandung  mengatakan,  seluruh  dele- 
gasi yang  menghadiri  konferensi  ini 
akan  dinilai  oleh  sejarah  bukan  atas 
apa  yang  dikatakannya,  tetapi  yang 
diperbuatnya  dalam  beberapa  waktu 
ke  depan  untuk  mewujudkan  Dekla- 
rasi  Kemitraan  Baru  Asia-Afrika  (Asia- 
Africa  New  Partnership)  sebagai  perwu- 
judan  Dasasila  Bandung  di  tengah 
tantangan  yang  baru.  Oleh  karena  itu, 
semua  pihak  harus  bekerja  bersama 
agar  sejarah  mencatat  hal-hal  baik 
mengenai  KAA  2005.  Kemitraan  baru 
seluruh  Negara  Asia-Afrika  bisa  mem- 
berikan  sumbangan  besar  atas  penak- 
lukan    tuntas    masalah  kemiskinan 
yang  merupakan  ancaman  bagi  kema- 
nusiaan.  Kemitraan  Asia-Afrika  juga 
diharapkan  lebih  memajukan  tercip- 
tanya  "plerdamaian,  kemakmiiran,  dan 
keadilan  sosial 

Presiden  Nigeria  Olesegun  Oba- 
sanjo  yang  mewakili  benua  Afrika 
berpendapat  Dasasila  Bandung  telah 
berperan  besar  pada  masanya  dan  di- 
nilai tetap  relevan  untuk  saat  ini.  Asia 
dan  Afrika  harus  siap  memperbarui 
janji-janji  KAA-1955.  Jika  pada  masa 
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lalu  kita  menghadapi  tantangan  un- 
tuk  merdeka,  saat  ini  kita  menghadapi 
tantangan  berupa  kemiskinan,  penya- 
kit  dan  pembangunan.  Pembicara  Wa- 
kil  Asia  PM  India  Manmohan  Singh 
berpendapat  Dasasila  Bandung  telah 
berhasil  membentuk  kembali  tatanan 
dunia,  sehingga  banyak  bangsa  di 
Asia  dan  Afrika  kini  dapat  menikmati 
kebebasan  bergerak,  kebebasan  ber- 
ekspresi,  dan  kemerdekaan  menentu- 
kan  nasibnya  sendiri.  Dalam  konteks 
tantangan  global  sekarang  ini,  non- 
blok  tetap  merupakan  alat  yang  va- 
lid dan  instrumen  efektif  untuk  me- 
mastikan  terciptanya  dunia  yang  le- 
bih  adil.  Selain  itu,  perlu  dilakukan 
pembaharuan  PBB  dan  lembaga-lem- 
baga  keuangan  intemasional. 

Presiden  Trinidad-Tobago  mengu- 
raikan,  meskipun  tidak  termasuk  da- 
lam kelompok  Asia-Afrika,  tetapi  ne- 
garanya  juga  merasakan  manfaat  luar 
biasa  dari  Deklarasi  Bandung  1955 
saat  negaranya  masih  dalam  penja- 
jahan.  Oleh  karena  itu,  peringatan  50 
Tahun  KAA  serta  revitalisasi  Dasa- 
sila Bandung  diharapkan  akan  mem- 
bawa  dampak  yang  besar  kepada  ne- 
gara-negara  lain  di  kawasannya.  Lebih 
dari  itu,  KAA  2005  secara  khusus  me- 
nyehtuh  masalah  kemiskinan,  HAM, 
dan  harkat  manusia. 

Kesuksesan  penyelenggaraan  KTT 
AA  2005  harus  diikuti  program  kon- 
krit  dan  berlapis-lapis  agar  hasil  KTT 
AA  dapat  dijalankan  dengan  baik. 
Negara-negara  AA  perlu  melanjutkan 
pertemuan  hingga  ke  level  antar  ma- 
syarakat  {people  to  people/p  to  p).  De- 


ngan demikian  kemitraan  strategis 
Asia-Afrika  dapat  dikembangkan  lebih 
lanjut  oleh  masyarakat  di  masing-ma- 
sing  Negara  (Kompas,  26  April  2005). 

HUBUNGAN  BILATERAL  IN- 
DONESIA 

Hubungan  RI-Afganistan 

Tanggal  24  April  Presiden  S.B.Yu- 
dhoyono  menerima  kunjungan  kehor- 
matan  Presiden  Afganistan  Hamid 
Karzai  di  Istana  Merdeka.  Dalam  pem- 
bicaraan  singkat  iru  Presiden  Afganis- 
tan menyatakan  membuka  peluang 
kerja  sama  dengan  Pemerintah  RI  da- 
lam upaya  perang  melawan  teroris- 
me.  Dalam  pertemuan  ini  delegasi  In- 
donesia selain  dihadiri  oleh  Menlu 
Hassan  Wirajuda,  juga  Menko  Bi- 
dang  Politik,  Hukum  dan  Keamanan 
Widodo  AS,  Kepala  BIN  Syamsir  Si- 
regar,  Menko  Bidang  Kesra  Alwi  Shi- 
hab  dan  Menteri  Sekretaris  Negara 
Yusril  Ihza  Mahendra  {Kempas,  25 
April  2005). 

Kesepakatan  RI-RRC 

Menlu  RI,  Hassan  Wirajuda,  pa- 
da  13  April  di  Jakarta  mengemuka- 
kan  bahwa  RI  dan  RRC  akan  menan- 
datangani  Deklarasi  Kemitraan  Strate- 
gis. Hal  ini  merupakan  langkah  ter- 
baru  dari  kesepakatan  antar  kedua 
Negara  yang  dicapai  di  Cile  pada 
bulan  November  2004.  Kesepakatan 
terbaru  ini  muncul  pada  momentum 
yang  tepat,  setelah  terbentuknya  blok 
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Cina-India,  yang  mempunyai  nilai  stra- 
tegis  bagi  Indonesia.  Selama  ini  per- 
ekonomian  Cina  berkembang  pesat, 
baik  di  kawasan  Asia  maupun  dunia. 
Potensi  kemitraan  strategis  dua  Ne- 
gara  di  Asia  itu  harus  dimanfaatkan 
sebaik-baiknya  oleh  Indonesia  (Kompas, 
14  April  2005). 

Pada  25  April  di  Istana  Merdeka 
Pemerintah  RI  dan  RRC  menanda- 
tangani  Deklarasi  Kemitraan  Strategis 
masing-masing  diwakili  oleh  Presi- 
den  S.B.  Yudhoyono  dan  Presiden  Hu 
Jintao  setelah  dilangsungkan  pertemu- 
an  bilateral  antara  kedua  delegasi.  De- 
klarasi Kemitraan  Strategis  ini  meru- 
pakan  payung  berbagai  perjanjian  ker- 
ja  sama  yang  sebelumnya  ditanda- 
tangani  di  tingkat  menteri  kedua  ne- 
gara.  Perjanjian  ini  meliputi  kerja  sa- 
ma di  berbagai  bidang  di  antaranya 
pembebasan  visa  untuk  pemegang  pas- 


por  diplomatik,  kerja  sama  kelautan, 
infrastruktur  dan  sumber  daya  alam, 
kerja  sama  bantuan  hibah  terkait  de- 
ngan  ekonomi  dan  teknik,  kerja  sama 
Meteorologi  dan  Geofisika  tentang 
gempa  bumi,  kerja  sama  pemanfaatan 
fasilitas  pinjaman,  serta  kerja  sama 
palang  merah  kedua  Negara. 

Menurut  Presiden  Yudhoyono  kerja 
sama  ini  merupakan  implementasi 
dari  bentuk  kerja  sama  Asia-Afrika 
dalam  bentuk  kemitraan  strategis 
yang  lebih  konkrit.  Sedangkan  me- 
nurut Presiden  Hu  Jintao  penanda- 
tanganan  kerja  sama  ini  bukan  saja 
mencerminkan  hubungan  RI-RRC  yang 
memasuki  perkembangan  baru,  teta- 
pi  juga  berpengaruh  positif  terha- 
dap  perkembangan  hubungan  soli- 
daritas  dan  kerja  sama  Asia-Afrika 
(kompas,  26  April  2005) 
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TINJAUAN  PERKEMBANGAN  EKONOMI 


Pertumbuhan  yang  Relatif  Tinggi 
dan  Berkesinambungan 


Tim  Departemen  Ekonomi  CSIS 


PENDAHULUAN 

PEREKONOMIAN  Indonesia  kem- 
bali  menunjukkan  tanda-tanda 
positif  berupa  pertumbuhan 
yang  relatif  tinggi  dan  berkesinam- 
bungan. Pertumbuhan  ekonomi  kita  se- 
cara  perlahan-lahan  bergeser  dari  ke- 
tergantungan  yang  amat  sangat  pa- 
da  konsumsi  swasta  dan  publik  men- 
jadi  investasi  (termasuk  investasi  luar 
negeri)  dan  perdagangan  luar  negeri. 
Pada  triwulan  pertama  2005  pertum- 
buhan ekonomi  Indonesia  mencapai 
6,3%,  sedikit  lebih  rendah  dari  tri- 
wulan sebelumnya  yang  mampu  men- 
capai 6,7%.  Selain  banyaknya  inves- 
tasi baru  dan  meningkatnya  ekspor, 
kinerja  ekonomi  kita  juga  disokong 
kondisi  makroekonomi  yang  mengun- 
tungkan  dan  ekspektasi  optimis  dari 
pasar. 

Bank  sentral  berhasil  menjaga  ke- 
stabilan  harga.  Pada  bulan  Maret,  in- 
flasi  memuncak  dikarenakan  pengu- 
rangan  subsidi  bahan  bakar,  tetapi  ke- 
mudian  segera  menurun  kembali  di 
bulan  April  dan  Mei.  Nilai  tukar  ju- 
ga melemah  pada  bulan  April  kare- 


na  BUMN  membeli  banyak  dolar  un- 
tuk  kepentingan  operasionalnya.  De- 
ngan  cepat  bank  sentral  merespon- 
nya  melalui  intervensi  pasar  serta  ke- 
bijakan  moneter  yang  ketat  sehingga 
nilai  tukar  berhasil  digiring  kembali 
di  kisaran  Rp.  9.400-9.600/ AS$.  Pada 
bulan-bulan  berikutnya,  bank  sentral 
akan  tetap  menjalankan  kebijakan  mo- 
neter yang  ketat  untuk  mengendali- 
kan  baik  inflasi  maupun  kestabilan 
nilai  tukar. 

Sebagaimana  telah  disebutkan  di 
atas,  pertumbuhan  ekonomi  yang  re- 
latif sangat  baik  di  bulan-bulan  ter- 
akhir  ini  dikarenakan  beberapa  fak- 
tor,  diantaranya  adalah  ekspor  yang 
kuat  dan  investasi  luar  negeri  yang 
meningkat  kembali.  Triwulan  pertama 
2005,  ekspor  meningkat  31%  relatif  ter- 
hadap  triwulan  yang  sama  2004.  Pada 
saat  yang  sama,  impor  bertumbuh  pu- 
la  secara  signifikan  sebesar  27%.  Se- 
mentara  itu,  di  tahun  2004  sekalipun 
ada  impor  jasa  dan  pembayaran  bu- 
nga yang  besar,  transaksi  berjalan 
mengalami  surplus  AS$2,9  miliar.  Tran- 
saksi modal  juga  surplus  AS$2,2  mi- 
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liar.  Sungguh  berbeda  dengan  tahun 
2003  ketika  Indonesia  mengalami  de- 
fisit  transaksi  berjalan  AS$0,9  miliar. 
Perubahan  ini  disebabkan  adanya  alir- 
an  dana  masuk  neto  dari  investasi 
luar  negeri  senilai  AS$1  miliar,  inves- 
tasi portofolio  AS$2,8  miliar,  dan  pe- 
ngembalian  utang  yang  rendah.  Oleh 
karena  itu,  dapat  diperkirakan  bah- 
wa  di  triwulan  pertama  2005,  tran- 
saksi berjalan  dan  transaksi  modal 
juga  surplus. 

Selain  itu,  terdapat  beberapa  per- 
kembangan  lain  yang  juga  patut  di- 
bahas.  Pertama,  pada  bulan  Maret  2005 
pemerintah  Indonesia  menerbitkan  In- 
struksi  Presiden  No.  5/2005  tentang 
pemberian  wewenang  pada  industri 
perkapalan  nasional.  Adapun  tujuan 
Inpres  ini  adalah  pemberian  hak  khu- 
sus  pada  perusahaan-perusahaan  ka- 
pal  nasional  agar  dapat  menyediakan 
fasilitas  transportasi  pengangkutan  ba- 
rang-barang  antar-pulau,  termasuk  kar- 
go  impor.  Oleh  karena  itu,  Departe- 
men  Perdagangan  akan  segera  menge- 
luarkan  beberapa  keputusan  menteri, 
termasuk  di  antaranya  adalah  tentang 
transportasi  antar-pulau  untuk  13  ko- 
moditi  yang  wajib  diangkut  dengan 
kapal  berbendera  Indonesia  oleh  peru- 
sahaan  pengangkutan  nasional.  Ter- 
masuk dalam  13  komoditi  itu  adalah 
bahan  bakar,  kargo  umum,  kayu,  pu- 
puk,  sernen,  dan  minyak  sawit  men- 
tah,  yang  merupakan  90%  bagian  da- 
ri keseluruhan  kargo  antar-pulau.  Se- 
kalipun  Inpres  dan  berbagai  peratur- 
an  lain  yang  terkait  memang  mengun- 
tungkan  industri  pelayaran  nasional, 
berhasil  tidaknya  program  ini  dalam 


meningkatkan  industri  masih  diper- 
tanyakan.  Industri  Pelayaran  berada 
dalam  kondisi  buruk;  dan  mengisolasi 
industri  ini  dari  persaingan  dengan 
luar  negeri  bukanlah  cara  yang  tepat 
untuk  meningkatkan  kinerjanya. 

PERTUMBUHAN  EKONOMI 

Sisi  Pengeluaran:  Dari  Konsumsi 
ke  Investasi  dan  Ekspor 

Perekonomian  tetap  berada  di  le- 
vel yang  sangat  baik,  dari  6,7%  pada 
triwulan  keempat  2004  ke  6,3%  pa- 
da triwulan  pertama  2005.  Kondisi 
makroekonomi  yang  menguntungkan, 
ekspektasi  yang  optimis  dari  pasar, 
bertumbuhnya  kembali  investasi,  dan 
pertumbuhan  ekspor  yang  tinggi  ada- 
lah penyebab  sangat  baiknya  pertum- 
buhan ekonomi  pada  triwulan  perta- 
ma 2005.  Sumber-sumber  pertumbuh- 
an ekonomi  terus  bergeser  dari  kon- 
sumsi ke  investasi  dan  ekspor.  Terda- 
pat kecenderungan  penurunan  pertum- 
buhan konsumsi  dari  3,8%  pada  tri- 
wulan keempat  2004  ke  3,2%  pada  tri- 
wulan pertama  2005.  Kontribusi  kon- 
sumsi rumah  tangga  terhadap  pertum- 
buhan keseluruhan  juga  menurun  da- 
ri 35%  pada  triwulan  keempat  2004  ^e 
hanya  31%  pada  triwulan  pertama  2005. 

Tingkat  pertumbuhan  yang  dicapai 
ekspor  dan  investasi  lebih  baik  dari- 
pada  pertumbuhan  sumber-sumber  eko- 
nomi lainnya.  Pada  triwulan  pertama 
2005,  ekspor  meningkat  13,4% — penu- 
runan tipis  dari  triwulan  sebelumnya, 
namun  masih  jauh  lebih  tinggi  dari 
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Tabell 


PERTUMBUHAN  PDB  MENURUT  PENGELUARAN 


(Harga 

Konstan  2000;  %  p.a. 

y-o-y) 

2004 

2005 

Q2 

Q3 

Q4 

Ql 

PertuinbuhanPDB 

Konsuinsi  Kurnari  langga 

OfO 

o,i. 

Makanan 

1,5 

1,6 

1,8 

2,0 

Bukan  Makanan 

9,1 

8,5 

5,7 

4,4 

Konsumsi  Pemerintah 

4,7 

-3,8 

-1,3 

-83 

Investasi 

42,9 

223 

30,5 

223 

Ekspor 

2,0 

17,1 

13,7 

13,4 

Impor 

25,2 

32,0 

27,1 

15,4 

PDB 

4,4 

54 

6,7 

63 

%  Kontribusi  terhadap  Fertumbuhan 

fvOI UiUIilsl  ivuirian  Xarigga 

72  S 

586 

353 

30,9 

Makanan 

10,5 

9,3 

8,2 

9,4 

Bukan  Makanan 

62,0 

49,3 

27,2 

213 

Konsumsi  Pemerintah 

7,8 

-5,7 

-1,8 

-9,6 

Investasi 

190,1 

86,1 

90,6 

79,9 

Ekspor 

18,5 

126,2 

793 

793 

Impor 

151,3 

168,1 

117,9 

743 

PDB 

100 

100 

100 

100 

Sumber:  CEIC  Database. 


pertumbuhan  keseluruhan  8,5%  di  ta- 
hun  2004.  Kontribusi  yang  diberikan 
oleh  pertumbuhan  ekspor  yang  ting- 
gi  mencapai  80%  seluruh  pertumbuh- 
an ekonomi.  Pertumbuhan  impor  yang 
tinggi  di  2004  ternyata  jatuh  di  tri- 
wulan  pertama  2005.  Dengan  melihat 
komposisi  pertumbuh^'impor,  dike- 
tahui  bahwa  penurunan  pertumbuh- 
an impor  ini  diakibatkan  oleh  penu- 
runan impor  untuk  konsumsi  dan  ba- 
rang  mentah,  sementara  pertumbuh- 
an investasi  impor  tetap  tinggi.  Per- 
tumbuhan investasi  tetap  tinggi  ini 
memberikan  kontribusi  80%  terhadap 
pertumbuhan  ekonomi.  Akan  tetapi, 
pertumbuhannya  menurun  dari  31% 


pada  triwulan  keempat  2004  ke  22% 
pada  triwulan  pertama  2005. 

Sisi  Produksi:  Lemahnya  Sektor 
Primer,  Moderatnya  Sektor  Ma- 
nufaktur,  Kuatnya  Sektor  Jasa-jasa 

TDi  sisi  produksi,  pola  pertumbuhan 
tidak  menunjukkan  perubahan  yang 
substansial:  pertumbuhan  sektor  perta- 
nian  dan  pertambangan  yang  lemah, 
pertumbuhan  manufaktur  yang  mode- 
rat,  dan  pertumbuhan  sektor  jasa-jasa 
yang  kuat.  Pertumbuhan  sektor  pri- 
mer, khususnya  dalam  pertambangan, 
penggalian,  minyak  dan  gas  kembali 
mundur:  setelah  pertumbuhan  positif 
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Tabel2 


PERTUMBUHAN  PDB  MENURUT  PRODUKSI 
(Harga  Konstan  2000;  %  p.a.  y-o-y) 


2004 


2005 


Q2 

Q3 

Q4 

01 

Peitumbuhan  PDB 

1.  Pertanian  ^(HPI 

1^  3,85 

5,31 

1,86 

0,43 

2.  Pertambangan 

-9,13 

^,04 

3,28 

0,00 

3.  Manufaktur 

6,87 

4,78 

7,17 

7,05 

4.  Listrik,  Gas  &  Air 

6,76 

3,05 

7,87 

6,69 

5.  Konstruksi 

7,77 

8,24 

8,31 

8,56 

6.'  Perdagangan,  Hotel  &  Restoran 

4,09 

6,90 

9,41 

10,02 

7.  Transportasi  &  Komunikasi 

1333 

13,47 

11,47 

12,80 

8.  Keuangan  &  Jasa-jasa  Perusahaan 

6,66 

8,26 

8,45 

6,78 

9.  Jasa 

5,12 

4,73 

5,04 

5,14 

PDB 

5,10 

6,65 

6,35 

/o  jcvviimiL^UDi  iciiictuaL/  f  cJiiuiiiL/uiiaii 

1.  Pertanian 

14 

17 

4 

1 

2.  Pertambangan 

-23 

-11 

5 

0 

3.  Manufaktur 

43 

26 

31 

31 

4.  Listrik,  Gas  &  Air 

1 

0 

1 

1 

5.  Konstruksi 

10 

9 

7 

8 

6.  Perdagangan,  Hotel  &  Restoran 

15 

22 

23 

25 

7.  Transportasi  &  Komunikasi 

16 

14 

10 

11 

8.  Keuangan  &  Jasa-jasa  Perusahaan 

13 

14 

12 

10 

9.  Jasa 

11 

8 

7 

7 

PDB  g 

100 

100 

100 

100 

Sumber:  CEIC  Database. 

pada  triwulan  pertama  2004,  pertum- 
buhan  pertambangan  dan  penggalidn 
kembali  jatuh  ke  titik  nol  pada  triwu- 
lan pertama  2005. 

Sebaliknya,  hampir  semua  kompo- 
nen  sektor  jasa-jasa  bertumbuh  lebih 
tinggi  dari  pertumbuhan  rata-rata.  Le- 
dakan  properti  membawa  pertumbuh- 
an konstruksi  sebesar  8,6%  pada  tri- 
wulan pertama  2005,  meningkat  tajam 
dari  8,31%  pada  triwulan  keempat 
2004.  Perdagangan,  hotel,  dan  res- 
tauran  meningkat  tajam  pula  dari  4% 
pada  triwulan  kedua  2004  ke  10% 


pada  triwulan  pertama  2005.  Demi- 
kian  pula  dalam  sektor  transportasi 
dan  komunikasi,  deregulasi  dan  per- 
saingan  dalamnya  mendorong  pertum- 
buhan. yang  tinggi.  sektor  ters.^t  sam- 
pai  di  tingkat  12,8%. 

Prospek  Pertumbuhan  Ekonomi 

Meskipim  prospek  pertumbuhan  eko- 
nomi masih  rapuh,  ada  beberapa  si- 
nyal  positif.  Pemerintah  aktif  men- 
cari  investasi-investasi  baru.  Misal- 
nya,  kunjungan  Presiden  Susilo  Bam- 
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bang  Yudhoyono  ke  Amerika  Serikat, 
Vietnam,  dan  Jepang  berhasil  menda- 
patkan  sambutan  antusias  dari  ko- 
munitas  bisnis  di  sana.  Dilanjutkan- 
nya  kembali  kerja  sama  militer  de- 
ngan  Amerika  Serikat  mengindikasi- 
kan  perkembangan  dalam  catatan  hak 
asasi  manusia  Indonesia.  Di  dalam 
negeri,  pemerintah  menunjukkan  ke- 
seriusan  membatasi  korupsi.  Akan  te- 
tapi,  di  tengah-tengah  seriusnya  usaha 
untuk  memperbaiki  iklim  usaha,  pe- 
ristiwa  pemboman  Poso,  Sulawesi  Te- 
ngah,  dan  juga  beberapa  ancaman 
bom  di  Jakarta  mengindikasikan  ada- 
nya  masalah  keamanan.  Lagi  pula, 
pertumbuhan  ekonomi  dapat  tergang- 
gu  oleh  masalah  infrastruktur,  khusus- 
nya  yang  berhubungan  dengan  keter- 
sediaan  listrik.  Oleh  karena  itu,  kita 
tetap  pada  ramalan  sebelumnya  yaitu 
pertumbuhan  ekonomi  2005  akan  ber- 
ada  di  kisaran  5,3-5,5%. 

PERKEMBANGAN  MONETER 

Pada  bulan  Maret,  inflasi  memun- 
cak  dikarenakan  pengurangan  subsidi 
bahan  bakar,  tetapi  kemudian  segera 
menurun  kembali  di  bulan  April  dan 
Mei,  Nilai  tukar  juga  melemah  pada 
buian  April  karena  BUMN  membeli 
banyak  dolar  untuk  kepentingan  ope- 
rasionalnya.  Dengan  cepat  bank  sen- 
tral  meresponnya  melalui  intervensi 
pasar  serta  kebijakan  moneter  yang 
ketat  sehingga  nilai  tukar  berhasil  di- 
giring  kembali  di  kisaran  Rp.  9.400- 
9.600/AS$.  Pada  bulan-bulan  berikut- 
nya,  bank  sentral  akan  tetap  menja- 
lankan  kebijakan  moneter  yang  ketat 


untuk  mengendalikan  baik  inflasi  mau- 
pun  kestabilan  nilai  tukar. 

Penghapusan  Subsidi  Membuat 
Kenaikan  Harga  Memuncak 

Seperti  yang  sudah  diprediksi,  peng- 
hapusan sebagian  subsidi  bahan  ba- 
kar  menyebabkan  harga-harga  me- 
muncak di  bulan  Maret.  Inflasi  ta- 
hunan  bulan  Maret  yang  mencapai 
8,81%,  sebagian  besar  disebabkan  pe- 
ningkatan  biaya  transportasi,  yaitu 
biaya  angkutan  umum  dan  bensin. 
Ternyata,  tingkat  inflasi  yang  tinggi 
ini  hanya  berlangsung  sementara:  de- 
ngan penerapan  kebijakan  moneter 
yang  ketat,  inflasi  tahunan  di  bulan 
April  dan  Mei  kembali  mendekati 
tingkat  inflasi  sebelum  Maret,  yaitu 
masing-masing  di  tingkat  8,12%  dan 
7,40%.  Sepertinya  proses  penyesuaian 
harga-harga  akibat  penghapusan  sub- 
sidi telah  selesai.  Pada  saat  ini,  baik 
inflasi  domestik  maupun  inflasi  im- 
por  sudah  dapat  dikendalikan  oleh 
kebijakan  moneter  ketat  yang  dipa- 
kai  pemerintah.  Oleh  kerena  akan  ada 
penyesuaian  harga  dalam  hal  biaya 
pendidikan  di  triwulan  ketiga  2005  ini, 
maka  inflasi  diperkirakan  akan  ber- 
ada  di  kisaran  7,2-7,7%  untuk  bulan- 
bulan  mendatahg. 

Suku  Bunga  Meningkat  dengan 
Agresif,  Suku  Bunga  The  Fed 
Meningkat 

Setelah  pada  triwulan  keempat 
2004  dan  triwulan  pertama  2005  suku 
bunga  bertahan  di  tingkat  7,43%,  akhir- 
nya  Bank  Indonesia  (BI),  dalam  rang- 
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ka  memperketat  kebijakan  monetemya, 
meningkatkan  suku  bunganya  secara 
agresif.  Tingkat  suku  bunga  yang 
biasa  dipakai  sebagai  patokan,  SBI 
1  bulan,  meningkat  dari  52  basis  poin 
antara  Maret  dan  Mei  yaitu  dari 
7,43%  ke  7,95%.  Para  pengamat  ber- 
peridapat  bahwa  kenaikan  suku  bu- 
nga ini  terlambat:  suku  bunga  riil  ber- 
nilai  negatif  semakin  besar  selama 
Maret  dan  April  disebabkan  inflasi 
yang  tinggi,  haUni  lalu_  berdampak 
pada  nilai  tukar.  Akan  tetapi,  di  bu- 
lan Mei  suku  bunga  riil  kembali  ke 
tingkat  0,55%.  Sementara  itu,  iklim 
usaha  domestik  terus  membaik  di  tri- 
wulan  pertama  2005.  Di  antara  tri- 
wulan  keempat  2004  dan  triwulan  per- 
tama 2005,  suku  bunga  kredit  modal 
kerja  menurun  10  basis  poin  dari 
13,41%  ke  13,31%  sementara  suku  bu- 


nga deposito  1  bulan  meningkat  7  ba- 
sis poin  dari  6,43  ke  6,50.  Antara  tri- 
wulan keempat  2004  dan  triwulan 
pertama  2005  selisih  antara  suku  bu- 
nga pinjaman  dan  deposito  menjadi 
lebih  kecil  17  basis  poin,  dari  6,98 
ke  6,81.  Hal  ini  menunjukkan  menu- 
ruimya  tingkat  risiko  domestik.  Karena 
inflasi  yang  tinggi,  suku  bunga  pin- 
jaman riil  turun  drastis  dari  7,01% 
akhir  Desember  2004  menjadi  4,5% 
■biilan  Maret  2005.        ..  .        .  .  ^ 

Pertumbuhan  Kredit  Tinggi  di 
Semua  Sektor 

Pertumbuhan  kredit  yang  tinggi 
berlanjut  di  triwulan  pertama  2005, 
dengan  semua  sektor  ekonomi  ber- 
tumbuh  lebih  dari  20%.  Dibanding 
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Gambar  2 
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tahun  lalu,  kredit  bank  komersial  se- 
cara  rata-rata  bertumbuh  28,1%  un- 
tuk  triwulan  pertama  2005,  jauh  le- 
bih  tinggi  dari  25,4%  untuk  triwu- 
lan keempat  2004.  Pada  Maret  2005 
pertumbuhan  tahunan  keseluruhan 
kredit  adalah  29,1%.  Pertumbuhan  pa- 
ling pesat  ada  pada  sektor  pertam- 
bangan,  diikuti  oleh  sektor  lainnya 
dan  perdagangan,  iriasing-masing 
52,5%  dan  30,8%.  Manufaktur  berada 
di  urutan  keempat,  dengan  tingkat 
pertumbuhan  25,8%  pada  Maret  2005. 

Rupiah/AS$  Melemah  Tipis,  Pasar 
Saham  Stagnan 

Sebagaimana  disarankan  dalam  ter- 
bitan  sebelumnya,  penghapusan  sub- 


sidi  bahan  bakar  akan  membuat  Ru- 
piah  melemah  terhadap  dolar  AS:  ni- 
lai  tukar  rata-rata  dalam  dua  bulan 
pertama  2005  adalah  Rp.  9.223/US$, 
dan  kemudian  jatuh  ke  Rp.  9.456/ AS$ 
dalam  2,5  bulan  setelah  penghapus- 
an subsidi  bahan  bakar. 

Akan  tetapi,  penghapusan  subsi- 
di bukanlah  satu-satunya  alasan  me- 
lemahnya  Rupiah:  masih  ada  dua 
alasan  lainnya.  Pertama,  Bank  Sentral 
AS  meningkatkan  suku  bunganya  dua 
kaH  sebanyak  25  basis  poin  pada  22 
Maret  dan  3  Mei,  periode  yang  sama 
ketika  suku  bunga  riil  SBI  sebagai 
suku  bunga  patokan,  bernilai  nega- 
tif.  Kedua,  pada  akhir  April  ada  ke- 
butuhan  besar  akan  dolar  AS  oleh 
kedua  BUMN  utama  yaitu  perusaha- 
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an  minyak,  PT  Pertamina,  dan  peru- 
sahaan  listrik,  PT  PLN.  Kedua  peru- 
sahaan  itu  membeli  dolar  dari  pasar 
sehingga  mengakibatkan  fluktuasi  Ru- 
piah  secara  mendadak.  Kemudian  pe- 
merintah  mewajibkan  PT  Pertamina 
untuk  membeli  dari  bank  sentral,  BI, 
dengan  kuota  harian  AS$50  juta. 

Sementara  itu,  pasar  saham  rela- 
tif  stagnan.  Secara  rata-rata,  kinerja 
pasar  saham  pada  dua  biilan  per- 
tama triwulan  kedua  2004  secara 
signifikan  tiHak  leKh  baik  daripada 
triwulan  pertama  2005:  rata-rata  IHSG 
di  kedua  periode  tersebut  adalah  1069 
dan  1068. 

Prospek  Moneter 

Secara  fundamental,  perekonomian 
kita  baik  dan  berada  dalam  jalur  yang 
tepat.  Pemerintah  menurunkan  sub- 


sidi  bahan  bakar  dengan  tetap  men- 
jaga  kestabilan  politik  dan  ekonomi. 
Dua  bulan  kemudian,  dampak  makro- 
ekonomi  dari  kebijakan  tersebut  su- 
dah  terkendali,  menandakan  bahwa 
pemerintah  memegang  kendali  atas  ke- 
bijakan makro  ekonomi. 

Lalu,  pemerintah  akan  tetap  mem- 
pergunakan  kebijakan  moneter  yang 
ketat  untuk  mencapai  target  inflasi 
2005  di  bawah  7%  dan  mempertahan- 
kan  kestabilan  nilai  tukar  sebagai  an- 
tisipasi  meningkatnya  suku  bunga  The 
Fed.  Untuk  bulan-bulan  berikutnya, 
inflasi  diperkirakan  akan  mencapai 
7,2-7,7%.  Gangguan  keamanan,  khu- 
susnya  peristiwa  pemboman  di  Poso, 
Sulawesi  Selatan,  dan  ancaman  bom 
di  sekitar  Jakarta,  diperkirakan  ber- 
dampak  hanya  untuk  beberapa  saat 
saja.  Dengan  mengasumsikan  tidak 
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ada  gangguan  yang  hebat,  maka  da- 
pat  diprediksi  bahwa  dalam  bulan- 
bulan  mendatang  nilai  tukar  akan  te- 
tap  stabil,  atau  bahkan  menguat,  di 
kisaran  Rp.  9.250-Rp.  9.650/AS$. 

NERACA  PEMBAYARAN 

Pada  triwulan  pertama  2005,  eks- 
por  bertumbuh  31%  sampai  ke  ting- 
kat  AS$19,8  miliar.  Selama  tahun  2004, 
sekalipun  impor  jasa  dan  pembayar- 
an  bunga  bernilai  besar,  transaksi 
berjalan  mengalami  surplus  AS$2,9 
miliar.  Neraca  modal  juga  surplus 
AS$2,2  miliar.  Ini  sangat  berbeda  di- 
bandingkan  dengan  2003  di  mana 
aliran  modal  keluar  mencapai  AS$0,9 
miliar.  Perbedaan  ini  diakibatkan  pa- 
da  tahun  2004  masuknya  investasi 
langsung  neto  AS$1  miliar,  investasi 
portofolio  US$2,8  miliar,  dan  pemba- 
yaran  cicilan  utang  yang  rendah. 
Kami  menduga  bahwa  dalam  triwu- 
lan pertama  2005,  transaksi  berjalan 
dan  transaksi  modal  akan  surplus 
juga. 

Ekspor 

Triwulan  pertama  2005,  ekspor  men- 
capai AS$19,8  miliar,  pertumbuhan 
yang  tinggi  31%  bila  dibandingkan 
dengan  pertumbuhan  rata-rata  2004 
yang  hanya  17%.  Angka  pertumbuh- 
an yang  tinggi  ini  lebih  dikarenakan 
pertumbuhan  pada  sektor  manufak- 
tur  seperti  pakaian,  mesin  dan  pera- 
latan,  produk  kayu  dan  meubel,  serta 
penerangan.  Produk  pertambangan  se- 
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perti  batu  bara,  bijih,  tembaga,  dan 
Iain-lain  mengalami  peningkatan  per- 
mintaan  karena  dipakai  sebagai  sub- 
stitusi  untuk  mendapatkan  bahan  ba- 
kar  yang  lebih  murah.  Sementara  itu, 
pada  tahun  2004  pertumbuhan  eks- 
por lebih  didominasi  oleh  bagusnya 
kinerja  sektor  non-migas  termasuk  mi- 
nyak  sawit,  elektronik,  pakaian,  batu 
bara,  dan  kaleng, 

Peningkatan  permintaan  ekspor  ini 
datang  dari  negara-negara  tujuan  uta- 
ma  ekspor  seperti  Amerika  Serikat,  Je- 
pang,  Singapura,  dan  Cina  yang  men- 
cakup  47%  dari  keseluruhan  total  eks- 
por. Permintaan  dari  negara-negara 
ini  saja  bertumbuh  sampai  dengan  41%. 

Meskipun  pertumbuhan  ekspor  se- 
lama ini  sudah  sangat  bagus,  da- 
pat  diprediksi  bahwa  tetap  akan  ada 
ruang  untuk  pertumbuhan  yang  le- 
bih pesat  lagi.  Karena  pemerintah 
saat  ini  memperhatikan  masalah  yang 
berkaitan  dengan  ekspor  seperti  pu- 
ngutan  liar  dan  penanganan  pela- 
buhan  yang  tidak  efisien,  maka  dapat 
diperkirakan  bahwa  ekspor  tahun 
2005  akan  tumbuh  lebih  tinggi  lagi 
secara  berkesinambungan.  Lebih  jauh 
lagi,  pabrik-pabrik  sudah  mulai  eks- 
pansi — haF  irii  ditandai  dengan  nie- 
ningkatnya  impor  barang  modal.  Pe- 
merintah menderegulasi  beberapa  ko- 
moditi  ekspor  seperti  berlian,  perak, 
dan  manioc;  akan  tetapi,  pemerintah 
juga  membuat  batasan-batasan  eks- 
por bagi  komoditi  pertanian  seperti 
kakao  dan  biji  jambu  monyet  se- 
hingga  merugikan  ekspor  Indonesia 
sendiri. 
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Impor 

Triwulan  pertama  2005  impor  ber- 
tumbuh   27%    dengan    total  impor 
AS$12,9  miliar.  Impor  migas  menca- 
kup  30%  dari  keseluruhan  impor.  Im- 
por migas  meningkat  51%  dibanding- 
kan  dengan  triwulan  yang  sama  ta- 
hun  2004,  sementara  non-migas,  yang 
mayoritas  bahan  baku  dan  barang 
modal,  meningkat  sebesar  20%.  Impor 
bahan  baku  meningkat  26,2%  semen- 
tara impor  barang  modal  meningkat 
38%.  Peningkatan  impor  barang  men- 
tah  dan  barang  modal  yang  pesat  ini 
mengindikasikan  bahwa  bisnis  dan 
pabrik-pabrik  Indonesia  mulai  bangkit 
kembali. 

Kecenderungan  impor  barang  mo- 
dal yang  terus  meningkat  sepertinya 
akan  terus  berlanjut  sebagaimana 
pabrik-pabrik  meningkatkan  kapasitas- 
nya.  Impor  bahan  baku  meningkat  pu- 
la  sebagaimana  sektor  produksi  In- 
donesia sangat  bergantung  pada  ba- 
han baku  impor. 

Transaksi  Berjalan 

Laporan  BI  menunjukkan  bahwa  ta- 
hun  2004  neraca  perdagangan  men- 
capai  AS$21,23 -miliar,  dengan  sur- 
plus transaksi  berjalan  yang  nilainya 
jauh  lebih  rendah  yaitu  AS$2,9  mi- 
liar. Penurunan  surplus  transaksi  ber- 
jalan ini  disebabkan  penurunan  sur- 
plus perdagangan,  impor  jasa  yang 
besar,  dan  pembayaran  bunga.  Tran- 
saksi berjalan  tetap  bernilai  surplus 
dikarenakan  adanya  transfer  oleh  pe- 
merintah  dan  pengiriman  uang  oleh 


tenaga  kerja  Indonesia  yang  berada 
di  luar  negeri. 

Neraca  Jasa 

Neraca  modal  juga  surplus  US$2,2 
miliar.  Berbeda  sekali  dengan  2003 
ketika  aliran  modal  keluar  neto  AS$0,9 
miliar.  Perbedaan  ini  diakibatkan  pada 
tahun  2004  masuknya  investasi  lang- 
sung  neto  AS$1  miliar,  investasi  por- 
tofolio  AS$2,8  miliar,  dan  pembayaran 
cicilan  utang  yang  rendah. 

Investasi  langsung  dan  portofolio 
diperkirakan  akan  mengalami  pening- 
katan yang  lebih  tinggi  iagi  di  2005 
seiring  dengan  meningkatnya  perse- 
tujuan  investasi  langsung  asing  (PMA) 
pada  triwulan  2005  sebesar  174%  se- 
perti  yang  dilaporkan  Badan  Koordi- 
nasi  Penanaman  Modal  (BKPM). 

ISU-ISU  LAINNYA 

Koordinasi  Investasi  di  Bawah 
Departemen  Perdagangan 

Restrukturisasi  badan-badan  peme- 
rintah  yang  diprakarsai  Presiden  Su- 
silo  Bambang  Yudhoyono  menempat- 
kan  Badan  Koordinasi  Penanaman  Mo- 
dal (BKPM)  menjadi  di  bawah  Depar- 
temen Perdagangan.  Sebelunmya,  BKPM 
langsung  bertanggung  jawab  kepada 
presiden. 

Penempatan  BKPM  di  bawah  De- 
partemen Perdagangan  bertujuan  agar 
ada  koordinasi  yang  lebih  balk  da- 
lam  hal  kebijakan  yang  berkaitan  de- 
ngan investasi.  Investasi  mencakup 
banyak  sektor  dan  Departemen  Perda- 
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gangan  akan  membantu  BKPM  meng- 
koordinasikan  kebijakan-kebijakannya 
untuk  setiap  sektor.  Untuk  ke  depan- 
nya,  BKPM  tidak  lagi  menangani  per- 
setujuan  dan  ijin  investasi,  tetapi  le- 
bih  berfokus  kepada  peningkatan  in- 
vestasi dan  mengatur  kondisi  untuk 
perbaikan  iklim  investasi  secara  terus- 
menerus.  Hal  ini  juga  tentu  saja  akan 
memperbaiki  koordinasi  di  antara  de- 
partemen,  khususnya  dalam  hal  me- 
narik  lebih  banyak  investasi. 

Insentif  Fiskal  dan  Investasi  Un- 
tuk Meningkatkan  Sektor  Energi 

Meskipun  Indonesia  adalah  salah 
satu  negara  produsen  energi  terbesar 
di  dunia,  Indonesia  sekarang  harus 
menghadapi  berbagai  masalah  di  sek- 
tor energi.  Produksi  harian  minyak 
sudah  semakin  menurun  dalam  bebe- 
rapa  tahun  terakhir  ini,  sementara 
konsumsi  energi  yang  disubsidi,  se- 
perti  minyak,  terus  meningkat  tajam, 
sehingga  pemerintah  harus  menja- 
lankan  anggaran  defisit  yang  sema- 
kin tinggi  nilainya.  Akhir-akhir  ini, 
pemerintah  Indonesia  memulai  bebe- 
rapa  program  untuk  pengembangan 
sektor  energi. 

Demi  mempertahankan-  jumlah  pro- 
duksi minyak,  pemerintah  memberikan 
insentif  kepada  perusahaan-perusa- 
haan  yang  berminat  berinvestasi  dan 
beroperasi  di  ladang  minyak  kecil. 
Ladang  minyak  kecil  yang  tersebar 
di  berbagai  daerah  ini  diharapkan 
dapat  memberi  kontribusi  lebih  dari 
50  ribu  barel  sehari  atau  sekitar  5% 
produksi  sekarang. 


Pemerintah  juga  memberikan  se- 
jumlah  dukungan  fiskal  dan  investasi 
untuk  memaksimalkan  penggunaan 
gas  alam  agar  ketergantungan  terha- 
dap  minyak  dapat  diturunkan.  Salah 
satu  usahanya  adalah  penandatangan- 
an  persetujuan  Proyek  Pangkah  de- 
ngan  perusahaan  energi  Amerika  Se- 
rikat,  Amerada  Hess  Corporation.  Ame- 
rada berkomitmen  untuk  investasi  se- 
besar  AS$  500  juta  dalam  tiga  tahun 
untuk  membangun  konsesi  minyak 
dan  gas  lepas  pantai  di  Pangkah,  Ja- 
wa  Timur.  Diharapkan  Pangkah  dapat 
menyediakan  sekitar  440  miliar  kaki 
kubik  gas  alam.  dalam  periode  20  ta- 
hun, atau  sekitar  100  juta  kaki  kubik 
per  hari. 

Selain  itu,  pemerintah  akan  mem- 
bantu mempercepat  pembangunan  ja- 
ringan  transmisi  gas  terintegrasi  yang 
akan  menghubungkan  Jawa,  Suma- 
tra, dan  Kalimantan.  Investor  proyek 
ini  dibebaskan  dari  pajak  impor  atas 
barang  modal  dan  bahan-bahan  im- 
por yang  dibutuhkan  untuk  pemba- 
ngunan jaringan  gas  ini.  Bantuan  pe- 
merintah berupa  percepatan  persetu- 
juan proyek  dan  proses  yang  mudah. 
Proyek  lain,  Saluran  Pipa  Gas  Indo- 
nesia Terintegrasi  {Integrated  Indonesian 
Gas  Pipeline),  yang  dipegang  Perusaha- 
an Gas  Negara,  untuk  menghubung- 
kan titik-titik  produksi  gas  di  Kaliman- 
tan Timur,  Sumatera  Selatan,  Riau, 
dan  Jawa  Timur  dengan  konsumen 
industri  dan  rumah  tangga  di  ]awa 
dan  Sumatra  juga  sudah  dimulai.  Pro- 
yek ini  diharapkan  dapat  meningkat- 
kan penggunaan  gas  alam  sebagai 
sumber  energi  altematif  di  Indonesia. 
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Di  tengah-tengah  banyaknya  peng- 
hematan  energi  dilakukan  di  tanah 
air  ini,  pemerintah  berencana  mem- 
buka  penawaran  untuk  pembangunan 
pembangkit  tenaga  listrik.  Pembang- 
kit  baru  ini  bernilai  AS$500  juta  dan 
diproyeksikan  akan  mulai  pada  ta- 
hun  2009.  Selain  itu,  PLN  juga  be- 
rencana membangun  terminal  LNG- 
nya  sendiri  untuk  meningkatkan  dan 
menjamin  ketersediaan  gas  alam  un- 
tuk pembangkit  tenaga  listriknya  di 
Jawa  Barat. 

Namun,  berhasil  tidaknya  usaha- 
usaha  ini  bergantung  pada  komitmen 
pemerintah  juga.  Banyak  investor  pe- 
simis  untuk  berinvestasi  di  sektor 
energi  ini,  khususnya  setelah  pemba- 
talan  undang-undang  daya  dan  ener- 
gi di  Pengadilan  Konstitusi  Indonesia 
dan  juga  karena  perselisihan  yang 
terus-menerus  antara  Exxon-Mobil  Oil 
Indonesia  dan  PT  Pertamina.  Ditam- 
bah  lagi,  masalah  dengan  peraturan 
daerah:  Akhir-akhir  ini  badan  kerja 
sama  untuk  Ladang  Minyak  Sukowati 
di  Jawa  Timur  mengalami  kerugian 
AS$600.000  akibat  berhentinya  pro- 
ses pengeboran  akibat  masih  belum 
selesainya  negosiasi  bagi  hasil  de- 
ngan pemerintah  daerah  dalam  hal 
ladang  minyak  ini.  Dalam  hal  ini,  pe- 
merintah pusat  seharusnya  mengam- 
bil  tindakan  segera  karena  bagi  hasil 
sumber  daya  alam  diatur  dalam  un- 
dang-undang desentralisasi. 

Peraturan    tentang  Penggunaan 
Kapal  Domestik 

Pada  bulan  Maret  2005  pemerin- 
tah Indonesia  menerbitkan  Instruksi 


Presiden  No.  5/2005  tentang  pemberian 
wewenang  pada  industri  pelayaran 
nasional.  Instruksi  ini  mengharuskan 
anggota  kabinet  terkait  dan  pemerin- 
tah daerah  untuk  mengeluarkan  pera- 
turan-peraturan  demi  mendukung  prin- 
sip  kabotase  (cabottage)  ini,  yang  me- 
wajibkan  barang-barang  antar-pulau 
diangkut  dengan  kapal  berbendera  In- 
donesia. Instruksi  itu  juga  mewajibkan 
kargo  impor  resmi  untuk  diangkut 
oleh  kapal  dari  perusahaan  pelayaran 
nasional.  Diharapkan  setelah  jangka 
waktu  tertentu,  instruksi  ini  dapat 
sepenuhnya  membantu  pengembang- 
an  perusahaan  angkutan  pelayaran 
nasional. 

Untuk  mendukung  Instruksi  Presi- 
den ini,  Departemen  Perdagangan  akan 
segera  mengeluarkan  beberapa  kepu- 
tusan  kementerian.  Salah  satu  peratur- 
annya  adalah  mengharuskan  trans- 
portasi  antar-pulau  dari  13  komoditi 
diangkut  oleh  kapal  berbendera  Indone- 
sia yang  dimiliki  perusahaan  peng- 
angkut  nasional.  Komoditi-komoditi  ter- 
sebut  di  antaranya  adalah  bahan  ba- 
kar,  kargo  umum,  kayu,  pupuk,  se- 
men, dan  minyak  sawit  mentah,  yang 
mencakup  90%  dari  keseluruhan  kargo 
antar-pulau. 

Sekalipun  Inpres  dan  berbagai  per- 
aturan lain  yang  terkait  memang  meng- 
untungkan  industri  pelayaran  nasio- 
nal, berhasil  tidaknya  program  ini 
dalam  meningkatkan  industri  masih 
dipertanyakan.  Industri  pelayaran  na- 
sional berada  dalam  kondisi  sangat 
buruk  dan  tidak  bersaing  dengan  ar- 
mada luar  negeri  dalam  berbagai  as- 
pek  seperti  ukuran,  usia,  dan  tekno- 
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logi.  Keadaan  sangat  buruk  disebab- 
kan  oleh  banyaknya  masalah,  terma- 
suk  skema  keuangan  yang  buruk, 
lingkungan  bisnis  yang  tidak  meng- 
untungkan,  dan  kurangnya  insentif 
investasi  baru.  Sebenarnya,  mewajib- 
kan  transportasi  antar-pulau  untuk 
diangkut  armada  nasional  tidak  akan 
memecahkan  masalah. 

Peraturan  ini  hanya  akan  mening- 
katkan  kerja  sama  antara  industri  pe- 
layaran  nasional,  sebagai  pemegang 
lisensi,  dan  perusahaan  luar  negeri, 
sebagai  pelaksana.  Sekarang  ini  kira- 
kira  lebih  dari  60%  kargo  antar-pulau 
diangkut  oleh  armada  asing,  dikare- 
nakan  minimnya  kapasitas  perkapal- 
an  nasional.  Industri  pelayaran  tidak 
bisa  dalam  waktu  singkat  meningkat- 
kan  kapasitasnya  demi  memenuhi  per- 
mintaan  transportasi  domestik.  Trans- 
portasi antar-pulau  akan  tetap  dipim- 
pin  armada  asing,  dalam  kolaborasi- 
nya  dengan  perusahaan  nasional,  se- 
mentara  pemberian  wewenang  pada 
industri  perkapalan  akan  segera  ter- 
lupakan.  Namun,  satu  hal  yang  pasti: 
biaya  transportasi  akan  terus  naik 
dan  daya  saing  Indonesia  yang  sudah 
lemah  akan  semakin  tererosi. 

Dimulainya  Pembicaraan  tentang 
Area  Perdagangan  Bebas  Indonesia 
dan  Jepang 

Selama  kunjungan  resminya  ke  Je- 
pang di  awal  Juni,  Presiden  Yudho- 
yono  berencana  memulai  negosiasi- 
nya  tentang  Kesepakatan  Kerja  Sama 
Ekonomi  Indonesia-Jepang  {Indonesia- 
Japan  Economic  Partnership  Agreement/ 
IJEPA).  Kesepakatan  ini  merupakan 
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bentuk  yang  lebih  luas  daripada  se- 
kedar  kesepakatan  perdagangan  be- 
bas bilateral  antara  kedua  negara.  Se- 
mentara  kedua  negara  sama-sama  aktif 
dalam  usaha  perdagangan  bebas,  EPA 
merupakan  kesepakatan  perdagangan 
bilateral  pertama  bagi  Indonesia.  Pem- 
bicaraan awal  kesepakatan  ini  telah 
dimulai  dua  bulan  yang  lalu,  dengan 
melibatkan  pegawai  pemerintahan,  sek- 
tor  swasta,  dan  akademisi  dari  kedua 
negara. 

Kesepakatan  kerja  sama  ekonomi  ti- 
dak hanya  memperluas  akses  pasar 
untuk  perdagangan  barang-barang  se- 
bagaimana  biasanya  area  perdagang- 
an bebas,  tetapi  juga  memperluas  ak- 
ses pasar  untuk  jasa,  investaisi,  dan 
tenaga  kerja.  Selain  itu,  EPA  juga  me- 
lakukan  kerja  sama  dalam  bentuk  ban- 
tuan  teknis  dan  pengembangan  kapa- 
sitas. Indonesia  menginginkan  ak&es 
yang  lebih  luas  untuk  pertanian,  per- 
ikanan,  dan  produk  kehutanan.  Demi- 
kian  pula  akan  ada  akses  yang  lebih 
luas  bagi  tenaga  kerja  Indonesia  un- 
tuk masuk  ke  pasar  Jepang.  Inilah  be- 
berapa  tujuan  EPA  yang  sepertinya 
sulit  dicapai  oleh  karena  sensitivitas 
impor  pertanian  di  Jepang  dan  ke- 
tidakleluasaan  pasar  tenaga  kerja  Je- 
pang. bagi  pekerja  tidak  terdidik  daQ 
kurang  terdidik. 

Apakah  kesepakatan  ini  dapat  mem- 
bawa  manfaat  maksimal  bagi  Indone- 
sia atau  tidak  sebenarnya  bergantung 
pada  banyak  faktor.  Akses  pasar  yang 
lebih  luas  harus  didukung  oleh  pem- 
bangunan  industri  domestik  untuk  mem- 
produksi  barang-barang  yang  lebih 
kompetitif  dan  berkualitas  tinggi.  EPA 


memiliki  beberapa  tujuan  Iain  pula. 
Fasilitasi  investasi  dalam  kesepakatan 
ini  memberikan  keyakinan  dan  jamin- 
an  yang  lebih  besar  bagi  Jepang  se- 
hingga  akan  meningkatkan  investasi 
Jepang  di  Indonesia.  Dari  kesepakatan 
bilateral  ini,  diharapkan  Indonesia  da- 


pat  lebih  terintegrasi  dengan  jaring- 
an  produksi  Jepang  di  Asia  Timur.  In- 
tegrasi  ini  dapat  menjadi  sebuah  da- 
sar  yang  kokoh  bagi  pembangunan  in- 
dustri  dan  meningkatkan  daya  saing 
dan  penetrasi  pasar  Indonesia  ke  pa- 
sar  fepang. 
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Relasi  Kades-BPD  di  Era 
Desentralisasi  dan  Masa  Depannya 

Heru  Cahyono 

Pembaharuan  desa  setidaknya  harus  tnemperhatikan  tiga  isu  besar,  yakni:  (1) 
bagaimana  meningkatkan  ekonomi  dan  kesejahteraan  sosial  desa;  (2)  member- 
dayakan  kelompok-kelompok  marginal;  dan,  (3)  mendorong  desentralisasi  dan 
demokrasi  lokal.  Dalam  lima  tahun  terakhir,  menyusul  lahirnya  UU  No.  22/1999, 
arus  desentralisasi  dan  demokrasi  lokal  berlangsung  relatif  bergairah,  walau  ma- 
sih  diperlukan  banyak  perbaikan.  Kelemahan  itu  terlihat  misalnya  pada  kehadir- 
an  Badan  Perwakilan  Desa  (BPD)  yang  kenyataannya  lebih  memperlihatkan  se- 
bagai  sosok  yang  elitis,  walau  tak  dipungkiri  bahwa  lembaga  ini  telah  membuat  se- 
marak  proses  demokrasi — terutama  proses  kontrol-desa. 

Adanya  BPD  sebagai  lembaga  yang  mengawasi  eksekutif  sering  serta- 
merta  pula  dipandang  sebagai  gangguan  atas  kemapanan,  karena  struktur  desa 
tak  lagi  menempatkan  kepala  desa  (Kades)  sebagai  kekuasaan  sentral.  Dalam  me- 
nyikapinya,  Kades  bisa  memainkan  beberapa  strategi- dengan  maksud  "menjinak- 
kan"  BPD,  sehingga  BPD  tidak  menjadi  penghalang  gerak  bagi  eksekutif  (pola 
kolusi  atau  kolaborasi)  yang  melahirkan  konsentra'si  kekuasaan  politik.  Pada  ku- 
tub  ekstrim  lain,  Kades  dan  BPD  dapat  berada  pada  posisi  yang  saling  berha- 
dapan  fpola  konflik)  secara  antagonis  dan  nyaris  tak  terdamaikan.  Di  antara  ke- 
dua  kutub  tadi,  masih  dimungkinkan  terwujudnya  pola  kompromi,  sehingga  me- 
lahirkan perdamaian  antara  pihak-pihak  yang  berkonflik. 

Di  tengah  situasi  yang  mulai  kondusif  terhadap  pengembangan  demo- 
krasi lokal,  secara  tiba-tiba  terjadi  perubahan  dramatis  melalui  diterbitkannya 
UU  No. 32/2004.  UU  ini  berpotensi  mengancam  desentralisasi  dan  demokrati- 
sasi  karena  telah  menghapuskan  BPD,  serta  menggantinya  dengan  Badan  Per- 
musyawaratan  Desa  (Bamusdes):  sebuah  lembaga  yang  tidak  lagi  memiliki 
fungsi  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Bamusdes 
memiliki  kedudukan  dan  efektivitas  yang  lemah  secara  politis.  Di  lain  pihak, 
Kades  kembali  memiliki  posisi  yang  kuat—termasuk  otoritasnya  di  bidang  pe- 
ngelolaan  keuangan  desa— karena  ia  tidak  lagi  bertanggung  jawab  kepada  rakyat 
melalui  Bamusdes. 


PENDAHULUAN 

DESA  dan  atau  disebut  de- 
ngan nama  lain  merupakan 
sebuah  gambaran  dari  suatu 


kesatuan  komunitas  penduduk  yang 
bertempat  tinggal  dalam  suatu  ling- 
kungan.  Mereka  saling  mengenal  satu 
sama  lain  dan  corak  kehidupan  me- 
reka relatif  homogen  serta  banyak  ter- 
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gantung  pada  alam  (pertanian,  perke- 
bunan  dan  kehutanan).  Komunitas  ter- 
sebut  selanjutnya  berkembang  menja- 
di  suatu  kesatuan  masyarakat  yang 
menyelenggarakan  rumah  tangganya 
sendiri  berdasarkan  asal-usul  di  mana 
kepentingan  bersama  penduduk  me- 
nurut  hukum  adat  dilindungi  dan 
dikembangkan.^ 

Pada  masa  Orde  Baru,  penataan 
desa  di  landaskan  pada  UU  No.  5/ 
1979  yang  mendefinisikan  desa  seba- 
gai  suatu  konsepsi  dalam  penger- 
tian  administratif,  yaitu  satuan  ke- 
tata-negaraan  yang  terdiri  atas  wila- 
yah  tertentu,  suatu  satuan  masyara- 
kat dan  satuan  pemerintahan  yang 
berkedudukan  langsung  di  bawah  ke- 


Sudah  lazim  orang  mengelompokkan  ko- 
munitas ke  dalam  bentuk  komunitas  desa 
(rural)  dan  komunitas  kota  (urban),  berdasar- 
kan kenyataan  apakah  penduduk  komuni- 
tas itu  berjumlah  kecil  dan  bekerja  di  sektor 
pertanian  ataukah  penduduknya  berjum- 
lah besar  dan  bekerja  di  sektor  industri 
atau  pei-dagangan.  Pembagian  semacam  ini 
tentu  tidak  akan  pernah  memuaskan  sepe- 
nuhnya,  karena  tidak  mencakup  desa  ne- 
layan,  kamp  tambang,  tempat  dagang,  ser- 
ta  banyak  tipe  khusus  komunitas  lainnya. 
Transportasi  modern  telah  mengikis  batas 
antara  kota  dengan  desa  sedemikian  rupa, 
sehingga  secara  perlahan  kita  melihat  ada- 
nya  persamaan  antara  komunitas  yang  sa- 
tu  dengan  komunitas  yang  lainnya,  bukan 
lagi  sebagai  dua  tipe  komunitas  yang  ma- 
sing-masing  berbeda.  Akan  tetapi  ada  be- 
berapa  ciri  tradisional  yang  mungkin  da- 
pat  disepakati  merupakan  karakteristik  de- 
sa, yakni:  secara  fisik  relatif  terisolasi,  ho- 
mogenitas  dari  segi  latar  belakang  etnik 
dan  budaya,  sebagian  besar  penduduk  ada- 
lah  petani  atau  buruh  tani,  serta  ekonomi 
subsitensi.  Lihat,  Paul  B.  Horton  dan  Chester 
L.  Hunt,  Sosiolog,  Jilid  2,  (Jakarta:  Erlangga, 
1992),  129-131. 


camatan.  Dengan  demikian,  desa  me- 
rupakan bagian  dari  organisasi  pe- 
merintah.  Dalam  UU  No.  5/1979  juga 
tercantum  penyeragaman  struktur  pe- 
merintahan desa,  yang  merupakan 
strategi  untuk  memberikan  legitimasi 
dalam  hal  kontrol  negara  terhadap 
desa. 

Pengintegrasian  struktur  pemerin- 
tah  desa  pada  pemerintah  nasional 
menempatkan  pemerintah  desa  seba- 
gai rantai  terakhir  dan  terbawah  dari 
sistem  birokrasi  pemerintahan  yang 
sentralistik.  Ini  menjadikan  desa  se- 
bagai kepanjangan  tangan  pemerin- 
tah pusat  dan  subsistem  dari  nega- 
ra, sehingga  kedudukan  desa  sebagai 
kesatuan  masyarakat  hukum  yang  oto- 
nom  dan  otonomi  asli  kian  terkikis.^ 

Gaung  reformasi  membawa  peru- 
bahan  pada  terbukanya  wacana  me- 
ngenai  sistem  kekuasaan  dari  otori- 
tarianisme  dan  tersentralisasi  menu- 
ju  pada  kekuasaan  yang  lebih  demo- 
kratis  dan  terdesentralisasi.  Semangat 
mengakhiri  sentralisasi  serta  mengem- 
bangkan  desa  sebagai  wilayah  oto- 
nom  ini  telah  terkandung  dalam  UU 
No.  22/1999  yang  mencerminkan  ada- 
nya  keinginan  untuk  mendudukkan 
kembali  desa  terpisah  dari  jenjang 

""  -^Wi —  — 

2 

Kamardi,  "Kemandirian  Desa  di  In- 
donesia, antara  Cita  dan  Realita  Keman- 
dirian Desa  di  Indonesia.  Makalah  yang  di- 
sampaikan  pada  Seminar  Nasional  Kehu- 
tanan bertemakan  "Hutan  Desa:  Alternatif 
pengelolaan  hutan  Berbasis  Masyarakat", 
yang  diselenggarakan  oleh  Damar  (Centre  for 
Development  and  Managing  of  Natural  Re- 
sources) di  Universitas  Gajah  Mada  Yogya- 
karta,  23  April  2003.  Http://www.damar.or. 
id/library/makalah  OS.php. 
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birokrasi  pemerintah,  serta  memulih- 
kan  demokrasi  di  tingkat  yang  paling 
rendah  melalui  pembentukan  Badan 
Perwakilan  Desa  (BPD)  sebagai  lemba- 
ga  parlemen  desa. 

Pembahasan  mengenai  pembaharu- 
an  desa  setidaknya  menyangkut  tiga 
isu  besar,  yakni:  ^ 

1.  Desentralisasi  dan  otonomi  desa 
untuk  menata  kembali  hubungan 
desa  dan  negara,  meniperkuat  pe- 
ngakuan  terhadap  eksistensi  desa, 
membangkitkan  prakarsa  dan  po- 
tensi  lokal,  serta  meningkatkan  ke- 
mandirian  desa;  kesemuanya  demi 
meningkatkan  ekonomi  dan  kesejah- 
teraan  sosial  desa; 

2.  Rekonstruksi  wilayah  pedesaan  gu- 
na  memulihkan  dan  memperkuat 
basis  penghidupan  masyarakat  de- 
sa secara  berkelanjutan.  Rekonstruk- 
si desa  difokuskan  antara  lain  pa- 
da  isu  sumber  daya  lokal,  kemis- 
kinan,  kependudukan,  dan  kete- 
naga-kerjaan,  modal  sosial,  buda- 
ya  lokal,  dan  Iain-lain  {pemberda- 
yaan  kelompok-kelompok  marginal)', 

3.  Demokratisasi  pemerintahan  desa 
untuk  membangun  relasi  yang  de- 
mokratis  (desentralisasi  dan  demokrasi 
lokal). 

Guna  mencapai  peningkatan  ke- 
hidupan  ekonomi  dan  kesejahteraan 
sosial  desa,  ada  dua  agenda  penting 
yang  perlu  diperhatikan.  Pertama,  ba- 
gaimana  merumuskan  strategi  pem- 


Http://www.forumdesaorg/rencana/ 
BukuTOR.pdf. 


berdayaan  ekonomi  pedesaan  ke  depan 
sehingga  mampu  mengentaskan  ke- 
miskinan  serta  menjamin  ketahanan 
ekonomi  penduduk  desa  dan  terentas 
dari  ekonomi  subsistensi.  Kedua,  ba- 
gaimana  pemerintah  desa,  parlemen 
desa,  lembaga-lembaga  lokal,  komu- 
nitas  dan  warga  desa  terlibat  dalam 
konteks  pengelolaan  barang-barang 
publik  di  desa,  Hal  ini  mengacu  pada 
pengertian  bagaimana  warga  berpar- 
tisipasi  secara  ekonomi  dan  bagai- 
mana akses  kelompok-kelompok  mar- 
ginal (miskin)  terhadap  kebijakan  ser- 
ta distribusi  sumber  daya.^  Selama 
ini,  masuknya  negara  ke  dalam  desa 
justru  menghancurkan  identitas  lo- 
kal, menciptakan  ketergantungan  de- 
sa, menumpulkan  prakarsa  lokal, 
membuat  pemimpin  lokal  mengam- 
bang,  membuat  erosi  modal  sosial, 
dan  menghilangkan  demokrasi  desa. 
Masuknya  pembangunan  dan  modal 
ke  desa  justru  menciptakan  eksploi- 
tasi  terhadap  sumber  daya  lokal,  pe- 
miskinan,  marginalisasi,  serta  meles- 
tarikan  keterbelakangan. 

4 

Program-program  pemermtah  Orde  Baru 
di  pedesaan  bukan  sebuah  agei\da  yang 
secara  komprehensif  mengeluarkan  mayori- 
tas  orang  desa  dari  jerat  ekonomi  subsisten- 
si. Sedikit  saja  penduduk  desa  yang  me- 
nuai  keberhasilan  dari  program  pemerintah 
di  bidang  koperasi,  PIR,  Agribisnis,  P4K, 
IDT,  BPP  dan  berbagai  bentuk  mikro  kre- 
dit.  Program-program  tersebut  bersifat  top- 
down,  sarat  penyelewengan,  dan  bersifat 
darurat.  Sementara,  pemerintah  berpihak  ke- 
pada  sektor  kapitalis  yang  memperlemah 
ekonomi  pedesaan  berskala  kecil.  Di  sek- 
tor pertambangan,  kehutanan,  perikanan 
bahkan  juga  pertanian  semakin  banyak  sum- 
berdaya  lokal  yang  dikuasai  oleh  kapitalis 
dan  tidak  ada  jalan  keluar  bagi  masyara- 
kat lokal  untuk  merebut  kembali.  Lihat,  ibid. 
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Sedangkan  pemberdayaan  kelom- 
pok  marginal  dibutuhkan  guna  men- 
cegah  terjadinya  pembaharuan  desa 
yang  bersifat  bias  elite  di  mana  elite 
bekerja  tanpa  mempunyai  sensitivitas 
terhadap  kepentingan  kelompok  mar- 
ginal seperti  para  buruh  tani,  buruh 
nelayan,  dan  masyarakat  adat.  Ma- 
syarakat  marginal  ini  merupakan  ke- 
lompok mayoritas  yang  tertindas  da- 
lam  dinamika  sosial-ekonomi  dan  cen- 
derung  tidak  dapat  menyuarakan  ke- 
pentingannya  ketika  wacana  publik 
dikendalikan  oleh  para  penguasa  dan 
kelompok-kelompok  sosial  yang  men- 
dominasinya.  Oleh  karena  itu,  pemba- 
haruan desa  akan  gagal  mewujud- 
kan  demokrasi  dan  keadilan  sosial 
jika  mereka  tidak  secara  kritis  berpar- 
tisipasi  dalam  pengelolaan  desa  baik 
dari  segi  pemerintahan  maupun  pe- 
ngelolaan ekonomi. 

Kedua  agenda  di  atas  perlu  didu- 
kung  oleh  hal  penting  lairmya,  yakni 
bagaimana  mendorong  desentralisasi 
dan  demokrasi  lokal.  Bahwa  selama 
lima  tahun  terakhir,  menyusul  lahir- 
nya  UU  No.  22/1999,  arus  desentrali- 
sasi dan  demokrasi  lokal  berlangsung 
secara  semarak.  Komunitas  adat  nu- 
santara  menuntut  pengakuan  negara 
dan  bereerak  untuk  kembali  ke  iden- 
titas  asli.  Hadirnya  beragam  asosia- 
si  desa  dan  mengerasnya  suara  desa 
memperlihatkan  babak  baru  relasi  eko- 


Mereka  menolak  nama  "desa"  yang 
terkesan  Jawa  sentris.  Di  Sumetara  Barat 
terjadi  gerakan  kembali  ke  Nagari,  di  Tana 
Toraja  bergolak  kembali  ke  Lembang,  atau 
di  Bali  yang  memberikan  pengakuan  terha- 
dap desa  adat.  Pergolakan  yang  sama  juga 
terjadi  di  daerah-daerah  lain. 


nomi-politik  antara  supra-desa  (ne- 
gara) dengan  desa.  Tentu  saja  ini  me- 
rupakan perkembangan  yang  amat 
menarik,  sebab  selama  berpuluh- 
puluh  tahun,  bahkan  ratusan  tahun, 
desa  diintegrasikan  ke  dalam  hirarki 
negara  yang  harus  tunduk  kepada 
sentralisasi  kebijakan  supradesa.  Sua- 
ra desa  juga  terus-menerus  "mela- 
wan"  kebijakan  kabupaten/kota  yang 
tidak  responsif  terhadap  desa.  Di 
berbagai  daerah  telah  terjadi  gerakan 
kembali  ke  akar.  Desa  bergolak  me- 
nuntut pengakuan  terhadap  eksisten- 
si  dan  otonomi  yang  lebih  besar.  Ma- 
syarakat adat  juga  meminta  penga- 
kuan negara  dan  pemulihan  hak-hak 
sosial  dan  ekonominya.^ 

Kelahiran  Badan  Perwakilan  Desa 
(BPD)  merupakan  arus  utama  demo- 
kratisasi  desa,  yang  sedikit  banyak 
membuat  semarak  proses  demokra- 
si, terutama  proses  kontrol,  di  desa. 
Tetapi  di  banyak  tempat,  kelahiran 
BPD  juga  memicu  perseteruan  de- 
ngan pemerintah  desa,  yang  mem- 
buat jalannya  pemerintahan  dan 
pembangunan  desa  tidak  efektif.  Di 
luar  pagar  BPD,  proses  demokrati- 
sasi  desa  didorong  pula  oleh  bang- 
kitnya  civil  society,  tumbuhnya  or- 
ganisasi-organisasi  baru  dan  tum- 
buhnya kembali  modal  sosial,  dan 
terbukanya  ruang  publik  di  desa.  Isu- 
isu  demokrasi,  keterbukaan,  tanggung 
jawab  pemimpin  desa,  dan  partisi- 
pasi  menjadi  perbincangan  yang  po- 
puler  bagi  masyarakat  desa. 


Http:// www.forumdesa.org/rencana/ 
BukuTOR.pdf. 
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Potensi  demokrasi  tampak  tengah 
tumbuh  secara  semarak,  walau  ham- 
batan  dan  tantangan  tetap  saja  meng- 
hadang.  Pelembagaan  demokrasi  de- 
sa berhadapan  dengan  sejumlah  ham- 
batan:  struktur  sosial  yang  hirarkhis- 
dominatif,  kepemimpinan  lokal  yang 
otokratis,  konservatisme  dan  pragma- 
tisme  masyarakat,  dan  Iain-lain. 

Di  tengah  situasi  yang  mulai 
kondusif  terhadap  penciptaan  iklim 
demokrasi  lokal,  tiba-tiba  negara  me- 
lakukan  perubahan  mendasar  mela- 
lui  diterbitkannya  UU  No.  32/2004 
tentang  Pemerintahan  Daerah.  Salah 
-satu  alasan  penting  di  balik  pengha- 
pusan  BPD  adalah  karena  sering  ter- 
jadi  konflik  antara  BPD  dengan  kepa- 
la  desa,  khususnya  di  masa-masa 
awal  pembentukan  BPD.  BPD  sebagai 
institusi  baru  di  pemerintahan  desa 
sebagian  besar  memang  masih  men- 
cari  bentuk.  Kendati  fungsi  kontrol 
BPD  terhadap  jalannya  pemerintah- 
an desa  sebagian  besar  telah  dila- 
kukan,  namun  BPD  belum  sepenuh- 
nya  menjalankan  fungsi-hmgsi  lainnya. 

Dengan  demikian,  upaya  penguat- 
an  institusi  Badan  Perwakilan  Desa 
sebagai  representasi  masyarakat  de- 
sa untuk  mengontrol  jalannya  peme- 
rintah  desa  serta  menampung  aspi- 
rasi  masyarakat  dapat  dikatakan  ba- 
ru mulai  berjalan.  Akan  tetapi,  terle- 
pas  dari  kekurangan  yang  masih  ter- 
lihat,  kecenderungan  belakangan  me- 
nunjukkan  bahwa  suasana  konflik- 
tual  mulai  mereda.  Dalam  hal  ini,  se- 
tidaknya  perlu  dilakukan  manajemen 
konflik  itu  sendiri  dan  bukan  justru 
mengubcih  secara  dramatis  UU-nya. 


Tulisan  ini  membahas  pelaksana- 
an  pemerintahan  di  desa  melalui  UU 
No.  22/1999  khususnya  yang  me- 
nyangkut  relasi  antara  BPD  dengan 
pemerintah  desa,  serta  melakukan 
kajian  perbandingan  terhadap  masa 
depan  relasi  keduanya  maupun  per- 
kembangan  demokratisasi  lokal  di 
pedesaan  di  bawah  situasi  normatif 
terbaru  melalui  dikeluarkannya  UU 
No.  32/2004. 


RELASI  KADES-BPD  DI  BAWAH 
UU  NO.  22/1999 

Pola  Relasi 

UU  No.  22/1999  telah  memberikan 
wama  baru  bagi  penyelenggaraan  pe- 
merintahan di  daerah,  yang  dianggap 
dapat  membawa  kontribusi  positif 
bagi  pengembangan  demokratisasi  di 
desa  dan  penyelenggaraan  pemerin- 
tahan desa.  Secara  khusus  ini  terkait 
dengan  kehadiran  Badan  Perwakilan 
Desa  (BPD)  yang  seyogyanya  bisa 


Namun,  UU  No.  22/1999  masih  juga  me- 
nyisakan  persoalan-persoalan  karena  ada 
beberapa  pasal  yang  justru  menimbulkan 
keraguan  atas  kesungguhan  pemerintah  un- 
tuk benar-benar  memberikan  otonomi  kepa- 
da  "desa.  Otor\omi  desa  dianggap  sebagai 
pemberian  dari  nisgara.  Hadimya  UU  No.  22/ 
1999  lebih  didasarkan  atas  usaha  untuk  me- 
redam  potensi  disintegrasi  bangsa  dibanding- 
kan  sebagai  usaha  yang  tulus  dari  negara 
untuk  mengembalikan  otonomi  kepada  de- 
sa, menjadikan  otonomi  desa  yang  dikonsep- 
kan  dalam  UU  tersebut  bukanlah  otonomi 
sebagaimana  konsep  aslinya,  yaitu  desa  se- 
bagai kesatuan  masyarakat  hukum  yang 
memiliki  hak  untuk  mengatur  dan  mengu- 
rus  kepentingannya  sendiri  berdasarkan 
asal-usul  dan  adat-istiadat. 
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menjadi  wadah  penyalur  aspirasi  ma- 
syarakat  dan  sebagai  kekuatan  peng- 
imbang  bagi  pemerintah  desa. 

Lahimya  lembaga  BPD  sebagai  par- 
lemen  desa  sekaligus  diharapkan  me- 
iUpakan  wahana  bagi  rakyat  untuk 
terlibat  dalam  penyelenggaraan  urus- 
an  publik  dan  proses  pengambilan 
kebijakan-kebijakan  desa.  Di  sini  sebe- 
narnya  terbuka  peluang  bagi  warga 
masyarakat  untuk  dapat  menentukan 
pilihan  dan  mengekspresikan  diri  se- 
cara  lebih  otonom  dan  mandiri.  Na- 
mun  demikian,  dalam  kenyataan  ga- 
gasan  ini  belum  sepenuhnya  berjalan, 
karena  terdapatnya  sejumlah  potensi 
konflik  akibat  kehadiran  lembaga-lem- 
baga  baru  di  tingkat  desa. 

Dalam  konstelasi  politik  di  pede- 
saan,  adanya  BPD  sebagai  lembaga 
yang  mengawasi  eksekutif  sering  di- 
pandang  sebagai  gangguan  atas  ke- 
mapanan.  Kepala  desa  (Kades)  boleh 
jadi  belum  siap  karena  sekian  lama 
semasa  Orde  Baru  tidak  pernah  di- 
awasi,  mengingat  Ketua  LMD/LKMD 
dirangkap  oleh  Kades.  Dengan  kela- 
hiran  BPD,  maka  struktur  desa  tidak 
lagi  menempatkan  kepala  desa  se- 
bagai kekuasaan  sentral  tanpa  ada 
pengontRpl.   

Dalam  menyikapi  hal  tersebut,  ke- 
pala desa  bisa  memainkan  beberapa 
strategi  dengan  maksud  "menjinak- 
kan"  BPD,  sehingga  BPD  tidak  men- 
jadi penghalang  gerak  bagi  ekseku- 
tif, yang  pada  gilirannya  menuju 
sebuah  pola  kolusi  atau  kolaborasi 
yang  melahirkan  konsentrasi  kekua- 
saan politik.  Ini  merupakan  pola  per- 


tama  yang  terbangun  dalam  relasi 
BPD  dengan  pemerintah  desa.  Pene- 
litian  yang  dilakukan  oleh  LIPI  me- 
nemukan  terjalinnya  pola  kolusi  pa- 
da  kasus  Desa  Gelap,  Lamongan.  Di 
desa  tersebut,  pemilihan  anggota  BPD 
dilaksanakan  secara  tidak  transpa- 
ran,  sehingga  memungkinkan  kelom- 
pok  tertentu  menguasai  keanggota- 
an  BPD.  Ketegangan  mengemuka  an- 
tara  Kades  yang  didukung  oleh  se- 
bagian  anggota  BPD  versus  sekelom- 
pok  masyarakat. 

Pada  kutub  yang  lain,  sebagai  po- 
la relasi  kedua,  Kades  dan  BPD  dapat 
berada  pada  posisi  yang  saling  ber- 
hadapan  secara  antagonis  dan  nya- 
ris  tak  terdamaikan.^  Di  sini  sumber 
kekuasaan  politik  terpola  secara  me- 
nyebar.  Di  antara  dua  kutub  relasi 
tadi,  masih  dimungkinkan  terwujud- 
nya  pola  ketiga  yakni  komprbmi  di 
antara  sumber-sumber  kekuasaan,  se- 
hingga melahirkan  perdamaian.  Lam- 
bat-laun  konflik  bisa  mencair,  berkat 
kearifan  anggota  dan  Ketua  BPD  un- 
tuk tidak  melakukan  kritik  secara  ke- 
ras  maupun  tindakan  frontal  terha- 
dap  kepala  desa. 

Kecuali  terbentuknya  tiga  pola  re- 
-iasi-.di  atas,  sehubungan  dengan  ke- 


Lihat  Heru  Cahyono,  ed,  Konflik  Elite 
Politik  di  Pedesaan:  Relasi  antara  Badan  Per- 
wakilan  Desa  dan  Pemerintah  Desa  (Jakarta: 
LIPI,  2004). 

Vakni  dijumpai  di  Desa  Rejosari-Bantul, 
Desa  Bero-Klaten,  Desa  Sitanggal-Brebes,  dan 
Desa  Majasetra-Bandung.  Ibid. 

^°Di  Sungai  Puar,  Agam  (Sumbar)  dan 
Desa  Tulikup,  Gianyar  (Bali). 
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beradaan  BPD  sebagai  institusi  baru 
yang  diperkenalkan  pasca  UU  No. 
22/1999  dalam  konteks  ini  ditemu- 
kan  pula  mengenai:  telah  berfungsi- 
nya  BPD  sebagai  sebuah  institusi 
yang  sangat  instrumental,  yakni  se- 
bagai alat  dari  pertarungan  politik 
antar-elite.  Di  sini  telah  terjadi  ri- 
valitas  kekuasaan  antar  elite  politik 
lama  dengan  menemukan,  mengguna- 
kan,  dan  memanfaatkan  arena-arena 
pertarungan  dan  institusi  yang  baru. 

Konflik  antara  kelompok  BPD-Kades 
versus  para  penentangnya  yang  ter- 
jadi di  Desa  Gelap  (Lamongan)  ada- 
lah  kelanjutan  konflik  antara  keluar- 
ga  serta  merupakan  buah  dari  per- 
tentangan  dan  konflik  kekuasaan 
yang  berakar  jauh  sebelumnya.  Ge- 
langgang  konfliknya  ialah  pemilih- 
an  kepala  desa  (Pilkades)  1990,  Pil- 
kades  1999,  serta  akhirnya  BPD  ber- 
kolusi  dengan  Kades  untuk  berha- 
dapan  dengan  para  penentangnya. 
Di  Desa  Sitanggal  (Brebes),  lembaga 
BPD  digunakan  sebagai  instrumen 
baru  dalam  meneruskan  pertarungan 
politik  melawan  Kades  terpilih. 

Ketika  beberapa  di  antara  pesaing 
kuat  dalam  Pilkades  kemudian  ter- 
pilih menjadi  anggota  BPD,  maka 
kekecewaan  yang  boleh  jadi  masih 
menggumpal  memperoleh  salurannya. 
Suasana  rivalitas  di  sini  terasa  ken- 
tal,  berlarut-larut,  dan  tidak  produk- 
tif  bagi  perkembangan  desa.  Kedua 
belah  pihak  saling  bersaing  guna 
memperkuat  posisi  masing-masing  de- 
ngan mengabaikan  kepentingan  rak- 
yat.  Hal  serupa  terjadi  di  Majasetra 


(Bandung),  tiga  anggota  BPD  rupa- 
nya  tidak  rela  terhadap  kekalahan 
saat  Pilkades,  sehingga  lantas  meng- 
gunakan  lembaga  BPD  sebagai  alat 
untuk  memperkarakan  kepala  desa 
ke  pengadilan.  Di  Desa  Bero  (Klaten), 
bahkan  ketidak-puasan  salah  satu 
calon  kepala  desa  yang  kalah  telah 
melahirkan  pengkubuan  dan  perse- 
teruan  panjang  di  BPD.  Lembaga  BPD 
secara  konspiratif  dirancang  seba- 
gai wahafta  alternatif  untuk  "meng- 
ganjal"  Kades  terpilih  di  luar  jalur 
hukimi. 

POLA  DAN  INTENSITAS  KON- 
FLIK 

Konflik  yang  bersifat  elitis  me- 
nandai  pola  konflik  secara  umum  pa- 
da  desa-desa  yang  terlibat  konflik. 
Dalam  artian,  pertama,  konflik  meng- 
usung  kepentingan-kepentingan  para 
elite  politik  desa,  khususnya  kepen- 
tingan pihak-pihak  eUte  yang  bertikai. 
Kedua,  persepsi  tentang  pihak-pihak 
yang  berseteru  atau  mengenai  ber- 
langsungnya  konflik  secara  intensif 
terjadi  di  seputar  elite  politik.  Dalam 
konteks  ini,  masyarakat  mengetahui 
bahwa  tengah  berlangsung  pertikai- 
an  politik  di  desanya,  namun  umum- 
nya  masf&rakat  tidak  menganggap 
sebagai  bagian  dari  kelompok  kon- 
flik atau  tidak  pula  menganggap  ke- 
lompok masyarakat  lain  sebagai  pi- 
hak kubu  lawan. 

Pengkubuan  atau  perasaan  bermu- 
suhan  praktis  hanya  muncul  di  ka- 
langan  elite  politik.  Kalaupun  ada 
bagian  masyarakat  yang  mendukung 
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pihak-pihak  berseteru,  maka  yang 
berseaia  terlibat  dalam  konflik  sema- 
cam  ini  jumlahnya  terbatas.  Ketiga, 
isu-isu  yang  bermunculan  di  seputar 
konflik  digodok  oleh  kalangan  elite 
dengan  tanpa  menyertakan  keterli- 
batan  masyarakat.  Hal  ini  menjelas- 
kan  mengapa  isu-isu  Vang  mencuat 
relatif  kurang  menyentuh  persoalan- 
persoalan  yang  muncul  di  tengah 
masyarakat;  kalaupun  ada  pengang- 
katan  isu  terkait  masyarakat,  maka 
hal  itu  diketahui  sebagai  bagian 
isu  yang  dimanipulasi  dan  bukan- 
lah  isu  politik  yang  secara  jujur  di- 
perjuangkan  secara  alamiah. 

Para  elite  yang  berkonflik  beru- 
paya  menggalang  massa  sebagai  ba- 
sis dukungan  yang  efektif  bagi  ke- 
pentingan  elite  atau  kelompok  ter- 
tentu,  namun  upaya-upaya  semacam 
ini  tidak  sepenuhnya  berhasil.  Ini 
dikarenakan  sebagian  besar  warga 
masyarakat  menunjukkan  keenggan- 
annya  untuk  bersikap  fanatik  terha- 
dap  elite  tertentu,  sehingga  di  ting- 
kat  akar  rumput  tidak  terjadi  ben- 
turan.  Masyarakat  dapat  dikatakan 
pula  kurang  menanggapi  secara  se- 
rius  atau  tidak  peduli  dengan  kon- 
flik yang  berlangsung  antara  kedua 
belah^pihak^.  Kades.  dan  BPD.  Masya- 
rakat lebih  memilih  sibuk  dengan 
urusan  sehari-hari. 

Agaknya  sejalan  dengan  belum 
melembaganya  mekanisme  penyelesai- 
an  konflik,  beberapa  kasus  konflik 
menjadi  berlarut-larut.  Konflik  yang 
umumnya  mulai  muncul  sejak  awal 
masa  reformasi  bagaikan  tidak  terse- 


lesaikan,  sehingga  perseteruan— baik 
itu  yang  muncul  secara  terbuka  mau- 
pun  sisa-sisa  ketegangan— tetap  te- 
rasa  hingga  sekitar  lima  tahun  se- 
menjak  konflik  awal  meletus. 

Di   sini   masyarakat   pedesaan — 
khususnya    kalangan    elite  politik 
desa— agaknya  perlu  belajar  bagai- 
mana    menjalankan    sebuah  trans- 
formasi  konflik,  yakni  suatu  upaya 
mengatasi  sumber-sumber  konflik  yang 
lebih  luas  dan  berusaha  mengubah 
kekuatan  negatif  dari  konflik  terbuka 
menjadi  kekuatan  sosial  dan  politik 
yang  positif."  Konflik  sesungguh- 
nya   dapat   dikelola   secara  efektif 
melalui  kombinasi  beberapa  inisia- 
tif  dan  tindakan,  yang  meliputi  se- 
rangkaian  usaha  penyelesaian  ma- 
salah  bersama,  negosiasi,  mediasi, 
atau  arbitrasi  yang  dilaksanakan  se- 
cara  seimbang,   adil,   proses  yang 
jujur    dan   mengedepankan  kepen- 
tingan  pihak-pihak  yang  berkonflik. 
Jika  konflik  yang  terjadi  tidak  diatasi 
dengan   cara-cara    demikian,  maka 
perselisihan  akan  terus  berlanjut  dan 
bahkan  menimbulkan  kecurigaan-ke- 
curigaan   dan  prasangka-prasangka 
baru  dari  pihak-pihak  yang  berkonflik. 

Kecuali  kecenderungan  elite  poli- 
tik di  pedesaan  untuk  melanggeng- 
kan  konflik,  mereka  tergoda  pula 
untuk  menggunakan  metode-metode 
violence  (kekerasan),  baik  itu  melalui 
ancaman,  intimidasi,  bahkan  teror 
dan  tindakan  kekerasan.  Pada  bebe- 
rapa kasus  konflik  yang  memakai 


Simon  Fisher,  dkk,  Mengelola  Konflik  (Ja- 
karta: The  British  Coimcil,  2000),  6-8. 
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cara  violence,  biasanya  konfliknya 
cenderung  menjadi  lebih  mendalam 
dan  meninggalkan  benih-benih  luka 
yang  relatif  lebih  sukar  disembuh- 
kan.  Ini  karena  tindakan  kekerasan 
fisik,  intimidasi,  teror  terhadap  go- 
longan  tertentu  akan  menimbukan 
dampak  yang  merusak  dan  berakibat 
jangka  panjang.  Luka-luka  ini  akan 
tetap  berlanjut.  Efek  paling  seder- 
hana  yang  kita  alami  akibat  cara- 
cara  demikian  ialah  terhalangnya  krea- 
tivitas  untuk  berfikir,  untuk  menja- 
lin  hubungan,  dan  bertindak. 

BPD  KELEBIHAN  WEWENANG? 

Permasalahan  yang  tak  kalah  pen- 
tingnya  ialah  menyangkut  upaya  kon- 
solidasi  internal  BPD  agar  lembaga 
itu  dapat  memaksimalkan  perannya. 
Kita  mengetahui  bahwa  negara  pasca 
Soeharto  telah  membuat  sebuah  kebi- 
jakan  befupa  penyeragaman  baru, 
yakni  adanya  keharusan  bagi  setiap 
desa  untuk  membentuk  BPD,  sebagai 
suatu  desentralisasi/otonomi  desa 
yang  dipaksakan.  Hal  ini  menimbul- 
kan  dilema  karena  tidak  semua  desa 
telah  siap  dengan  model  demokrasi 
perwakilan,  sebab  boleh  jadi  justru 
terdapat  desa-desa  yang  sebenarnya 
lebih  nyaman  dengan  sistem  penga- 
wasan  langsung  yang  tidak  melibat- 
kan  para  wakil  rakyat,  atau  boleh 
jadi  lembaga-lembaga  musyawarah 
adat  lebih  efektif  dalam  membangun 
partisipasi  aktif  masyarakat  secara 
otonom. 

Penyeragamzin  akan  berpotensi  kon- 
flik   apabila   dalam   aturan  perun- 


dangan  terjadi  simplifikasi  terha- 
dap kenyataan  adanya  heterogeni- 
tas/pluralitas  desa-desa  di  Tanah 
Air,  yakni  dengan  mengabaikan  sua- 
sana  dan  kondisi  lokal  yang  berbe- 
da-beda  antara  satu  desa  dengan  de- 
sa lainnya,  perbedaan  budaya  mau- 
pun  struktur  sosial  masyarakat.  De- 
ngan demikian  di  sini  terjadi  kesen- 
jangan  antara  situasi  pedesaan  yang 
umumnya  masih  hidup  dalam  sua- 
sana  harmoni,  hubungan  yang  bersi- 
fat  informal  dan  personal,  kekerabat- 
an  di  satu  sisi  berhadapan  dengan 
di  sisi  lain  UU  No.  22/1999  yang 
mengasumsikan  desa  semata-m.ata  se- 
buah unit-unit  administratif  dan  sa- 
ngat  formal  sifatnya.  Kajian  ini  mem- 
perlihatkan  bahwa  konflik  yang  ter- 
jadi di  tingkat  desa  berpangkal  dari 
kegagalan  para  aktor  untuk  bertindak 
sesuai  dengan  logika  demokrasi  per- 
wakilan. 

Sejumlah  kabupaten  terlihat  me- 
maksakan  diri  untuk  secepat  mung- 
kin  membentuk  BPD.  Beberapa  kabu- 
paten bahkan  mematok  target  waktu 
tertentu,  agar  seluruh  desa  di  wila- 
yah  pemerintahan  yang  dibawahinya 
dapat  terbentuk  BPD.  Ini  semacam 
upaya  secara  sadar  untuk  menye- 
nangkan  hati  atasan -(dalam  hal  ini 
gubernur),  sebab  bila  sebaliknya  yak- 
ni pembentukan  BPD  di  suatu  wi- 
layah  tertunda-tunda  maka  ada  se- 
macam kekahawatiran  dari  pihak 
bupati  bahwa  ia  bisa  saja  dinilai  ga- 
gal  oleh  atasan. 

Ketergesaan  ini  juga  merembet  pa- 
da   level  perundangan,   yakni  me- 
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nyangkut  penyiapan  segala  aturan 
yang  mengatur  mengenai  lembaga 
baru  bernama  BPD.  Ini  menjelaskan 
mengapa  antara  satu  kabupaten  de- 
ngan  kabupaten  lain  kadang  berlang- 
sung  saling  adopsi  (baca:  mencontek) 
dalam  hal  materi  Perda,  sekaligus 
berarti  menafikan  adanya  perbedaan 
kondisi  obyektif  antara  satu  daerah 
dengan  daerah  lainnya.  Kecenderung- 
an  demikian  pada  gilirannya  menye- 
babkan  rendahnya  tingkat  pema- 
haman  terhadap  aturan-aturan  perun- 
dangan  yang  telah  dikeluarkan. 

Para  pelaksana  di  lapangan  belum 
sepenuhnya  memahami  pasal-pasal 
BPD  di  dalam  Perda  maupun  kepu- 
tusan  bupati,  atau  tak  tertutup  ke-- 
mungkinan  di  antara  para  pembuat 
Perda  terjadi  perbedaan  penafsiran 
mengenai  sesuatu  klausul.  Di  tingkat 
desa,  terdapat  kadar  pemahaman  yang 
tidak  setara  antara  satu  aktor  politik 
dengan  aktor  politik  lain.  Terjadi  se- 
jumlah  kasus  perbedaan  penafsiran 
perundangan,  yang  disebabkan  oleh 
lemahnya  pemahaman  terhadap  ma- 
teri perundangan,  maupun  tidak  le- 
pas  kemungkinan  aktor  politik  me- 
lakukan  penafsiran  secara  sepihak 
demi  kepentingan  kelompok  atau  ke- 
pentingan  tertentu. 

Dalam  rangka  konsolidasi  inter- 
nal itu,  Pemda  seharusnya  membuat 
aturan  mengenai  petunjuk  pelaksana- 
an  yang  secara  jelas  dan  serinci 
mungkin  agar  di  lapangan  tidak  tim- 
bul  perbedaan-perbedaan  penafsiran 
di  kalangan  aktor-aktor  politik,  ter- 
masuk  mencegah  agar  BPD  tidak  me- 


lewati  batas  kewenangan  yang  di- 
milikinya.  Akibat  semangat  legislative 
heavy  yang  menggebu-gebu  yang  di- 
motivasi  oleh  euforia  reformasi,  BPD 
mempertontonkan  arogansinya  dengan 
kerap  kali  bukan  hanya  cenderung 
mengintervensi  Kades  namun  bahkan 
berkeinginan  melaksanakan  tugas-tu- 
gas  yang  semestinya  merupakan  kewe- 
nangan kepala  desa. 

Pangkal  persoalannya  terletak  pu- 
la  pada  besarnya  kekuasaan  yang  di- 
miliki  BPD,  yakni  adanya  wewenang 
lembaga  ini  untuk  bisa  mengusulkan 
kepada  bupati  tindakan  pemberhen- 
tian  Kades.  Pada  beberapa  desa  hal 
tersebut  telah  mendorong  tumbuh- 
nya   politisasi    lembaga   BPD  oleh 
para  anggotanya,  di  lain  pihak  itu 
secara  psikologis  serta-merta  menim- 
bulkan  ketidak-senangan  dan  mung- 
kin juga  memancing  penolakan  dari 
kepala  desa.  Konflik  kemudian  men- 
jadi  berlarut-larut  akibat  terjadinya 
perbedaan  interpretasi  mengenai  pe- 
ran  "pengawasan"  yang  dimiliki  oleh 
BPD.  Dalam  prakteknya,  BPD  cen- 
derung bukan  hanya  mengawasi,  me- 
lainkan  berkembang  menjadi  lemba- 
ga yang  bekerja  untuk  memata-matai 
Kades. 

Di  Desa  Sitanggal  (Brebes),  sejak 
awal  terbentuk,  nuansa  politisasi 
lembaga  BPD  telah  kental.  Posisi  BPD 
yang  seharusnya  menjadi  mitra  ke- 
pala desa  bergeser  menjadi  "mitra 
tanding".  Kesan  over  capacity  (keba- 
blasan  peran,  kelebihan  wewenang) 
terlihat  pada  kasus  pengisian  jabat- 
an  perangkat  desa.  Kepala  desa  ber- 
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pendapat,  soal  pengangkatan  perang- 
kat  desa  yang  lowong  adalah  wewe- 
nangnya,  namun  di  lain  pihak  BPD 
berpendirian  bahwa  merekalah  yang 
berhak  melaksanakan  pemilihan  pa- 
mong  desa.  Kemudian  BPD  mengam- 
bil  inisiatif  secara  sepihak  untuk 
membentuk  sebuah  panitia  yang  ang- 
gotanya  dikuasai  oleh  unsur  BPD. 
Panitia  inilah  yang  kemudian  me- 
lakukan  penjaringan  calon,  membuat 
soal  ujian,  melaksanakan  seleksi,  dan 
akhirnya  menentukan  siapa-siapa 
yang  berhak  duduk  sebagai  pamong 
desa.  Dalam  hal  ini,  Kades  disodori 
nama-nama  yang  tinggal  ditanda- 
tangani  untuk  disahkan  pengangkat- 

12 

annya. 

Dari  empat  fungsi  BPD  sebagai- 
mana  digariskan  oleh  UU  No.  22/ 
1999 — yakni  mengayomi  adat-istiadat, 
membuat  peraturan  desa,  menam- 
pung  dan  menyalurkan  aspirasi  ma- 
syarakat,  serta  melakukan  pengawas- 
an  terhadap  penyelenggaraan  peme- 
rintahan  desa — terlihat  jelas  bahwa 
BPD  lebih  terfokus  pada  kelangsung- 
an  fungsi  pengawasan  semen  tara, 
cenderung  agak  mengabaikan  fungsi- 
fungsi  lainnya. 

UU  No.  22/1999  telah  memberi- 
kan  kekuasaan  politi-k  yang  besar 


Pasal  14  Ayat  1  Keputusan  Bupati  Bre- 
bes  No.  14/243/2001  menyebutkan  bahwa 
perangkat  desa  diberhentikan  oleh  kepala 
desa.  Sedangkan  Ayat  2  menyatakan,  pem- 
berhentian  perangkat  desa  adalah  atas  usul 
BPD.  Ini  sejalan  dengan  Pasal  3  Keputusan 
Bupari  Brebes  No.  14/243/2001  bahwa,  "Pe- 
rangkat desa  diangkat  dan  ditetapkan  de- 
ngan Keputusan  Kepala  Desa  atas  persetuju- 
an  dan  usul  Badan  Perwakilan  Desa." 


kepada  BPD,  namun  ironisnya  di 
bidang  keuangan  BPD  diperlakukan 
secara  kurang  adil  akibat  honor  ang- 
gota  dan  pendanaan  kegiatan  ope- 
rasional  terbilang  amat  kecil,  walau 
pada  beberapa  desa  hal  ini  tidak 
menjadi  keluhan.  BPD  beranggapan 
bahwa  kekuasaan  politik  seharusnya 
diikuti  dengan  ketersediaan  akses 
ekonomi  yang  luas  pula  sebagai- 
mana  dicitrakan  oleh  lembaga  DPRD 
dan  DPR.  Para  anggota  BPD  tam- 
paknya  kecewa  dengan  rendahnya 
nilai  ekonomis  dari  jabatan  mereka. 
Perda-perda  yang  ada  di  daerah- 
daerah  tidak  mengatur  mengenai  ma- 
salah  keuangan  ini  secara  memadai, 
hanya  dikatakan  antara  lain,  "Ang- 
gota dan  pimpinan  BPD  berhak  me- 
nerima  uang  sidang  dan  atau  tun- 
jangan  serta  penghasilan  lainnya, 
sesuai  dengan  kemampuan  keuang- 
an desa",  sementara  di  lain  pihak 
desa  umumnya  memiliki  kemampuan 
keuangan  yang  amat  terbatas. 


DILEMA  DEMOKRASI  PERWA- 
KILAN DI  TINGKAT  DESA 

Model  demokrasi  perwakilan  yang 
hendak  diterapkan  di  desa  mela- 
lui  pembentukan  iembaga  -BPD  -m.a- 
sih  mengandung  sejumlah  dilema. 
Pertama,  kecenderungan  BPD  bukan 
tampil  sebagai  wakil  rakyat,  melain- 
kan  justru  sebagai  oligarki  baru.  BPD 
hanya  merupakan  representasi  dari 
elite-elite  desa  yang  memegang  ke- 
kuasaan. Ketimbang  memperjuangkan 
permasalahan  yang  dihadapi  ma- 
syarakatnya,  BPD  lebih  tertarik  untuk 


178 


ANAUSIS  CSIS,  Vol.  34,  No.  2,  2005:  167-184 


mengurusi  isu-isu  "strategis"  yang  ber- 
tendensi  dapat  menjatuhkan  Kades. 
BPD  secara  sepihak  merumuskan  apa 
yang  dimaksud  dengan  "aspirasi  rak- 
yat",  sementara  yang  sesungguhnya 
diperjuangkan  ialah  kepentingan  se- 
gelintir  elite  desa. 

Dilema  kedua  terkait  dengan  usa- 
ha  penerapan  prinsip  demokrasi  per- 
wakilan  pada  suatu  wilayah  yang 
luas  dan  jumlah  penduduknya  amat 
kecil  seperti  pedesaan.  Ini  mungkin 
akan  bermanfaat  sejauh  rakyat  desa 
dalam  suatu  kondisi  yang  sama-sekali 
belum  terperdayakan,  pasif,  berpen- 
didikan  rendah,  serta  secara  umum 
amat  lemah  dalam  mengartikulasikan 
aspirasinya.  Namun  ketika  itu  di- 
berlakukan  pada  sebuah  desa  di  ma- 
na  persentase  warga  berpendidikan 
semakin  meningkat,  berkarakter  re- 
latif  dinamis  dan  kritis,  maka  hal 
itu  akan  menyulut  munculnya  peng- 
kotak-kotakan  dan  kecenderungan  anar- 
ki  yang  justru  memperumit  arena  kon- 
flik  di  pedesaan. 

Penerapan  sistem  distrik  (perwa- 
kilan  suatu  dusun)  pada  pemilihan 
anggota  BPD  telah  membuat  warga 
terkotak-kotak  antara  satu  dusun  de- 
ngan dusun.  lainnya.  Mekanisme.  pe- 
milihan yang  didasarkan  pada  sis- 
tem distrik,  di  mana  calon  anggota 
BPD  adalah  wakil  dari  dusun-dusun, 
pada  gilirannya  turut  memperuncing. 
Anggota  BPD  cenderung  memanipu- 
lasi  dukungan  dari  dusun  di  mana 
mereka  berasal,  sehingga  membuat 
masyarakat  desa  kian  terkotak-kotak 
dalam  konflik.  Di  sini  logika  demo- 


krasi perwakilan  tidak  berjalan,  dan 
justru  melahirkan  tindakan-tindakan 
yang  kontra-produktif  bagi  pengem- 
bangan  demokrasi  di  pedesaan. 

Kegagalan  penerapan  prinsip  de- 
mokrasi perwakilan  di  pedesaan  me- 
nuntut  adanya  pemikiran  mengenai 
mekanisme-mekanisme  tambahan  yang 
mungkin  dapat  digunakan  sebagai 
wahana  untuk  lebih  mengefektifkan 
peranan  BPD.  Dalam  hal  ini,  diper- 
lukan  adanya  mekanisme  yang  "me- 
mungkinkan"  BPD  memberikan  per- 
tanggung-jawabannya  kepada  rakyat 
pemilihnya  (konstituen),  serta  di  lain 
pihiak  menyediakan  ruang  bagi  publik 
untuk  dapat  memberikan  masukan 
kepada  BPD. 

Yang  dibutuhkan  oleh  sebuah  de- 
sa ialah  suatu  lembaga  lain  yang  da- 
pat mengontrol  BPD.  Lembaga  terse- 
but  perlu  memiliki  kewenangan  un- 
tuk meminta  pertangung-jawaban  atas 
kinerja  BPD.  Mekanisme  tambahan 
itu  juga  membuat  kesibukan  BPD  bu- 
kan  hanya  terpaku  pada  rapat-rapat 
yang  diselenggarakan  di  Balai  Desa, 
namun  juga  akan  mendorong  BPD 
aktif  bertemu  dan  bertatap  muka  de- 
ngan   rakyatnya.    Perluasan  ruang 
publik  ini  dapat  dilaksanakan  dengan 
mengaktifkan  berbagai  kelompok  so- 
sial,  forum  dialog,  atau  jaringan  war- 
ga, LSM,  organisasi-organisasi  lokal 
yang  tumbuh  dalam  masyarakat.  Se- 
bagai salah  satu   organisasi  sosial 
korporat  yang  ada  di  desa,  BPD  tetap 
harus  diawasi  oleh  masyarakat  gu- 
na  mewujudkan  otonomi  masyarakat 
secara  utuh  yang  menjamin  keterli- 
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batan  warga  secara  aktif  dalam  pro- 
ses pengambilan  kebijakan. 

MASA  DEPAN  DEMOKRASI 
DESA  DENGAN   UU  NO.  32/2004 

Upaya  penguatan  institusi  BPD  se- 
bagai  representasi  masyarakat  desa 
untuk  mengontrol  jalannya  pemerin- 
tah  desa  baru  mulai  berjalan,  diper- 
lukan  perbaikan  di  sana-sini  khusus- 
nya  dalam  hal  ^plementasi  kebijak- 
an. Artinya,  kecuali  pada  aturan  yang 
memberi  kewenangan  BPD  untuk  da- 
pat  mengusulkan  pemberhentian  Ka- 
des  yang  memang  layak  ditinjau  kem- 
bali,  permasalahan  relasi  politik  di 
tingkat  desa  tidak  terletak  pada  nor- 
matif  kebijakannya  melainkan  lebih 
pada  implementasi  dan  penafsiran 
perundangan.  Ini  karena  proses  demo- 
kratisasi  perlu  proses  pembelajaran 
dalam  penerapannya — sesuatu  yang 
wajar  karena  sekian  puluh  tahun  de- 
mokrasi  tersumbat  di  masa  Orde 
Baru.  Hal  inilah  yang  mestinya  disa- 
dari.  Namun,  ironisnya,  secara  me- 
ngejutkan  terjadi  revisi  terhadap  UU 
No.  22/1999  menjadi  UU  No.  32/ 
2004  di  mana  klausul-klausul  di  da- 
lamnya  sangat  mencerminkan  sema- 
ngat  yang  dapat  dikatakan  berbalik 
arah  dibandingkan  UU  No.  22/1999. 

UU  No.  32/2004  ini  menggunakan 
tiga  asas  dalam  pelaksanaan  peme- 
rintahan  daerah,  yakni  desentralisa- 
si,  dekonsentrasi  dan  tugas  perban- 
tuan.  Dengan  asas  dekonsentrasi,  pe- 
ranan  gubernur  kembali  membesar. 
Gubernur  memegang  peran  sebagai 


perpanjangan  tangan  pemerintah  pu- 
sat,  sebaliknya  gubernur  bukanlah 
alat  perpanjangan  tangan  pemerin- 
tah kabupaten/kota.  Dan,  pihak  yang 
paling  dirugikan  dalam  penerapan 
UU  No.  32/2004  ini  ialah  pemerin- 
tahan  desa.  Dengan  tugas  perbantu- 
an,  sementara  persoalan-persoalan 
banyak  muncul  di  tingkat  desa,  maka 
pemerintah  desa  bisa  menjadi  korban 
dari  eksploitasi  pemerintahan  di  atas- 
nya.  Pemerintahan  desa  ditempatkan 
pada  posisi  terbawah  dalam  hirarki 
pemerintahan,  bukan  sebagai  ujung 
tombak  yang  memiliki  inisiatif  sen- 
diri.  Akibatnya  pemerintahan  desa 
menjadi  pihak  yang  selalu  meneri- 
ma  tugas  dari  tingkatan  pemerintahan 
di  atasnya.^^  UU  No.  32/2004  dapat 
dianggap  justru  menganduhg  semangat 
untuk  menutup  proses  demokratisasi  lokal 
dan  desentralisasi  di  pedesaan.^* 

Khusus  yang  mengatur  tentang 
Desa,  UU  No.  32/2004  melakukan  be- 
berapa  perubahan  mendasar,  antara 
lain:  (i)  Dihapuskaimya  BPD  dan  di- 
ganti  dengan  Badan  Permusyawarat- 
an  D^sa  (Bamusdes);  (ii)  Bamusdes  ti- 
dak lagi  memiliki  fungsi  pengawas- 
an  terhadap  penyelenggaraan  peme- 
rintahan desa;  (iii)  Bamusdes  memiliki 
kedudukan  yang  lemah  secara  politis  dan- 
bukan  lagi  sebagai  parlemen  desa.  Ba- 
musdes tidak  lagi  dapat  mengusulkan 


Indra  J.  Piliang,  "Darurat  Otonomi  Dae- 
rah",  Suara  Pembaruan,  15  Desember  2004. 
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Abdullah  H.S.,  "Hilangnya  Akses  dan 
Kontrol  Masyarakat  terhadap  Sumber  Daya 
Ekonomi  Pedesaan:  Kritik  Terhadap  UU  No. 
32/2004  tentang  Pemerintah  Daerah",  dalam 
http:  /  /www.ireyogya.org/ 


pemberhentian  Kades  kepada  bupati. 
Selain  itu,  Kades  tidak  lagi  bertang- 
gung  jawab  kepada  rakyat  melalui 
Bamusdes.  Bamusdes  juga  tidak  me- 
miliki  kewenangan  dalam  pengelola- 
an  keuangan  desa,  termasuk  penetap- 
an  APBD  dan  penetapan  tata  cara 
dan  pungutan  obyek  pendapatan  dan 
belanja  desa.  Pengelolaan  keuangan 
hanya  dilakukan  oleh  Kades;  (iv)  Pe- 
merintah  desa  terdiri  atas  Kades  dan 
perangkat  desa,  serta  sekretaris  desa 
(Sekdes)  ^png  diisi  dari  pegawai  ne- 
geri  sipil. 

UU  No.  32/2004  dianggap.  mengan- 
dung  sejumlah  paradoks,  di  antara- 
nya  pada  landasan  pemikiran  penga- 
turan  desa  dikatakan  berdasarkan  ke- 
aneka-ragaman,  partisipasi,  otonomi 
asli,  demokratisasi  dan  pemberdaya- 


Sekdes  dari  PNS  dikhawatirkan  dapat 
menimbulkan  kecemburuan  sosial  di  antara 
aparat  desa,  karena  secara  otomatis  sekre- 
taris desa  (Sekdes)  dari  PNS  akan  memper- 
oleh  pendapatan  lebih  besar  dibandingkan 
dengan  perangkat  desa  lainnya.  Kecuali  itu, 
kepala  desa  akan  mengalami  kesulitan  un- 
tuk  mengontrol  Sekdesnya  yang  dari  PNS, 
karena  PNS  akan  lebih  "taat"  kepada  atasan- 
nya  yaitu  camat  atau  bupati. 

Aturan  iru  telah  merumbulkan  kontroversi 
yang  relatif  meluas.  Bahkan,  di  Kabupaten  Pur- 
'^(^Xarta/  menyebabkan  banyak  kades  turun 
jabatan  menjadi  Sekdes.  Ini  karena  dalam  Pa- 
sal  202  Ayat  3,  disebutkan  bahwa  sekretaris 
desa,  diisi  oleh  pegawai  negeri  sipil  yang  me- 
menuhi  persyaratan.  Di  dalam  penjelasan 
umum,  dikatakan,  bahwa  sekretaris  desa 
yang  selama  iru  yang  bukan  PNS  secara  ber- 
tahap  diangkat  menjadi  PNS  sesuai  peratur- 
an  perundang-undangan.  Dengan  adanya  ke- 
tentuan  itu,  kinerja  pemerintahan  desa  men- 
jadi ricuh,  karena  PNS  saling  berebut  untuk 
menjadi  Sekdes.  http://www.republika.co.id., 
25  April  2005. 


an  masyarakat,  namun  pembahasan 
revisi  UU  tanpa  melibatkan  partisi- 
pasi  masyarakat  luas/^  serta  klausul- 
klausul  di  dalam  UU  yang  jauh  dari 
prinsip  keaneka-ragaman,  demokrati- 
sasi, dan  pemberdayaan  masyarakat.^^ 

Salah  satu  perubahan  paling  radi- 
kal  ialah  menyangkut  dihapuskannya 
BPD  dan  digantikan  Bamusdes,  se- 
dangkan  peran  dan  fungsi  kontrol  Ba- 
musdes dipangkas,  dan  hanya  ber- 
fungsi  menetapkan  perdes  serta  me- 
nampung  dan  menyalurkan  aspirasi 
masyarakat.  Tidak  dimilikinya  fungsi 
pengawasan  pada  Bamusdes,  berarti 
meniadakan  kembali  peran  politis  dan 
kontrol  publik  terhadap  jalannya  pe- 
merintahan desa,  sehingga  membuat 
proses   demokrasi  di   tingkat  desa 
menjadi  hilang.  Lebih  dari  itu,  kepala 
desa  tidak  lagi  bertanggung  jawab 
kepada  rakyat  melalui  BPD.  Seba 
liknya,  kepala  desa  kembali  memiliki 
posisi  kuat,  sebab  ia  mempunyai  oto- 
ritas  untuk  mengelola  keuangan  de- 
sa, tanpa  harus  dikontrol  oleh  Ba- 
musdes maupun  masyarakat.  Hilang- 
nya  fungsi  kontrol  dan  fungsi  bud- 
get dari  BPD  akan  membuat  efektivi- 
tas  BPD  menjadi  sangat  rendah. 

Nuansa  "resentralisasi"  terasa  di 
sini  karena  kembalinya  peran  ke- 
camatan  menjadi  "atasan  desa";  aki- 
batnya,  kepala  desa  akan  lebih  me- 


Pada  masa-masa  pembahasan  atas  ma- 
teri  dalam  penyusunan  RUU  No.  32/2004, 
perhatian  publik  juga  tengah  tersita  pada  pro- 
ses Pemilu  legislatif  dan  Pemilu  presiden  yang 
sedang  berlangsung. 
17 
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Tabell 

PERBEDAAN  BADAN  PERWAKILAN  DESA  (BED)  DENGAN 
BADAN  PERMUSYAWARATAN  DESA  (BAMUSDES) 


Badan  Perwakilan  Desa 
(UU  No.  22/1999) 

Badan  Permusyawaratan  Desa 
(UUNo.  32/2004) 

Anggota 

Dipilih  dari  dan  oleh  penduduk  desa 
yang  memenuhi  persyaratan. 

18 

Wakil   dari  tjenduduk  desa  yang  di- 
tetapkan  secara  musyawarah  dan 
mufakat. 

Fungsi 

Mengayomi  adat-istiadat,  membuat 
peraturan  desa,  menampung  dan  me- 
nyalurkan  aspirasi  masyarakat,  serta 
melakukan  pengawasan  terhadap 
penvelenggaraan  pemerintahan  desa. 

Menetapkan  peraturan  desa  bersania 
kepala  desa,  menampung  dan  me- 
nyalurkan  aspirasi  masyarakat. 

PosisiPolitik 

Amat  Kuat. 

Lemah. 

•  Dapat  mengusulkan  pemberhentian 
Kades  kepada  Bupati. 

•  Kepala  desa  bertanggung  jawab  ke- 
pada rakyat  melalui  BPD. 

•  Bersama  kepala  desa,  menetapkan 
APBD. 

•  Bersama  kepala  desa,  menetapkan 
tata  cara  dan  pungutan  obyek  pen- 
dapatan  dan  belanja  desa. 

•  Bamusdes  tidak  memiliki  fungsi 
pengawasan. 

•  Bamusdes  tidak  dapat  mengusul- 
kan pemberhentian  Kades  kepada 
Bupati. 

•  Kepala  desa  tidak  lagi  bertanggimg 
jawab  kepada  rakyat  melalui  BPD. 

•  Bamusdes  tidak  memiliki  kewe- 
nangan  dalam  pengelolaan  ke- 
uangan  desa,  termasuk  penetapan 
APBD  dan  penetapan  tata  cara  dan 
pungutan  obyek  pendapatan  dan 
belanja  desa. 

layani  "atasannya"  daripada  warga- 
nya.  Dengan  demikian  dapat  dika- 
takan  bahwa  UU  No.  32/2004  telah 
sekaligus  memberikan  "pukulan  yang 
cukup  mematikan"  bagi  proses  demo- 
kratisasi  dan  pengembangan  otonomi 
di  pedesaan. 

UU  No.  32/2004  juga  menu  tup  pe- 
luang  bagi  tiga  isu  besar  dalam  agen- 
da pembaharuan  desa  sebagaimana 
telah  dikemukakan  di  bagian  awal 
tulisan  ini,  khususnya  pada  tema  be- 
sar mengenai  desentralisasi  dan  de- 
mokrasi  lokal.  Hal  mana  setiap  an- 


caman  bagi  desentralisasi  dan  deino- 
krasi  lokal  akan  menghambat  setiap 
upaya  bagi  peningkatan  ekonomi  dan 
kesejahteraan  sosial  desa  (melalui  upa- 
ya membangkitkan  prakarsa  dan  po- 
tensi  lokal  serta  meningkatkan  keman- 
dirian  desa)  maupun  upaya  pember- 
dayaan  kelompok-kelompok  marginal. 


Yang  dimaksud  dengan  "wakil"  da- 
lam ketentuan  ini  adalah  penduduk  desa 
yang  memangku  jabatan  seperti  ketua  ru- 
kun  warga,  pemangku  adat,  dan  tokoh  ma- 
syarakat lainnya.  Lihat,  penjelasan  dari  Pa- 
sal  210  Ayat  1  UU  No.  32/2004  fentang  Peme- 
rintah  Daerah. 
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Desentralisasi  dan  demokrasi  lokal 
merupakan  dua  isu  paling  populer 
dalam  agenda  pembaharuan  pemerin- 
tahan  (governance  reform)  desa.  Jika  de- 
sentralisasi merupakan  arena  relasi 
antara  desa  dan  pemerintah  supra- 
desa  (negara),  maka  demokratisasi  me- 
rupakan arena  relasi  antar-aktor  (pe- 
merintah desa,  parlemen  desa  dan  un- 
sur  masyarakat). 

Desentralisasi  adalah  kekuatan  al- 
ternatif  atas  sentralisasi  yang  telah 
lama  terpelihara  secara  sistematis 
oleh  negara,  sekaligus  untuk  "mem- 
bela"  desa  di  hadapan  negara.  Tuju- 
annya  adalah  untuk  memberikan  pe- 
ngakuan  terhadap  eksistensi  desa, 
memperkuat  identitas  lokal,  membang- 
kitkan  prakarsa  dan  potensi  lokal, 
membagi  kekuasaan  dan  kekayaan  ke- 
pada  desa,  serta  mewujudkan  keman- 
dirian  (otonomi)  desa. 

Demokratisasi  adalah  kekuatan  ba- 
ru  untuk  "melawan"  praktik-praktik 
otoritarianisme  dan  dominasi  yang 
dilakukan  oleh  elite  desa.  Agenda  uta- 
ma  demokratisasi  desa  adalah  mem- 
buat  penyelenggaraan  pemerintah  de- 
sa lebih  akuntabel,   responsif  dan 
legitimate;  membuat  parlemen  desa  be- 
kerja  sebagai  institusi  perwakilan  dan 
intermediary  (artikulasi,  agregasi,  for- 
mulasi  kebijakan  dan  kontrol);  serta 
memberdayakan  partisipasi  masyara- 
kat marginal  (terutama  kaum  miskin) 
terhadap  proses  pemerintahan  dan 
pembangiman  desa.  Desentralisasi  dan 
demokrasi  desa  memang  harus  berja- 
lan  bersama.  Demokrasi  tanpa  desen- 
tralisasi sama  saja  membuat  hubung- 


an  yang  jauh  antara  rakyat  dan  pe- 
merintah. Partisipasi  masyarakat  de- 
sa akan  menghadapi  kendala  besar 
bila  proses  politik  dan  kebijakan  ter- 
sentralisasi  di  Jakarta.  Sebaliknya  de- 
sentralisasi (otonomi  daerah  dan  oto- 
nomi desa)  tanpa  demokrasi  lokal  sa- 
ma artinya  memindahkan  korupsi  dan 
sentralisasi  dari  Jakarta  ke  daerah 
(local).  Demokrasi  lokal  yang  berbasis 
pada  partisipasi  masyarakat  tentu  akan 
memberikan  makna  bagi  pembagian 
kekuasaan,  kewenangan,  dan  kekaya- 
an dari  pusat  ke  lokal.  Dengan  meng- 
ikuti  logika  desentralisasi-demokratis, 
pemerintah  lokal  mempunyai  hak- 
kewenangan  terhadap  pusat  dan  se- 
kaligus mempunyai  kewajiban  dan 
tanggung-jawab  terhadap  masyarakat 
lokal. 


KESIMPULAN 

BPD  sebagai  institusi  baru  di  pe- 
merintahan desa  umumnya  masih 
mencari  bentuk,  apalagi  dalam  men- 
jalankan  fungsi  menampung  dan 
menyalurkan  aspirasi  rakyat,  masih 
jauh  dari  idealnya.  Walau  begitu, 
fungsi  kontrol  BPD  terhadap  jalannya 
pemerintahan  desa  sebagian  besar  te- 
lah dilaksanakan,  baik  sebagai  priba- 
di  maupun  secara  institusional. 

s 

Lembaga  BPD  masih  tetap  diper- 
lukan  demi  tetap  tersedianya  sarana 
kontrol  bagi  kinerja  kepala  desa.  Na- 
mun,  dalam  pembentukan  dan  ke- 


Http:  /  /  www. forumdesa.org/rencana  / 
BukuTOR.pdf. 
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berlangsungannya  perlu  diperhatikan 
beberapa  hal  mendasar.  Pertama,  per- 
lu dihindari  bentuk  penyeragaman 
yang  terlalu  kaku  dalam  aturan  per- 
undangan  sehingga  mengabaikan  he- 
terogenitas  antara  satu  desa  dengan 
desa  lain.  Kedua,  perlu  dirumuskan 
ketentuan  yang  lebih  jelas  mengenai 
fungsi  dan  wewenang  yang  dapat 
dijalankan  oleh  BPD  supaya  lembaga 
ini  dalam  praktek  tidak  cenderung 
menjadi  over  capacity  (kelebihan  we- 
wenang, kebablasan  peran).  Ketiga,  me- 
nyediakan  mekanisme  tambahan  yang 
memungkinkan  BPD  dapat  menyam- 
paikan  pertanggung-jawabannya  ke- 
pada  konstituennya,  sekaligus  seba- 
gai  bentuk  upaya  perluasan  ruang 
publik  di  mana  rakyat  pada  umumnya 
dapat  memberikan  masukan  kepada 
BPD. 

Salah  satu  penyebab  over  capacity 
BPD  ialah  akibat  adanya  aturan  yang 
memberi  wewenang  BPD  untuk  dapat 
mengusulkan  (kepada  bupati)  pember- 
hentian  kepala  desa.  Aturan  tersebut 
sudah  sepatutnya  ditinjau  kembali, 
mengingat  kewenangan  demikian  te- 
lah  memotivasi  tumbuhnya  politisasi 
lembaga  BPD  maupun  kecenderungan 
BPD  untuk  bersikap  arogan,  serta  di 
lain  pihak  membuat  sebagian  kepala 
desa  mempersepsikan  BPD  sebagai 
"lembaga  yang  mengancam",  sehingga 
secara  psikologis  kepala  desa  bersi- 
kap "pasang  kuda-kuda".  Dengan  de- 
mikian, perundangan  (UU  No.  22/ 
1999)  telah  sejak  awal  mengkondisi- 
kan  sebuah  hubungan  yang  tidak 
nyaman  antara  Kades-BPD. 


Kendati  terdapat  kritik  yang  cukup 
tajam  terhadap  pelaksanaan  peran 
dan  fungsi  BPD  di  beberapa  daerah, 
kita  amat  menyayangkan  atas  revisi 
yang  sedemikian  mendasar  atas  UU 
No.  22/1999  menjadi  UU  No.  32/2004 
yang  berakibat  tercerabutnya  proses 
demokratisasi  dan  otonomi  di  desa, 
salah  satunya  akibat  penghapusan 
BPD  dan  digantikan  dengan  Badan 
Permusyawaratan  Desa  (Bamusdes). 

Masyarakat  telah  memberi  tanggap- 
an  seputar  terbitnya  UU  No.  32/2004. 
Hal  yang  paling  disorot  ialah  antara 
lain,  adanya  perubahan  fungsi  BPD, 
tercerabutnya  proses  demokrasi  di 
Desa,  Sekdes  dari  kalangan  PNS,  kem- 
balinya  peran  kecamatan  menjadi 
"atasan  desa"  dan  sekaligus  juga  "te- 
rampasnya"  aset  desa.  Untuk  itu, 
perlu  dilakukan  tekanan  kepada  pe- 
merintah  pusat  untuk  merevisi  kem- 
bali pasal-pasal  di  dalam  UU  No.  32/ 
2004  yang  memperlemah  posisi  desa, 
seperti  antara  lain:  (1)  BPD  harus  te- 
tap  menjadi  alat  kontrol  pemerintah 
desa;  (2)  Kekuatan  posisi  Bamusdes 
secara  politis  harus  tetap  dipertahan- 
kan  melalui  pembekalan  fungsi  penga- 
wasan;  (3)  Kepala  desa  tetap  harus 
bertanggung  jawab  kepada  rakyat  me- 
lalui BPD;  (4)  Perundangan  perlu  me- 
ngembalikan  kewenangan  Bamusdes 
dalam  turut  berperan  serta  dalam  pe- 
ngelolaan  keuangan  desa,  termasuk 
penetapan  APBD  dan  penetapan  tata 


Laporan  Kegiatan  Diskusi  Publik  "Respon 
terhadap  UU  No.  32  Tentang  Pemerintahan 
Daerah  Khusus  mengenai  Desa,"  dalam  http:/  / 
www.forumdesa.org/kpublik/sumedang.pdf. 
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cara  dan  pungutan  obyek  pendapatan 
dan  belanja  desa;  (5)  Menguatnya 
kembali  peran  Camat  akan  menimbul- 
kan  Kades  lebih  melayani  "atasannya" 
(camat,  bupati)  daripada  warganya. 
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PILKADA  Langsung: 
Beberapa  Catatan  Kritis 

Leo  Agustino 


Petnilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  secara  langsung  merupakan  fenomena 
baru  bagi  politik  kontemporer  di  Indonesia.  Bila  fenomena  ini  dikelcla  dengan 
baik,  niscaya  akan  terwujud  kemungkinan  penguatan  demokrasi  di  pelbagai  ting- 
kat.  Mulai  dari  tingkat  daerah  hingga  tingkat  nasional.  Karena,  dalam  sebuah  teori 
politik,  keberadaan  dan  kemapanan  demokrasi  di  tingkat  nasional  sangat  diten- 
tukan  oleh  keberadaan  dan  kemapanan  demokrasi  di  tingkat  loka.1,  maka  penge- 
lolaan  Pilkada  secara  langsung  perlu  mendapat  perhatian  penting  dalam  ting- 
kat praktis.  Tip  O'Neill  menyebutkan  bahwa  "all  Politics  is  local",  yang  di- 
maknai  bahwa  demokrasi  di  tingkat  nasional  akan  tumbuh  berkembang  dengan 
mapan  dan  dewdsa  apabila  pada  tingkat  lokal  nilai-nilai  demokrasi  berakar  de- 
ngan baik  terlebih  dahulu.  Artinya,  demokrasi  di  tingkat  nasional  akan  berge- 
rak  ke  arah  yang  lebih  baik  apabila  tatanan,  instrumen,  dan  konfigurasi  kearifan 
lokal  serta  kesantunan  politik  lokal  lebih  dulu  terbentuk. 


PENDAHULUAN 

PEMILIHAN  Kepala  Daerah  se- 
cara Langsung  (selanjutnya 
disingkat  Pilkada  Langsung) 
yang  diperkirakan  akan  diselengga- 
rakan  di  181  kabupaten,  kota,  dan 
provinsi  dianggap  sebagai  sesua'fii ' 
kebutuhan  obyektif  bangsa  kita  dalam 
mewujudkan  demokratisasi  di  aras 
daerah.  Sebab  selama  ini,  pemilihan 
pejabat  administratif  di  tingkat  pa- 
ling rendah  (kepala  desa/RT/RW) 
sudah  dilakukan  secara  langsung. 
Selain  itu,  pemilihan  presiden  dan 
wakil  presiden — termasuk  pemilihan 
para  senator  (Dewan  Perwakilan  Dae- 


rah) yang,  serta  anggota  legislatif — 
juga'telah  dilakukan  secara  langsung. 

Secara  teoretik  Pilkada  Langsung 
merupakan  suatu  tahap  pencapaian 
kemajuan  dalam  perkembangan  demo- 
krasi di  tanah  air.  Ada  sejumlah  ke- 
butuhan dan  urgensi  yang  perlu  dija- 
wab  mengapa  Pilkada  Langsung  ini 
penting  untuk  dilakukan.  Pertanyaan 
lain  yang  muncul:  Apa  hambatan  dan 
tantangan  yang  muncul  sebelum  dan 
setelah  Pilkada  Langsung  itu  dilaksa- 
nakan?  Dan,  tentu  saja,  bagaimana 
hubungannya  dengan  otonomi  dae- 
rah ke  depan  di  Indonesia?  Dalam 
kaitan  itu,  tulisan  ini  mencoba  men- 
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diskusikan  pelbagai  persoalan  men- 
dasar  dibalik  harapan  dan  optimisme 
terhadap  Pilkada  Langsung. 

Tulisan  berikut  ini  dibagi  dalam 
tiga  bagian  utama.  Bagian  pertama 
membahas  kebutuhan  dan  urgensi  me- 
ngapa  Pilkada  Langsung  perlu  diagen- 
dakan.  Bagian  ini  juga  akan  memba- 
has bagaimana  hambatan  dan  tantang- 
an  yang  muncul  sebelum  Pilkada 
Langsung  itu  diimplementasikan.  Pada 
bagian  kedua  akan  dikaji  mengenai 
perubahan  arsitektur  atau  rancang 
bangun  politik  daerah  yang  tengah 
berubah  akibat  dari  perubahan  pemi- 
lihan  kepala  daerah  yang  tengah  me- 
wabah  di  tingkat  lokal.  Sedangkan 
hambatan  dan  tantangan  setelah  dite-. 
rapkaimya  Pilkada  Langsung  itu  akan 
dibahas  pada  bagian  ketiga  mengenai 
"Masa  Depan  Otonomi  Daerah".  Tu- 
lisan ini  akan  diakhiri  dengan  pcmba- 
hasan  mengenai  kemungkinan-kemung- 
kinan  masa  depan  yang  dapat  dipre- 
diksi  meialui  Pilkada  Langsung  yang 
mulai  memasuki  gelombang  pertama. 

PENGUATAN  PROSES  DEMO- 
KRASI  DI  ARAS  LOKAL 

Secara  sederhana  demokrasi  dapat 
dimaknai  sebagai  sebuah  sistem  poli- 
tik yang  berupaya  untuk  menghantar- 
kan  keputusan-keputusan  politik  se- 
cara partisipatif  oleh  individu-indi- 
vidu  yang  mendapatkan  kekuasaan 
meialui  persaingan  yang  adil  (fairness 
competition)  dalam  memperebutkan  sua- 
ra  rakyat.  Dalam  konteks  tersebut,  di- 
sepakati  bahwa  kualitas  demokrasi 
juga  amat  ditentukan  oleh  berkualitas 


atau  tidaknya  proses  rekrutmen  para 
wakil  rakyat  yang  memperoleh  mandat 
untuk  memimpin  pemerintahan.  Oleh 
karena  itu,  demokrasi  di  tingkat  lokal 
akan  mendapatkan  kekuatannya  apa- 
bila  seleksi  para  wakil  rakyat  berjalan 
dengan  (kompetisi  yang)  adil. 

Selain  itu,  ada  beberapa  hal  yang 
perlu  diperhatikan  guna  mewujudkan 
penguatan  hingga  pemberdayaan  de- 
mokrasi di  tingkat  lokal  dalam  proses 
pemilihan  atau  rekrutmen  para  wakil 
rakyat  yang  mendapat  mandat  poli- 
tik dari  warga  masyarakatnya  (Pilka- 
da Langsung).  Pertama,  Pilkada  Lang- 
sung memungkinkan  terwujudnya  pe- 
nguatan demokratisasi  di  tingkat  lo- 
kal, khususnya  yang  berkaitan  de- 
ngan pembangunan  legitimasi  politik. 
Ini  didasarkan  pada  asumsi  bahwa 
kepala  daerah  terpilih  memiliki  man- 
dat dan  legitimasi  yang  sangat  kuat 
karena  didukung  oleh  suara  pemilih 
nyata  (real  voters)  yang  merefleksikan 
konfigurasi  kekuatan  politik  dan  ke- 
pentingan  konstituen  pemilih.  Legiti- 
masi menjadi  hal  yang  sangat  penting 
(modal  politik)  dan  diperlukan  oleh 
suatu  pemerintahan  yang  akan/te- 
ngah  berkuasa.  Berbeda  dengan  pemi- 
lihan kepala  daerah  sebelumnya,  pe- 
milihan kepala  daerah  tidak  langsung 
memberikan  pelajaran  berharga  pada 
kita  selama  ini,  yakni  bahwa  pemilih- 
an yang  elitis  kerapkali  menelikung 
aspirasi  masyarakat  di  akar  rumput. 

Kedua,  Pilkada  Langsung  diharapkan 
mampu  membangun  serta  mewujudkan 
local  accountability.  Ketika  seorang  kan- 
didat  terpilih  menjadi  kepala  daerah 
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l(gubemur/bupati/wali  kota),  maka  pa- 
ira  wakil  rakyat  yang  mendapat  man- 
[dat  akan  meningkatkan  kualitas  akun- 
I tabilitasnya  (pertanggungjawabannya 
ipada  rakyat,  khususnya  konstituen- 
inya).  Hal  ini  sangat  mungkin  dilaku- 
Ikan  oleh  karena  obligasi  moral  dan 
ipenanaman  modal  politik  mer\jadi  ke- 
jgiatan  yang  harus  dilaksanakan  seba- 
jgai  wujud  pembangunan  legitimasi 
I  politik.  Mekanisme  pemilihan  kepala 
(daerah  yang  selama  ini  berlangsung 
(cenderung  menciptakan  ketergantung- 
lan  yang  berlebihan  kepala  daerah  pa- 
(da  parlemen  (DPRD}y^  legislative  heavy, 
isehingga  kepala  daerah  tersebut  lebih 
imeletakkan  akimtabilitasnya  pada  ang- 
Igota  parlemen  ketimbang  pada  warga 
imasyarakat  yang  seharusnya  dilayani. 
IDampak  negatif  dari  mekanisme  ter- 
isebut  adalah  munculnya  fenomena 
]  politik  uang  antara  kepala  daerah  de- 
ingan  anggota  parlemen,  di  mana  La- 
iporan  Pertanggungjawaban  (LPj)  ke- 
ipala  daerah  menjadi  komoditas  yang 
idapat  dinegosiasikan  di  antara  me- 
ireka.  Oleh  karena  itu,  Pilkada  Lang- 
isung  sangat  diharapkan  akan  mampu 
imengikis  fenomena  tersebut.  Ketiga, 

apabila  local  accountability  ini  berhasil 
idiwujudkan,  maka  optimalisasi  equi- 
ilibrium  checks  and  balances  antara  lem- 
Ibaga-lembaga  negara  dapat  berujung 
]pada  pemberdayaan  masyarakat  dan 
jpenguatan  proses  demokrasi  di  level 

lokal. 

Keempat,  Pilkada  Langsung  diharap- 
kan akan  mampu  meningkatkan  kuali- 
tas kesadaran  politik  serta  kualitas 
partisipasi  masyarakat.  Dalam  hal  ini, 
Pilkada  Langsung  akan  memberikan 


kesempatan  bagi  masyarakat  untuk 
menggunakan  kearifannya,  kecerdasan- 
nya,  dan  kepeduliannya  guna  menen- 
tukan  sendiri  siapa  yang  kemudian 
dianggap  pantas  dan  layak  untuk  men- 
jadi pemimpin  di  tingkat  kota/kabu- 
paten  maupun  provinsi.  Selain  itu,  me- 
kanisme ini  pun  memberikan  jalan  im- 
tuk  "me-melek-kan"  elite  politik  bahwa- 
sanya  pemegang  kedaulatan  politik 
yang  sebenarnya  adalah  warga  ma- 
syarakat, dan  bukan  lembaga-lembaga 
lainnya. 

Selain  adanya  harapan  akan  pe- 
nguatan  demokratisasi  di  tingkat  lo- 
kal, banyak  juga  resistensi  yang  mun- 
cul  sebelum  Pilkada  Langsung  ini  di- 
undangkan  dalam  PP  No.  6/2005  ten- 
tang  Pemilihan,  Pengesahan,  Pengang- 
katan,  dan  Pemberhentian  Kepala  Dae- 
rah dan  Wakil  Kerala  Daerah.  Resis- 
tensi dan  kendala  tersebut  di  anta- 
ranya,  anggapan  bahwa  pertama,  sis- 
tem  Pilkada  Langsung  akan  melemah- 
kan  kedudukan  DPRD.  Karena  diasum- 
sikan  dengan  legitimasi  yang  besar 
dari  rakyat  pemilih,  kepala  daerah 
yang  terpilih  akan  memiliki  keduduk- 
an dan  legitimasi  yang  sangat  kokoh 
atas  DPRD,  yang  pada  akhirnya  akan 
memperlemah  kedudukan  DPRD  terha- 
dap  kepala  daerah. 

Pengalaman  buruk  pada  masa  Or- 
de  Baru  di  mana  kepala  daerah  memi- 


Dikutip  dari  Leo  Agustino,  Kesiapan  Ma- 
syarakat dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah  Lang- 
sung: Pilkada  Langsung  di  Tanah  Para  Jaivara 
dan  Ulama,  makalah  Seminar  Nasional,  "Pemi- 
lihan Kepala  Daerah  Secara  Langsung  dan 
Demokratisasi  di  Indonesia",  Batam,  22-23 
Maret  2005. 
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liki  kekuatan  yang  sangat  besar  di- 
bandingkan  dengan  DPRD  membuat 
(sebagian)  elite  politik  kita  enggan  un- 
tuk  menerima  sistem  pemilihan  ke- 
pala  daerah  secara  langsung.  Mereka 
membayangkan  pendulum  yang  awal- 
nya  menguntungkan  pailemen  (legis- 
lative heavy)  akan  kembali  lagi  kearah 
penguntungan  kepala  daerah  (execut- 
ive heavy)  dan  ini  akan  melukai  mak- 
na  penting  demokrasi,  menurut  mere- 
ka. Tetapi  sebenarnya  pendulum  yang 
lebih  condong/iebih  berat  ke  arah  le- 
gislatif  pun  juga  mencederai  arti  pen- 
ting  demokrasi.  Sejatinya,  yang  diha- 
rapkan  oleh  Pilkada  Langsung  ini  bu- 
kan  gambaran  seperti  tersebut  di  atas 
(yang  bergerak  ke  arah  legislatif  atau, 
eksekutif)  tetapi  terciptanya  keseim- 
bangan  kekuatan  di  antara  lembaga- 
lembaga  negara  di  daerah  sehingga 
mekanisme  saling  kontrol  terbangun 
di  antara  mereka. 

Kedua,  sistem  Pilkada  Langsung  akan 
memakan  biaya  yang  sangat  besar  ka- 
rena  tidak  sedikit  anggaran  daerah 
(APBD)  yang  akan  dikonsentrasikan 
pada  KPUD  di  tiap  tingkatan,  yakni 
untuk  pemilihan  gubernur  di  tingkat 
provinsi,  untuk  pemilihan  bupati/ 
walikota  di  tingkat  kabupaten./kodya. 
Ketiga,  munculnya  "persaingan  khu- 
sus"  antara  calon  independen  dan  ca- 
lon  partai  politik  (kader  partai).  Ke- 
empat,  adanya  pandangan  yang  meng- 
anggap  rakyat  belum  siap  untuk  me- 
laksanakan  pemilihan  kepala  daerah 
secara  langsung. 

Bila  dielaborasi  lebih  dalam  ke- 
empat  alasan  resistensi  tersebut  da- 


pat  dipecahkan  secara  teoretik  mau- 
pun  secara  logika-dialektis.  Untuk 
yang  pertama,  meningkatnya  legiti- 
masi  kepala  daerah  yang  dipilih  se- 
cara langsung  oleh  rakyat  pemilih 
(voters)  sebenarnya  tidak  berakibat 
langsung  pada  pelemahan  posisi/ke- 
dudukan  parlemen.  Legitimasi  kepala 
daerah  yang  kuat  memang  merupakan 
satu  hal  yang  menjadi  tujuan  pokok 
dari  sistem  pemilihan  ini.  Namun  de- 
mikian,  bukan  berarti  parlemen  kemu- 
dian  akan  menjadi  lemah,  justru  ia 
akan  tetap  bisa  berperan  dalam  mem- 
berikan  pengawasan  (monitoring  ser- 
ta  controling)  terhadap  kineija  kepala 
daerah  melalui  wewenang-wewenang 
yang  secara  konstitusional  dimiliki- 
nya.  Dampak  perubahan  yang  jus- 
tru dihasilkan  dari  Pilkada  Lang- 
sung ialah  terciptanya  kondisi  yang  le- 
bih baik  bagi  pelaksanaan  checks  and 
balances  dalam  penyelenggaraan  ne- 
gara dan  pemerintahan,  karena  parle- 
men semakin  tidak  memiliki  peluang 
untuk  menyalahgunakan  kekuasaan 
yang  ada  padanya,  kasus  LPj  misalnya. 

Kedua,  sistem  Pilkada  Langsung 
yang  ideal  memang  akan  membutuh- 
kan  biaya  yang  relatif  lebih  besar 
bila  dibandingkan  dengan  pemilihan 
kepala  dae'^o^idak  langsung.  Logr- 
kanya  ialah  dalam  pemilihan  kepala 
daerah  tidak  langsung  pemilihan  ha- 
nya  dilakukan  oleh  DPRD  semata  (pe- 
nulis  menyebutnya  "Politik  dalam 
Ruangan")  sedangkan  Pilkada  Lang- 
sung dilakukan  dengan  mengikutserta- 
kan  partisipai  publik  ("Politik  Luar 
Ruangan")  sehingga  terjadi  perbeda- 
an  kebutuhan  di  antara  keduanya  da- 
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lam  hal  sosialisasi  pemilihan  itu  sen- 
diri,  pemilihan  panitia  pengawas  yang 
baru,  pembuatan  surat  suara,  terma- 
suk  biaya  operasional  bagi  panitia 
pelaksana  pemilihan  kelapa  daerah 
langsung  menjadi  bagian  yang  inte- 
gral dangan  Pilkada  ini.  Sehingga  ti- 
dak  mengherankan  apabila  biaya  ope- 
rasional Pilkada  Langsung  akan  ber- 
beda  sama  sekali  dengan  pemilihan 
tak  langsung. 

Ketiga,  persaingan  antara  calon  in- 
dependen  dan  calon  dari  partai  (poli- 
tik)  menjadi  perselisihan  yang  justru 
menyudutkan  kepentingan  publik.  Ka- 
rena  dalam  mekanisme  yang  hanya 
membuka  kesempatan  bagi  calon  ke- 
pala  daerah  dari  pintu  partai  politik 
pada  dasarnya  justru  menerbelakang- 
kan  calon  pilihan  rakyat  arus  bawah/ 
akar  rumput  (grass-roots).  Hal  ini  dise- 
babkan  calon  kepala  daerah  yang 
akan  dipilih  rakyat  boleh  jadi  bukan- 
lah  orang  yang  berasal  dari  keingin- 
an  mereka.  Dalam  mekanisme  ini,  ke- 
munculan  calon  kepala  daerah  ha- 
nya mungkin  melalui  pencalonan  oleh 
partai  di  daerah  yang  juga  merupa- 
kan  kepanjangan  tangan  (titipan)  dari 
elite  partai  pusat  sebagai  institusi 
yang  banyak  menentukan  kiprah  par- 
tai-partai  di  tingkat  lokal. 

Dengan  demikian,  pemilihan  lang- 
sung oleh  rakyat  menjadi  tak  sepe- 
nuhnya  bermakna  oleh  karena  me- 
reka memilih  calon-calon  yang  tidak 
diproses  melalui  "kelembagaan"  arus 
bawah  atau  akar  rumput  partai.  Ideal- 
nya  ialah  dibuka  kesempatan  kepada 
calon  kepala  daerah  yang  independen 


sehingga  calon-calon  kepala  daerah 
pilihan  rakyat  arus  bawah  atau  akar 
rumput  terepresentasikan.  Logikanya, 
setiap  warga  negara/masyarakat  mem- 
punyai  hak  yang  sama  untuk  men- 
jadi menjadi  pemilih  maupun  indivi- 
du  yang  dipilih.  Artinya  setiap  warga— 
baik  dari  partai  politik  maupun  in- 
dependen—dapat  saja  mencalonkan 
diri  sebagai  calon  kepala  daerah  de- 
ngan ketetapan-ketetapan  atau  atur- 
an-aturan  yang  ditentukan  KPUD  kelak, 
tentunya. 

Keempat,  argumen— bahwa  belum 
siapnya  rakyat  pemilih  (voters)  untuk 
melaksanakan  pemilihan  kepala  dae- 
rah langsung— ini  sebenarnya  tidak 
lagi  relevan  untuk  diangkat  pada  saat 
proses  demokratisasi  dan  proses  pen- 
dewasaan  politik  masyarakat  seperti 
saat  ini.  Bila  kita  lakukan  eksperimen 
atau  penelitian  kecil  mengehai  ketidak- 
siapan  rakyat  pemilih  yang  diukur 
dari  kesiapan  mental  dan  intelektual- 
itas  (dengan  indikator  jenjang  pendi- 
dikan  formal),  maka  hal  itu  hanyalah 
suatu  pehglihatan  yang  sangat  tidak 
jernih  dan  merendahkan  kapasitas  po- 
Utik  masyarakat  Indonesia  secara  ke- 
seluruhan.  Kenyataan  di  lapangan  te- 
lah  membuktikan  bahwa  rakyat  Indo- 
nesia memiliki  pengalaman  memilih 
secara  langsung,  walau  dengan  dera- 
jat  yang  berbeda,  yang  sangat  baik 
dan  demokratis.  Pengalaman  ini  di- 
miliki  oleh  masyarakat  desa,  yakni 
ketika  pemilihan  kepala  desa/kuwu; 
dan  kenyataan  membuktikan  bahwa 
lebih  dari  80%  rakyat  Indonesia  ting- 
gal  di  daerah  perdesaan  yang  berting- 
kat  pendidikan  dasar,  ini  artinya  ma- 


190 


ANAUSIS  CSIS,  Vol  34,  No.  2.  2005:  185-197 


syarakat  kita  lebih  berpengalaman  da- 
lam  melaksanakan  pemilihan  secara 
langsung  dibandingkan  dengan  pe- 
milihan tidak  langsung. 

Bila  akses  informasi  yang  menjadi 
parameter  ketidaksiapan  masyarakat, 
maka  data  dari  Biro  Pusat  Statistik 
(BPS)  tahun  1997  membuktikan  sebaUk- 
nya.  Pada  tahun  1997,  hasil  survey 
BPS  mengungkapkan  bahwa  persen- 
tase  masyarakat  Indonesia  yang  ber- 
usia  sepuluh  tahun  atau  lebih  yang 
mendengarkan  radio  mencapai  59,17%; 
yang  menonton  televisi  sebesar  78,22%; 
dan  yang  membaca  koran/majalah 
mencapai  22,38%.  Persentase  tersebut 
akan  bertambah  besar  apabila  yang 
dihitung   hanya   orang-orang  yang 
mempunyai  hak  pilih  dalam  pemilihan 
kepala  daerah  (usia  minimal  17  tahun 
atau  telah  menikah),  dengan  asumsi, 
semakin  dewasa  usia  seseorang  maka 
semakin  besar  pula  kebutuhan  akan 
informasi  dan  semakin  luas  pula  pe- 
luang  akses  informasinya.  Selain  fak- 
ta  di  atas,  hasil  survey  BPS  juga  me- 
nunjukkan  tingkat  literasi  yang  ting- 
gi  terhadap  total  penduduk  Indonesia 
per  tahun  1999,  yakni  diangka  89;42 
persen.  Artinya,  bila  ada  hmtutan  ting- 
kat melek  huruf  (literasi)  dari  para 
voters  yang  memadai  dalam  suatu  sis- 
feffi  pemilihan  kepala  ^fflfSTlangsimg, 
maka  rakyat  pemilih  pada  dasarnya 
sudah  memenuhi  persyaratan  tersebut. 

Dengan  pelbagai  kenyataan  di  atas, 
sebenarnya  tidak  ada  lagi  argumen 
yang  cukup  kuat  untuk  menyatakan 
bahwa  rakyat  pemilih  belum  siap  un- 
tuk melaksanakan  pemilihan  kepala 
daerah  langsung.  Kalau  yang  dimak- 


sud  dengan  belum  siapnya  masyara- 
kat adalah  elite-elite  politik,  maka  hal 
itu  mungkin  lebih  mendekati  kenya- 
taan. Terlalu  lama  rakyat  pemilih  di 
daerah  dipinggirkan  peranannya  da- 
lam kehidupan  berbangsa  dan  berne- 
gara  oleh  penguasa  atau  elite-elite  po- 
litik dan  pemerintahan,  sehingga  wa- 
jar  saja  apabila  penguasa  atau  elite- 
eUte  politik  dan  pemerintah  yang  se- 
lama  ini  lebih  dekat  dengan  kekuasa- 
an  masih  dibayang-bayangi  oleh  pe- 
mikiran-pemikiran  pesimis  terhadap 
rakyatnya,  yang  secara  konstitusio- 
nal  adalah  pemilik  kedaulatan  yang 
sah  dari  republik  ini. 

ARSITEKTUR  POLITIK  LOKAL 
YANG  BERUBAH 

Pilkada  Langsung  merupakan  sa- 
lah  satu  langkah  maju  dalam  mewu- 
judkan  demokratisasi  di  tingkat  lo- 
kal.  Bahkan  Tip  O'Neill  menyatakan 
bahwa  "all  - Politics  is  local"^  yang  da- 
pat  dimaknai  sebagai  demokrasi  di 
tingkat  nasional  akan  tumbuh  ber- 
kembang  dengan  mapan  dan  dewasa 
apabila  pada  tingkat  lokal  nilai-ni- 
lai  demokrasi  berakar  dengan  baik  ter- 
lebih  dahulu.  Maksudnya,  demokra- 
si di  tingkat  nasional  akan  bergerak 
ke  arah  yang  lebih  baik  apabila  ta- 
tanan,  instrumen,  dan  konfigurasi  ke- 
arifan  serta  kesantunan  politik  lokal 


Dikutip  dari  Tommi  A.  Legowo,  "Pe- 
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nai  "Pemilihan  Kepala  Daerah  Secara  Lang- 
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lebih  dulu  terbentuk.  Ini  artinya  ke- 
bangkitan  demokrasi  politik  di  Indo- 
nesia (secara  ideal  dan  aktual)  di- 
awali  dengan  Pilkada  Langsung,  yang 
pada  bagian  sebelumnya  saya  sebut- 
kan  sebagai  upaya  dalam  rangka  mem- 
bangun  pondasi  demokrasi  di  Indone- 
sia (penguatan  demokrasi  di  aras  lokal). 

Dengan  pemahaman  akan  lahirnya 
demokrasi  ideal  dan  aktual  di  kemudian 
hari,  maka  muncul  pertanyaan:  Apakah 
ada  hal  yang  baru  atau  ada  yang  ber- 
ubah  dari  Pilkada  di  tingkat  lokal? 

Selain  implementasinya  yang  ber- 
sifat  langsung,  pemilihan  itu  sendiri 
juga  membawa  perubahan  atau  keba- 
ruan  pada  arena  permainan.  Pertama, 
dibandingkan  dengan  pemilihan  ke- 
pala  daerah  pada  era-era  sebelumnya 
(khususnya  Orde  Baru),  arena  permain- 
an sekarang  berubah  dari  "politik  da- 
lam ruangan"  menuju  "politik  luar 
ruangan".  Jadi,  "politik  dalam  ruangan" 
semakin  tergeser  oleh  "politik  luar 
ruangan"  yang  semakin  berkembang. 

Selain  itu,  kiranya  perlu  juga  di- 
sampaikan  beberapa  hal  yang  men- 
jadi pertaruhan  "politik  luar  ruangan" 
sebelum  secara  aktual  terlaksanakan 
di  lapangan,  Pertama,  pertaruhan  yang 
berkaitan  dengan  masalah  tidak  di-- 
bukanya  kran  bagi  calon  independen 
sehingga  muncul  gejala  bahwa  par- 
tai  mendorong  supaya  pemilih  ha- 
nya  memilih  kader  partai  saja.  Tetapi 
di  luar  itu,  bilapun  partai  menyedia- 
kan  peluang  bagi  para  calon  inde- 
penden, konsekuensi  selanjutnya  ada- 
lah  "sewa  kendaraan  (partai)".  Untuk 
itu,  nilai  nominal  yang  disodorkan  ke- 


pada calon  independen  tidaklah  tang- 
gung-tanggung.  Wujud  politik  yang  akan 
terbangun  dalam  konstruksi  yang  de- 
mikian  ialah  berwujudnya  oligarki  par- 
tai atau  bahkan  politik  uang  yang  se- 
makin menggila.  Untuk  menjadi  pemi- 
lih yang  cerdas,  masyarakat  selayak- 
nya  mendorong  terus  transparansi 
rekrutmen  bakal  calon  kepala  daerah 
sehingga  instrumen-instrumen  penje- 
rat  kebohongan  bisa  dielemiiur.  Publik 
pemilih  harus  sudah  mulai  menengge- 
lamkan  pandangan  dikotomis  hubung- 
an  antara  wakil  dan  pemilihnya.  Untuk 
menghindarinya,  kita,  para  pemilih 
mesti  membongkar  tradisi  oligarki  par- 
tai sehingga  di  kemudian  had  akan 
menjadi  jelas  siapa  yang  harus  bertang- 
gung  jawab  kepada  publik  pemilih. 

Kedua,  pertaruhan  munculnya  po- 
litik uang  (money  politics)  yang  sebenar- 
nya  terjadi  tidak  hanya  di  negara-ne- 
gara  berkembang,  seperti  di  Indonesia, 
tetapi  juga  di  negara-negara  maju  se- 
kalipun.  Masalah  politik  uang  hadir 
ketika  pemilih  dengan  "tega"  menukar- 
kan  pilihannya  dengan  sejumlah  uang 
tawaran  partai  dan/atau  kandidat  un- 
tuk memilih  bakal  calon  kepala  dae- 
rah. Menjadi  sosok  individu  pemilih 
yang  menentukan  seharusnya  menya- 
dari  bahwa  transaksi  tersest  4>ukan 
sekadar  transaksi  biasa,  melainkan 
transaksi  yang  amat  merugikan,  me- 
nukar  masa  depan  (lima  tahun  ke  de- 
pan)  dengan  uang  yang  jumlahnya  tak 
akan  pernah  sepadan.  Mungkin  ada 
jalan  keluar  untuk  pemilih  dalam  "po- 
litik luar  ruangan"  seperti  tersebut  di 
atas  yakni  dengan  cara:  ambil  saja 
uangnya,  tapi  jangan  pilih  mereka. 
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Pertaruhan  ketiga  berkehaan  de- 
ngan  masalah  keketatan  waktu.  De- 
ngan  ketersediaan  waktu  yang  sangat 
terbatas,  pemilihan  kepala  daerah  ma- 
sih  menyisakan  berbagai  persoalan, 
antara  lain  waktu  rekrutmen  bakal 
calon  yang  terlalu  sempit  sehingga 
sulit  untuk  menciptakan  pemimpin- 
pemimpin  berkualitas  yang  berorien- 
tasi  pada  kepentingan  warga  masya- 
rakat,  penyeleksian  panitia  pengawas 
pemilu  (Panwaslu)  Pilkada  yang  terli- 
hat  sangat  terburu-buru,  termasuk  ma- 
salah putusan  Mahkamah  Konstitusi 
yang  menganulir  beberapa  pasal  da- 
lam  UU  No.  32/2004  tentang  Peme- 
rintahan  Daerah  sehingga  menimbul- 
kan  polemik  baru  tentang  pelaksana- 
an  Pilkada.  Keterbatasan  waktu  seper- 
ti  ini  bisa  saja  akan  merusak  kemung- 
kinan-kemungkinan  bagi  pemilih  un- 
tuk menjadi  penentu    akibat  ketidak- 
siapan  bahkan  kekacauan  teknis  pe- 
laksanaan  pemilihan  kepala  daerah  itu 
sendiri.  Keketatan  atau  sempitnya  wak- 
tu pun  memberikan  dampak  pada  ke- 
tidaksiapan  pemilih  untuk  menyiapkan 
dirinya  selaku  pemilih  (atau  tidak  me- 
milih)  secara  bertanggung  jawab  oleh 
karena  tidak  tersedianya  ruang  waktu 
yang  cukup  untuk  merefleksikan  visi, 
misi,  dan  program  yang  disampaikan 
oleh  para  kandidat.  =r*i^ 

Pertaruhan  terakhir  datang  dari 
voters  (publik  pemilih)  itu  sendiri.  Pemi- 
lih yang  tak  punya  kesadaran  bahwa 
memilih  adalah  menentukan  masa  de- 
pan  mereka  lima  tahun  ke  depan,  dan 
pemilih  yang  tak  mengetahui  menga- 
pa  dan  untuk  apa  pemilihan  tersebut 
diadakan  serta  bagaimana  mereka  se- 


layaknya  berpartisipasi  (menggunakan 
atau  tak  menggunakan  hak  pilih  me- 
reka), akan  sangat  mudah  dimobili- 
sasi.  Dalam  posisi  tersebut  mereka 
hanya  akan  menjadi  supporters  (dan 
bukan  voters)  tanpa  terbangun  kesadar- 
annya  bahwa  pilihan-pilihan  mereka 
bisa  digunakan  oleh  kelompok-kelom- 
pok  tertenhi  untuk  membuat  masa  de- 
pan  daerah  menjadi  "mainan"  elite  se- 
mata  (elite  capture).  Dalam  keadaan  par- 
tisipasi  yang  termobilisasi  pemilih  tak 
lagi  menentukan.  Sebenarnya  masih 
banyak  lagi  pertaruhan  yang  perlu  di- 
kalkulasi  secara  cermat  dalam  mewu- 
judkan  "politik  luar  ruangan"  ini.  Te- 
tapi  "politik  luar  ruangan"  merupakan 
jalan  satu-satunya  yang  dapat  digu- 
nakan untuk  memberdayakan  warga 
pemilih  dan  warga  masyarakat  ke  de- 
pan  menuju  transisi  ke  arah  demokra- 
si  yang  sejati. 

Berbagai  pertaruhan  tersebut  pen- 
ting  disampaikan  karena  kemudian 
hal  itu  akan  membawa  kebaruan  yang 
lain,  yakni:  logika  permainan  (politik). 
Kalau  sebelumnya  Pilkada  diselesai- 
kan  dengan  cara  negosiasi  elite /kese- 
pakatan  elite/konsesi  elite/lobi-lobi 
elite,  sekarang  era  tersebut  sudah  ber- 
akhir.  Sekalipun  negosiasi/ kesepakat- 
an/konsesi/lobi  elite  tetap  dianggap 
penting,  tetapi  yang  lebih  penting  pa- 
da periode  ini  dan  ke  depan  ialah 
"pemasaran  politik",  political  marketing. 
Pemasaran  Politik,  menurut  Bruce  New- 

3 

man,  menjadi  logika  kerja  baru  dalam 


Bruce  Newman,  ed.  Handbook  of  Po- 
litical Marketing  (California:  Sage  Publication, 
1999). 
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pemilihan  kepala  daerah  mengganti- 
kan  negosiasi/kesepakatan/konsesi/ 
lobi  elite  yang  selama  ini  diberlakukan. 

Jika,  Pilkada  Langsung  ini  berlan- 
jut  pada  aras  yang  melembaga  dan  se- 
cara  konsisten  terus  diperbaiki  dan 
waktu  ke  waktu  hal  ini  akan  menan- 
dai  perubahan  yang  ketiga  yakni  es- 
pektasi  permainan  (politik).  Espektasi 
permainan  dalam  konteks  perubahan 
ke  arah  yang  lebih  baik  bergerak  dari 
delegative  democracy^  menuju  demokra- 
si  dengan  mandat.  Dalam  delegative 
democracy  prosedur-prosedur  demokra- 
si  berjalan  tetapi,  menurut  O'Donnel 
(1993),  ada  dua  unsur  penting  yang 
hilang  dalam  demokrasi  semacam  ini, 
yakni    mandat  dan  perwakilan  politik. 
Pada  konteks  delegative  democracy,  de- 
mokrasi berjalan  dengan  instrumen- 
instrumen  yang  standar  tetapi  pada 
saat  yang  sama  proses  dan  hasil  de- 
mokrasi ditandai  dengan  relatif  ab- 
sermya  mandat  dan  perwakilan  politik 
yang  efektif .  Ketika  pemilihan  kepala 
daerah  dilakukan  dengan  membeban- 
kan  pemilihan  itu  pada  peranan  se- 
jumlah  delegasi  di  parlemen  (kota/ 
kabupaten  dan  provinsi),  maka  prose- 
dur  standar  tertentu  memang  terlak- 
sana/terpenuhi  dan  sesuai  dengan 
apa  yang  diinginkan  oleh  demokrasi 
normatif.  Tetapi  pada  saat  yang  sa- 
ma, dalam  pengertian  yang  luas,  prin- 
sip  mandat  dan  prinsip  perwakilan 
politik  sebetulnya  tercederai.  Dalam 
hal  ini,  Pilkada  Langsung  potensial 


Guillermo  O'Donnel  dan  Philipe  Schmit- 
ter.  Transisi  Menuju  Demokrasi  Qakarta:  LP3ES, 
1993). 


bergeser  ke  arah  demokrasi  yang  oleh 
beberapa  scholar  (salah  satunya  Su- 
san Stokes  )  disebut  sebagai  represent- 
ative democracy  yang  dicirikan  dengan 
prosedur  demokrasi  berjalan  sesuai 
standar  di  mana  pada  saat  yang  sama 
tumbuh  prinsip  mandat  dan  perwakil- 
an politik  (yang  efektif). 

Kebaruan  keempat  dalam  pemilih- 
an kepala  daerah — mengacu  pada  are- 
na, logika,  dan  espektasi  politik  yang 
telah  disampaikan  di  muka— ialah 
tumbuhnya  pemahaman  akan  mun- 
culnya  "kampanye  pasca-modem"^  yang 
menyudahi  "kampanye  modem".  Kampa- 
nye pasca-modern  dimungkirUcan  oleh 
terjadinya  gelombang  ketiga  demokrati- 
sasi  yang  menggejala  di  seluruh  dunia 
mulai  tahun  1974.  Ada  perbedaan  yang 
mendasar  antara  kampanye  modem  de- 
ngan kampanye  pasca-modem,  yaitu: 

(i)  Dalam  kampanye  modern  waktu 
yang  dibutuhkan  bisa  satu  bulan, 
dua  bulan,  tiga  bulan,  atau  dst., 
dst. — ".  Sedangkan  kampanye  pasca- 
modem  tidak  mengenal  batas  waktu 
karena  berlangsung  terus  me-nerus 
tanpa  jeda  dari  satu  pemilih- 
an ke  pemilihan  berikutnya  (se- 
panjang  waktu  adalah  kampanye); 

(ii)  -Kampanye  modern  membutuhkan 
dana  yang  besar  karena  masa  kam- 


Dikutip  dari  Eep  Saefulloh  Fatah,  "Pil- 
kada: Merebut  Pemilih",  makalah  Seminar  Na- 
sional,  "Pemilihan  Kepala  Daerah  Secara 
Langsung  dan  Demokratisasi  di  Indonesia", 
Batam,  22-23  Maret  2005. 
6 

Fritz  Plasser  and  Gunda  Plasser.  Global 
Political  Campaigning  (California:  Sage  Pub- 
lication, 2002). 
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panye  berlangsung  cukup  pan- 
jang,  sedangkan  kampanye  pasca- 
modern  menuntut  biaya  yang  le- 
bih  besar  akibat  ketiadaan  batas 
waktu  yang  jelas; 

(iii)  Penyokong  utama  dalam  kampa- 
nye modern  adalah  media  televisi 
(terutama  perebutan  jam-jam  ta- 
yang  utama,  prime-time,  oleh  para 
kandidat  untuk  mempromosikan 
dirinya),  dalam  kampanye  pasca- 
modern  peran  televisi  tereduksi 
dengan  peran  multimedia  (TV,  me- 
dia cetak,  internet,  milis,  sms,  dan 
Iain-lain); 

(iv)  "Logika  media"  dalam  kampanye 
modern  berubah  menjadi  "logika 
pemasaran"  dalam  kampanye  pasca- 
modem.  Dalam  "logika  media"  ma- 
syarakat  diperlakukan  sebagai  "au- 
diens"  yang  harus  dipertahankan. 
Ketika  "logika  media"  pada  "kam- 
panye modern"  berubahnya  men- 
jadi "logika  pemasaran"  pada  iklim 
"kampanye  pasca-modern",  maka 
kemudian  masyarakat  bukan  lagi 
menjadi  "audiens"  tetapi  berubah 
menjadi  'konsumen". 

Dalam  konteks  perubahan-perubah- 
an  sebagaimana  diutarakan  di  atas, 
pelaksanaan  Pilkada  Langsung  ten- 
tunya  akan  membutuhkan  berbagai 
persiapan  bukan  hanya  sekedar  pe- 
rangkat  peraturan  dan  hukum,  teta- 
pi juga  logika  berpolitik  yang  baru, 
cara  berpikir  yang  baru,  sampai  de- 
ngan cara  kerja  yang  baru.  Namun 
demikian,  hingga  saat  ini,  di  tengah 
perubahan  yang  begitu  cepat,  ma- 
yoritas  masyarakat  Indonesia  masih 


menggunakan  paradigma/cara  berpi- 
kir/logika  berpolitik  lama  untuk  men- 
jawab  paradigma/cara  berpikir/logika 
berpolitik  yang  lebih  baru. 

MASA  DEPAN  OTONOMI  DAE- 
RAH 

Beberapa  ide  dasar  dari  pembe- 
rian  otonomi  kepada  daerah  antara 
lain:  (1)  meningkatkan  pelayanan  dan 
kesejahteraan  masyarakat  yang  se- 
makin  baik;  (2)  memelihara  hubungan 
yang  serasi  antara  Pusat  dan  Daerah 
serta  antar-daerah  dalam  rangka  men- 
jaga  keutuhan  Negara  Kesatuan  Re- 
publik  Indonesia  (NKRI);  dan,  (3)  me- 
ngembangkan  kehidupan  demokrasi, 
keadilan,  dan  pemerataan. 

Secara  imiversal,  keberadaan  peme- 
rintahan  daerah  atau  daerah  otonom 
berfungsi  untuk  meningkatkan  pelayan- 
an kepada  maisyarakat  {public  service 
delivery).  Hal  ini  didasarkan  pada  ke- 
nyataan  bahwa  pemerintah  daerah 
adalah  unit  organisasi  pemerintahan 
yang  paling  dekat  dengan  masyara- 
kat, sehingga  dinilai  paling  mampu 
menerjemahkan  aspirasi,  kebutuhan, 
dan  kepentingan  warga  masyarakat 
setempat. 

Menurut  amanat  Undang-undang 
Otonomi  Daerah  yang  baru  (UU  No. 
32/2004  tentang  Pemerintahan  Dae- 
rah) bahwa  kepala  daerah  (bupati/ 
walikota  dan  gubernur)  harus  dipilih 
secara  langsung  serta  koheren  dengan 
penyelenggaraan  pemilihan  presiden 
dan  wakil  presiden  secara  langsung 
di  tingkat  pusat/nasional.  Ada  bebe- 
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rapa  hal  yang  perlu  dikritisi  dalam 
konteks  kebaruan,  khususnya  yang 
berkaitan  dengan  bagaimana  political 
marketing  mampu  serta  dapat  mem- 
bungkus  apa  saja  menjadi  sesuatu 
yang  menarik.  Sebagai  contoh  ekstrem, 
dengan  political  marketing  yang  tengah 
menggejala  dalam  iklim  Pilkada  Lang- 
sung  saat  ini  dapat  saja  mekanisme 
pemasaran  menciptakan  seorang  "ma- 
fioso  sejati"  menjadi  seorang  "dewa 
penolong"  masyarakat.  Oleh  karena 
itu,  ada  beberapa  hal  yang  perlu  disi- 
kapi  terutama  kaitannya  antara  Pil- 
kada Langsung  dengan  masa  depan 
otonomi  daerah  yang  diharapkan  ber- 
gerak  ke  arah  yang  lebih  baik,  dan 
bukan  sebaliknya. 

Political  marketing  yang  mampu  me- 
nyulap  barang  tak  berharga  (baca: 
kandidat  yang  tak  berkualitas  serta 
berkompeten)  menjadi  barang  sangat 
berharga  perlu  disiasati  secara  cer- 
das  agar  otonomi  daerah  tidak  di- 
rampok  oleh  kepentingan-kepentingan 
elite  yang  semata-mata  mengejar  ke- 
kuasaan  demi  "kebutuhan-kebutuhan" 
pribadi.  Ada  beberapa  hal  yang  per- 
lu dilakukan  ke  depan  untuk  men- 
jaga  otonomi  daerah  agar  tidak  te- 
rampok  secara  konstitusional.  Perta- 
ma,  melakukan  pendidikan  pada  para 
pemilih  agar  mengubah  sikap  yang 
selama  ini  lebih  berwarna  suppoters 
ke  arah  sikap  dan  perilaku  baru  men- 
jadi seorang  voters.  Ada  perbedaan 
yang  mencolok  dari  keduanya  (lihat 
tabel  berikut  ini). 


Tabel 


Supporters 

Voters 

Loyalitas-emosional 

Kalkulasi-rasional 

Kultus 

Pertimbangan 

Pengabdian 

Transaksi 

Hirarki 

Kesetaraan 

Dukungan 

Pertanggungjawaban 

WaK 

Mandataris 

Mobilisasi 

Partisipasi  Otonom 

Marah 

Melawan 

Kedm,  menjaga  agar  iklim  tetap  kon- 
dusif  (melakukan  gerakan  anti-keke- 
rasan)  agar  tidak  tercipta  konflik  ver- 
tikal  maupun  horizontal  selama  Pil- 
kada (baik  sebelum  maupun  setelah- 
nya),  sehingga  tidak  memberi  kesem- 
patan  kepada  para  oportunis  meng- 
ambil  kesempatan  dalam  kesempitan. 
Banyak  analis,  pemerhati,  sampai  de- 
ngan pengamat  politik  yang  menya- 
takan  bahwa  Pilkada  Langsung  sa- 
ngat berpotensi  melahirkan  konflik. 
Dengan  mengacu  pada  teori  konflik 
dan  teori  manajemen  konflik,  secara 
sederhana  dapat  diprediksi  bahwa 
pelaksanaan  Pilkada  Langsung  jauh 
lebih  memungkinkan  terjadinya  kon- 
flik dibandingkan  dengan  pemilih- 
an  presiden/wakil  presiden  secara 
langsung.  Secara  teoretis,  biasanya 
potensi  konflik  dapat  dinilai  dari  be- 
berapa aspek  di  antaranya:  eksistensi 

konflik,  intensitias  konflik,  dan  skala/ 

g 

luas  konflik. 

Pertama,  dibandingkan  pemilihan 
presiden  secara  langsung,  peluang 
munculnya   konflik   dalam  Pilkada 


^Fatah.  "Pilkada:  Merebut  Pemilih". 


Maurice  Duverger.  Sosiologi  Politik  (Ja- 
karta: Rajawali  Pers,  1998). 
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Langsung  jelas  lebih  besar.  Sebagai 
contoK,  bagi  orang-orang  daerah  di 
Aceh,  di  Papua,  atau  di  Poso,  yang 
melihat  dan  jarak  jauh  pertarungan 
politik  di  Jakarta  antara  dua  kan- 
didat  presiden,  pertarungan  tersebut 
tidak  muncul/tampak  secara  riil.  Hal 
ini  dikarenakan,  realitas  media  yang 
mereduksi  konflik  tersebut,  sehingga 
efek  ketampakannya  tidak  terasa  se- 
cara langsung.  Sementara  itu,  dalam 
pelaksanaan  Pilkada  Langsung  eksis- 
tensi  konflik  betul-betul  kasat  mata 
(tanpa  harus  melalui  media),  berada 
dekat  dengan  mereka,  dan  mungkin 
mempengaruhi  kehidupan  mereka  di 
daerah  saat  itu  dan  di  kemudian  hari. 

Kedua,  dalam  Pilkada  Langsung  in- 
tensitas  konflik  cenderung  lebih  ting- 
gi  akibat  keterlibatan  emosional  ca- 
lon  partisipan.  Hal  ini  dikarenakan 
antara  para  pemilih/pendukung  dan 
calon  kandidat  telah  terjadi  hubung- 
an-hubungan  politik  dan  emosional 
yang  lebih  langsung  sifatnya,  diban- 
dingkan  pemilihan  presiden/wakil 
presiden.  Ketiga,  di  dalam  Pilkada 
Langsung  skala/luas  konflik  juga  le- 
bih besar  dikarenakan  jumlah  par- 
tisipan nyata  (real  voters)  itu  lebih 
tinggi  dibandingkan  dengan  pemi- 
lihan presiden/wakil  -presiden  se- 
cara langsung  sebagai  konsekuensi 
dua  aspek  ukuran  sebelumnya 

Ketiga,  jangan  sampai  otonomi 
daerah  yang  tengah  berlangsung  di- 
rusak  oleh  sistem  pemilihan  kepala 
daerah  yang  menghalalkan  sistem 
mayoritas  mutlak  dan  sistem  ma- 
yoritas  sederhana.  Karena,  Peraturan 


Pemerintah  No.  6/2005  sebetulnya 
tidak  menegaskan  apakah  kita  ha- 
rus berpihak  pada  sistem  mayoritas 
mutlak  atau  sistem  mayoritas  seder- 
hana. Karena  dalam  PP  tersebut  di- 
utarakan  bahwa  kepala  daerah  da- 
pat  diangkat  apabila  lebih  dari  50% 
pemilih  memilihnya  (sistem  mayori- 
tas mutlak),  tetapi  kalau  tidak,  25% 
lebih  dapat  juga  menjadi  kepala  dae- 
rah (sistem  mayoritas  sederhana). 
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kalau 
tidak  mencapai  mayoritas  mutlak  ma- 
ka  mayoritas  sederhana  pun  dapat 
dihalalkan.  Ini  pun  dapat  menjadi 
sumber  konflik,  apabila  ternyata  ada 
seorang  kandidat  yang  dipilih  me- 
lalui sisitem  mayoritas  sederhana, 
yang  dikemudian  hari  para  lawan- 
lawan  politiknya  menghimpun  ke- 
kuatan  menjadi  kelompok  yang  me- 
miliki  kekuatan  mayoritas  mutlak 
yang  pada  hari-hari  selanjutnya  me- 
rongrong/menolak  pemerintah  yang 
berkuasa. 

PENUTUP 

Menurut  Robert  A.  Dahl  (1999), 
pemerintahan  yang  demokratis  akan 
menunjukkan  kadar  partisipasi  rak- 
.  yat  yaag -tinggi,  baik  dalam  memilih 
pejabat  publik,  mengawasi  perilaku- 
nya,  hingga  menentukan  arah  kebi- 
jakan  umum  kepemerintahannya.  Ka- 
dar demokrasi  suatu  negara  dapat 
ditentukan  oleh  dua  hal.  Pertama,  se- 
berapa  besar  peranan  masyarakat 
dalam  menentukan  arah  kebijakan 
umum  kepemerintahan  (arah  kebijak- 
an publik).  Penentuan  atau  mempe- 
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ngaruhi  kebijakan  publik  dapat  di- 
lakukan  melalui  mekanisme  partisi- 
pasi  politik  yang  salah  satunya  me- 
lalui mekanisme  pemilihan  pejabat 
publik  (kepala  daerah)  secara  lang- 
sung,  sehingga  warga  masyarakat 
dapat  memilih  secara  langsung  ca- 
lon-calon  yang  dinilai  oleh  mereka 
sebagai  individu  yang  mau  dan 
mampu  menangkap,  mengapresiasi, 
hingga  mengimplementasi  aspirasi 
warganya  ketika  calon-calon  itu  te- 
lah  menjadi  pejabat  publik. 

Kedua,  seberapa  besar  peranan  war- 
ga masyarakat  dalam  menentukan 
siapa  di  antara  mereka  yang  dijadi- 
kan  pejabat  publik.  Dalam  hal  ini, 
pemilihan   kepala    daerah  (pejabat 
publik)  secara  langsung  oleh  rakyat 
pemilih  menunjukkan  semakin  ting- 
ginya  kadar  demokrasi  di  negara  ini. 
Selain  itu,  diperlukan  juga  mekanis- 
me kontrol  yang  mengharuskan  para 
pejabat  publik  mempertanggungjawab- 
kan  semua  yang   telah  dilakukan- 
nya.  Berkaitan  dengan  hal  itu,  "me- 
reka yang  terpilih — baik  presiden/ 
gubernur/bupati/wali  kota — merupa- 
kan   cerminan   pemilihnya".  Maka, 
jika   para   pemilih   menyebut  atau 
mengidentifikasi  diri  sebagai  orang- 
orang  yang  pro-demokrasi,  ahti-ko- 
rupsi,  mencita-citakan  pemerintahan 
yang  bersih  dan  bertanggung  jawab, 
serta  menginginkan  masa  depan  ke- 
hidupan  yang  lebih  baik,  seharus- 
nya  pilihan  mereka  pada  kandidat 
kepala  daerah  pun  adalah  pilihan 


yang  mencerminkan  sikap,  keinginan, 
dan  cita-cita  mereka. 
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Parlemen  ASEAN: 
Sebuah  Refleksi  ke  Depan 

Bantarto  Bandoro 

Gagasan  parlemen  regional  ASEAN  pertama  kali  diusulkan  oleh  Filipina 
pada  awal  dasawarsa  1980-an,  ketika  kawasan  Asia  Tenggara  diangxap  be- 
lum  mencapai  tahap  menentukan  dalam  integrasi  regional.  Ketika  ASEAN 
kint  memasuki  era  baru  dalam  kerja  sama  regional,  gagasan  itu  tetap  hidup 
Dalam  perspektif  Ftlipina,  proses  integrasi  Eropa  dan  evolusi  parlemen  Ero- 
pa merupakan  sebuah  pelajaran  positif  yang  bisa  diambil  oleh  Asia  Tensrsrara 
mesktpun  kondisi  sosial  dan  politik  di  Asia  Tenggara  sangat  berbeda  dar'i 
m  yang  terjadi  di  Eropa.  Meski  parlemen  ASEAN  masih  merupakan  se- 
buah gagasan,  namun  ketika  saatnya  nanti  kawasan  Asia  Tenggara  menerima 
parlemen  ASEAN  sebagai  sebuah  kenyataan,  ASEAN  tidak  akan  kehilangan 
identitasnya,  tetapi  justru  akan  menjadi  sebuah  organisasi  regional  yang  memi- 
hki  kekuatan  ekstra  dalam  mengelola  isu-isu  baru  kawasan  sehingga  mam- 
pu  memainkan  peran  secara  regional 


KERJA  SAMA  adalah  sebuah 
mekanisme  yang  sejak  1960- 
an  hingga  kini  digunakan 
oleh  negara-negara    anggota  ASEAN 
untuk  mempromosikan  kepentingan 
regional  Asia  Tenggara  maupun  ke- 
pentingan negara-negara  anggota  baik 
pada  tingkat  regional  maupun  glo- 
bal. Kerja  sama  pada  tingkat  regio- 
nal mencakup   antara   lain  bidang 
politik,  ekonomi,  4eeamanan  dan  so- 
sial budaya.  Produk  kerja  sama  re- 
gional ASEAN  beragam,  mulai  dari 
deklarasi  bersama  sampai  ke  per- 
janjian.  Apa  pun  produk  kerja  sama 
ASEAN,  produk-produk  tersebut  me- 
rupakan fondasi  politik  ASEAN  da- 
lam memperkuat  stabilitas  kawasan 
dan    mengembangkan    kerja  sama 
antar  anggotanya. 


Pada  tingkat  regional,  kerja  sama 
ASEAN  sudah  mencapai  satu  tahap 
di  mana  ASEAN  sepakat  imtuk  mem- 
bentuk  sebuah  komunitas  politik.  Ko- 
munitas  ini  dibangun  atas  dasar  per- 
timbangan  bahwa  isu-isu  regional 
dan  global  sekarang  ini  dan  di  ma- 
sa  depan  hanya  mungkin  diatasi 
melalui  sebuah  kerangka  kerja  sama 
yang  lebih  terorganisir  dan  terpadu. 
Gagasan  Komunitas  ASEAN  muncul 
karena  pertimbangan  demikian. 

Proses  integrasi  ASEAN  dalam  ber- 
bagai  bidang  kerja  sama  berlangsung 
sejalan  dengan  gelombang  globalisasi. 
Globalisasi  menjadi  semacam  stimu- 
lus bagi  negara-negara  di  kawasan 
Asia  Tenggara  untuk  meninjau  kem- 
bali  posisi  dan  kebijakan  regional 
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dan  intemasional  mereka.  Dalam  kon- 
teks  demikian  muncul  berbagai  ga- 
gasan  untuk  membuat  kawasan  Asia 
Tenggara  menjadi  kawasan  yang  bu- 
kan  saja  terintegrasi  secara  politik 
dan  keamanan,  tetapi  juga  memi- 
liki  kemampuan  untuk  mengantisi- 
pasi  perubahan-perubahan  intemasio- 
nal dan  regional. 

Kerja  sama  dalam  konteks  demi- 
kian bukan  hanya  dilakukan  oleh  pe- 
merintah  negara-negara  anggota 
ASEAN,  tetapi  juga  institusi-institu- 
si  politik  lainnya  dari  anggota 
ASEAN.  Kerja  sama  antar  parlemen 
ASEAN  {ASEAN  Inter-Parliamentary 
Organization / AlPO)  yang  telah  ber- 
langsung  sejak  lama  harus  dilihat 
sebagai  manifestasi  kepedulian  me- 
reka terhadap  isu-isu  regional  dan 
internasional.  Melalui  pertemuan  ru- 
tin, mereka  berusaha  untuk  tanggap 
terhadap  masalah-masalah  regional 
yang  dihadapi  pemerintah  dan  karena 
itu  pada  setiap  akhir  pertemuannya 
mereka  selalu  memberi  alternatif  ke- 
bijakan  kepada  pemerintah.  Dengan 
latar  belakang  demikian,  dapat  di- 
mengerti  mengapa  Filipina  memun- 
culkan  gagasan  untuk  membentuk 
Parlemen  ASEAN  dan  Majelis  Parle- 
men Asia  {Asian  Parliamentary  Assembly/ 
APA) 

Tulisan  ini  mencoba  memahami  ga- 
gasan tersebut  di  atas,  khususnya 
Parlemen  ASEAN,  dalam  konteks  per- 
ubahan-perubahan lingkungan  inter- 
nasional dan  regional.  Kebijakan-ke- 
bijakan  regional  ASEAN  dalam  ber- 
bagai isu  regional  bisa  digunakan 


sebagai  langkah  awal  untuk  mema- 
hami lebih  jauh  gagasan  tersebut. 

PARLEMEN  DALAM  KONTEKS 
POLITIK 

Parlemen  adalah  sebuah  institusi 
politik  yang  merupakan  wujud  dari 
sebuah  demokrasi.  Pada  tingkat  na- 
sional,  parlemen — yang  merupakan 
bagian  dari  mekanisme  politik — men- 
jadi mitra  pemerintah  dalam  menen- 
tukan  prioritas  kebijakan,  baik  itu 
kebijakan  berskala  nasional  maupun 
intemasional.  Persoalan-persoalan  yang 
dihadapi  pemerintah  dengan  sendi- 
rinya  akan  diketahui  juga  oleh  par- 
lemen. Karena  itu,  sulit  bagi  pemerin- 
tah untuk  menghindar  dari  "keha- 
rusan"  berkomunikasi,  berinteraksi, 
dan  konsuitasi  jika  perlu,  dengan  par- 
lemen. Dalam  proses  demikian  par- 
lemen dan  pemerintah  akan  saling 
memahami  posisi  dan  perspektif  mereka 
masing-masing  mengenai  persoalan 
nasional  tertentu. 

Sebagai  bagian  dari  mekanisme  dan 
proses  politik  pada  level  nasional,  par- 
lemen kerapkali  memainkan  peran  dan 
mengambil  kebijakan  yang  bukan  ha- 
nya bertentangan  dengan  kebijakan 
pemerintah,  tetapi  ia  juga  memainkan 
peran  sebagai  pendukung  kebijakan 
pemerintah.  Konflik  antara  keduanya 
sulit  dihindari  ketika  kedua  aktor  po- 
litik itu  mengambil  sikap  berbeda  me- 
ngenai sebuah  persoalan  nasional. 
Bisa  saja  mereka  berbicara  atas  na- 
ma  "kepentingan  nasional".  Apa  yang 
dilihat  dalam  kenyataan  sebenarnya 
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lebih  kompleks,  dan  karena  parlemen 
mengorganisir  dirinya  tidak  dalam 
bentuk  delegasi  atau  wakil-wakil  na- 
sional,  tetapi  kelompok-kelompok  po- 
litik,  maka  garis  pemisah  antara  ke- 
duanya  untuk  sebagian  besar  isu  na- 
sional  bukanlah  antara  bangsa,  tetapi 
antara  pandangan-pandangan  poli- 
tik  atau  kepentingan-kepentingan  sek- 
toral.  Dengan  kata  lain,  parlemen 
sering  memandang  persolan  nasio- 
nal  dan  regional  tidak  melalui  pers- 
pektif  kepentingan  nasional,  tetapi 
melalui  kepentingan  kelompok  poli- 
tik  tertentu.  Hal  ini,  sampai  batas 
tertentu,  dianggap  wajar  sejauh  usul- 
an  solusi  terhadap  isu  tertentu  tidak 
sampai  mengganggu  stabilitas  domestik. 

Jadi,  pada  level  nasional,  "kemi- 
traan"  antara  pemerintah  dan  par- 
lemen bukan  hanya  sesuatu  yang 
diinginkan,  tetapi  juga  merupakan 
suatu  keharusan.  Kepekaan  parle- 
men dan  pemerintah  dalam  menyi- 
kapi  persoalan-persoalan  nasional 
dan  internasional  yang  memiliki  im- 
plikasi  nasional  adalah  perlu,  khu- 
susnya  ketika  persoalan  itu  menjadi 
sorotan  publik.  Dalam  kondisi  demi- 
kian,  dibutuhkan  persamaan  persep- 
si,  meskipun  tidak  harus  selalu  de- 
mikian,  mengenai  persoalan-persoal- 
an yang  dihadapi  negara. 

Persamaan  persepsi  dan  sikap  an- 
tara parlemen  dan  pemerintah  di- 
butuhkan dalam  beberapa  hal,  mi- 
salnya  mengenai:  (1)  sumber  dari  per- 
soalan; (2)  mekanisme  penyelesai- 
an  persoalan;  (3)  implikasi  dari  per- 
soalan; dan  sebagainya.  Jadi,  sebe- 
narnya  banyak  hal  yang  positif  yang 


bisa  dipelajari  dari  "kemitraan"  an- 
tara parlemen  dan  pemerintah. 

Parlemen  dalam  dirinya  memba- 
wa  tanggung  jawab  politik  untuk 
mengingatkan  pemerintah  mengenai 
berbagai  persoalan  yang  dihadapi  ne- 
gara. Parlemen  bukan  hanya  menja- 
di tempat  untuk  konsultasi,  tetapi 
juga  merupakan  kekuatan  tambah- 
an  dalam  menciptakan  lingkungan 
politik  yang  lebih  baik.  Singkatnya, 
parlemen  dan  pemerintah  dapat  me- 
mainkan  peran  regional  mereka  se- 
cara  tandem. 


PARLEMEN  REGIONAL  DAN 
HUBUNGAN  INTERNASIONAL 
KAWASAN 

Hubungan  antara  parlemen  dan 
pemerintah  pada  tingkat  nasional  se- 
perti  digambarkan  di  atas  mungkin 
bisa  diterapkan  pada  tingkat  regio- 
nal, terutama  ketika  kawasan  ber- 
sangkutan  dihadapkan  pada  tantang- 
an  baru.  Isu-isu  kebijakan  {policy  is- 
sues) baru  yang  muncul  pada  ting- 
kat regional  seharusnya  tidak  melulu 
menjadi  domain  pemerintah.  Sebagai 
bagian  dari  sistem  regional  parlemen 
masing-masing  negara  seharusnya  di- 
beri  ruang  untuk  memainkan  p^^~-  — 
regional.  Meskipun  parlemen  bukan 
pengambil   keputusan   utama  pada 
tingkat  regional,  ia  perlu  dilibatkan 
dalam  urusan-urusan  regional.  Argu- 
mennya  adalah  bahwa  sebagai  in- 
stitusi  politik,  suara  parlemen  pantas 
didengar,  terutama  ketika  kawasan 
menghadapi  isu  yang  memerlukan 
alternatif  opini.   Bukan  hanya  itu. 
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suara  mereka  seharusnya  dipandang 
sebagai  kepedulian  mereka  terhadap 
isu  regional  dan  implikasi  nasional- 
nya.  Di  sini,  ia  tidak  sekadar  men- 
jalankan  fungsi  penasehat  {advisory 
function),  tetapi  juga  dapat  menga- 
jukan  berbagai  rekomendasi,  baik  itu 
menyangkut  perubahan  maupun  pe- 
nyesuaian-penyesuaian  kebijakan.  Da- 
lam  hal  ini,  bisa  dipahami  jika 
AIPO  pada  setiap  akhir  pertemuan 
tahunaimya  selalu  mengeluarkan  bu- 
tir-butir  kebijakan. 

Dengan  demikian,  apa  yang  men- 
jadi  keprihatinan  pemerintah  juga 
merupakan  keprihatinan  parlemen.  Iiu 
berarti  parlemen  secara  tidak  lang- 
sung  memainkan  peran  producer,  arti- 
nya  ia  juga  dapat  mengeluarkan  ke- 
bijakan-kebijakan  yang  layak  dide- 
ngar  dan  dipertimbangkan  oleh  pe- 
merintah. Dengan  peran  semacam 
ini,  parlemen  regional  bukan  hanya 
menjalankan  fungsi  memonitor  ke- 
pentingan  ekonomi  dan  keamanan 
kawasan,  tetapi  mungkin  ia  dapat 
menjadi  semacam  mekanisme  untuk 
resolusi  dan  manajemen  krisis  {crisis 
management  and  resolution).  Di  atas  se- 
muanya  itu,  parlemen  regional  dapat 
menjadi  faktor  yang  mempererat  hu- 
bungan  antar  pemerintah  pa^a  ting-_ 
kat  regional. 

Peran  parlemen  dalam  hubungan 
intemasional  di  sebuah  kawasan  ter- 
tentu,  sampai  batas  tertentu,  dapat 
mencerminkan  tingkat  pertumbuhan 
demokrasi  di  kawasan  bersangkutan. 
Di  sini,  dalam  peran  regionalnya,  par- 
lemen tidak  hanya  menjadi  contoh 
dari  sebuah  demokrasi,  tetapi  ia  ju- 


ga dapat  menjadi  forum  yang  bisa 
mempromosikan  nilai-nilai  demo- 
krasi pada  tingkat  regional.  Keberpi- 
hakan  parlemen  pada  kepentingan 
kawasan,  apalagi  jika  kepentingan 
tersebut  dikaitkan  dengan  pertumbuhan 
demokrasi,  dapat  menjadi  kekuatan 
tambahan  bagi  pemerintah  dalam 
mengatasi  masalah-masalah  regio- 
nal baru. 

Pluralisme  dalam  hubungan  inter- 
nasional  kawasan  memang  sulit  di- 
hindari,  terutama  ketika  dunia  meng- 
hadapi  gelombang  globalisasi.  Plu- 
ralisme dalam  hubungan  intemasio- 
nal merupakan  fenomena  yang  mem- 
buka  ruang  lebih  besar  bagi  partisi- 
pasi  berbagai  aktor  dalam  urusan- 
urusan  kawasan.  Kecenderungan  de- 
mikian  hendaknya  tidak  dilihat  se- 
bagai sebuah  kemunduran,  tetapi  ke- 
majuan  kawasan  dalam  memperluas 
perspektifnya  mengenai  isu-isu  regio- 
nal baru. 

PARLEMEN  ASEAN  DAN  IN- 
TEGRASI  REGIONAL:  SEBUAH 
REFLEKSI  DAN  PEMAHAMAN 
GAGASAN  FILIPINA 

Apa  yang  telah  dijelaskan  di  atas 
sekurang-kurangnya  dapat  menjadi 
titik  tolak  untuk  memahami,  paling 
tidak  secara  hipotetis,  persoalan  parle- 
men regional  ASEAN. 

Gagasan  parlemen  regional  ASEAN 
pertama  kali  diusulkan  oleh  Filipina 
pada  awal  dasawarsa  1980-an  keti- 
ka kawasan  Asia  Tenggara  dianggap 
belum  mencapai  tahap  menentukan 
dalam   integrasi   regional.  Gagasan 
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itu  tetap  hidup  bahkan  hingga  kini, 
ketika  ASEAN  telah  memasuki  "era 
baru"  dalam  kerja  sama  regionalnya. 
Gagasan  mengenai  parlemen  Asia 
(APA)  juga  datang  dari  Filipina. 

Spekulasi  mengenai  motif  Filipina 
mengajukan  usul  parlemen  ASEAN 
adalah  sebagai  berikut.  Pertama,  Fi- 
lipina memandang  penting  peran  par- 
lemen dalam  urusan-urusan  nasional. 
Hal  yang  demikian  ini  divisualisasi- 
kan  pada  tingkat  regional  di  mana 
kolektifitas  parlemen  negara-negara 
ASEAN  diharapkan  juga  menjadi 
sumber  inspirasi  bagi  penyelesaian 
masalah-masalah  regional.  Kedua,  ka- 
rena  implikasi  nasional  begitu  luas 
dari  isu-isu  regional,  peran  parle- 
men ASEAN  dibutuhkan  untuk  me- 
nambah  daya  bagi  upaya  regional 
untuk  mengatasi  dampak  tersebut. 
Ketiga,  parlemen  ASEAN  dapat  mem- 
perluas  perspektif  negara-negara  Asia 
Tenggara  mengenai  perkembangan  ka- 
wasan.  Keempat,  karena  premis  teore- 
tik  mengenai  fungsionalisme  di  mana 
parlemen  ASEAN  diharapkan  mam- 
pu  menggerakkan  kerja  sama  ekono- 
mi  dan  pertukaran  sosial  dan  buda- 
ya  antar  negara  anggota  ASEAN,  dan 
ini  pada  gilirannya  dapat  memban- 
tu  membangun  saling  percaya,  mem- 
perkuat  saling  pengertian  politik  dan 
menyelesaikan  konflik-konflik  regio- 
nal. Kelima,  proyeksi  Filipina  menge- 
nai integrasi  kawasan  Asia  Tengga- 
ra akibat  kekuatan  integratif  global 
yang  dibawa  oleh  proses  globalisasi. 
Di  sini  parlemen  ASEAN  dapat  men- 
jadi salah  satu  faktor  penggerak  pro- 
ses integrasi  kawasan. 


Negara-negara  anggota  ASEAN 
lainnya  menilai  gagasan  Filipina  ter- 
sebut sebagai  terlalu  awal,  apalagi 
ditawarkan  kepada  sebuah  kawasan 
yang  masih  memiliki  kesenjangan  da- 
lam berbagai  bidang.  Filipina  men- 
coba  memperjuangkan  gagasannya  ini 
dalam  setiap  pertemuan  AIPO,  bah- 
kan hingga  pertemuan  AIPO  terakhir 
di  Jakarta. 

Integrasi  politik  regional  memang 
merupakan  sebuah  proses  yang  sulit 
dan  kompleks.  Integrasi  demikian 
akan  mengarah  kepada  integrasi  eko- 
nomi,  tetapi  hal  itu  dimungkinkan 
terjadi  hanya  jika  ada  kemaun  po- 
litik yang  kuat.  Mungkin  Filipina  me- 
mandang bahwa  karena  Asia  Teng- 
gara secara  perlahan-lahan  telah 
memperlihatkan  kemauan  politik  ter- 
sebut, maka  ia  gigih  memperjuang- 
kan gagasan  tersebut.  Dalam  proses 
tersebut,  parlemen  ASEAN,  dalam 
perspektif  Filipina,  dapat  menjadi 
stimulus  bagi  proses  integrasi  ka- 
wasan secara  lebih  cepat.  Artinya, 
parlemen  ASEAN  dapat  memprakar- 
sai  langkah-langkah  politik  penting 
yang  sejalan  dengan  kebijakan-kebi- 
jakcin  pemerintah. 

Gagasan  Filipina  bisa  jadi  dipe- 
"ftgaruhi  oleh-dtrramika  integrasi  po- 
litik dan  ekonomi  yang  terjadi  di 
belahan  dunia  lainnya.  Dalam  per- 
spektif Filipina,  proses  integrasi  Ero- 
pa  dan  evolusi  parlemen  Eropa  me- 
rupakan sebuah  pelajaran  positif 
yang  bisa  diambil  oleh  Asia  Teng- 
gara, meskipun  kondisi  sosial  dan 
politik  di  Asia  Tenggara  sangat  ber- 
beda  dari  apa  yang  dilihat  di  Ero- 


PARLEMEN  ASEAN:  SEBUAH  REFLEKSI  KE  DEPAN  (Bandoro) 


203 


pa.  Dalam  pandangan  Filipina,  tidak 
ada  satu  kawasanpun  di  dunia  ber- 
kembang  yang  secara  terang-terang- 
an  mencontoh  Eropa  dalam  inte- 
grasi  politiknya.  ASEAN,  misalnya, 
yang  dinilai  lebih  berhasil  diban- 
dingkan  organisasi  regional  lainnya 
dan  memiliki  institusi  keamanan  (ASEAN 
Regional  Forum /AR¥),  tidak  memiliki 
parlemen  ASEAN  maupun  pendekat- 
an  bersama  terhadap  isu  kritikal  se- 
perti hak  asasi  manusia,  demokrasi 
dan  pluralisme.  Organisasi  regional 
lainnya,  seperti  OAU  atau  GCC  bah- 
kan  lebih  jauh  tertinggal  dalam  kerja 
sama  dan  integiasi  politiknya. 

Perkembangan  terakhir  di  kawasan 
Asia  Tenggara  dengan  munculnya 
gagasan  komunitas  Asia  Tenggara 
tampaknya  semakin  mendorong  Fili- 
pina untuk  memperjuangkan  gagasan 
parlemen  ASEAN. 

PENUTUP:  PARLEMEN  ASEAN, 
SEBUAH  PROBABILITAS 

Diskusi  mengenai  persoalan  pro 
dan  kontra  parlemen  ASEAN  hen- 
daknya  dikaitkan  dengan  tiga  bidang 
utama  kerja  sama  ASEAN — ekonomi, 
politik-keamanan  dan  sosial-budaya, 
Bidang-bidang  ini  merupakan  pilar 
utama  kerja  sama  ASEAN.  Keberha- 
silan  ASEAN  melakukan  apa  yang 
telah  disepakati  dalam  cetak  birunya 
sampai  batas  tertentu  akan  sangat 
ditentukan  oleh  kemampuan  ASEAN 
sendiri  dalam  memetakan  konfigurasi 
kawasan  dan  memproyeksikan  per- 
kembangan dalam  lingkungan  stra- 
tegisnya. 


Membangun  komunitas  tunggal 
Asia  Tenggara  bukan  pekerjaan  yang 
mudah.  Negara-negara  di  kawasan 
dituntut  untuk  membangun  persepsi 
yang  sama  mengenai  bagaimana 
mengatasi  persoalan-persoalan  baru 
kawasan  dan  memperkuat  ketiga  pilar 
di  atas.  Bukan  hanya  itu.  Pemerintah 
negara  anggota  ASEAN  juga  harus 
menggerakan  dan  memobilisir  selu- 
ruh  komponen  kawasan  jika  ingin 
impiannya  menjadi  komunitas  tung- 
gal diterima  oleh  seluruh  sektor  pe- 
merintah dan  non-pemerintah.  Ini 
berarti  untuk  merealisasi  impian  de- 
mikian,  hal  itu  dapat  dan  seharus- 
nya  melibatkan  aktor  lain.  Di  sini- 
lah  mungkin  pentingnya  kehadiran 
parlemen  regional  dalam  menterje- 
mahkan  keputusan-keputusan  regio- 
nal penting. 

Pilar  ASEAN  sebagaimana  disebut- 
kan  di  atas  akan  menopang  ASEAN 
lebih  kuat  lagi  jika  arti  penting  pilar 
itu  juga  disosialisasikan  kepada,  dan 
dipahami  oleh,  kalangan  parlemen 
ASEAN.  Ini  bisa  diinterpretasikan  se- 
bagai  terbukanya  ruang  bagi  ASEAN 
untuk  melembagakan  kerja  sama  antar 
parlemennya  dalam  sebuah  lembaga 
parlemen  regnal  yang  lebih  terstruktiur. 

Seperti  parlemen  regional  lainnya, 
parlemen  ASEAN  dapat  memperkuat 
dan  "memuluskan"  proses  integrasi 
dan  kerja  sama  ASEAN  dan  sebagai 
instrumen  yang  akan  sangat  mem- 
bantu  mengembangkan  perspektif  re- 
gional di  kalangan  anggotanya.  Parle- 
men regional  ASEAN  ini  dapat  di- 
pandang  sebagai  instifnisi  di  mana 
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saling  pengertian  politik  dan  pemba- 
ngunan  konsensus  dan  komunikasi 
bisa  dibangun;  ini  sebuah  proses  yang 
secara  politik  dapat  mempengaruhi 
penyelesaian  konflik-konflik  regional 
baru.  Para  anggota  parlemen  akan 
menilai  tinggi  pertemuan  mereka  pa- 
da  tingkat  regional  sebagai  sebuah 
bukti  kepekaan  mereka  terhadap  tan- 
tangan  baru  kawasan. 

Parlemen  ASEAN,  hingga  kini,  me- 
mang  masih  merupakan  sebuah  ga- 
gasan,  bahkan  sebuah  nebulous  idea. 
Tetapi  ketika  saatnya  nanti  kawasan 
Asia  Tenggara  menerima  parlemen 
ASEAN  sebagai  sebuah  kenyataan, 
ASEAN  tidak  akan  kehilangan  iden- 
titasnya,  tetapi  justru  ia  akan  menja- 
di  sebuah  organisasi  regional  yang 
memiliki  kekuatan  ekstra  dalam  me- 
ngelola  isu-isu  baru  kawasan.  Kawasan 
Asia  Tenggara  pada  akhirnya  akan 
menyaksikan  semacam  kesetaraan  an- 
tar  aktor  regional  dalam  memainkan 
peran  regionalnya. 

Seperti  halnya  parlemen  Eropa  pa- 
da  tahap-tahap  awal  pembentukan- 
nya,  parleinen  ASEAN  hanya  dapat 
dimulai  sebagai  sebuah  deliberative 
body.  Pada  tahap  demikian,  parlemen 
ASEAN  beluicLaJjisa  „dibay^angkan  se- 
bagai eksekutif  regional  seperti  De- 
wan  atau  Komisi  Eropa. 

Karena  dibutuhkan  waktu  lama  se- 
belum  tahap  berikutnya  dari  integra- 
si  politik  regional  ASEAN  dapat  te- 
realisasi,  parlemen  ASEAN  akan  meng- 
address  keputusan-keputusan  politik 
dan  resolusinya  hanya  kepada  ma- 
sing-masing  pemerintah  negara  ang- 


gota ASEAN  atau  bahkan  kepada 
ASEAN  sebagai  organisasi.  Sejalan 
dengan  tumbuhnya  institusi  dari  in- 
tegrasi  politik  di  Asia  Tenggara,  par- 
lemen ASEAN,  untuk  beberapa  ta- 
hun  pertama,  mulai  dapat  menam- 
pakkan  karakter  legislatifnya.  Sebe- 
lum  hal  ini  tercapai,  keputusan-kepu- 
tusan parlemen  ASEAN  hanya  akan 
berbentuk  usul  dan  rekomendasi. 

Sekalipun  nantinya  keputusan-ke- 
putusan parlemen  ASEAN  ditolak 
oleh  negara  anggota  ASEAN  secara 
individu,  keputusan  itu  bisa  mengge- 
rakkan  tekanan  publik  untuk  berpi- 
hak  kepada  parlemen  regional.  Apa- 
lagi  jika  keputusan  parlemen  regio- 
nal diterima,  keberpihakan  kepada 
parlemen  semakin  kuat.  Jika  parle- 
men ASEAN  dianggap  sebagai  sesua- 
tu  yang  layak,  maka  isu-isu  yang  dibi- 
carakan  di  bawah  parlemen  regional 
haruslah  isu-isu  yang  juga  sedang 
dibicarakan  oleh  ASEAN  dan  sebe- 
liimnya  telah  ada  kosensus  mengenai 
isu  tersebut.  Cara  demikian  memung- 
kinkan  parlemen  regional  ASEAN 
membahas  berbagai  isu,  mulai  dari 
kerja  sama  ekonomi  sampai  isu  yang 
termasuk  dalam  tiga  pilar  ASEAN. 
Parlemen  ASEAN  juga  dapat  memba- 
has isu-isu  keamanan  yang  meiiripe^ 
ngaruhi  kawasan  seperti  terorisme, 
migrasi  illegal,  pencucian  uang,  dan 
sebagainya. 

Dibandingkan  kawasan  Asia  Se- 
latan,  yang  masih  diwarnai  oleh 
konflik  India-Pakistan  sehingga  me- 
nyulitkan  kawasan  itu  membentuk 
parlemen_  regional,    kawasan  Asia 
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Tenggara  sebenarnya  jauh  lebih  ber- 
untung,  karena  tidak  menyaksikan 
konflik  berskala  tinggi  seperti  yang 
terjadi  di  Asia  Selatan.  Karena  itu, 
kesempatan  untuk  membentuk  parle- 
men  regional  Asia  Tenggara  sesung- 
guhnya  lebih  besar  karena  upaya  ke 
arah  itu  tidak  akan  terhambat  oleh 
konflik-konflik  regional. 

Keterlibatan  parlemen  regional  da- 
lam  isu-isu  kebijakan  (policy  issues)  cikan 
sangat  membantu  media  nasional  dan 
penduduk  lokal  (di  masing-masing 
anggota  ASEAN)  memahami  isu-isu 
regional.  Cara  demikian  bukan  ha- 
nya  akan  menumbuhkan  perspektif 
regional  yang  lebih  harmonis,  tetapi 
juga  memperkuat  ketiga  pilar  kerja 
sama  ASEAN. 

Filipina  mungkin  melihat  kenya- 
taan  bahwa  vibrasi  integrasi  politik 
regional  telah  mulai  dirasakan.  Ke- 
kuatan-kekuatan  domestik  dan  inter- 
nasional  yang  menggerakkan  vibra- 
si itu  secara  tidak  langsung  membe- 
rikan  kekuatan  dan  arah  kepada  ga- 
gasan  parlemen  regional.  Dalam  kon- 
disi  semacam  ini,  gagasan  parlemen 
regional  ASEAN  memang  kelihatan^ 
nya  masih  jauh  dari  kenyataan,  te- 
tapi ia  bukan  gagasan  yang  tidak 
realistik.  Kesenjang>a»i  antara  gagas- 
an dan  realita,  jika  ini  memang  ada, 
dapat  dijembatani  oleh  konsep  bah- 
wa pembangiman  stabilitas  Asia  Teng- 
gara yang  bersatu  membutuhkan  par- 
tisipasi  seluruh  komponen  kawasan. 
Gagasan  parlemen  regional  ASEAN 
mungkin  bisa  mendorong  integrasi 
regional  ke  arah  yang  lebih  positif. 
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Quo  Vadis  Kemitraan 
Strategis  Bam  Asia-Afrika 

Anak  Agung  Banyu  Perwita 


Tultsan  tni  membahas  beberapa  isu  penting  ekonomi  dan  politik  yang  di- 
hadapt  negara-negara  Asia-Afrika.  Pembahasan  ini  penting  untuk  diperhatikan 
dalam  upaya  negara-negara  Asia-Afrika  merumuskan  dan  menghidupkan  kembali 
nilat-mlai  yang  terkandung  dalam  Dasa  Sila  Bandung,  berkaitan  dengan  dina- 
mika  hubungan  internasional  yang  semakin  kompleks  dan  berkenaan  dengan 
tsu-tsu  tradisional  yang  dihadapi  negara-negara  Asia-Afrika.  Karena  keterbatasan 
yang  dimtliki  aktor  negara  dalam  menyusun  agenda  dan  kebijakan  yang  lebih 
komprehensif  dalam  menghadapi  isu-isu  bersama,  maka  kemitraan  strategis  baru 
Asta-Afrika  diharapkan  tidak  hanya  akan  menjadi  forum  yang  bersifat  seremo- 
ntal  belaka.  Akan  tetapi  berbagai  pilihan  strategi  baru  diperlukan  guna  mengop- 
ttmalkan  komitmen  politik  negara-negara  Asia-Afrika,  misalnya  dengan  melibatkan 
masyarakat  luas  untuk  menciptakan  solidaritas  antar-kawasan  dalam  mencapai 
cita-cita  politik,  ekonomi  dan  sosial  di  masa  depan. 


PENDAHULUAN 

DINAMIKA  hubungan  interna- 
sional pada  satu  dasawarsa 
terakhir  ini  menunjukkan  ber- 
bagai kecenderungan  baru  yang  se- 
cara^substansial  saagat  beibeda  de- 
ngan masa-masa  sebelumnya.  Bebe- 
rapa contoh  yang  dapat  kita  sebut 
untuk  memperkuat  pernyataan  di 
atas,  antara  lain:  berakhirnya  Perang 
Dingin;  mengemukanya  isu-isu  baru 
yang  secara  signifikan  telah  meng- 
ubah  wajah  dunia  seperti  konflik 
etnis;  munculnya  terorisme  interna- 
sional; semakin  mengemukanya  glo- 


balisasi  dengan  segala  aspeknya;  se- 
makin menguatnya  regionalisasi  di 
berbagai  penjuru  dunia;  serta  kecen- 
derungan intemasionalisasi  isu-isu  lo- 
kal.  Berbagai  kecendenmgcm  baru  yang 
tengah  melanda  dunia  ini  tentunya 
membawa-pula  konsekuensi-konsekuen- 
si  baru  bagi  tata  interaksi  ekonomi,  so- 
sial dan  politik  global,  sehingga  tidak- 
lah  berlebihan  apabila  Stanley  Hoffman 
menyatakan  bahwa  "our  world  becomes 
more  and  more  complex".^ 

^Stanley  Hoffman,  "A  World  of  Com- 
plexity", Dalam  Douglas  J.,  Murray  and  Paul 
Viotti,  The  Defense  Policies  of  Nations:  A 
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I  Perubahan-perubahan  aktor,  pro- 
ses dan  isu  hubungan  internasional 
seperti  telah  disebut  di  atas  juga  me- 
landa  berbagai  kawasan  dunia  ter- 
masuk  Asia-Afrika.  Oleh  karena  itu, 
pembahasan  mengenai  kemungkinan 
munculnya  berbagai  tantangan  dan 
peluang  bagi  kemitraan  baru  Asia- 
Afrika  menjadi  sangat  penting  bu- 
kan  saja  bagi  kedua  kawasan  ini  me- 
lainkan  juga  bagi  perkembangan  du- 
nia pada  umumnya.  Mengikuti  alur 
pemikiran  di  atas,  tulisan  ini  dibagi 
ke  dalam  dua  bagian.  Bagian  perta- 
ma  membahas  kondisi  interaksi  Asia- 
Afrika  saat  ini  dan  beberapa  tantang- 
an utama  serta  peluang  bagi  pem- 
bentukan  interaksi  baru  Asia-Afrika. 
Pembahasan  berikutnya  menyoroti 
pentingnya  intra-regionalisme  seba- 
gai  wahana  bagi  interaksi  baru  Asia- 
Afrika. 

KEMITRAAN  ASIA-AFRIKA  SE- 
LAYANG  PANDANG 

Kendati  pun  secara  politis  kemi- 
traan Asia-Afrika  telah  berlangsung 
sejak  lama  yang  ditandai  oleh  per- 
juangan  bersama  melawan  kolonial- 
isme  sebagaimana  terwujud  dalam 
Konferensi  Asia-Afrika  (KAA)  di  Ban- 
dung pada  tahun  1955  lalu,  namun 
interaksi  dua  kawasan  ini  dapat  di- 
katakan  relatif  masih  sangat  terba- 
tas.  Oleh  karenanya,  upaya-upaya  un- 
tuk  terus  meningkatkan  derajat  dan 
intensitas   interaksi   antar   dua  ka- 


wasan ini  merupakan  suatu  hal  yang 
sangat  penting  untuk  diperhatikan 
bersama.  Sebagaimana  diungkapkan 
Presiden  Soekamo  dalam  pidato  pem- 
bukaan  KAA  lima  puluh  tahun  yang 
lalu: 

"Yes,  we  have  so  much  in  common.  And 
yet  we  know  so  little  of  each  other... I  beg 
of  you  not  to  think  of  colonialism  only 
in  the  basic  form  in  which  we  citizens 
of  Indonesia  and  our  brothers  in  differ- 
ent parts  of  Asia  and  Africa  knew.  Co- 
lonialism also  has  its  modern  dress,  in 
the  form  of  economic  control,  intellectual 

2 

control,  and  actual  physical  control". 

Kendati  pun  pernyataan  Presiden 
Soekarno  di  atas  dilontarkan  lima  pu- 
luh tahun  lalu  namun  makna  yang 
terkandung  dalam.  pernyataan  di  atas 
tetap  memiliki  makna  strategis  dan 
relevan  bagi  interaksi  Asia-Afrika  de- 
wasa  ini.  Nilai-nilai  yang  terkan- 
dung dalam  Dasa  Sila  Bandung  se- 
bagai  output  strategis  KAA  seperti 
koeksistensi  perdamaian,  kerja  sama 
dan  persahabatan  serta  penghormat- 
an  terhadap  integritas  teritorial  dan 
pengakuan  terhadap  kesamaan  ras 
tetap  memiliki  makna  yang  teramat 
penting  dan  kontekstuial  dalam  in- 
teraksi regional  dan  global  dewasa 
ini.  Kerja  sama  yang  sudah  terjalin 
antara  negara-negara  Asia  dan  Afri- 
ka  dalam  memerangi  kolonialisme 
beberapa  dasawarsa  lalu  masih  te- 
tap diperlukan  dan  bahkan  diting- 
katkan   untuk   memerangi  'musuh' 


Comparative  Study  (Lexington:  Lexington  Books, 
1998),  25. 


Lihat  misalnya,  Ide  Anak  Agung  Gde 
Agung,  Twenty  Years  Indonesian  Foreign  Pol- 
icy: 1945-1965  (The  Hague:  Mouton,  1973),  508. 
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masa  kini  berupa  kolonialisme  dalam 
bidang  ekonomi,  politik,  dan  sosial 
biidaya. 

Dengan  demikian,  adalah  sebuah 
kebutuhan  yang  sangat  penting  dan 
mendesak  bagi  kedua  kawasan  un- 
tuk  tetap  menghidupkan  dan  bahkan 
meremajakan  kembali  (rejuvenating) 
semangat  Bandung  ini  sesuai  kon- 
disi  ekonomi,  sosial,  politik  dan  ke- 
amanan  yang  kini  sedang  kita  ha- 
dapi  bersama.  Dalam  konteks  peru- 
bahan  yang  terjadi  dalam  hubung- 
an  internasional,  negara-negara  Asia- 
Afrika    menghadapi  tantangan-tan- 
tangan  besar,   terutama   dalam  bi- 
dang: (1)  ekonomi  dan  pembangun- 
an;  (2)  perdamaian  dan  keamanan  glo- 
bal, khususnya  terorisme;  dan,  (3) 
restrukturisasi  politik  global. 

ASPEK  EKONOMI  INTERAKSI 
ASIA  DAN  AFRIKA 

Kendati  pun  globalisasi  ekonomi 
telah  menciptakan  ketidakseimbang- 
an  tata  ekonomi  politik  internasio- 
nal di  banyak  belahan  dunia  dan 
mendorong  terciptanya  instabilitas 
ekonomi,  sosial  dan  politik  global, 
transaksi  ekonomi  antara  negara-ne- 
gara Asia  dan  Afrika  terlihat  cu- 
kup  berkembang.  Dalam  bidang  eko- 
nomi dan  pembangunan,  misalnya, 
studi  terbaru  yang  dilakukan  Bank 
Dunia  menunjukkan  bahwa  Asia  te- 
lah dan  akan  menjadi  salah  satu 
mitra  perdagangan  terbesar  bagi 
Afrika.  Nilai  perdagangan  Afrika 
ke  Asia  rata-rata  mencapai  16%  per 
tahun   (1999-2001)   dari  nilai  total 


Ekspor  Afrika  sebesar  US$130  mi- 
liar per  tahun.  Angka  rata-rata  ini 
sudah  melebihi  nilai  perdagangan 
Afrika  dengan  Uni  Eropa  dan  AS 
selama  satu  dasawarsa  terakhir  ini.^ 
Laporan  Bank  Dunia  ini  juga  me- 
nyimpulkan  bahwa  Asia  dapat  men- 
jadi target  strategis  diversifikasi  pa- 
sar  yang  kini  sedang  gencar  dilaku- 
kan Afrika.  Dengan  mengasumsikan 
rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  di  ne- 
gara-negara Asia  yang  mencapai  5% 
per  tahun  maka  tingkat  konsumsi 
negara-negara  Asia  juga  akan  se- 
makin  besar  terhadap  berbagai  ko- 
moditi  Afrika.  Dengan  demikian,  ke- 
mungkinan  peningkatan  interaksi  per- 
dagangan  antar   kedua   benua  ini 
juga   akan   semakin   meningkat  di 
waktu  mendatang.  Selain  itu,  tran- 
saksi ekonomi  tidak  hanya  akan  me- 
libatkan  aktor  negara  melainkan  akan 
sangat  bergantung  pula  pada  pe- 
ningkatan interaksi  antar  aktor  non- 
negara  seperti  pengusaha-pengusaha 
di  Asia-Afrika. 

Guna  mengoptimalkan  interaksi 
perdagangan  dan  perekonomian  an- 
tar negara-negara  Asia  dan  Afrika, 
setidaknya  membutuhkan  dua  agen- 
da bersama.  Pertama,  negara-negara 
Asia-Afrika  perlu  memberdayakan  ja- 
ringan  informasi  mengenai  aspek  per- 
dagangan dan  investasi  di  antara 
mereka  sebagai  upaya  untuk  saling 
memahami  semua  dimensi  pasar  di 
dua  benua  ini  secara  lebih  kompre- 
hensif.  Kedua,  pengaturan  institu- 
sional  antara  dua  benua  ini  juga 


Lihat  misalnya  laporan  Bank  Dunia  (2002). 
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perlu  ditingkatkan  guna  memper- 
kuat  dialog  strategis  antara  negara- 
negara  di  Asia  dan  Afrika  dan  me- 
ningkatkan  kesadaran  baru  menge- 
nai  peluang-peluang  bisnis  di  anta- 
ra para  pengusaha  Asia  dan  Afrika. 

Namun  demikian,  persoalan  ting- 
ginya  biaya  ekonomi  {high  cost-eco- 
nomy), masih  terbatasnya  infrastruk- 
tur,  dan  terbatasnya  sumber  daya 
manusia  yang  terlatih  serta  'rumit- 
nya'  sistem  hukum  di  kebanyakan 
negara-negara  berkembang  Asia  dan 
Afrika  juga  masih  menjadi  persoal- 
an tersendiri  dalam  memajukan  vo- 
lume perdagangan  dan  investasi  an- 
tara negara-negara  di  dua  benua 
tersebut.  Untuk  mengatasi  berbagai 
persoalan  di  atas  tentunya  membu- 
tuhkan  komitmen  politik  yang  sa- 
ngat  tinggi  baik  dari  kalangan  pe- 
merintah  maupun  keterlibatan  ma- 
syarakat  luas  yang  semakin  besar. 
Pemerintah,  misalnya,  perlu  mem- 
berikan  insentif  yang  lebih  besar  ke- 
pada  para  usahawan  dan  kerja  sama 
yang  lebih  erat  antar  sektor  peme- 
rintah, swasta  dan  publik  dalam  pem- 
buatan  kebijaksanaan  ekonomi  dan 
perindustrian. 

Dalam  konteks  ini,  upaya  untuk 
memperkuat  kerangka  kerja  sama 
Selatan-Selatan  {South-South  coopera- 
tion) bukan  lagi  menjadi  pilihan  me- 
lainkan  telah  menjadi  keharusan 
{imperative)  bagi  negara-negara  di 
Asia-Afrika  guna  meningkatkan  ke- 
makmuran  negara-negara  di  dua  be- 
nua tersebut  di  tengah  semakin  ke- 
tatnya  persaingan  antar  negara-bang- 


sa  di  era  liberalisasi  perdagangan 
dan  globalisasi.  Kerja  sama  Selatan- 
Selatan  ini  tidak  saja  merupakan 
pijakan  dasar  bagi  negara-negara 
berkembang  di  Asia  dan  Afrika  un- 
tuk meningkatan  kemakmuran  ber- 
sama  melainkan  telah  pula  menja- 
di penggerak  utama  solidaritas  pem- 
bangunan  di  Asia  dan  Afrika  da- 
lam mengarungi  era  globalisasi.  Un- 
tuk itu  dibutuhkan  peningkatan  ko- 
mitmen kerangka  kerja  sama  Selatan- 
Selatan  agar  negara-negara  di  Asia 
dan  Afrika  tetap  mampu  memberi- 
kan  kontribusi  yang  bermakna. 

Peningkatan  komitmen  kerangka 
kerja  sama  ini  meliputi  berbagai  bi- 
dang,  yakni:  teknologi  informasi  dan 
komunikasi;  perdagangan  (termasuk 
memberikan  akses  pasar  bersama  se- 
cara  lebih  terbuka)  dan  investasi;  per- 
tanian;  energi;  manajemen  hutang 
luar  negeri;  kesehatan;  serta  pendi- 
dikan  dan  kebudayaan.  Berbagai  bi- 
dang  kerja  sama  ini  juga  akan  me- 
mungkinkan  pertukaran  sumber  daya 
mamisia  yang  mana  akan  mening- 
katkan pengetahuan  dan  kemampu- 
an  sumber  daya  manusia  di  negara- 
negara  Asia  dan  Afrika  untuk  men- 
dorong  terjadinya  peningkatan  per- 
tumbuhan  ekonomi  dan  pembangun- 
an  yang  berkelanjutan. 

Secara  faktual,  peningkatan  inter- 
aksi  negara-negara  Asia  dan  Afrika 


Lihat  misalnya  Darmansjah  Djumada, 
"Questioning  the  Rationale  of  South-South 
Cooperation",  dalam  A.  Agus  Sriyono,  Dar- 
mansjah Djumala  eds.  Hubungan  Internasio- 
nal:  Percikan  Pemikiran  Diplomat  Indonesia  (Ja- 
karta: Gramedia  Pustaka  Utama,  2004),  75-280. 
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dalam  kerja  sama  Selatan-Selatan  te- 
lah  ditunjukkan  dalam  berbagai  pe- 
rundingan  perdagangan  multilateral, 
termasuk  dalam  pertemuan  kelima 
antara  menteri  perdagangan  dalam 
forum  World  Trade  Organization  (WTO) 
di  Cancun,  Meksiko.  Dalam  pertemu- 
an ini  negara-negara  Afrika  yang 
tergabung  dalam  Uni  Afrika  (African 
Union)  bersama  negara-negara  di  Ka- 
ribia,  Asia  dan  beberapa  negara  ber- 
kembang  lainnya  membentuk  suatu 
'aliansi'  untuk  lebih  menyuarakan 
kepentingan  ekonomi  negara-negara 
berkembang  di  tengah  semakin  me- 
ngencangnya  arus  globaiisasi. 

ASPEK  POLITIK  INTERAKSI 
ASIA  DAN  AFRIKA 

Sementara  itu,  kerja  sama  politik 
dan  keamanan  antara  negara-negara 
Asia  dan  Afrika  juga  masih  sangat 
terbatas  pada  aspek  formal  belaka. 
Di  tengah  ketidak-seimbangan  tata 
politik    global    yang    ditandai  de- 
ngan  kecenderungan  unipolaritas  AS, 
negara-negara  Asia  dan  Afrika  per- 
lu  lebih  keras  mengupayakan  ter- 
ciptanya  tatanan  multipolar  dengan 
memperkuat  PBB  sebagai  satu-satu- 
nya    organisasi    internasional  yang 
dapat  memelihara  perdamaian  dan 
keamanan  internasional,  penyebaran 
dan  penguatan  hak  asasi  manusia 
serta  hukum  internasional. 

Sebagai  salah  satu  upaya  un- 
tuk meningkatkan  interaksi  antar  ne- 
gara-negara di  Asia-Afrika  adalah 
dengan  menyelenggarakan  pertemu- 
an Asia- Africa  Sub-Regional  Organiza- 


tions Conference  (AASROC).  Pemben- 
tukan  forum  baru  ini  terinspirasi 
oleh  visi  KAA  yang  bertujuan  untuk 
mmbangun  sebuah  jembatan  kerja 
sama  yang  membentang  Samudera^ 
Hindia  dan  menghubungkan  benua 
Asia  dan  Afrika  dalam  suatu  ke- 
mitraan  strategis  baru.^  Kemitraan 
ini  didasarkan  atas  pengakuan  ter- 
hadap  perbedaan  dalam  sistem  eko- 
nomi, sosial  dan  politik  serta  ting- 
kat    pembangunan    antara  negara- 
negara  di  Asia  dan  Afrika,  membe- 
rikan  komitmen  untuk  mengedepan- 
kan  dialog  serta  sikap  saling  meng- 
hormati  dan  menghargai  satu  sama 
lain. 

Konferensi  yang  digagas  Indone- 
sia dan  Afrika  Selatan  ini  telah  di- 
selenggarakan  untuk  pertama  kali- 
nya   di   Bandung,   29-30  Juli  2003 
lalu.  Pertemuan  ini  telah  membahas 
beberapa  bidang  peningkatan  kerja 
sama  dalam  bidang  ekonomi,  poli- 
tik   dan    kultural    serta  menyoroti 
aspek-aspek  kerja  sama  yang  kon- 
kret  dan  praktis  demi  kepentingan 
bersama.    Selain  itu,  negara-negara 
Asia  dan  Afrika  juga  bersepakat  un- 
tuk mengangkat  isu  bersama  (common 
issue)    dunia   yang   terkait  dengan 
jfiembentukan  tatanan  interaksi  po- 


Lihat  Badan  Pengkajian  dan  Pengem- 
bangan  Kebijakan,  Departemen  Luar  Negeri  RI 
Buku  Putih  Politik  Luar  Negeri  RI  (Jakarta:  De- 
partemen Luar  Negeri  RI,  2003),  60-61. 

Lihat  misalnya,  Pemyataan  Pers  Tahunan 
Departemen  Luar  Negeri  RI  yang  disampaikan 
oleh  Menteri  Luar  Negeri  RI  Dr.  Hassan  Wi- 
rajuda,  Jakarta,  6  Januari  2004. 

^Ibid. 
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litik  global  yang  lebih  baik,  adil, 
dan  demokratis. 

Salah  satu  isu  yang  mengemuka 
adalah  reformasi  DK-PBB  yang  kini 
bahkan  sudah  menjadi  bahan  pem- 
bicaraan  hangat  di  kalangan  ma- 
syarakat  dunia,  khususnya  negara- 
negara  berkembang  sejak  dasawarsa 
1990-an  lalu.  Bahkan  menurut  seba- 
gian  besar  negara-negara  Asia  dan 
Afrika  yang  tergabung  dalam  Ge- 
rakan  Non-Blok,  dewasa  ini  struk- 
tur  DK-PBB  merupakan  "anachronistic 
and  unreflective  of  the  current  realities 
of  the  post  Cold  War  world". ^ 

Kebutuhan  terhadap  reformasi  DK- 
PBB  ini,  sebagaimana  yang  diingin- 

9 

kan  banyak  negara,  bertujuan  bu- 
Kan  semata-mata  untuk  menambah 
jumlah  anggota  tetap  {permanent  and 
non-permanent  members)  tetapi  juga  un- 
tuk meningkatkan  peluang  agar  DK- 
PBB  dapat  memainkan  peran  yang 
lebih  konstruktif  bagi  perdamaian 
dimia.^^  Hal  ini,  menurut  Kofi  Annan, 
hanya  dapat  dicapai  bila  terjadi 
perubahan  visi  dan  peran  PBB.  Le- 
bih jauh,  Kofi  Anan  menyatakan 
"  ...the  roles  of  the  UN  in  the  next  cen- 
tury flow  three  key  priorities:  eradicating 


Lihat  misalnya,  Shanon  Field,  "UN  Se- 
curity Council  Reform:  A  Challenge  for  the 
South",  Global  Dialogue  3,  No.  3  (1998). 

9 

Tercatat  186  negara  dari  191  negara  ang- 
gota PBB  kini  menginginkan  reformasi  dalam 
tubuh  DK-PBB  (penambahan  jumlah  anggo- 
ta dan  peninjauan  atas  Hak  Veto). 

'''lihat  misalnya,  Kofi  Arman,  "Defining  A 
New  Role  for  The  UN",  International  Herald 
Tribune,  4  December  2003. 


poverty,  preventing  conflict,  and  promot- 
ing democracy"  .^^ 

Pernyataan  Sekjen  PBB,  Kofi  Anan, 
di  atas  didasari  oleh  perkembangan 
dunia  internasional  yang  begitu  di- 
namis  sehingga  PBB  beserta  organ- 
organnya  juga  harus  memfokuskan 
perhatian  utamanya  pada  isu-isu  po- 
litik-keamanan  non-tradisional  yang 
kini  justru  menjadi  isu  utama  dunia. 
Dengan  mengacu  pada  kenyataan 
sejarah  bahwa  pembentukan  PBB 
beserta  semua  organnya  melalui 
pembentukan  mekanisme  dialog  an- 
tar  negara-negara  berdaulat  dan  di- 
dasari pada  kesadaran  bagi  pe- 
menuhan  nilai-nilai  yang  terdapat 
dalam  hukum  .  internasional,  penca- 
paian  tujuan  untuk  menciptakan 
pembangunan  yang  berkeadilan  dan 
perdamaian  internasional  bagi  selu- 
ruh  insan  dunia  hanya  dapat  di- 
lakukan  dengan  meninjau  kembali 
dan  bahkan  mereformasi  format  PBB 
dan  semua  organnya  termasuk  De- 
wan  Keamanan. 

Negara-negara  di  Afrika  yang  ter- 
gabung dalam  Organization  of  African 
Union  (OAU),  misalnya,  mengingin- 
kan penambahan  keanggotaan  men- 


lihat  Kofi  Annan,  'Strategies  for  World 
Peace:  The  View  of  the  UN  Secretary-General', 
dalam  Jackson,  Robert,  Annual  Editions:  Global 
Issues  2004/05  (Dubuque:  McGraw  Hill/ 
Duskhin,  2004),  156-159. 
12 

Mengenai  harapan  terhadap  reformasi 
institusi  global  (PBB)  lihat  misalnya,  Fer- 
dinand Henrique  Cardoso,  "Reform  The  Global 
Institutional  Architecture",  dalam  Mark 
Leonard,  Re-Ordering  The  World  (London:  The 
Foreign  Policy  Centre,  2002),  73-78. 
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jadi  paling  tidak  26  negara,  dan 
Afrika  paling  tidak  memperoleh  dua 
anggota  tetap  bergilir  dan  lima  ang- 
gota  non-tetap.  Perwakilan  anggota 
tetap  akan  dinominasikan  kawasan 
dan  dipilih  oleh  Sidang  Umum  PBB. 
OAU  juga  menekankan  adanya  pem- 
batasan  penggimaan  hak  veto, 

Sementara  itu,  negara-negara  non- 
blok  (GNB)  juga  menginginkan  hal 
yang  sama  pula.  Secara  lebih  rinci, 
GNB  mengusulkan  penambahan  lima 
negara  anggota  tetap  yang  terdiri 
dari  dua  negara  Afrika,  satu  nega- 
ra Asia,  satu  negara  Amerika  Latin 
dan  satu  negara  industri.  Untuk  ke- 
anggotaan  non-tetap,  GNB  mengu- 
sulkan tiga  negara  Afrika,  dua  ne- 
gara Asia,  satu  negara  Amerika  Lar 
tin,  satu  negara  Arab,  satu  negara  in- 
dustri yang  akan  diperebutkan  an- 
tara  Jerman,  Jepang,  Kanada,  Italia 
dan  Swedia.  Dengan  demikian  jum- 
lah  total  keanggotaan  DK-PBB  ber- 
jumlah  28  (10  anggota  tetap  dan  18 
anggota  non-tetap). 

Penambahan  jumlah  anggota  DK- 
PBB,  menurut  kebanyakan  negara- 
negara  berkembang,  merupakan  se- 
buah  keharusan  mengingat  semakin 
besarnya  keanggotaan  PBB.  Pada  pe- 
riode  1945  sefeTah  pembeiitulcan  PBB 
hingga  gelombang  pertama  dekolo- 
nisasi  pada  tahun  1963  jumlah  ang- 
gota PBB  bertambah  dari  51  men- 
jadi  114  negara  anggota.  Pada  masa 
itu,  hanya  enam  negara  Afrika  dan 
Asia  yang  menjadi  anggota  PBB  na- 


13 

Shanon,  "UN  Security  Council". 


mun  kini  lebih  dari  setengah  jum- 
lah anggota  PBB  berasal  dari  ne- 
gara-ngara  Dunia  Ketiga.  Akibatnya, 
negara-negara  ini  menuntut  adanya 
keterwakilan  yang  lebih  baik  dan  pe- 
netapan  prioritas  DK-PBB  yang  le- 
bih memfokuskan  pada  agenda-agen- 
da keamanan  di  negara  berkembang. 

Berbagai   usulan   reformasi  DK- 
PBB,  terutama  yang  diajukan  GNB, 
tampaknya  akan  sangat  tergantung 
pada  kemauan  politik  dari  negara- 
negara  berkembang  untuk  mencapai 
konsensus  dan  kesepakatan  untuk 
menciptakan  kebersamaan  posisi  (com- 
mon position).  Dalam  banyak  kasus, 
GNB  terbukti  masih  menjadi  "a  di- 
vided house"  dalam  menghadapi  isu- 
isu  bersama  di  kancah  multilateral- 
isme,  termasuk  PBB.  Hal  ini  teruta- 
ma diindikasikan  dengan  dua  feno- 
mena   yang  bertolak  belakang.  Di 
satu  sisi,  terdapat  upaya-upaya  un- 
tuk melakukan  perubahan  oleh  satu 
negara  atau  kelompok  negara,  namun 
di  sisi  lain,  juga  terdapat  tindakan-tin- 
dakan  untuk  menggagalkan  perubah- 
an yang  dilakukan  oleh  negara-ne- 
gara lainnya  dengan  berbagai  argu- 
mentasi  berupa  persepsi  dan  kepen- 
tingan  nasional  yang  berbeda  dan  tu- 
juan  spesifik  reformasi  DK-PBB  _yang 
relatif  masih  kabur.^^ 


Thomas  Weiss,  "The  Illusion  of  UN  Se- 
curity Council  Reform",  The  Washington  Quar- 
terly (Autumn,  2003):  147-161. 

^^Lihat  Edward  C.  Luck,  "Reforming  The 
United  Nations:  Lesson  From  A  History  in 
Progress",  International  Relations  Studies  and 
The  United  Nations  Occasional  Papers.  No.  1 
(2003):  1-6. 
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ASIA-AFRIKA:  INTERREGIONAL- 
ISM  SEBAGAI  "LEVEL  OF  INTER- 
ACTION" BAKU  DALAM  HU- 
BUNGAN  INfTERNASIONAL 

Melihat  beberapa  perkembangan  di 
atas,  peluang-peluang  bagi  pencipta- 
an  kemitraan  strategis  baru  Asia- 
Afrika  masih  sangat  terbuka  luas.  Baik 
secara  konseptual  maupun  faktual, 
kemitraan  strategis  baru  ini  dapat  di- 
pandang  sebagai  wahana  baru  da- 
lam  hubungan  internasional  (antar- 
kawasan).  Dalam  berbagai  literatur 
Hubungan  Internasional,  regionalisme 
terbagi  dalam  dua  gelombang.  Gelom- 
bang  pertama  yang  terjadi  antara  ta- 
hun  1950-an  hingga  1960-an  pada 
dasarnya  didorong  oleh  sukses  awal 
yang  terjadi  di  Eropa  Barat  dan  po- 
pularitas  yang  semakin  meningkat 
dari  teori  dependensi  yang  menekan- 
kan  "collective  self-reliance"  di  banyak 
negara  Dunia  Ketiga.  Sementara  ge- 
lombang kedua  yang  sering  dikenal 
sebagai  "regionalisme  baru"  yang  me- 
landa  dunia  pada  dekade  1980-an 
biasanya  dikaitkan  dengan  liberali- 
sasi  ekonomi  dan  globalisasi. 

Regionalisme  baru  juga  berkem- 
bang  menuju  diferensiasi  vertikal  da- 
lam Hubungan  mternasionai  menu- 
ju sistem  "multi-tier"  antar  kawasan 
di  dunia.  Dalam  konteks  ini,  penye- 
baran  aktor-aktor  regional — ^baik  aktor- 
aktor  negara  dan  non-negara — telah 
menciptakan  adanya  kebutuhan  'inter- 
mediaries' yang  dapat  menghubung- 
kan  para  pembuat  keputusan  pada 
level  nasional  dan  regional.  Dalam 
konteks  ini,  peningkatan  derajat  dan 


intensitas  kerja  sama  yang  sudah 
terjalin  antara  dua  kawasan  Asia- 
Afrika  patut  mendapatkan  perhatian 
yang  lebih  serius  guna  mengembang- 
kan  pola-pola  kerja  sama  yang  su- 
dah terbentuk  selama  ini. 

Lebih  jauh,  peningkatan  derajat 
dan  intensitas  interaksi  ini  tidak  ha- 
nya  bersandar  pada  pola  hubungan 
tradisional  antar  pemerintah  {govern- 
ment to  government)  yang  telah  ter- 
bentuk selama  ini.  Fenomena  glo- 
balisasi yang  bersifat  multidimen- 
sional seharusnya  dapat  berfungsi 
sebagai  penggerak  bagi  terciptanya 
interaksi  antar  masyarakat  {people  to 
people  relations)  yang  lebih  sistematis 
dan  terpola  antara  Asia  dan  Afrika. 
Selama  ini,  interaksi  antar  masyara- 
kat di  Asia-Afrika  masih  dapat  di- 
katakan  relatif  terbatas.  Persepsi  yang 
menyatakan  bahwa  globalisasi  akan 
menimbulkan  benturan  antar  buda- 
ya  dan  masyarakat  justru  seharus- 
nya dapat  mendorong  terciptanya 
pengakuan  terhadap  perbedaan  bu- 
daya  dan  terciptanya  dialog  buda- 
ya  dan  bahkan  dialog  peradaban 
{dialogue  of  civilizations)  antar  masya- 
rakat Asia  dan  Afrika  sekaligus  pu- 
la  dapat  meningkatkan  budaya  per- 
damaian  {culture  of  peace)  di  Asia  dan 
Afrika  dan  di  dunia  pada  umumnya. 

Penyebaran  budaya  perdamaian 
dan  pembangunan  ekonomi  yang  le- 


Lihat  misalnya,  pidato  Wakil  Menlu 
Afrika  Selatan,  Aziz  Pahad,  dalam  Senior  Of- 
ficial Meeting  of  Second  Asian-African  Sub- 
Regional  Organizations  Conference  (AASROC 
II),  Durban-Afrika  Selatan,  19  Agustus  2004. 
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bih  merata  juga  berfungsi  sebagai 
sarana  utama  dalam  perang  mela- 
wan  terorisme.  Dalam  banyak  kasus 
di  negara-negara  berkembang  Asia 
dan  Afrika,  lemahnya  pemerintah- 
an/negara,  kemiskinan  dan  marak- 
nya   budaya   kekerasan  merupakan 
wilayah    bagi    suburnya  terorisme 
dan  kejahatan  transnasional  lainnya. 
Dengan  demikian,  kelompok-kelompok 
individu    dan   masyarakat   di  dua 
benua  ini  dapat  memainkan  peran 
yang  sangat  penting  dalam  kemi- 
traan  strategis  baru  Asia  dan  Afri- 
ka,  termasuk  di  dalamnya  perang 
terhadap  terorisme  di  Asia  dan  Afri- 
ka.  Pemberdayaan  masyarakat  sipil 
ini  sekaligus  pula  bermakna  sebagai 
pemberdayaan  negara  sehingga  dapat 
mencegah  atau  memperkecil  kemung-  ' 
kinan  munculnya  weak  states  (negara 
lemah)  atau  bahkan  failed  states  (ne- 
gara gagal)  di  Asia  dan  Afrika.^^ 

Inisiatif  kerja  sama  Asia-Afrika 
pada  awalnya  datang  dari  Asia  se- 
bagai respon  terhadap  perubahan 
ekonomi  politik  internasional  dan 
pergeseran  pada  'power  equation'  yang 
melanda  Asia.  Oleh  karenanya,  ne- 
gara-negara di  Afrika  juga  harus 
memberikan  lebih  banyak  kontribusi- 
nya  terhadap._pembentukan  konste- 
lasi  baru  politik  global  baik  yang 
terjadi  di  benua  Afrika  maupun  ka- 


Weak  states  dan  failed  states  diyakini  ba- 
nyak analis  hubungan  internasional  sebagai 
episentrum  bagi  munculnya  terorisme  dan  in- 
stabilitas  nasional,  regional  dan  bahkan  inter- 
nasional. Lihat  Greg  Mills,  "Africa's  New  Strat- 
egic Significance",  The  Washington  Quarterly 
27,  No.  4  (2004):  157-169. 


wasan  lainnya,  termasuk  Asia.  In- 
teraksi  antara  Asia-Afrika  ini  dapat 
dikategorikan  sebagai  "bilateral  inter- 
regionalism  relationship"  sehingga  ke- 
butuhan   untuk   meningkatkan  dan 
memperbanyak  dialog  antar  kelompok 
dalam  berbagai   pertemuan  formal 
maupun  informal  berupa  pertukaran 
informasi  dan  pelaksanaan  proyek 
bersama  dalam  berbagai  bidang  yang 
lebih  spesifik  seperti  terorisme,  trans- 
national crime  prevention,  peredaran 
narkotika  dan  sebagainya  juga  ha- 
rus lebih  banyak  datang  dari  ber- 
bagai kelompok  masyarakat  di  ne- 
gara-negara Asia-Afrika  sendiri. 

Dengan  kata  lain,  kelompok-kelom- 
pok masyarakat  Asia-Afrika  dan  ber- 
bagai lembaga  svadaya  masyarakat 
harus  memainkan  perannya  sebagai 
'agenda  initiator'  dan  bahkan  'agenda 
controller'  dalam  upaya  peningkatan 
interaksi  diantara  mereka  sekaligus 
melengkapi  interaksi  formal  yang  ter- 
jadi pada  tataran  pemerintahan/ne- 
gara  antara  benua  Asia  dan  Afrika. 

Peningkatan  kerja  sama   ini  da- 
pat dilakukan  dengan  menggunakan 
tingkat  institusionalisasi  yang  lebih 
rendah  seperti  dalam  tingkat  Menteri 
Luar  Negeri,  Duta  Besar  dan-berbagai 
pejabat  senior  lainnya  yang  dapat 
dilengkapi  dengan  pembentukan  ke- 
lompok kerja  baik  yang  bersifat  per- 
manen  ataupun  ad  hoc.  Kelompok  ker- 
ja ini  juga  dapat  melibatkan  indi- 
vidu-individu  tertentu  baik  dari  ka- 
langan  akademis,  usahawan  maupun 
LSM.  Sebagai  salah  satu  bentuk  ma- 
nifestasi  kerja  sama  antar  pihak  peme- 
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rintah,  usahawan,  akademisi  dan  ka- 
langan  masyarakat  luas  lainnya  ada- 
lah  dengan  mendirikan  'pusat  studi 
Asia  dan  Afrika'  di  berbagai  univer- 
sitas-universitas  baik  di  negara-ne- 
gara Asia  dan  Afrika.  Pusat  studi 
ini  dapat  berfungsi  sebagai  wahana 
diseminasi  pemikiran  dan  kebijaksa- 
naan  yang  dapat  dimanfaatkan  baik 
kalangan    pemerintahan    dan  non- 
pemerintahan  lainnya.  Hal  ini  se- 
jalan  dengan  pernyataan  Wakil  Men- 
lu  Afrika  Selatan,  Aziz  Pahad,  yang 
menyatakan  bahwa  fondasi  kemitra- 
an baru  Asia-Afrika  terdiri  dari  tiga 
peringkat  yang  bersifat  saling  me- 
lengkapi:  pemerintah,  kelompok-kelom- 
pok  organisasi  sub-regional,  dan  ma- 
syarakat luas. 

Dengan  demikian,  kemitraan  stra- 
tegis  baru  Asia-Afrika  benar-benar 
akan  menjadi  suatu  pola  kemitraan 
baru  yang  mengkombinasikan  se- 
kaligus  antara  track  I  and  track  II 
diplomacy  (diplomasi  antar-pemerin- 
tah  dan  publik).  Dalam  pada  itu,  ben- 
tuk  kerja  sama  ini  akan  mengarah 
pada  penguatan  "regionalism  through 
interregionalism"  baik  di  kawasan  Asia 
dan  Afrika. 

PENUTUP 

Dari  pemaparan  di  atas,  kemitra- 
an strategis  baru  Asia  dan  Afrika 
memiliki  banyak  tantangan  dan  pe- 


luang.  Hal  ini  dikarenakan  berbagai 
perubahan  dalam  sistem  internasio- 
nal  dan  interaksi  kawasan  semakin 
rumit  dan  kompleks.  Namun  di  sisi 
lain,  arus  globalisasi  dunia  telah  me- 
mungkinkan  pula  terciptanya  pilihan- 
pilihan  lain  dalam  mengembangkan 
derajat  dan  intensitas  interaksi  an- 
tara Asia  dan  Afrika.  Untuk  meng- 
optimalkan  berbagai  pilihan  strategi 
baru  tersebut  diperlukan  komitmen 
politik  yang  lebih  tinggi  dari  negara- 
negara  Asia  dan  Afrika.  Komitmen 
politik  yang  juga  melibatkan  masya- 
rakat luas  (wider  civil  society)  ini  akan 
semakin  mendorong  tercapainya  cita- 
cita  dan  visi  para  pemimpin  Asia 
dan  Afrika  terdahulu  untuk  mencip- 
takan  solidaritas  antar-kawasan  de- 
mi  pencapaian  kepentingan  ekonomi, 
politik  dan  sosial  bersama. 

Sebaliknya,  ketidak-mampuan  ne- 
gara-negara di  Asia  dan  Afrika  dalam 
'merapatkan  barisan'  termasuk  di  da- 
lamnya  menyatukan  berbagai  kepen- 
tingan nasionalnya  yang  berbeda  dan 
beragam  hanya  akan  mengakibatkan 
semangat  Bandung  menjadi  retorika 
politik  belaka.  Lebih  jauh,  kegagalan 
negara-negara  di  Asia  dan  Afrika  da- 
lam menyatukan  langkah  ekonomi, 
sosial  dan  poiitiknya  hanya^'akan- 
menjadikan  berbagai  forum  kerja  sa- 
ma yang  sudah  terbentuk  selama  ini 
sebuah  "talk-shop"  baru  dalam  hubung- 
an  antar-kawasan  kontemporer. 


DOKUMEN 


Kenaikan  Harga  BBM  2005: 
Derita  Rakyat  dan  Komplikasi  Politik 

M.  Djadijono 


PENDAHULUAN 

S EBAGAIMANA  presiden-presi- 
den  sebelumnya  (Soeharto,  K.H. 
Abdurrahman  Wahid,  dan  Me- 
gawati), Presiden  Susilo  Bambang  Yu-- 
dhoyono  (SBY)  juga  mengeluarkan  ke- 
bijakan  tidak  popular  yang  membawa 
multiplier  effects  berupa  kenaikan  harga- 
harga  kebutuhan  pokok  rakyat.  Kebi- 
jakan  itu  adalah  menaikkan  harga  ba- 
han  bakar  minyak  (BBM)  dengan  Pera- 
turan  Presiden  No.  22/2005  tertanggal 
28  Februari  2005  dan  mulai  berlaku  se- 
jak   1   Maret  2005.  Pertimbangannya 
adalah  guna  meringankan  beban  ke- 
uangan  Negara  yang  semakin  berat  da- 
lam  penyediaan  dan  pengadaan  bahan 
bakar  minyak  (BBM)  di  dalam  negeri, 
maka    diperlukan  adanya  pengurang- 
an  subsidi  secara  bertahap  terhadap<^ 
BBM  dalam  negeri.  Kebijakan  ini  di- 
lakukan   melalui   penyesuaian  harga 
jual  eceran  BBM  dalam  negeri  dengan 
tetap  memperhatikan  kepentingan  ma- 
syarakat  kurang  mampu,  melalui  ber- 
bagai  program  peningkatan  kesejahte- 
raannya. 

Kenaikan  harga  BBM  itu  rata-rata 
sekitar  29%  dari  harga  sebelumnya 
yang  pernah  dinaikkan  oleh  Presiden 


Megawati  pada  1  Januari  2003.  Ada- 
pun  rincian  kenaikan  harga  BBM  mu- 
lai 1  Maret  2005  itu  selengkapnya  da- 
pat  dilihat  dalam  Tabel  1. 

Kebijakan  SBY  tersebut  di  atas  dika- 
takan  tidak  populer  karena  pada  masa 
kampanye  menjelang  pemilihan  Pre- 
siden 5  Juli  dan  20  September  2004 
SBY  berjanji  akan  mewujudkan  Indone- 
sia yang  sejahtera,  menyediakan  kesem- 
patan   kerja   dan  penghidupan  yang 
layak  serta  mengurangi  kemiskinan 
Sekalipun  kebijakan  menaikkan  harga 
BBM   itu   disertai    dengan  kebijakan 
pemberian  kompensasi  kepada  rakyat 
miskin  berupa  pembebasan  biaya  ke- 
sehatan,  pendidikan  dan  Iain-lain,  te- 
tapi  banyak  kalangan  masih  meragu- 
kan  bahwa  rakyat  miskin  akan  dapat 
.  benar-benar  menerima  .dan  menikmati 
kompensasi  tersebut.  Keraguan  terse- 
but misalnya  dikemukakan  oleh  Komi- 
si  VII  DPR  RI  dalam  Raker  dengan  Men- 
teri  Energi  dan  Sumberdaya  Mineral 
pada  23  Februari  2005  {Kompas  Cyber 
Media,  24  Februari  2005).  Pernyataan 
Sekretaris  Kabinet  Sudi  Silalahi  dalam 
rangka  merespon  dinamika  masyara- 
kat  pasca  kenaikan  harga  BBM  peme- 
rintah  akan  mewujudkan  pendidikan 
dasar  gratis  bagi  semua  siswa  seko- 
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Tabel  1 


BESARAN  KENAIKAN  HARGA  BBM  MULAI  1  MARET  2005/LITER 


No. 

JenisBBM 

Harga  Lama 

Harga  Baru 

%  Kenaikan 

1. 

Minyak  Tanah  iintuk  Rumah  Tangga 

Rp.  700,- 

Rp.  700,- 

0 

2. 

Minyak  Tanah  untuk  Industri 

Rp.  1.800,- 

Rp.  2.200,- 

22,22 

3. 

Premium 

Rp.  1.810,- 

Rp.  2.400,- 

32,60 

4. 

Solar  untuk  Transportasi 

Rp.  1.650,- 

Rp.  2.100,- 

27,27 

5. 

Solar  untuk  Industri 

Rp.  1.650,- 

Rp.  2.300,- 

33,33 

6. 

Minyak  Diesel 

Rp.  1.650,- 

Rp.  2.300,- 

3939 

7. 

Minyak  Bakar 

Rp.  

Rp.  2.300,- 

23,66 

Sumbcr:  Koran  Tempo,  2  Maret  2005. 


lah  dasar  yang  tidak  dikoordinasikan 
terlebih  dahulu  dengan  instansi  tek- 
nis  merupakan  cerminan  bahwa  biro- 
krasi^  belum  punya  perencanaan  ma- 
tang.  Sedangkan  dalam  aksi  unjuk 
rasanya  di  depan  Istana  Merdeka  Ja- 
karta pada  27  Februari  2005,  Hizbut 
Tahrir  Indonesia  (HTI)  menyatakan 
bahwa  kendati  pemerintah  menyiap- 
kan  dana  alokasi  kompensasi  BBM 
sebesar  Rp.  10  triliun,  dana  tersebut 
diperkirakan  sulit  mencapai  sasaran, 
terutama  ke  rakyat  kecil.  Dana  tersebut 
sangat  rentan  terhadap  penyimpangan.^ 

Tulisan  ini  hendak  membanding- 
kan  proses  politik  penetapan  kenaikan 
harga  BBM  oleh  Presiden  yang  satu 
ke  Presiden  yang  lain  dari  waktu  ke 
waktu,  munculnya  protes  dari  berba- 
gai  kalangan  dan  komplikasi  politik 
yang  kemungkinan  dapat  terjadi  pasca 
kebijakan  kenaikan  harga  BBM. 


FERBEDAAN  PROSES  POLITIK  FE- 
NAIKAN  HARGA  BBM  DARI  WAKTU 
KE  WAKTU 

Kebijakan  menaikkan  harga  BBM 
tersebut  sebenarnya  bukan  hal  yang 
baru  dalam  kehidupan  bangsa  dan 
Negara  Indonesia.  Namun  antara  ke- 
bijakan yang  dikeluarkan  oleh  Presi- 


den-presiden  sebelumnya  dengan  ke- 
bijakan yang  dikeluarkan  oleh  Presi- 
den SBY  tampaknya  terdapat  perbeda- 
an  proses  politik  yang  mengawalinya. 

Pada  masa  pemerintahan  Presiden 
Soeharto,  Presiden  K.H.  Abdurrahman 
Wahid  dan  Presiden  Megawati,  kebi- 
jakan  pemerintah   untuk  menaikkan 
harga  BBM  itu  pada  dasarnya  telah 
mendapatkan   persetujuan   dari  DPR 
secara  kelembagaan  melalui  persetuju- 
annya  atas  RAPBN  yang  diajukan  oleh 
Presiden-presiden  tersebut.  Sekalipun 
secara  kelembagaan  DPR  telah  menye- 
tujui  kebijakan  menaikkan  harga  BBM 
oleh  Presiden  Soeharto,  Presiden  K.H.  Ab- 
durrahman Wahid  dan  Presiden  Mega- 
wati, tetapi  terdapat  pula  kalangan 
atau  fraksi-fraksi  tertentu  yang  me- 
nentangnya.  Ketika  Presiden  Soeharto 
menaikkan   harga   BBM   pada  bulan 
Mei  1998,  DPR  sebagai  lembaga  telah 
menyetujuinya,    i\amun  ~para  maha-"' 
siswa  menentang  dan  menduduki  ge- 
dung  DPR-MPR.  Fraksi  Partai  Golkar 
di  DPR  sebagai  Fraksi  mayoritas  yang 
semula    menyetujui    kenaikan  harga 
BBM  akhirnya  berpihak  kepada  tun- 
tutan  mahasiswa.  Dalam  pada  itu,  ke- 
tika Presiden  K.H.  Abdurrahman  Wahid 
menaikkan  harga  BBM  pada  1  Okto- 
ber  2000  ditentang  oleh  Fraksi  PDI-P, 
Fraksi  Reformasi,  dan  Fraksi  Partai  Gol- 
kar. Sedangkan  ketika  Presiden  Mega- 
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wati  menaikkan  harga  BBM  pada  1 
Januari  2003  ditentang  oleh  Fraksi  Re- 
formasi.  Fraksi  Partai  Golkar  dan  Frak- 
si PKB. 

Berbeda  dengan  kebijakan  presiden- 
presiden  sebelumnya  terhadap  hal  yarig 
sama,  kebijakan  yang  ditempuh  oleh 
Presiden  SBY  pada  1  Maret  2005  sebe- 
narnya  tidak  mendapat  persetujuan  da- 
ri  DPR  secara  lembaga.  Hal  itu  tampak 
dalam  bentuk  penolakan  oleh  Komisi 
VII,  Komisi  IX  dan  Panitia  Anggaran 
DPR  ketika  rencana  menaikkan  harga 
BBM  itu  dikonsultasikan  oleh  wakil- 
wakil  pemerintah  (Menteri-menteri  eko- 
nomi  dalam  bentuk  rapat  kerja  (raker) 
di  DPR  sebelum  keputusan  menaikkan 
harga  BBM  dikeluarkan.  Dalam  raker- 
raker  tersebut,  komisi-komisi  di  DPR 
yang  terkait,  yaitu  Komisi  VII,  Komisi 
XI  dan  Panitia  Anggaran  pada  dasar- 
nya  tidak  menyetujui  rencana  Pemerin- 
tah menaikkan  harga  BBM.^  Sebab  me- 
nurut  Ketua  Panitia  Anggaran  DPR-RI 
Emir  Moeis,  beban  masyarakat  sudah 
berat  atas  kenaikan  harga-harga  ba- 
rang  sebelumnya  akibat  kenaikan  har- 
ga Pertamax  dan  Elpiji  serta  belum  di- 
penuhinya  audit  independen  atas  har- 
ga-harga pokok  BBM.  Kecuali  itu,  ma- 
sih  bisa  dilakukan  efisiensi  di  bebe- 
rapa  sektor  di  APBN  agar  bisa  dica- 
pai  penghematan  yang  dapat  diguna- 
kan  untuk  subsidi  BBM,  sehingga  ti- 
dak perlu  ada  kenaikan  harga.  Menurut 
Emir  Moeis,  berbagai  usulan  dan  pe- 
mikiran    sudah    disampaikan,  tetapi 
pemerintah  menyatakan  tidak  peduli 
dan  tetap  akan  menaikkan  harga  BBM. 
Karena  itu  DPR  tidak  akan  memberikan 
dukungan  secara  politik  jika  terjadi 
penolakan  harga  BBM  di  masyarakat 
dalam  bentuk  unjuk  rasa  dan  Iain-lain 
{Kompas  Cyber  Media,  28  Februari  2005). 

Sekalipun  Ketua  Panitia  Anggaran 
DPR-RI,  Emir  Moeis  pernah  menegas- 
kan  bahwa  jika  ada  aksi-aksi  unjuk 
rasa    terhadap    kebijakan  menaikkan 


harga  BBM,  DPR  tidak  akan  turut  ber- 
tanggung  jawab  dan  Pemerintah  di- 
persilahkan  menghadapinya  sendiri 
(Kompas  Cyber  Media,  28  Februari  2005), 
tetapi  ternyata  DPR  masih  mau  mem- 
buka  diri  untuk  dimintai  pendapat 
oleh  Pemerintah.  Hal  itu  terlihat  pada 
pelaksanaan  konsultasi  antara  Presi- 
den dengan  Pimpinan  DPR  bersama 
para  Pimpinan  Fraksi  dan  Pimpinan  Ko- 
misi-komisi di  DPR  untuk  membahas 
kenaikan  harga  BBM  pada  14  Maret 
2005.  Seperti  pada  raker  di  Komisi  VII, 
XI  dan  Panitia  Anggaran  dengan  Men- 
teri-menteri Ekonomi  Kabinet  Indone- 
sia Bersatu  pimpinan  Presiden  SBY, 
pada  rapat  konsultasi  antara  Presiden 
dengan  Pimpinan  DPR  tanggal  14  Ma- 
ret 2005  tersebut,  beberapa  fraksi  te- 
gas  menyatakan  menolak  kenaikan 
harga  BBM.  Dari  10  Fraksi  yang  ada 
di  DPR,  fraksi-fraksi  yang  menyatakan 
dapat  memahami  kebijakan  pemerin- 
tah menaikkan  harga  BBM  hanya  ada 
3,  yakni  Fraksi  Partai  Golongan  Karya, 
Fraksi  Partai  Demokrat,  dan  Fraksi 
Bintang  Pelopor  Demokrasi  (Kompas 
Cyber  Media,  15  Maret  2005). 

Sekalipun  tetap  ditolak  oleh  seba- 
gian  besar  Fraksi  di  DPR,  dalam  ke- 
terangan  persnya  seusai  konsultasi 
dengan  Pimpinan  DPR,  Pimpinan  Ko- 
misi dan  Pimpinan  Fraksi  pada  14 
Maret  2004,  Presiden  SBY  menyatakan 
tidak  memikirkan  untuk  membatalkan 
ataupun  menurunkan  kenaikan  harga 
BBM  yang  telah  diputuskannya  pada 
tanggal  1  Maret  2005.  Keputusan  me- 
naikkan harga  BBM  harus  dilakukan 
karena  tingginya  harga  minyak  yang 
berdampak  pada  subsidi  APBN  (Kom- 
pas Cyber  Media,  15  Maret  2005). 

Untuk  menyikapi  kebijakan  Peme- 
rintah yang  tetap  menaikkan  harga 
BBM  di  atas,  setelah  didahului  dengan 
rapat  konsultasi  antara  Pimpinan  DPR 
dengan  Pimpinan  Fraksi-fraksi,  DPR 
kemudian  menggelar  Rapat  Paripurna 
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(Rapur)  pada  16  Maret  2005.  Agenda- 
nya  adalah  untuk  memvoting  dua 
pilihan  yang  telah  dihasilkan  dalam 
rapat  konsultasi  Pimpinan  DPR  de- 
ngan  Pimpinan  Fraksi-fraksi  yang  telah 
pada  pagi  harinya.  Kedua  pilihan  itu 
adalah:  (1)  DPR  langsung  mengambil 
sikap  dalam  paripurna;  atau  (2)  memba- 
hasnya  lewat  komisi  terkait  dan  pani- 
tia  anggaran.  Tetapi  sidang  ini  dihu- 
jani  dengan  interupsi  yang  bertubi-tubi 
dari  para  anggota  DPR  (terutama  Frak- 
si  PDI-P)  dan  berakhir  dengan  keri- 
cuhan.  Beberapa  anggota  DPR-RI  ada 
yang  berlari-lari  menaiki  mimbar  pim- 
pinan, beberapa  anggota  yang  lainnya 
melarang.  Akibatnya,  sidang  menjadi 
kacau  balau,  ricuh  dan  akhirnya  di- 
skors.  Oleh  Panitia  Persidangan  di- 
umumkan  bahwa  Sidang  Paripurna  di- 
tunda  sampai  batas  waktu  yang  belum 
ditentukan  {Koran  Tempo,  17  Maret  2005). 

Akibat  kericuhan  Rapur  DPR-RI 
tanggal  16  Maret  2005,  Pimpinan  DPR 
kemudian  memutuskan  untuk  menun- 
danya  sampai  ada  putusan  rapat  kon- 
sultasi antara  pimpinan  DPR  dan  pim- 
pinan Fraksi  berikutnya.  Pada  awal- 
nya,  rapat  paripurna  ditunda  hingga 
pukul  19.00  WIB.  Namun,  pimpinan 
DPR  menerima  surat  dari  lima  fraksi 
yakni  Partai  Persatuan  Pembangunan 
(PPP),  Partai  Demokrat  (PD),  Partai 
Amanat  Nasional  (PAN),  Partai  Golkar 
(PG),  dan  Partai  Keadilan  Sejahtera 
(PKS)  yang  isinya  meminta  rapat  pari- 
purna ditunda'-sampai  besok  karena 
situasinya  tidak  kondusif  untuk  melan- 
jutkan  rapat  malam  ini.  Mereka  me- 
minta kepada  pimpinan  agar  rapat 
paripurna  ditunda  sampai  besok  sete- 
lah  lebih  dahulu  dilaksanakan  kembali 
rapat  konsultasi  (Kompas  Cyber  Media, 
16  Maret  2005).  Karena  itu  pelaksana- 
an  Rapur  tersebut  akhirnya  tertunda 
lagi  hingga  baru  dapat  dilaksanakan 
pada  tanggal  21  Maret  2005  setelah  ter- 
lebih  dahulu  dilaksanakan  rapat  kon- 


sultasi antara  Pimpinan  DPR  dengan 
Pimpinan  Fraksi  pada  20  Maret  2005. 
Dalam  rapat  Konsultasi  ini  disepakati 
dua  hal  pokok,  yaitu:  (1)  voting  dila- 
kukan  secara   terbuka   satu  putaran; 
dan  (2)  substansi  yang  akan  divoting 
menjadi  putusan  DPR-RI  menyangkut  5 
(lima)  opsi.  Kelima  opsi  itu  adalah:  Per- 
tama,  DPR  menyerahkan  pembahasan 
kenaikan  harga   BBM  pada  alat-alat 
kelengkapan  DPR  yaitu  Komisi  VII,  XI, 
dan  Panitia  Anggaran;  Kedua,  DPR  me- 
nolak  kenaikan  harga  BBM;  Ketiga,  DPR 
memahami  kenaikan  harga  BBM;  Ke- 
empat,  DPR  menolak  Peraturan  Presi- 
den  No.  22/2005  tentang  Pencabutan 
Subsidi  BBM  dan  memberi  kesempat- 
an  kepada  pemerintah  untuk  memba- 
has  ulang  melalui  alat-alat  kelengkapan 
DPR;  Kelima,  DPR  berpendapat  agar  pe- 
merintah meninjau  ulang  kenaikan  har- 
ga BBM  melalui  pembahasan  APBN 
Perubahan  2005  >littp:  /  /  www.  deHk  rnm 
21  Maret  2005). 

Mekanisme    pengambilan  putusan 
dalam  Rapur  21  Maret  2005  itu  adalah 
dengan  cara  voting  terbuka  terhadap  5 
opsi.   Adapun  putusan  akhir  dari  Ra- 
pur itu  adalah  seperti  berikut:  Dewan 
Perwakilan  Rakyat  (DPR)  Republik  In- 
donesia (RI)  berpendapat  bahwa  peme- 
rintah perlu  meninjau  Peraturan  Pre- 
siden  Nomor  22  Tahun  2005  tentang 
kenaikan  bahan  bakar  minyak  (BBM) 
melalui  pembahasan  APBN  Perubahan 
(P)  2005  bersama  DPR.  Putusan  ini 
didukurig  oleh  297  anggota  DPR  darT'^ 
Fraksi  Partai   Golongan  Karya/F-PG 
(122  orang),  Fraksi  Partai  Persatuan 
Pembangunan /F-PPP  (53  orang),  Fraksi 
Partai  Demokrat/F-PD  (56  orang),  Frak- 
si Partai  Keadilan  Sejahtera /F-PKS  (36 
orang),  Fraksi  Bintang  Pelopor  Demokra- 
si/F-BPD  (16  orang),  dan  Fraksi  Partai 
Bintang  Reformasi/F-PBR  (14  orang). 
Sebaliknya,  sebanyak  56  anggota  DPR 
terdiri  atas  Fraksi  Partai  Amanat  Nasio- 
nal/F-PAN  (43  orang)  dan  Fraksi  Par- 
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tai  Damai  Sejahtera/F-PDS  (13  orang) 
memilih  opsi  keempat,  yaitu  DPR  me- 
nolak  Peraturan  Presiden  No.  22/2005 
tentang  Pencabutan  Subsidi  BBM  dan 
memberi  kesempatan  kepada  pemerin- 
tah  imtuk  membahas  ulang  melalui  alat- 
alat  kelengkapan  DPR  {Kompas  Cyber 
Media,  21  Maret  2005). 

Sekalipun  sikap  DPR  telah  diputus- 
kan  melalui  Rapat  Paripurna  tanggal  21 
Maret  2005,  tetapi  putusan  tersebut  pa- 
da  dasarnya  dapat  dikatakan  tidak  je- 
las-jelas  mendukung  kebijakan  Peme- 
rintah  menaikkan  harga  BBM.  Lebih  da- 
ri  itu,  ketika  diadakan  Rapur  pada  tang- 
gal 23  Maret  2004  untuk  mendengarkan 
penjelasan  Pemerintah  tentang  RAPBN 
2005  Perubahan,  juga  dibacakan  usul- 
an  penggunaan  hak  angket  DPR  yang 
diajukan  oleh  7  Fraksi  (F-PDI-P,  FKB, 
FPP,  FPDS,  FBR,  F-PAN,  F-BPD)  terha- 
dap  kebijakan  Pemerintah  menaikkan 
harga  BBM.  Salah  satu  wakil  dari  7 
Fraksi  itu  menjelaskan  pertimbangan 
perlu  digunakannya  hak  angket  DPR 
seperti  berikut:  Dewan  mengakui  adanya 
dana  kompensasi  atas  hilangnya  sub- 
sidi BBM  tetapi  besaran  kompensasi 
itu  tidak  sebanding  dengan  beban 
yang  dirasakan  rakyat  akibat  kenaikan 
harga  BBM  dan  pemerintah  juga  dini- 
lai  kurang  mensosialisasikan  kebijakan- 
nya.  Dikemukakan  pula  bahwa  sistem 
administrasi  dan  birokrasi  untuk  men- 
dukung penyaluran  dana  kompensasi 
juga  belum  memadai  dan  karena  itu 
dikhawatirkan  tidak  tepat  sasaran  atau 
diselewengkan.  Hal  ini  mengacu  pada 
penelitian  yang  dilakukan  Dewan  bah- 
wa ternyata  hanya  18%  beras  untuk 
rakyat  miskin  (raskin)  yang  benar-benar 
sampai  kepada  rakyat  yang  membu- 
tuhkan  sehingga  program  raskin  ti- 
dak membuahkan  hasil  karena  jumlah 
rakyat  m  iskii  tidak  beikurang  ftittp:// 
www.liputan6.  com /fullnews/ 98231. 
html  dan  98211. html.  Kompas,  4  Maret 
2005). 


PENENTANGAN  TERHADAP  KE- 
NAIKAN HARGA  BBM 

Sebagai  kebijakan  yang  pasti  mem- 
bawa  multiplier  effects  pada  kenaikan 
harga  kebutuhan-kebutuhan  pokok  rak- 
yat di  luar  BBM,  maka  kebijakan  peme- 
rintah untuk  menaikkan  harga  BBM  itu 
mendapat  tentangan  dan  protes  di  DPR 
dan  "memproduksi"  perlawanan  berupa 
unjuk  rasa  dari  berbagai  kalangan  di 
berbagai  daerah  di  Indonesia,  baik  se- 
belum  putusan  dikieluarkan,  setelah  di- 
putuskan  maupun  setelah  DPR  me- 
nentukan  sikapnya  pada  21  Maret  2005. 
Perlawanan  terhadap  kebijakan  me- 
naikkan harga  BBM  itu  dilakukan  me- 
lalui berbagai  jalur  seperti:  jalur  parle- 
men,  jalur  pengadilan,  dan  jalur  ekstra- 
parlemen. 

Penolakan  melalui  jalur  parlemen 
tampak  pada  ketidak-setujuan  Komisi 
VIi;  IX  dan  Panitia  Anggaran  DPR-RI 
serta  7  (tujuh)  Fraksi  di  DPR  dalam  Ra- 
pur 21  Maret  2005.  Kecuali  itu,  tampak 
pula  dalam  bentuk  diajukannya  peng- 
gunaan hak  angket  oleh  31  anggota 
DPR  dari  tujuh  fraksi  PDIP,  PKB, 
PPP,  PAN,  PBR,  PDS,  dan  BPD  terhadap 
kebijakan  pemerintah  yang  telah  dike- 
luarkan  pada  1  Maret  2005.  Usulan 
hak  angket  ini  semula  disampaikan 
kepada  Wakil  Ketua  DPR  Soetardjo  Soer- 
jogoeritno.  Para  pengusul  hak  angket 
tersebut  antara  lain  adalah  Ali  Masykur 
Musa  dari  Fraksi  Kebangkitan  Bangsa/ 
FKB,  A.  Helmy  Faishal  Zaini  dari  F-KB, 
Aria  Bima  dari  Fraksi  Pattai.Demokrasi 
Indonesia  Perjuangan/F-PDIP,  Idealis- 
man  Dachi  dari  Fraksi  Bintang  Pelo- 
por  Demokrasi,  Carol  D.  Kadang  dari 
Fraksi  Partai  Damai  Sejahtera,  dan 
Djoko  Edhi  Abdurrahman  dari  Fraksi 
Partai  Amanat  Nasional.  Seperti  diba- 
cakan Aria  Bima,  pada  prinsipnya 
mereka  mengusulkan  dilakukannya  pe- 
nyelidikan  atas  kebijakan  pemerintah 
yang  secara  sepihak  menaikkan  harga 
BBM.  Pada  kesempatan  itu  Soetardjo 
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mengatakan,  kenaikan  harga  BBM  me- 
nyalahi  ketentuan  undang-undang.  Se- 
bab  dalam  pengesahan  Anggaran  Pen- 
dapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  su- 
dah  ada  catatan  kaki  bahwa  sebelum 
harga  BBM  dinaikkan  terlebih  dulu  ha- 
rus  dilakukan  investigasi  terhadap 
Pertamina  dan  semestinya  pemerintah 
berkonsultasi  dengan  DPR  yang  me- 
ngesahkan  undang-undang  (Kompas,  4 
Maret  2005). 

Usui  penggunaan  hak  angket  terse- 
but  akhirnya  dibacakan  dalam  Rapur 
DPR-RI  tanggal  23  Maret  2005  untuk 
mendengarkan  penjelasan  Pemerintah 
mengenai  RAPBN  Perubahan  2005  dan 
akan  diproses  lebih  lanjut  setelah  ber- 
akhirnya  masa  reses  DPR  pada  2  Mei 
2005  (http:/  /www.liputan6.com/fullnews 
98231.html  dan  98211.html  dan  Kom- 
pas, 24  Maret  2005).  Namun  demikian, 
dalam  rapat  paripurna  DPR  tanggal  31 
Mei  2005,  usul  penggunaan  hak  ang- 
ket ini  ditolak  oleh  sebagian  besar 
fraksi  di  DPR  (F-PG,  F-PPP,  F-PKS,  F- 
PBR,  F-Demokrat,  F-BPD).  F-PDI-P  dan 
F-PDS  setuju  penggunaan  hak  angket, 
sedangkan  F-PKB  dan  F-PAN  meng- 
inginkan  dibahas  dalam  pembahasan 
APBN  Perubahan.  Akhirnya  putusan 
yang  diambil  adalah  menyerahkan  pem- 
bahasannya  dalam  rangkaian  pemba- 
hahasan  Anggaran  Pendapatan  dan 
Belanja  Negara  Perubahan  2005  {Kom- 
pas, dan  Koran  Tempo,  1  Juni  2005). 

Kecuali  itu,  DPRD  Sulawesi  Teng- 
gara  (Sultra),  sebagaimana  dikemuka- 
kan  oleh  Wakil  Ketuanya  Nur  Alam 
dari  Fraksi  PAN  pada  1  Maret  2005 
bahwa  DPRD  Sultra  menolak  keputus- 
an  pemerintah  pusat  yang  menaikkan 
harga  BBM.  Sebab  dampaknya  akan 
semakin  menyengsarakan  masyarakat 
khususnya  yang  berada  di  Sulawesi 
Tenggara.  Selain  itu,  dampak  keputusan 
menaikkan  harga  BBM  juga  semakin 
memicu  meningkatnya  eskalasi  dan  ge- 
sekan  di  masyarakat  yang  dikhawatir- 


kan  akan  mempengaruhi  jalannya  pe- 
merintahan  dan  pembangunan  di  Su- 
lawesi Tenggara.  Untuk  itu,  menurut 
Nur  Alam,  tidak  ada  cara  lain  kecuali 
pemerintah  pusat  harus  meninjau  kem- 
bali  keputusannya  menaikkan  harga 
BBM  {Tempo  Interaktif,  1  Maret  2005). 

Sementara  itu,  penentangan  melalui 
jalur  pengadilan  tampak  dari  muncul- 
nya  gugatan  class  action.  Di  Pengadilan 
Negeri  Jakarta  Pusat,  Serikat  Pengacara 
Rakyat  mendaftarkan  gugatan  class 
action  terhadap  Presiden  Susilo  Bam- 
bang  Yudhoyono  atas  keputusannya 
menaikkan  harga  BBM  {Kompas,  4  Maret 
2005). 

Sedangkan  penentangan  melalui  ja- 
lur ekstraparlemen  terjadi  dalam  ben- 
tuk  unjuk  rasa  dari  berbagai  kalangan 
masyarakat  di  berbagai  daerah.  Penen- 
tangan ini  terjadi  bukan  saja  setelah 
putusan  dikeluarkan  oleh  Pemerintah 
tetapi  sudah  dimulai  sejak  rencana  me- 
naikkan harga  BBM^tersebut  diberita- 
kan  di  media  massa,  sesudah  keputus- 
an pemerintah  dikeluarkan  serta  sete- 
lah DPR  mengambil  sikap  mengam- 
bang  dalam  Rapur  tanggal  21  Maret 
2005.  Lebih  dari  itu  setelah  Pemerintah 
mengajukan  RAPBN  2005  Perubahan 
kepada  DPR  pada  24  Maret  2005,  aksi 
menentang  kenaikan  harga  BBM  juga 
masih  berlangsung.  Hal  itu  terjadi  mi- 
salnya  di  Universitas  Gajah  Mada  Yog- 
yakarta  pada  1  April  2005  dengan  tun- 
tutan  agar  Presiden  SBY  mundur  dari 
jabataniiya  (http: //www,  detrk.com, 
1  April  2005).  Kecuali  itu,  pada  tanggal 
19  April  2005,  BEM  se-Jawa  dan  Suma- 
tra (gabungan  dari  30  kampus)  juga 
menggelar  unjuk  rasa  menentang  ke- 
naikan harga  BBM  di  bundaran  Hotel 
Indonesia  Jakarta  dilanjutkan  long 
march  ke  depan  Istana  Negara  {Suara 
Pembaruan,  19  April  2005). 

Para  penentang  melalui  jalur  ekstra- 
parlemen tersebut  antara  lain  menun- 
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tut  hal-hal  berikut:  (1)  pemerintah  agar 
mencabut  subsidi  dana  bank  rekap, 
menyita  aset-aset  koruptor,  melakukan 
upaya  penghapusan  hutang  luar  ne- 
geri  dan  menolak  setiap  hutang  baru 
dan  luar  negeri,  serta  menuntut  peme- 
rintah untuk  memutuskan  hubungan 
deng^an  IMF,  CGI,  ADB  dan  Bank  Du- 
ma;   (2)  Presiden  Susilo  Bambang  Yu- 
dhoyono   dan   Wakil   Presiden  Jusuf 
Kalla  agar  segera  mundur  dari  kursi 
kepresidenan  beserta  seluruh  kabinet- 
nya,  sebab  dianggap  kurang  mampu 
mengeluarkan  masyarakat  dari  kere- 
sahan  terkait  kebijakannya  yang  dini- 
lai  subyektif  menaikkan  harga  BBM." 
Dituntut  pula  agar  tim  ekonomi  peme- 
rintahan  Susilo  Bambang  Yudhoyono- 
Jiaif  KaJJa  di-reshuffle;    (3)  menolak  ren- 
cana  kenaikan  harga  BBM,  sistem  eko- 
nomi kapitalis,  termasuk  campur  tangan 
IMF  dan  mendesak  pergantian  sistem 
ekonomi  sekuler  dengan  sistem  ekono- 
mi syariah;     (4)  Pemerintah  agar  me- 
nyehatkan   APBN   secara   serius  de- 
ngan membuat  skala  prioritas  penge- 
luaran  dan  mencoret  pengeluaran  yang 
tidak   mendesak   dan    tidak  terukur 
manfaatnya  bagi  rakyat.  Sebab  menu- 
rut  massa  HTI  yang  berunjuk  rasa  di 
depan  Istana  Merdeka  Jakarta  pada 
27  Februari  2005,  APBN  sebenarnya 
bukan  digerogoti  subsidi  BBM  tetapi 
digerogoti  oleh  bunga  hutang  yang 
pada  APBN  2005  misalnya  mencapai 
Rp.  64  triHun  (24%)  dari  total  APBN  se- 
besar  Rp.  264,9  triliun;  (5)  pemerintah 
agar  semakin  serius  melakukan  diver- 
sifikasi  energi,  inovasi  teknologi  dalam 
pemanfaatan  energi,  dan  mengatur  dis- 
tribusi    energi    sesuai    syariat  Islam 
(http://www7  ant^nt  rn  iH   28  Februari 
2005/seenws/?id=.^q44^^    (6)  apabila 
APBN  sekarang  ini  defisit,  maka  harus 
dilakukan  pemangkasan  besar-besaran, 
baik  item-item  belanja  maupun  pada 
besarannya   hingga   defisit   itu  tidak 
ada  lagi.  "Pembayaran  angsuran  hu- 
tang harus  dijadwalkan  kembali.  Bah- 


kan,  pembayaran  bunga  atau  riba 
yang  ternyata  memakan  porsi  besar 
harus  tidak  dilakukan.  Kecuali  itu  ha- 
rus dibuat  skala  prioritas  pengeluaran 
yang  tidak  terlalu  mendesak,  dan  ha- 
nya  merupakan  pemborosan  atau  pe- 
ngeluaran yang  sia-sia  harus  dicoret 
dan  daftar  pembelanjaan  rutin,  misal- 
nya: biaya  perjalanan,  baju  dinas,  aca- 
ra-acara  seremonial.  "Jadi  penghemat- 
an  di  semua  aspek  harus  dilakukan". 

Jika  pengeluaran  sudah  tidak  mung- 
kin  lagi  dikurangi,  pemerintah  semes- 
tinya  mencari  sumber-sumber  pengha- 
silan  lain  yang  tidak  menyengsarakan 
rakyat,  antara  lain  dengan  menyita 
harta  koruptor  yang  jumlahnya  men- 
capai ratusan  triliun,  umpamanya  jum- 
lah  hutang  dan  dana  BLBI  Liem  Sioe 
Liong  sekitar  Rp.  7  triliun,  Sjamsul  Nur- 
salim  Rp.  65,4  triliun,  Sudwikatmono 
Rp.  3,5  triliun.  Bob  Hasan  Rp.  17,5  tri- 
liun, Usman  Admadjaja  Rp.  35,6  tri- 
liun. Modern  Group  Rp.  4,8  triliun,  dan 
Ongko  Rp.  20  triHun.  "Kalau  ditotal  jum- 
lahnya mencapai  Rp.  225  triliun.  Ke- 
mana  uang  itu?  Mengapa  untuk  uang 
yang   hanya    sekitar   Rp.    60  triliun 
yang  didapat  dari  penghapusan  sub- 
sidi BBM  alias  menaikkan  harga  BBM, 
pemerintah  tega  mengorbankan  200  ju- 
ta    rakyatnya.    Sementara    ada  uang 
Rp.  225  triliun  di  tangan  tujuh  orang 
atau  grup  dibiarkan  saja".  Selain  itu, 
cara  lain  adalah  dengan  pemberan- 
tasan  korupsi  dan  keteladanan  kepe- 
mimpinan,  misalnya  para  pejabat  tidak 
perlu  ada  baju,  djnas  yang  .jnemakan 
biaya  ratusan  juta  rupiah.^* 

Secara  lebih  rinci,  aksi-aksi  unjuk 
rasa  di  depan  Istana  Merdeka,  di  de- 
pan  gedung  DPR-RI  dan  di  berbagai 
daerah,  baik  menjeiang  putusan  me- 
naikkan harga  BBM  maupun  sesudah 
putusan  diambil  serta  setelah  DPR 
menentukan  sikapnya  pada  20  Maret 
2005  itu  dapat  disimak  dalam  label  2 
berikut  ini. 
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Tabel2 

RANGKAIAN  AKSI  UNJUK  RASA  MENENTANG  KENAIKAN  HARGA  BBM  2004-2005 


I.  Sebelum  Putusan  Kenaikan  Ditetapkan  Pemerintah 


No. 

Tanegal 

Daerah 
Kejadian 

Pengunjuk  Rasa 

Tuntutan 

Sumber 

1. 

23-12-2004 

Balai  Pemuda 

Front  Pergerakan 

Menolak  Kenaikan  Harga 

Kotnvas, 

IVXcxi           w  a  u 

BBM 

24-12-2004 

2. 

23-12-2004 

Jl.  Kimia 

Aliansi  Mahasiswa 

Menolak  Kenaikan  Harga 

Kompas, 

Jakarta 

seperti  Forum  Ko- 

BBM;  BBM  =  Pelanggaran 

24-12-2004 

ta  (Forkot),  Front 

Konstitusi;  Rakyat  masih  di 

Nasional  (Front- 

bawah  garis  kemiskinan 

Nas)  dan  Amanad 

dan  belum  siap  menerima 

3. 

23-12-2004 

Kampus 

Badan  Eksekutif 

Menolak  kenaikan  harga 

Kompas, 

IAIN 

Mahasiswa  (BEM) 

gas  elpiji  dan  rencana  ke- 

24-12-2004 

Palembang 

IAIN  Raden  Patah 

naikan  harga  BBM;  peme- 

rintah tidak  peduli  pada 

penderitaan  rakyat  bawah 

dan  hanya  mementingkan 

L4.il  1  j%ZL  IClll  1 

4. 

2.3-12-2004 

Kantor  DPRD 

BEMUniversitas 

Menolak  rencana  kenaikan 

Kompas, 

Kabupaten 

Muhanunadiyah 

harga  BBM  dan  meminta 

24-12-2004 

Banyumas 

Purwokerto 

SBY-Kalla  membatalkan 

rencana  tersebut  karena 

dapat  memicu  kenaikan 

harga  produk-produk 

ictu  ix  1  y  d 

5. 

28-12-2004 

Bandar  Lam- 

Mahasiswa,  Or- 

Menolak  rencana  pemerin- 

Kompas 

pung,  Ban- 

mas dan  LSM  di 

tah  menaikkan  harga  BBM 

Cyber 

dung,  Banjar- 

Bandung,  Solo, 

Media, 

masin,  Mata- 

Banjarmasin,  Pa- 

ZO-1/-ZUU4 

ram,  ixjio 

lemDang/  IVlala- 

m 

w 

fa  Tvi    ToTY^  MOT*  n— 
kaiiif  jciiiLfcri/  ucixi 

aar  L>ainpung 

6. 

23-2-2005 

Makasar 

Front  Mahasiswa 

Para  mahasiswa  akan  me- 

Kompas 

Makasar 

nyampaikan  mosi  tidak 

Cyber 

Menggugat 

percaya  jika  Pemerintahan 

Media, 

SBY-Kalla  ngotot  menaik- 

23-2-2005 

kan  harga  BBM 

7. 

23-2-2005 

Jember 

6  elemen  mahasis- 

Menolak kenaikan  harga 

Kompas 

wa  Jember  seperti 

BBM  karena  pasti  akan  di- 

Cyber 

KAMMI,LMND, 

ikuti  kenaikan  harga 

Media, 

PMII,  PARMA 

barang  lainnya 

23-2-2005 
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8.  23-2-2005 


27-2-2005 


10.  28-2-2005 


11.  28-2-2005 


lil*:..   . 


12.  28-2-2005 


BundaranSe- 
latan  Univer- 
sitasGadjah 
Mada(UGM) 
Yogyakarta 

Di  depan 
Istana  Mer- 
deka  Jakarta 


BundaranSe- 

latanUGM 

Yogyakarta 


Depan  Kam- 

pusIAIN 

Makasar 


Bundaran  Air 
Mancur  depan 
Universitas 
Diponegoro 
Semarang 


SASTRA  Univer- 
sitas Jember  yang 
tergabung  dalam 
Front  Aksi  Pem- 
bebasan  Rakyat 
Jember  (Fapemra- 
Jember) 

Ratusan  niassa 
HizbutTahrir 
Indonesia  (HTI) 


Massa  Hizbut 
Tahrir  Indonesia 


Puluhanmahasis- 
wa  dan  warga 
masyarakat  lain- 
nya  yang  terga- 
bung ke  dalam 
"Aliansi  Masyara- 
kat Yogya" 


Puluhan  mahasis- 
wa  LAIN  Makasar 


Puluhan  mahasis- 
wa  dan  elemen 
LSM  Semarang 


Menolak  rencana  pemerin- 
tah  menaikkan  harga  BBM 


Menolak  rencana  pemerin- 
tah  menaikkan  harga  BBM 
karer\a  kebijakan  tersebut 
mendzalimi  rakyat 

Menolak  rencana  kenaikan 
harga  BBM  dan  pemerintah 
agar  mencabut  dana  subsidi 
bank  rekap,  menyita  aset- 
aset  koruptor,  mengupaya- 
kan  penghapusan  hutang 
luar  negeri  dan  menolak  se- 
tiap  hutang  baru  dari  luar 
negeri  serta  menuntut  Pe- 
merintah agar  memutus- 
kan  hubungan  dengan  IMF, 
CGI,  ADB  dan  World  Bank 

Presiden  Susilo  Bambang 
Yudhoyono  dan  Wakil  Pre- 
siden Jusuf  Kalla  beserta  se- 
.  luruh  kabinetnya  agar  sege- 
ra  mundur  dari  jabatannya 
karena  kurang  mampu  me- 
ngeluarkan  masyarakat 
dari  keresahan  terkait  de- 
ngan kebijakan  yang 
subyektif  untuk  menaik- 
kan harga  BBM 

Menolak  rencana  pemerin- 
tah untuk  menaikkan  har- 
ga BBM  karena  sangat 
memberatkan  masyarakat 
dan  kebijakan  itu  hanya 
merupakan  pelaksanaan 
agenda  liberalisasi  ekono- 


Kompas 
Cyber 
Media, 
23-2-2005 


Kompas 

Cyber 

Media, 

27-  2-2005 

Kompas, 

28-  2-2005 


Kompas, 
28-2-2005 


Kompas, 
28-2-2005 
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mi  atau  Konsensus  || 
Washington  yang  dipaksa- 
kan  IMF  kepada  Indonesia 

m 

ILL 

njuk  Rasa  Sc 

itelah  Harga  BB\ 

1  Dinaikkan 

2. 


2-3-2005 


3-3-2005 


3-3-2005 


3-3-2005 


13-3-2005 


E>i  depan  Ge- 
dung  Sate, 
Bandung 


Depan  rumah 
Wakil  Presi- 
denjusuf 
Kalladi 
Makasar 


Semarang 


Depan  Ge- 
dung  Agung 
Yogyakarta 

Depan  Istana 

Merdeka 

Jakarta 


Ratusan  massa  da- 
ri  Hizbut  Tahrir 
Indonesia  Ban- 
dung dan  Serikat 
Pekerja  Forum 
Komunikasi  Kar- 
yawan  PT  Dirgan- 
tara  Indonesia 

Mahasiswa  Univer- 
sitas  Muhammadi- 
yah,STIMIKDi- 
panegara,  Univer- 
sitas  Islam  Maka- 
sar, Universitas 
Satria  Makasar 

40  aktivis  Pemuda 
Front  Perjuangan 
Rakyat  Miskin  Se- 
marang (FPRM- 
Semarang)  dan 
para  aktivis  Partai  , 
Rakyat  Demo- 
kratik  (PRD)  serta 
Liga  Mahasiswa 
Nasional  untuk  De- 
mokrasi  (LMND) 

Ratusan  mahasis- 
wa dari  berbagai 
elemen 

Ikatan  Mahasiswa 
Muhammadiyah 
(IMM),  Himpunan 
Mahasiswa  Islam 
(HMI),  dan  Aliansi 
Tolak  Kenaikan 
Harga  BBM  terdiri 
antara  lain  Forum 
Kota,  GMKI,  Rela- 
wan  Perjuangan 
Demokrasi,  Baris- 
an  Oposisi  Rakyat, 
Serikat  Rakyat 


Menolak  kenaikan  harga 
BBM  yang  ditetapkan  oleh 
Pemerintah  karena  meru- 
pakan  kedzaliman  peme- 
rintah terhadap  rakyat 


Menolak  kenaikan  harga 
BBM 


Menolak  kenaikan  harga 
BBM. 

SaatBBM  Naik,Ayo 
Berontak 


Tim  Ekonomi  Pemerin- 
tahan  SBY-Kalla  agar 
di-reshuffle 

Menolak  kenaikan  harga 
BBM 


Republika 

Online, 

2-3-2005 


Kompas, 
4-3-2005 


Kompas, 
4-3-2005 


Kompas, 
4-3-2005 


Kompas, 
15-3-2005 
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7. 


8. 


9. 


13-3-2005 


21-3-2005 


1-4-2005 


19-4-2005 


Depan  Ge- 
dungDPR-RI 
Jl.  Gatot  Soe- 
broto,  Jakarta 


Depan  Ge- 
dungDPR-RI 


UGM 

Yogyakarta 


Bundaran  HI 
dan  depan  Is- 
tana  Negara 
akarta 


mm 


Miskin  Kota  dan 
Aliansi  Perempuan 

BEM  dari  berbagai 
perguruan  tinggi 
di  Jakarta,  Bogor, 
Depok  serta  Be- 
kasi,GMNI,PRD, 
PMII,  Humanika, 
Forkot,  KM  UIN 
SyarifHidayat- 
tulah  Jakarta,  Ke- 
satuan  Aksi  Maha- 
siswa  Muslim  In- 
donesia (KAMMI) 

Sekitar  500  maha- 
siswa  yang  terga- 
bung  dalam  Alian 
si  Rakyat  Bersatu, 
KAMMI,  Front 
AksiMahasiswa 
(FAM)UI,HMI, 
Forkot,  aktivis 
Parpol  seperti 
PDIPdanPNBK 

Puluhan  mahasis- 
wa  dari  Liga  Maha- 
siswaNasional 
untuk  Demokrasi 


BEM  se-Jawa  dan 
Sumatra,  gabung- 
an  dari  30  kampus 


Menolak  kenaikan  harga 
BBM  dan  mendesak  DPR 
untuk  menempuh  lang- 
kah-Iangkah  politik  me- 
nekan  Pemerintahan 
Susilo  Bambang  Yudho- 
yono  agar  membatalkan 
kebijakannya  menaikkan 
harga  BBM 


Menentang  kenaikan 
harga  BBM 


Pemerintahan  SBY  telah 
banyak  ingkar  janji  dan 
melakukan  kebohongan 
publik;BBMNaik  = 
SBY-JKTurun;Bentuk 
Pemerintahan  Altematif; 
BBM  Naik  =  Mogok 
Nasional 

Menolak  kenaikan  harga 
BBM  karena  pemerintah 
belum  serius  dalam  men- 
cari  altematif  untuk  ijaa>^ 
nutupi  anggaran 


Kompas, 
16-3-2005 


Republika 

Online, 

21-3-2005 


http:// 
www. 

detik.com. 
l-i-2005 


Smra  Pem- 

haruan, 

19-4-2005 
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KOMPLIKASI  POLITIK 

Kebijakan  Presiden-presiden  sebelum 
SBY  dalam  menaikkan  harga  BBM  te- 
lah  membawa  implikasi  politik  berupa 
terjadinya  disharmoni  hubungan  an- 
tara  Presiden  dengan  DPR.  Meski  bukan 
satu-satunya  faktor,  kebijakan  menaik- 
kan harga  BBM  menambah  alasan  un- 
tuk  menjatutikan  Presiden  Soeharto  dan 
K.H.  Abdurrahman  Wahid  dari  jabat- 
annya.  Sementara  itu,  dalam  kasus  Pre- 
siden Megawati,  popularitasnya  di 
mata  rakyat  menjadi  sangat  menurun. 
Hal  itu  terlihat  dari  kekalahan  PDI 
dalam  Pemilu  legislatif  5  April  2004 
dan  kekalahan  Megawati  dalam  Pemi- 
lihan  Presiden  dua  putaran  (5  Juli  dan 
20  September  2004). 

Berkaitan  dengan  kebijakan  menaik- 
kan harga  BBM  yang  telah  dikeluarkan 
oleh  Presiden  SBY,  sekalipun  implikasi 
pclitik  paling  jauh  berupa  kejatuhan- 
nya  dari  jabatan  ke-presidenan  dalam 
waktu  dekat  melalui  mekanisme  me- 
morandum DPR  dan  Sidang  Istimewa 
MPR  berdasarkan  Penjelasan  UUD 
1945  bagian  Sistem  Pemerintahan  Ne- 
gara  dan  Ketetapan  MPR  No.  III/MPR/ 
1978  tentang  Kedudukan  dan  Hubung- 
an Tata  Kerja  Lembaga  Tertinggi  Ne- 
gara  Dengan/ Atau  Antar  Lembaga-lem- 
baga  Tinggi  Negara  tampaknya  tidak 
akar^  terjadi.  Hal  itu  disebabkan  kare- 
na  Penjelasan  UUD  1945  tentang  me- 
kanisme pelaksanaan  Sidang  Istime- 
wa MPR  untuk  meminta  pertanggung- 
jawaban  Presiden  ^elah  dihilangkan 
setelah  UUD  tersebut  diubah  empat 
kali  oleh  MPR  dalam  tahun  1999,  2000, 
2001  dan  2002. 

Selain  itu.  Tap  No.  III/MPR/1978 
yang  memuat  mekanisme  penjatuhan 
Presiden  dalam  masa  jabatannya  me- 
lalui penyampaian  memorandum  I  dan 
II  oleh  DPR  kepada  Presiden  dan  jika 
Presiden  tetap  tidak  mengindahkan- 
nya,  maka  DPR  dapat  meminta  MPR 


untuk  menggelar  Sidang  Istimewa  guna 
meminta  pertanggungjaWaban  Presiden 
juga  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi. 
Meskipun  demikian,  kebijakan  Presi- 
den SBY  tersebut  akan  membawa  kom- 
plikasi  politik  yang  cukup  rumit  de- 
ngan berbagai  kemungkinannya  jika 
politik  dipahami  sebagai  seni  page- 
laran  dari  segala  kemungkinan.  Kebi- 
jakan menaikkan  harga  BBM  tersebut 
dapat  menjadi  amunisi  untuk  menu- 
runkan  popularitas  Presiden  SBY  di 
mata  rakyat  Indonesia  dari  waktu  ke 
waktu.  Sebaliknya,  dapat  dimanfaat- 
kan  oleh  parpol-parpol  penentangnya 
untuk  menaikkan  citra  dan  populari- 
tasnya di  mata  rakyat. 

Mencermati  kerasnya  penentangan 
fraksi-fraksi  di  DPR  atas  kebijakan  me- 
naikkan harga  BBM,  tidak  mustahil 
akan  terjadi  bahwa  dalam  proses  per- 
gantian  Ketua-ketua  Umum  Parpol  me- 
lalui Kongres  yang  terjadi  dalam  bu- 
lan  Maret-Mei  2005  ini  (PDI-P,  PKB, 
PAN,  PBB,  Partai  Demokrat),  menteri- 
menteri  Kabinet  Indonesia  Bersatu  di 
bawah  pimpinan  Presiden  SBY  mung- 
kin  saja  akan  direstui  untuk  merebut 
posisi  Ketua  Umum  Parpol-parpol  ter- 
sebut. Preseden  itu  pernah  terjadi  pada 
Mun'as  Golkar  pada  Desember  2004 
di  mana  Wakil  Presiden  Jusuf  Kalla 
berhasil  merebut  jabatan  Ketua  Umum 
DPP  Golkar  dari  Akbar  Tanjung.  Dan 
segera  setelah  itu,  dalam  diri  Fraksi 
Partai  Golkar  terjadi  perubahan  si- 
kap,  yakni  dari  sikap  berlawanan  de- 
ngan Fraksi  pendukung  Presiden  SBY 
ketika  pemilihan  Pimpinan  MPR,  DPR 
dan  alat-alat  kelengkapan  DPR,  ber- 
ubah  menjadi  pendukung  kebijakan 
Presiden  SBY  dalam  menaikkan  har- 
ga BBM.  Dengan  direbutnya  jabatan- 
jabatan  Ketua  Umum  Parpol  oleh  men- 
teri-menteri  tersebut,  diharapkan  akan 
dapat  lebih  mengendalikan  para  ang- 
gota  Fraksi  di  DPR  dalam  mengkritisi 
kebijakan  Presiden  SBY. 
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Jika  dari  berbagai  kemungkinan  im- 
plikasi  seperti  tersebut  di  atas  yang 
akan  terjadi  adalah  kemungkinan  yang 
disebut  terakhir,  maka  akan  muncul 
implikasi-implikasi  lanjutan.  Pertama, 
kemungkinan  akan  terjadi  konglomerasi 
atau  pemusatan  kekuasaan  dengan  se- 
gala  akibat  negatifnya.  Bila  hal  itu  ter- 
jadi, maka  sirkulasi  elite  menjadi  stag- 
nan,  proses  pembuatan  kebijakan  mus- 
tahil  dapat  dilakukan  secara  transpa- 
ran  dan  akuntabel  sehingga  praktik 
KKN  antara  Pemerintah,  Parpol,  dan 
DPR  menjadi  terbuka  lebar.  Memang 
ada  anggapan  bahwa  pemusatan  ke- 
kuasaan di  tangan  Pemerintah  dapat 
secara    efektif    mempercepat  proses 
pembuatan  kebijakan,  apalagi  dengan 
sistem  multipartai.  Namun,  konsteiasi 
seperti  itu  cukup  berbahaya.  Sebab  pe- 
musatan kekuasaan  yang  menyebab- 
kan  terlalu  kukuh  pada  pemerintah  jus- 
tru  akan  menyebabkan  rapuhnya  sis- 
tem   karena    hanya    bertumpu  pada 
satu  faksi  politik  tanpa  perimbangan 
dan  pengawasan  dari  faksi-faksi  po- 
litik yang  lain   (Smita  Notosusanto, 
"Trend  baru  konglomerasi  kekuasaan". 
Media  Indonesia,  14  Februari  2005). 

Komplikasi  berikutnya  yang  dapat 
terjadi  adalah  bahwa,  citra  dan  kinerja 
DPR  sampai  dengan  akhir  masa  jabat- 
annya  (2009)  akan  kembaliseperti  di 
masa  Orde  Baru,  yakni  sekedar  men- 
jadi pengabsah  segala  kebijakan  peme- 
rintah. Implikasi  lanjutannya  adalah 
bahwa  mekanisme  chekcs  and  balances 
antara  DPR  dan  Presiden  tidak  ^fcan- 
terwujud,  dan  akhirnya  rakyatlah  yang 
akan  menjadi  korban  terus-menerus  se- 
lama  5  tahun  ke  depan. 
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orang,  lokasi  dan  sebagainya  {Kompas 
Cyber  Media,  24  Febaruari  2005).  Sedangkan 
konsultasi  dan  raker  antara  Menko  Per- 
ekonomian  Aburizal  Bakrie  didampingi 
MerJco  Kesra  Alwi  Shihab,  Menhub  Hatta 
Rajasa,  Menteri  Pertanian  Anton  Apriyan- 
tono,  Mendiknas  Bambang  Sudibj'o,  ivien- 
keu  Jusuf  Anwar,  Menteri  ESDM  Pumomo 
Yusgiantoro,  Menneg  PPN/Kepala  Bap- 
penas  Sri  Mulyani,  dan  Dirut  Pertamina 
Widya  Pvimama  dengcin  Panitia  Anggaran 
DPR  RI  diselenggarakan  pada  28  Februari 
2005  {Kompas  Cyber  Media,  28  Februari 
2005). 

6  Rapat  paripurna  DPR  tanggal  21  Maret 
2005  tersebut  dihadiri  oleh  366  anggota 
DPR  dari  delapan  fraksi:  FPG,  FPPP,  FPD, 
FPKS,  FBR,  FBPD,  FPAN,  dan  FPDS  karena 
dua  fraksi  tidak  mengikuti  voting,  yaitu: 
F-PDI-?  melakukan  aksi  walk  out  dan  F-KB^*" 
tidak  hadir  {Republika,  22  Februari  2005). 
Ketidakhadiran  FKB  dalam  Rapur  ini,  me- 
nurut  Ketua  FKB,  Ali  Masykur  Musa  di- 
dasarkan  pada  alasan  bahwa  sejauh  ini 
beliun  terlihat  kemauan  politik  dari  fraksi- 
fraksi  imtuk  mengambil  sikap  yang  tegas. 
"Hari  ini  semakin  menunjukkan  ketidak- 
menentuan  arah  dan  merupakan  jebakan 
kepura-puraan".  Ditambahkan  oleh  ang- 
gota FKB,  Masduki  Baidlowi  bahwa  arah 
dan  tujuan  rapur  semakin  tidak  jelas  ka- 
rena materi  voting  berkembang  menjadi 


lima  opsi.  Sebelurrmya,  materi  voting  ha- 
nya  dua  opsi  {Kompas  Cyber  Media,  21 
Maret  2005).  Sementara  itu,  begitu  sidang 
paripurna  DPR  dibuka  pukul  14.30  WIB, 
Fraksi  Partai  Demokrasi  Indonesia  (F-PDI) 
Perjuangan  langsung  melakukan  aksi 
walkout  (WO).  Ketua  Fraksi  PDI-P  Tjahjo 
Kumolo  meminta  agar  PDI-P  tidak  diikut- 
sertakan  dalam  proses  pengambilan  ke- 
putusan  karena  sejak  awal  fraksinya  de- 
ngan tegas  menolak  kenaikan  harga  bahan 
bakar  minyak  (BBM)  sedangkan  masyara- 
kat  juga  menolak  kenaikan  tersebut,  dan 
sejauh  ini  rapat  paripurna  belum  juga 
menghasilkan  satu  ksputusan,  padahal 
Fraksi  PDI-P  melihat  masih  ada  solusi 
antara  pemerintah  dan  DPR  untuk  me- 
ngurangi  defisit  APBN  sehingga  pemerin- 
tah tidak  perlu  menaikkan  harga  BBM 
(Kompas  Cyber  Media,  21  Maret  2005). 

7  Terhadap  sikap  Fraksi  PKS  ini  dapat 
dikemukakan  beberapa  hal  yang  meiuirik, 
diantaranya  adalah  bahwa  ketika  anggota 
F-PKS  berdiri  menyetujui  opsi  kelima,  sa- 
lah  satu  anggotanya,  yaitu  Rama  Prata- 
ma  menyatakan  sikap  menolak  kenaikan 
BBM  {Kompas  Cyber  Media,  21  Mareti  2005). 
Kecuali  itu,  sehari  sebelum  menentukan  si- 
kap dalam  sidang  paripurna  DPR,  Pim- 
pinan  PKS  menemui  Presiden  SBY.  Menu- 
rut  Pejabat  Presiden  PKS  Tifatul  Sembiring, 
partainya  memutuskan  jalan  tengah,  "wirt 
win  solution"  berkaitan  dengan  "kontrak 
politik"  partainya  dengan  Presiden  Yudho- 
ybno.  Dikemukakan  pula  bahwa  pertemu- 
annya  dengan  Presiden  Yudhoyono  tidak 
berhubungan  dengan  dagang  sapi  tetapi 
justru  menekan  Presiden  agar  segera  me- 
wujudkan  pembenahan  sektor  pendidikan, 
kesehatan,  dan  hukum.  Sementara  itu, 
Wakil  Ketua  Fraksi  PKS,  Zulkiefliman- 
syah  menyatakan  bahwa  dalam  pertemu- 
an  itu  Presiden  sanggup  segera  member- 
sihkan  pemerintah  dari  koruptor,  sanggup 
segera  membebaskan  biaya  pendidikan 
dan  kesehatan.  Sedangkan  salah  seorang 
anggota  Fraksi  PKS,  Suryana  M.  Sastra 
menyatakan  bahwa  PKS  akan  memutuskan 
kontrak  politik  dengan  Yudhoyono  jika 
janji  itu  tidak  segera  diwujudkan  {Koran 
Tempo,  22  Maret  2005).  Sebaliknya,  Ketua 
Badan  Eksekutif  Mahasiswa  Universitas 
Indonesia  (BEM-UI),  Gari  Prananda  me- 
nyatakan di  Jakarta  pada  22  Maret  2005 
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bahwa    ketidakkonsistenan    PKS  yang 
awaJnya  menolak  kebijakan  tersebut  dan 
kemudian  menerimanya  dinilai  sebagai 
pengingkaran  terhadap  rakyat,  konstituen, 
dan  cenderung  bersilat  lidah.  Sementara 
itu,  menurut  Ketua  Lembaga  Pengkajian 
Demokrasi  dan  Negara  Kesejahteraan  (Pe- 
doman)  Indonesia,  M.  Fadjroel  Rachman 
dalam  keterangannya  kepada  wartawan 
di  Jakarta  pada  22  Maret  2005  mengata- 
kan  bahwa  tindakan  PKS  tampak  memper- 
mainkan  rakyat  dan  hanya  memberikan 
pernyataan  di  mulut  tanpa  tindakan 
konkret.  Menurutnya,  PKS  mesti  berber- 
sih  diri  untuk  membuktikan  keberpihakan- 
nya  kepada  masyarakat.  Jalannya  adalah 
dengan  menarik  diri  dari  Kabinet  Indo- 
nesia Bersatu  (Sinar  Haravan,  22  Maret 
2005). 

8    Pada  23  Desember  2004,  puluhan  maha- 
siswa  lain  dari  Front  Pergerakan  Maha- 
siswa  Indonesia  (FPMI)  berunjuk  rasa  di 
perempatan  Balai  Pemuda  Surabaya.  Di 
Jakarta,  aksi  serupa  dilakukan  oleh  alian- 
si  mahasiswa  di  Jalan  Kimia,  Salemba. 
Aksi  ini  dimotori  para  aktivis  mahasiswa 
dari  Fonun  Kota  (Forkot),  Front  Nasional 
(FrontNas),  dan  Amanad  Uiuversitas  Bung 
Kamo  (UBK).  Aksi  ini  sudah  berlangsung 
keempat  kalinya.  Di  Palembang,  Sumatera 
Selatan,  puluhan  mahasiswa  dari  BEM 
Instihit  Agama  Islant  Negeri  Raden  Fatah 
berunjuk  rasa  di  depan  kampus  mereka 
menolak  kebijakan  menaikkan  harga  gas 
elpiji  dan  rencar\a  menaikkan  harga  BBM. 
Koordinator  aksi.  Firman,  menyatakan: 
"Ada  indikasi,  pemerintah  akan  kembali 
tidak  peduli  pada  penderitaan  rakyat 
bawah  dan  hanya  mementingkan  diri 
sendiri".  Penolakan  juga  dilakukan  se- 
jumlah  mahasiswa  dari  BEM  Universitas 
Muhammadiyah  Purwokerto  (UMP)  di 
Kantor  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah 
(DPRD)  Kabupaten  Banyumas  (Kompas, 
24  Desember  2004).  Gelombang  aksi  de- 
monstrasi  menetang  rencana  Pemerintah 
imtuk  menaikkan  harga  bahan  bakar  mi- 
nyak  (BBM)  terjadi  di  berbagai  kota  di 
seluruh  Indonesia  pada  28  Desember  2004. 
Demonstrasi  dilakukan  oleh  mahasiswa, 
organisasi  masyarakat  serta  lembaga  swa- 
daya  masyarakat  di  Bandung,  Solo,  Ban- 
jarmasin,  Palembang,  Mataram,  Jember, 
serta  Bandar  Lampung  {Kompas  Cyber  Me- 


dia, 28  Desember  2004).  Rahisan  mahasis- 
wa Universitas  Negeri  Makasar  (UNM) 
yang  tergabung  dalam  Front  Mahasiswa 
Makasar  Menggugat  (FMMM)  pada  tang- 
gal  23  Februari  2005  juga  menggelar  aksi 
unjuk  rasa  memprotes  kelangkaan  minyak 
tanah  dan  rencana  pemerintah  menaikkan 
harga  BBM  dengan  konvoi  keliling  kota 
"Bila  pemerintahan  SBY-Kalla  ngotot  un- 
tuk menaikkan  harga  BBM,  para  maha- 
siswa akan  menyampaikan  mosi  tidak 
percaya  terhadap  pemerintah."  Aksi  me- 
nentang  kenaikan  BBM  juga  dilakukan 
enam  elemen  mahasiswa  yang  tergabung 
dalam  Front  Aksi  Pembebasan  Rakyat 
(Fampera)  Jember.  Sebab  menurut  koor- 
dinator aksi,  Aristo,  "kenaikan  BBM  pasti 
akan  diikuti  oleh  kenaikan  harga  bahan 
pokok  laiimya  dan  itu  sangat  memberat- 
kan  rakyat  banyak".  Di  Yogyakarta,  se- 
ratus  orang  lebih  massa  anggota  Hizbut 
Tahrir  Indonesia  menolak  rencana  peme- 
rintah menaikkan  harga  BBM  dengan  ber- 
unjuk rasa  di  Bundaran  Selatan  kampus 
Universitas  Gadjah  Mada  (Kompas  Cyber 
Media,  23  Februari  2005).  Pada  27  Februari 
2005,  Hizbut  Tahrir  Indonesia  juga  ber- 
unjuk rasa  di  depan  Istana  Merdeka  Ja- 
karta untuk  menentang  rencana  Pemerin- 
tah menaikkan  harga  BBM  karena  kebi- 
jakan tersebut  mendzalimi  rakyat  (http:// 
www.kompas.cnm  /utama  /npws/05n2  / 
27/111809.htmV  Aksi  unjuk  rasa  menen- 
tang rencana  pemerintah  menaikkan  har- 
ga bahan  bakar  minyak  (BBM)  terjadi 
pula  di  Yogyakarta,  Semarang,  dan  Maka- 
sar. Di  Yogyakarta  misalnya,  puluhan  ma- 
hasiswa dari  berbagai  perguruan  tinggi 
serta  sejumlah  warga  masyarakat  lainnya, . 
pada  28  Februari  2005  berunjuk  rasa  me- 
nolak harga  BBM  di  Bundaran  Selatan, 
Universitas  Gadjah  Mada  (UGM).  Mereka 
yang  menamakan  diri  "Aliansi  Masyara- 
kat Yogya"  itu  menuntut  pemerintah  un- 
tuk mencabut  subsidi  dana  bank  rekap, 
menuntut  pemerintah  imtuk  menyita  aset- 
aset  koruptor,  menuntut  pemerintah  untuk 
melakukan  upaya  penghapusan  hutang 
luar  negeri  dan  menolak  setiap  hutang 
baru  dari  luar  negeri,  serta  menuntut  pe- 
merintah untuk  memutuskan  hubungan 
dengan  IMF,  CGI,  ADB  dan  World  Bank 
(Bank  Dunia).  Di  Makasar,  puluhan  ma- 
hasiswa Institut  Agama  Islam  Negeri 
(IAIN)  Makassar  kembali  turun  ke  jalan. 
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Aksi  unjuk  rasa  yang  dilakukan  di  depan 
Kampus  IAIN  itu  diwarnai  dengan  pe- 
nyanderaan  mobil  tangki  BBM  dan  pem- 
bakaran  ban  bekas.  Selain  menutup  se- 
tengah  badan  jalan  raya,  para  mahasis- 
wa  juga  menahan  satu  unit  mobil  yang 
membawa  puluhan  tabung  gas  elpiji  mi- 
lik  PT  Aneka  Gas  Industri  yang  terletak 
tidak  jauh  dari  kampus  IAIN  serta  me- 
minta  Presiden  Susilo  Bambang  Yudho- 
yono  untuk  segera  mundur  dari  kursi 
kepresidenan  beserta  seluruh  kabinetnya, 
sebab  dianggap  kurang  mampu  menge- 
luarkan  masyarakat  dari  keresahan  ter- 
kait  kebijakannya  yang  dinilai  subyektif 
menaikkan  harga  BBM.  Sementaia  itu,  pu- 
luhan mahasiswa  dan  elemen  lembaga 
swadaya  masyarakat  Semarang,  berun- 
juk  rasa  di  Bunderan  Air  Mancur  di 
Jalan  Pahlawan,  depan  pintu  gerbang 
kampus  Uruversitas  Diponegoro  (Undip). 
Menurut  pengimjuk  rasa,  rencana  kenaik- 
an  harga  BBM  meresahkan  masyarakat, 
karena  konsekuensi  yang  ditanggung  rak- 
yat  miskin  atas  kenaikan  harga  BBM  ter- 
sebut  sangat  berat.  Rencana  kenaikan  har- 
ga BBM  di  mata  pengunjuk  rasa  harus 
ditolak,  dengan  alasan  kebijakan  itu  meru- 
pakan  pelaksanaan  agenda  liberalisasi 
ekonomi  atau  Konsensus  Washington 
yang  dipaksakan  IMF  kepada  negeri  ini 
{Kompas,  28  Februari  2005). 

9    Ratusan  massa  dari  Hizbut  Tahrir  In- 
donesia (HTI)  Bandung,  melakukan  aksi 
imjuk  rasa  di  depan  Gedung  Sate  pada  2 
Maret  2005.  HTI  menyatakan  menolak  ke- 
naikan BBM  yang  ditetapkan  oleh  peme- 
rintah.  HTI  menganggap  kenaikan  harga 
BBM  itu  merupakan  bentuk  kedzaliman 
pemerintah  terhadap  rakyat.  Selain  massa 
dari  HTI,  demo  tersebut  juga  diikuti  oleh 
Serikat  Pekerja  Forum  Komunilcasi  Kar- 
yawan  (SPFKK)  PT  DI  {Republika  Online, 
2  Maret  2005).  Pada  3  Maret  2005,  para 
mahasiswa  dari  sejumlah  perguruan  ting- 
gi  kembali  berunjuk  rasa  menentang  ke- 
naikan harga  BBM.  Di  Makasar,  Sulawesi 
Selatan,  rumah  Wakil  Presiden  Jusuf  Kalla 
di  Jalan  Haji  Bau  lagi-lagi  didatangi  para 
pengunjuk  rasa  mahasiswa  Universitas 
Muhammadiyah  (Unismuh),  STIMIK  Di- 
panegara,  Uruversitas  Islam  Makasar,  Uni- 
versitas Satria,  dan  lainnya.  Di  Sema- 
rang, Jawa  Tengah,  sekitar  40  aktivis 


pemuda  Front  Perjuangan  Rakyat  Miskin 
Semarang  (FPRM-Semarang)  berupaya 
menurunkan  harga  BBM  ke  tarif  lama  di 
stasiun  pengisian  bahan  bakar  untuk 
umum  (SPBU)  yang  terletak  di  Jalan  Pan- 
danaran.  Unjuk  rasa  di  kota  ini  dipelopori 
aktivis  Partai  Rakyat  Demokratik  (PRD) 
dan  Liga  Mahasiswa  Nasional  untuk  De- 
mokrasi  (LMND).  Aksi  iri  diiringi  dengan 
bertebararmya  selebaran  bertuUsan,  "Saat 
BBM  Naik,  Ayo  Berontak".  Di  Yogyakarta 
ratusan  mahasiswa  dari  berbagai  elemen 
berunjuk  rasa  di  depan  Gedimg  Agung. 
Mereka  juga  menvmtut  tim  ekonomi  peme- 
rintahan  Susilo  Bambang  Yudhoyono-Jusuf 
Kalla  di-reshujfle  {Kompas,  4  Maret  2005). 

Pada  13  Maret  2005,  aksi  menolak  kenaik- 
an harga  BBM  dilakukan  antara  lain  oleh 
Dcatan  Mahasiswa  Muhammadiyah  (IMM), 
Himpunlan  Mahasiswa  Indonesia  (HMI), 
dan  Aliansi  Tolak  Kenaikan  Harga  BBM  di 
depan  Istana  Negara.  Para  pengunjuk  rasa 
yang  ikut  d^lam  unjuk  rasa  antara  lain 
mahasiswa  Forum  Kota,  Gerakan  Maha- 
siswa Kristen  Indonesia,  Relawan  Perjuang- 
an Demokrasi,  Barisan  Oposisi  Rakyat, 
Serikat  Rakyat  Miskin  Kota,  dan  Aliansi 
Perempuan  {Kompas,  15  Maret  2005). 

Pada  saat  dilaksanakan  Rapat  Paripurna 
DPR  tanggal  15  Maret  2005  imtuk  menen- 
tukan  sikap  Dewan  soal  kenaikan  harga 
BBM,  di  depan  gedung  DPR/MPR  Jakarta 
terjadi  unjuk  rasa  yang  dilakukan  ratusan 
aktivis  Badan  Eksekutif  Mahasiswa  (BEM) 
dari  beberapa  perguruan  tinggi  se-Jakarta, 
Bogor,  Depok  dan  Bekasi  serta  Gerakan 
Mahasiswa  Nasional  Indonesia  (GMNI), 
Partai  Rakyat  Demokratik  (PRD),  Perge- 
rakan  Mahasiswa  Islam  Indonesia  (PMII), 
Humanika,  Forum  Kota  (Forkot),  KM  UIN 
Syarif  HidayatuUah,  Kesatuan  Aksi  Ma- 
hasiswa Muslim  Indonesia /KAMMI.  Para 
pengunjuk  rasa  menolak  kenaikan  harga 
BBM  serta  mendesak  DPR  menempuh 
langkah-langkah  politik  menekan  peme- 
rintahan  Susilo  Bambang  Yudhoyono  agar 
membatalkan  kebijakannya  menaikkan 
harga  BBM  {Kompas,  16  Maret  2005). 

Di  depan  gedung  DPR  Jakarta  pada  tang- 
gal 21  Maret  2005  sekitar  500  mahasiswa 
yang  tergabung  dalam  Aliansi  Rakyat  Ber- 
satu,  Kesatuan  Aksi  Mahasiswa  Muslim 
Indonesia  (KAMMI),  Front  Aksi  Maha- 
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siswa  (FAM)  Universitas  Indonesia  (UI), 
HMI  (Himpunan  Mahasiswa  Indonesia) 
dan  Forum  Kota  (Forkot)  dan  sejumlah 
elemen  masyarakat  serta  aktivis  Parpol 
seperti  PDIP  dan  PNBK  berunjuk  rasa 
silih  berganti  datang  dan  pergi  menyam- 
paikan  tuntutannya  (Republika  Online,  21 
Maret  2005). 

Aksi  demo  menolak  kenaikan  harga  BBM 
terus  berlangung  sampai  dengan  awal 
April  2005.  Hal  itu  terjadi  misalnya  di 
Universitas  Gadjah  Mada  Yogyakarta 
pada  1  April  2005  yang  menuntut  SBY  tu- 
runkarena"ngapusi"  Oittp:/  /www.detik.com. 
1  April  2005). 

10  Timtutan  ini  dikemukakan  oleh  para  ma- 
hasiswa di  Yogyakarta  pada  28  Februari 
2005  {Kompas,  28  Februari  2005). 

11  Tuntutan  Presiden  dan  Wakil  Presiden 
mxmdur  dari  jabatannya  itu  dikemukakan 
oleh  para  pengimjuk  rasa  di  Makasar  pa- 
da 28  Februari  2005  (Kompas,  28  Februari 
2005)  dan  oleh  para  mahasiswa  Sura- 


baya yang  tergabung  dalam  Liga  Maha- 
siswa Nasional  Untuk  Demokrasi  (LMND) 
ketika  berunjuk  rasa  di  depan  kantor  gu- 
bernuran  gedung  Grahadi  Surabaya  pa- 
da 21  Maret  2005  (http://www  lip.if.^^A 
com,  22  Maret  2005).  Sementara  itu,  bebe- 
rapa  demonstran  di  depan  gedung' DPR/ 
MPR  pada  16  Maret  2005  ada  yang  me- 
masang  spanduk  besar  di  pagar  jalan 
tol  yang  antara  lain  berisi  tulisan:  "BBM 
Turun  atau  SBY-JK  Turun"  (Kompas,  16 
Maret  2005). 

12  Tuntutan  ini  disampaikan  oleh  ratusan 
mahasiswa  yang  berunjuk  rasa  di  depan 
Gedung  Agung  Yogyakarta  pada  4  Maret 
2005  {Kompas  Cyber  Media,  4  Maret  2005). 

13  Tuntutan  ini  dikemukakan  oleh  Hiz- 
but  Tahrir  Indonesia  yang  berunjuk  rasa 
di  Riau  pada  26  Maret  2005  (http://www. 
riauterkini.com  /sosial.  php?arr=376';) 

14  Pemikiran  ini  disampaikan  oleh  Hizbut 
Tahrir  Cabang  Jember  dalam  unjuk  rasa- 
nya  di  gedung  DPRD  Jember  pada  4  Ma- 
ret 2005  (Radar  Jember,  5  Maret  2005). 
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